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Kata Pengantar Penulis

Alhamdulillahirabbil‘alamin. Segala puji dan syukur kepada 
Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis, 
sehingga bisa menyusun dan menyelesaikan buku yang ada di  
hadapan pembaca yang budiman. Sholawat dan salam rindu 
semoga senantiasa mengalir dalam nadi dan darah kita senantiasa 
dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang telah membawa 
panji keadilan untuk mewujudkan peradaban manusia.

Buku ini bermula dari disertasi penulis yang telah dipertahan-
kan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Program Pasca-
sarjana S-3 (Doktor) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Jember. Penulisan karya ini dilakukan atas dasar latar belakang 
adanya badan usaha dalam sistem hukum perdata Indonesia seperti 
Perseroan Terbatas yang saat ini paling banyak digunakan dalam 
kegiatan ekonomi dan bisnis dalam perekonomian Indonesia—
sejak awal hingga saat ini—tidak pernah didasarkan pada sistem 
perseroan seperti syirkah dengan ragam bentuknya, sehingga tidak 
ditemukan konsep tentang badan usaha berdasarkan ketentuan 
hukum Islam. Padahal praktik pendirian badan usaha yang dikelola 
menggunakan prinsip syari’ah telah dan akan terus berkembang.

Di Indonesia pengaturan hukum ekonomi syariah secara for-
mal masuk dalam legislasi nasional sejak 1992 dengan diundang-
kannya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dikuti 
dengan Undang-Undang lainnya, Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, dan sebagai lex specialis dari pengaturannya adalah  
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
Namun terjadi pertentangan antara ketentuan Pasal 109 Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan 
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pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Per-
bankan Syari’ah, dimana pasal 109 ayat 1-3 UUPT hanya meng-
atur tentang Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan unsur 
Perseroan Terbatas yang dikelola berdasarkan syariah, padahal di 
dalam UUPS (Pasal 1) menuntut secara kelembagaan badan usa-
hanya harus sesuai dengan prinsip syari’ah. Namun, dalam pasal 
7 ada penegasan bahwa badan hukum bank syariah adalah Perse-
roan Terbatas yang kajian fiqh muamalah kontemporer (fiqh al-
muamalat al-maliyah al-muashirah) diidentikkan dengan Syirkah 
al-Musahamah, tetapi keabsahannya masih diperdebatkan oleh 
para ulama. Di sisi lain tuntutan kebutuhan untuk mengakomo-
dir prinsip-prinsip syariah dalam suatu kelembagaan badan usaha 
terus berkembang seiring dengan akselerasi perkembangan bisnis 
yang sangat membutuhkan sistem yang seimbang, adil, berorien-
tasi kesejahteraan dan kemaslahatan. 

Buku ini mengangkat akad syirkah mudharabah, sebuah akad 
pengembangan dan penggabungan dari multi akad (al-’uqud al-
Murakkabah) yakni akad syirkah dan mudharabah. Formulasi akad 
ini menjadi acuan bagi perjanjian pendirian Perseroan Terbatas 
yang diformulasi berdasarkan nilai, prinsip dan norma hukum 
Islam serta terwujudnya keadilan bagi para sekutu Perseroan Ter-
batas. Pada sisi lain kedepan akad syirkah mudharabah diharapkan 
dijadikan sebagai dasar pendirian badan usaha yang berorientasi 
keadilan, kemaslahatan dan menegasikan segala bentuk kezaliman. 
Nilai dan prinsip yang terdapat pada Akad syirkah mudharabah 
mengandung nilai keunggulan yang mampu diadopsi dan diprak-
tikkan dalam perjanjian pembentukan Serikat Usaha Terbatas teru-
tama yang menegaskan dirinya sebagai perusahaan yang dikelola 
berdasarkan prinsip syari’ah. 

Atas terbitnya buku ini penulis ingin menghaturkan rasa 
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para 
pihak, lembaga atau institusi yang telah memberi bantuan moril 
maupun materiil kepada penulis. Secara khusus, rasa terima kasih 
penulis sampaikan dan haturkan penghargaan sebesar-besarnya 
kepada Ayahanda Kyai Mabi’an (alm.) dan Ibunda Siti Ruqoyah, 
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Bapak Hasan (alm.) dan Ibu Mistribut Khairullah, para guru  
penulis khususnya KH. Hafifi Mustaqim At Thohir dan Nyai Hj. 
Juwairiyah Mahfudhatut Thahiroh Pengasuh Pondok Pesantren 
Misykatul Ulum Mangaran Situondo, yang telah meletakkan  
sendi-sendi dasar ahlak dan keilmuan sehingga atas motivasi dan 
doa-doa beliau penulis dapat menyelesaikan buku ini, semoga 
seluruh upaya dan jasa beliau dijadikan amal jariyah. 

Karya ini juga saya persembahkan untuk istri tercinta Linda 
Novaliana Sari, S.E.I. yang telah ikhlas dan sabar menemani pro-
ses penyusunan karya ini, Ananda tercinta Mahmudatul Abadiyah 
Albariza, Feyza Rasyadah Karimah, Hafiza Khaira Qotrunnada 
dan Amira Fedya Hasma sebagai bagian hidup penulis yang selalu 
menjadi memotivasi untuk berkarya, semoga kelak mereka bisa 
mengambil pembelajaran hidup yang terbaik.

Atas terbitnya buku ini kami sampaikan terima kasih kepada 
Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM Rektor Universitas Islam 
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Prof. Dr. Muhammad 
Noor Harisudin, M.Fil.I Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam 
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas motivasi dan ke-
sempatan yang diberikan kepada penulis sehingga karya ini dapat 
diselesaikan.

Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Prof. Dr. M.  
Khoidin, S.H., CN., M.Hum, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.
Hum, Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H., atas segala bimbingan, kesabaran 
dan kearifannya selalu memberikan ilmu, kritik untuk penajaman 
buku ini. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H. (Guru Besar Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember), Prof. Dr. Thohir 
Luth, MA (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya Malang), Prof. Dr. Drs. Abd. Shamad, S.H.,M.H. (Guru 
Besar Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya), Prof. Dr. Afdol, S.H., MS. (Guru 
Besar Ilmu Hukum/Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga Surabaya), Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. dan Dr. Aries 
Hariyanto, S.H.,M.H. yang telah memberikan kitik dan saran 
untuk penyepurnaan karya buku ini. 
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Penulis sadar sebagai hasil ijtihad akademik, buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan, karenanya kami mohon kritik dan saran 
untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan karya buku ini, 
semoga bermanfaat.

Jember,  Desember 2022
Penulis
 
Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
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Diskursus Akad Syirkah Mudharabah  
dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Prof. Dr. Thohir Luth, MA.
Guru Besar Hukum Islam  

Universitas Brawijaya Malang

Kehidupan manusia selain hablun minallah dalam kebutu-
han ritual, juga hablun minannas sebagai kebutuhan sosial karena 
memang sejatinya manusia makhluk yang terintegrasi dengan 
makhluk lain (makhluk sosial). Hal ini sudah digambarkan dalam 
Nizham al-Hukmi fil Islam oleh Yusuf Musa bahwa manusia ada-
lah makhluk sosial (al-insanu madaniyyun bi ath-thabi). Sebagai  
makhluk sosial, manusia—untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
—satu dengan lainnya harus berhubungan dan membangun relasi 
(human relation). 

Kedua wilayah ini berjalan secara seimbang, itu merupakan 
satu keniscayaan. Khususnya dalam bidang sosial-ekonomi semua 
yang terlibat di dalamnya harus pula berusaha secara baik dan  
benar. Artinya, sebebas apapun ikhtiar manusia mencari dan me-
menuhi kebutuhan hidup ekonomi tidak menentang ajaran Islam 
dalam mencari penghasilannya. Islam dengan ajarannya yang begitu 
lengkap hendaknya dijadikan pedoman, sekaligus petunjuk untuk 
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mendapat rezeki halalan thayyiban. Termasuk dalam konteks ini 
membangun kemitraan atau relasi transaksi ekonomi.

Transaksi ekonomi dan kegiatan bisnis sampai saat ini masih 
menjadi aktivitas suatu masyarakat yang tidak dapat terelakkan 
bahkan dalam percaturan masyarakat internasional. Berkembang-
nya zaman yang terus berevolusi ke arah yang lebih mapan banyak 
dijumpai munculnya berbagai bentuk kerjasama dan sistem yang 
mengatur bidang ekonomi dan dunia bisnis. Adanya perkemba-
ngan tersebut, tidak terlepas pula dari peran serta oleh para pelaku 
ekonomi dan bisnis dalam usahanya.

Di Indonesia di antara badan usaha ekonomi dan bisnis yang 
sering digunakan adalah Perseroan Terbatas, instrumen ekonomi 
yang satu ini terus mengalami perkembangan seiring dengan per-
tumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Perseroan 
Terbatas merupakan instrumen kerjasama modal yang melibatkan 
banyak pihak sebagai penanam modal. Secara legal-formal PT di-
atur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, dalam regulasi ini PT didefinisikan sebagai badan hukum 
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan per-
janjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang se-
luruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaanya. 

Jika jajaki pada aspek historisnya, PT ini muncul dan ber-
kembang di dunia sejak abad ke-15 di dunia Barat. Dengan demi-
kian, tentu dalam khazanah kajian Islam klasik ulasan dan kajian 
oleh para ahli hukum Islam (yuris Islam) mengenai PT tidak dapat 
dijumpai. PT menjadi kajian wacana Islam muncul melalui fiqih 
kontemporer (fiqh al-muamalat al-maliyah al-muashirah) dengan 
penyebutan term Syirkah al-Musahamah meskipun keabsahannya 
masih diperdebatkan oleh para ulama hingga saat ini, itupun secara 
mayoritas pandangan hukum (fatwa) yang kerap dijumpai—khu-
susnya di Indonesia—hanya berkutat pada persoalan pasar modal 
dan saham, yang notabene masih bagian dari adanya PT, tanpa 
mengupas dan menelusuri mengenai keabsahan bentuk PT itu 
sendiri dalam sistem perseroan seperti syirkah dengan ragam ben-
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tuknya, sehingga masih minim konsep tentang badan usaha ber-
dasarkan ketentuan hukum Islam. 

Padahal praktik pendirian badan usaha yang dikelola meng-
gunakan prinsip syariah telah dan akan terus berkembang. Terma-
suk bank yang berbasis Syariah yang selama ini diposisikan seba-
gai tumpuan pengembangan ekonomi islam secara kelembagaan 
berbasis pada PT. Rasanya menjadi suatu yang aneh ketika produk 
bank yang berbasis syariah sering menjadi perbincangan namun 
bentuk badan usaha yang berbasis hukum Islam itu sendiri absen 
dan luput dari perhatian.

Pada konteks inilah buku ini penting dan menemukan rele-
vansinya untuk dikaji. Melalui buku ini, Dr. Martoyo, S.H.I., 
M.H. hendak menjelaskan tentang hakikat akad syirkah mudha-
rabah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Secara aka-
demik kajian ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan mengenai 
kelembagaan badan usaha yang mengakomodir prinsip-prinsip 
syariah. Mengingat kelembagaan usaha tersebut yang akan terus 
berkembang seiring dengan akselerasi perkembangan bisnis yang 
membutuhkan sistem yang seimbang, adil, berorientasi kesejah-
teraan, dan kemaslahatan.

Terdapat ketiga isu penting yang dijabarkan dalam buku ini. 
Pertama, Bahwa hakikat akad syirkah mudharabah merupakan 
akad yang berasal dari penggabungan akad syirkah dan akad mud-
harabah yang didasarkan pada teori al-’uqud al-murakkabah (teori 
multi akad) atau hybrid contract. Dengan demikian, akad ini dapat 
berdiri sendiri menjadi satu akad yang memiliki sistem dan akibat 
hukum sendiri. Secara filosofis, akad syirkah mudharabah sebagai 
infrastruktur untuk mewujudkan keadilan ekonomi dengan ter-
jalinnya relasi keseimbangan antara pemilik modal (shahibul maal) 
dengan pelaku usaha (mudharib). 

Relasi tersebut dibangun pada kuantitas maupun kualitas 
modal yang dimiliki untuk melakukan investasi dan di sisi lain 
membuka peluang terhadap para pelaku usaha (mudharib) yang 
hanya mempunyai modal keahlian untuk ikut ambil bagian dalam 
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suatu kerjasama usaha bisnis (tijarah/profit). Implikasi kerjasama 
usaha berdasarkan akad syirkah mudharabah ini berdampak pada 
pemerataan kesejahteraan masyarakat, sebab modal tidak hanya 
berputar dan berada pada segelintir pemilik modal harta saja, lebih 
dari itu dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak 
memiliki modal harta, namun ia memiliki modal keahlian. Secara 
historis akad semacam ini sudah ada dan dipraktikkan semenjak 
masa Rasulullah Saw. sebagai entitas perjanjian kerjasama usaha 
yang berbasis nilai keadilan serta kemanusiaan berdasarkan ke-
ahlian sekaligus sebagai counter terhadap sistem perbudakan yang 
sangat eksploitatif melalui peran dominasi para pemilik modal.

Akad syirkah mudharabah ini dapat dirumuskan sebagai akad 
kerjasama bisnis di antara kedua pihak atau lebih, dimana satu 
pihak merupakan pemilik modal harta (shahibul maal), sedangkan 
pihak lain adalah pelaku usaha yang memiliki keahlian pekerjaan 
(mudharib). Atas izin shahibul maal, mudharib juga dapat ikut 
berinvestasi, pembagian keuntungan didasarkan atas kesepakatan 
atau nisbah sesuai dengan pembagian dengan sistem syirkah dan 
tahap berikutnya dengan sistem mudharabah. Sedangkan kerugian 
sepenuhnya tanggung jawab shahibul maal—termasuk dana inves-
tasi dari mudharib jika ada  —dan mudharib hanya menanggung 
kerugian waktu, tenaga, pikiran yang digunakan pada saat usaha 
tersebut dijalankan. Dasar keabsahan akad syirkah mudharabah 
dibangun dengan empat landasan, yaitu didasarkan pada ke-
mu’tabrak-an syirkah inan, syirkah wujuh, akad wakalah, dan 
teori percampuran ayn dan dayn, serta izin shahibul maal. Akad 
syirkah mudharabah ini sangat relevan dengan tuntutan perkem-
bangan bisnis syariah kontemporer serta dapat menjadi dasar kon-
sep pendirian badan usaha Perseroan Terbatas berbasis syariah.

Kedua, buku ini mengulas anatomi perjanjian berdasarkan 
Akad Syirkah Mudharabah dalam Pendirian Perseroan Terbatas. 
Kesesuaian kedudukan para sekutu pada akad syirkah mudhara-
bah dalam pendirian badan usaha Perseroan Terbatas dengan asas 
keadilan dapat ditemukan pada tahapan-tahapan kontraktual yang 
dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha 
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(mudharib) mulai dari tahap pra kontraktual, tahap kontraktual, 
dan post-kontraktual. Tahapan kontraktual tersebut mencermin-
kan tercapainya pertukaran kepentingan di antara para sekutu yang 
dibangun di atas kesetaraan (al-musawa), keseimbangan (at-tawa-
zun), dan proporsionalitas (al-mutanasib). 

Dalam akad syirkah mudharabah ini kedudukan para sekutu 
pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib) meru- 
pakan subjek yang mandiri dan setara. Hal ini terwujud dalam pe-
nentuan perpaduan modal yang dapat berupa harta (uang/barang) 
dan dapat berupa keahlian (ras`mal bil `amal). Dalam hal pem-
bagian keuntungan akad ini didasarkan pada kesepakatan (nisbah) 
dengan berpijak pada berat atau ringannya risiko yang diterima  
dan ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Sedangkan 
kerugian juga didasarkan para proporsi yang sangat adil, dimana 
pihak shahibul maal menanggung semua kerugian modal harta se-
cara terbatas pada dana yang diinvestasikan, sedangkan mudharib 
hanya menanggung kerugian, tenaga, waktu dan pikiran—kecuali 
kerugian terbukti diakibatkan adanya unsur kesengajaan atau kela-
laian mudharib, tentu dalam hal ini mudharib harus bertanggung 
jawab atas kerugian tersebut. 

Dengan demikian, dalam pendirian Perseroan Terbatas ber-
dasar akad syirkah mudharabah secara substansi memuat asas 
keadilan yang berkepastian agar memberikan keadilan bagi para 
sekutu. Di sinilah keahlian pelaku usaha (mudharib/direksi) dapat 
dihitung sebagai modal yang diwujudkan dalam bentuk kepemili-
kan saham. Oleh karenanya, mudharib/direksi memiliki hak atas 
keuntungan (deviden) yang besarannya bergantung pada hasil ke-
sepakatan para pihak berdasarkan persentase selama pelaku usaha 
(mudharib/direksi) bekerjasama dengan pemilik modal (shahibul 
maal) yang tertuang dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar (AD) 
badan usaha Perseroan Terbatas.

Ketiga, ke depan diskursus tentang perjanjian pembentukan 
Perseroan Terbatas berdasar akad syirkah mudharabah diformu-
lasi berdasarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum Islam di bidang 
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ekonomi (fiqh muamalah) yang bertujuan terwujudnya keadilan 
ekonomi sebagai tujuan utama hukum Islam (maqashidus sya-
riah) yakni terwujudnya hifdz al-maal (memelihara harta benda). 
Pengaturan sistem ekonomi terutama perjanjian pendirian badan 
usaha Perseroan Terbatas harus berjalan dengan tujuan keadilan 
dan kemaslahatan bagi para pihak yang bekerjasama. 

Konsep pendirian Perseroan Terbatas berdasar akad syirkah 
mudharabah dapat berbentuk model, yaitu: 1) badan usaha Per-
seroan Terbatas berbentuk badan hukum (recht Person) dalam fiqh 
al-muamalah al-maliyah al-muashirah dikenal dengan istilah 
syakhsiyah i’tibariah/syakhsiyah hukmiyah yang segala tindakan 
hukumnya dilakukan (tasarruf) kepada pengurus perseroan terse-
but. 2) Didirikan berdasarkan perjanjian yang dilandasi asas kea- 
dilan yang mewujud kesetaraan (al-musawa), keseimbangan (at-
tawazun) dan proporsionalitas (al-mutanasib) antara para sekutu, 
yakni pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib) 
yang tercermin dalam ketentuan mengenai proporsi modal, pro-
porsi keuntungan dan kerugian sampai berakhirnya kerjasama. 3) 
Modal usaha merupakan perpaduan modal harta (ra’sl al mal bil 
amwal) dan modal keahlian (ra`sl al mal bil ‘amal) yang diwujud-
kan dalam kepemilikan saham dan dinyatakan dalam pengaturan-
nya atau dalam Anggaran Dasar (AD). 4)Tanggung jawab pemilik 
modal (shahibul maal) terbatas terhadap harta yang diinvestasi-
kan berdasarkan konsep (qiradh/muqaradah) yang secara harfiah 
berarti al-qath (terputus) karena modal telah diberikan kepada 
pelaku usaha (mudharib) untuk menjalankan usaha yang dise-
pakati. 5) Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan 
(nisbah) dengan berpijak pada berat atau ringannya risiko yang 
diterima dan ditanggung oleh para pihak secara proporsional. 

Begitu juga pada hal kerugian didasarkan para proporsi yang 
sangat adil, di mana pihak shahibul maal menanggung semua 
kerugian modal harta secara terbatas pada dana yang diinvestasi-
kan, sedangkan mudharib hanya menanggung kerugian, tenaga, 
waktu dan pikiran kecuali kerugian terbukti diakibatkan adanya 
unsur kesengajaan atau kelalaian mudharib, maka mudharib harus 
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bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya secara tek-
nis konsep pendirian Perseroan Terbatas Berdasar akad Syirkah 
Mudharabah harus dirumuskan ke dalam bentuk pasal-pasal dalam 
perjanjian (akad) yang wajib memuat ketentuan-ketentuan ten-
tang rukun dan syarat akad syirkah mudharabah sebagai syarat sah  
perjanjian tersebut. Selanjutnya, dilakukan perumusan pasal-pasal 
yang memuat tentang hal-hal terkait dengan isi akad serta bagai-
mana akad syirkah mudharabah dalam bentuk badan usaha Per-
seroan Terbatas dilaksanakan oleh para sekutu.

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. telah menghadirkan satu karya 
ilmiah dengan judul “Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan 
Akad Mudharabah” untuk kita. Saya mengapresiasi karya ilmiah  
ini sebagai satu narasi yangg menginspirasi kita sekaligus juga me-
nawarkan gagasan gagasan ilmiah soal interaksi dan interkoneksi 
bahkan juga interelasi pada untuk melakukan kegiatan, ekonomi 
yang berbasis Syariah utamanya akad syariah dalam aktivitas eko-
nomi bisnis. Semoga dengan hadirnya buku ini kita dapat men-
jadikannya sebagai salah satu kajian penting bagi kita maupun 
badan usaha serta memberi acuan bagi pelaku ekonomi dan bisnis 
dalam mengembangkan usahanya berbasis keadilan, kesetaraan, 
keseimbangan dan proporsionalitas sehingga menebar maslahah. 
Ucapan dan rasa terimakasih saya pada penulis atas konstribusi 
ilmiahnya dalam rangka pencerahan terhadap kesemestaan ummat. 
Semoga berkah selalu. Aamiin.

      Malang, Desember 2022
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1

Pembangunan nasional Indonesia adalah amanat konstitusi 
yang wajib diwujudkan pemerintah melalui program yang teren-
cana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan 
untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka 
melanjutkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan 
keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indo-
nesia.1 Hal tersebut akan berimplikasi terhahap prestise bangsa 
Indonesia di mata internasional, terutama di bidang pembangunan 
ekonomi dan menempatkan Indonesia menjadi negara kompeti-
tif dan berkonstribusi dalam mewujudkan tatanan perekonomian 
yang adil dan sejahtera.2

Sistem pembangunan nasional harus berdasarkan pada nilai, 
prinsip, dan sistem kehidupan masyarakat Indonesia karena men-
jadi modal utama tercapainya tujuan nasional. Di antara nilai,  
prinsip dan sistem yang menjadi dasar pembangunan ekonomi 
ialah keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia terhadap sistem 
hukum dan bisnis ekonomi syariah (muamalah) yang diterapkan 
di dalam kehidupannya sebagai kewajiban agama yang mengakar 
dalam keyakinan dan aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat.3 
Keyakinan terhadap hukum Islam sejatinya adalah ikhtiar pemiki-
ran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim, serta  
merupakan saripati Islam itu sendiri.4 Sehingga eksistensi sistem 
hukum ekonomi syari’ah tidak dapat dikesampingkan dalam sis-
tem pembinaan hukum nasional Indonesia.5 

Pemberlakukan prinsip-prinsip hukum Islam termasuk agama 
lainnya dalam legislasi nasional sejatinya telah berlangsung lama, 
namun pemberlakukan sistem hukum ekonomi syari’ah dilaksana-
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kan pada 1992 dan secara legal formal menjadi bagian dari sistem 
hukum nasional Indonesia,6 sehingga keberadaannya menjadi fo-
kus kajian para ahli untuk memformulasikan konsep-konsep baru  
sebagai respons terhadap kompetisi sistem hukum yang mewarnai 
pembinaan hukum nasional Indonesia,7 termasuk dalam pem-
bentukan badan usaha yang diadaptasi dari sistem hukum Eropa  
Continental terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Per-
data (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(Wetboek van Koophandel) maupun perkembangan hukum di 
berbagai Negara yang menganut sistem Anglo Saxon. Keberadaan 
badan usaha ini telah menjadi bagian penting dari pelaku bisnis  
di Indonesia hingga saat ini. 

Badan usaha dalam sistem hukum perdata Indonesia diklasi-
fikasi menjadi badan usaha tidak berbadan hukum di antaranya 
Usaha Perseorangan atau Usaha Dagang (UD), Persekutuan Per-
data (Maatschap), Persekutuan Firma (Venootschap onder Firma), 
Persekutuan Komanditer (Commsanditaire Vennootschap). Dan 
badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas 
(Naamloze Vennootschap), selain Koperasi dan Yayasan, Perseroan 
Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum diatur seba- 
gai lex specialis secara khusus dengan Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007, sehingga keberadaannya lebih jelas, tertata, dan 
memiliki stabilitas tinggi dibanding dengan badan usaha tidak 
berbadan hukum.8 

Bentuk badan usaha yang saat ini paling banyak digunakan 
dalam kegiatan usaha ekonomi bisnis adalah Perseroan Terbatas 
dan seiring tumbuh dan berkembangnya Perekonomian Indone- 
sia. Perseroan Terbatas telah menjadi badan hukum yang paling 
banyak digunakan pada lembaga keuangan, usaha perdagangan, 
usaha distributor, usaha pertambangan, baik yang bergerak di 
dalam negeri maupun luar negeri (ekspor impor) dalam skala kecil, 
menengah, maupun skala besar. 9 Bahkan Perseroan Terbatas di- 
pandang lebih representatif, dan memudahkan pelaku bisnis di-
banding dengan bentuk badan usaha lainnya. 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

3

Disebutkan dalam beberapa literatur Perseroan Terbatas telah 
dikenal dalam sistem hukum Romawi kuno dengan term etairia, 
collegium, corpus,10 sedangkan dalam sistem hukum Belanda di-
kenal dengan istilah Naamloze Vennotschap (NV) dan dalam 
sistem hukum amerika serikat disebut dengan “limited company” 
atau “corporation” karena didirikan sangat ketat dan sesuai dengan 
bidang/karakter usahanya (tailor mode).11 Perseroan Terbatas di 
Indonesia pertama diatur pada Pasal 36-56 KUHD sejak 1848 
dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa Perseroan Ter-
batas di Indonesia sudah sejak lama dikenal. Selanjutnya, diatur 
dalam Pasal 1233-1356 dan Pasal 1618-1652 KUH Perdata (BW). 
Kemudian, sejak UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Ter-
batas, berlaku sejak tanggal 7 Maret 1996, maka ketentuan Pasal 
36-56 KUHD tidak berlaku. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan 
masyarakat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini dicabut dan 
diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terba-
tas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, tanggal 16 Agustus 
2007).12 Dalam dunia hukum pemberlakuan hukum yang terbaru 
mengesampingkan hukum yang lama selama masih mengatur sub-
stansi yang sama dikenal dengan asas lex posterior derogat legi priori.

Regulasi Perseroan Terbatas di Indonesia sejak awal hingga saat 
ini, tidak pernah didasarkan pada sistem perseroan seperti syirkah 
dengan ragam bentuknya, sehingga tidak ditemukan konsep ten-
tang badan usaha berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hal terse-
but berkonsekuensi tidak terealisasinya secara utuh (kaffah) prin-
sip-prinsip syariah terhadap kegiatan bisnis atau kegiatan usaha 
misalnya di sektor lembaga keuangan yang masih menggunakan 
badan usaha yang ada dan diatur di Indonesia seperti ketentuan 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Artinya bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia masih belum 
mengakomodir sistem perseroan berdasarkan ketentuan hukum 
Islam (baca: syirkah). Regulasi kegiatan usaha masih bertumpu 
pada perjanjian (akad) yang melandasi para pihak dalam kegiatan 
usaha yang berkutat pada suatu produk tertentu, sistem pengatu-
rannya belum menyentuh perihal badan usahanya.
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Sejatinya aktivitas bisnis berbasis syariah di Indonesia tidak 
hanya bertumpu pada produk dalam kegiatan usahanya, namun 
juga harus menyangkut perjanjian pembentukan kelembagaan-
nya, artinya badan usaha maupun tata kelolanya harus menjadi  
satu kesatuan yang utuh, menyeluruh (kaffah) dan sesuai prinsip  
syariah. Di antara terjadinya konflik norma di dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 pada bab I Pasal 1 huruf a yang me- 
nyatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 
menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, men-
cakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya.” Terlebih badan usaha bank 
syariah secara yuridis hanya mengenal bentuk badan hukum Per- 
seroan Terbatas (PT), sebagaimana dinyatakan pada pasal 7 UUPS: 
“Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas”. 
Begitupun juga dengan beberapa lembaga keuangan syariah lain-
nya bentuk badan usahanya adalah Perseroan Terbatas seperti 
usaha Perasuransian dan lembaga bisnis lainnya yang dikelola ber-
dasarkan prinsip syariah. Dengan demikian badan hukum usaha 
bisnis berbasis syariah tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Namun, di dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur 
tentang tata cara pendirian perseroan berdasarkan prinsip syariah 
hanya diatur dalam pasal 109 ayat 1-3 yang menyatakan bahwa (1) 
Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai 
Dewan Pengawas Syariah. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau 
lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama 
Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada 
Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan 
prinsip syariah. Dalam pasal 109 tersebut hanya diatur tentang 
mengenai syarat bagi Perseroan Terbatas yang dikelola secara sya-
riah yaitu mempunyai Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) sebagai 
tenaga ahli dalam bidang hukum Islam yang direkomendasikan 
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oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),13 untuk memberikan ara-
han dan memastikan sesuai dengan prinsip syariah.14 Namun, 
pengaturan pasal 109 tersebut belum mengakomodasi mengenai 
perjanjian pembentukan badan usaha khususnya untuk kegiatan 
usaha yang berbasis syariah. 

Konsep Perseroan Terbatas (Naamloze Vennotschap) berkem-
bang dalam tradisi hukum bisnis Eropa dan Amerika bahkan 
berkembang di Asia terutama Indonesia, walaupun mengguna-
kan istilah yang berbeda, dan belum familiar dalam diskursus fiqh 
Muamalah. Untuk dapat memahami konstruksi Perseroan Ter-
batas sebagai badan usaha, maka perlu mengetahui konsepsi yang 
menjadi dasar sistem badan usaha tersebut. Perseroan Terbatas 
didefinisikan sebagai suatu kerjasama bisnis berbentuk perseku-
tuan yang memiliki tujuan menjalankan suatu usaha, yang seluruh 
modalnya terbagi dalam bentuk saham, oleh karena itu pemilik 
Perseroan Terbatas juga memiliki porsi sebanyak saham yang ia 
miliki. Saham sebagai modal yang dimiliki pemegang saham dapat 
diperjualbelikan, sedangkan berubahnya kepemilikan Perseroan 
Terbatas dapat dilakukan tanpa harus membubarkan perusahaan.15 
Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa pemben-
tukan Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian di antara para 
pendiri atau bersifat kontraktual antara para pendiri, dan bersifat  
konsensual. Artinya, pada pendiri perseroan melakukan kesepa-
katan untuk mengikatkan diri mendirikan Perseroan Terbatas di 
bidang yang sesuai dengan pendiri perseroan.16

Kerja sama adalah dasar pembentukan Perseroan Terbatas. 
Oleh karena itu, di dalam UUPT dinyatakan bahwa usaha Per- 
seroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ perseroan, yaitu 
Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
Organ-organ tersebut yang bertindak secara hukum mewakili 
Perseroan tersebut. Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri dari 
orang-orang yang cakap untuk bertindak hukum.17 Secara khusus, 
Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 menegaskan, Direksi menjalankan 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya 
Pasal 94 ayat (1) mengatur, Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.18 
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Selanjutnya tentang konsep tanggung jawab terbatas dalam 
Perseroan Terbatas merupakan karakteristik dari badan usaha PT 
sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 
2007 menegaskan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak ber-
tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas  
nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Per-
seroan melebihi saham yang dimiliki.” Pemaknaan tanggung jawab 
terbatas adalah para pemegang saham hanya bertanggung jawab 
sebatas pada investasi atau saham yang ditanamkan pada Perse- 
roan Terbatas, dan apabila utang perusahaan melebihi kekayaan 
perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tang-
gung jawab para pemegang saham.19 

Konsepsi sistem Perseroan Terbatas jika dianalisis berdasarkan 
fiqh muamalah kontemporer (fiqh al-muamalat al-maliyah al-
muashirah) diidentikkan dengan Syirkah al-Musahamah namun 
keabsahannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Dalam ber-
bagai literatur fiqh muamalah karena pendirian Perseroan Terba-
tas dilakukan melalui perjanjian dipandang sesuai dengan teori 
akad atau kontrak di mana pihak-pihak yang berakad mengikat 
satu sama lain dalam kesepakatan,20 dalam kitab fiqh telah diatur  
ketentuan, rukun, dan syarat syirkah. Walaupun secara eksplisit 
pengaturan syirkah tidak tertera dalam Al-Qur’an, tetapi secara 
substansi Allah telah menggariskan pengaturan syirkah di dalam 
Al-Qur’an. Perseroan dalam Islam dikenal dengan term syirkah 
atau musyarakah, yaitu akad kerja sama percampuran (al-ikhtilat) 
antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu  
yang halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi 
kerja sama. Konsep musyarakah dikembangkan ke dalam ben-
tuk-bentuk kerja sama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini 
dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil dan keru-
gian atau dikenal dengan istilah berbagi keuntungan dan risiko 
kerugian (profit and lost sharing).21

Para ulama telah ber-ijma’ tentang legalitas syirkah, walaupun 
perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa aspeknya, artinya 
kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena 
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dasar hukumnya telah jelas dan tegas.22 Akad syirkah dalam kha-
zanah fiqh muamalah dikenal musyarakah, akad ini melingkupi 
jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara umum musyarakah 
dapat digambarkan dan dikategorisasi pada empat jenis di anta-
ranya syirkah ‘inan, syirkah ‘abdan, syirkah wujuh, dan syirkah 
mufawadhah. Keempat syirkah ini memiliki karakteristik tersen-
diri sehingga melahirkan sistem yang berbeda antara satu dengan 
syirkah lainnya dan para ahli fiqh telah banyak membahas masalah 
sistem perseroannya dan bahkan landasan keabsahannya dalam 
hukum Islam. Namun ketika dikaitkan dengan syirkah mudhara-
bah dalam literatur fiqh tidak dibahas secara lengkap, hanya ber-
sifat parsial bahkan hanya dikenal dengan mudharabah.

Problem konseptual syirkah mudharabah dalam fiqh Muama-
lah para ulama fiqh selalu membedakan dengan dua akad yaitu 
syirkah tersediri dan mudharabah yang juga merupakan akad yang 
berdiri sendiri dan seolah-olah paradoks serta memiliki distingsi 
yang tidak dapat disatukan, di sisi lain realitas kebutuhan untuk 
mengakomodir prinsip-prinsip syariah dalam suatu badan usaha 
terus berkembang seiring dengan akselerasi perkembangan bis-
nis yang sangat membutuhkan sistem yang seimbang, adil, ber- 
orientasi kesejahteraan, dan kemaslahatan. Penerapan syirkah ter-
masuk syirkah mudharabah dalam badan usaha Perseroan Terba-
tas tentu tidaklah tunggal perspektif, sebagai hal-hal yang bersifat 
cabang (furu’) maka diferensiasi pandangan itu semakin menam-
bah khazanah analisis tentang eksistensi syirkah di tengah kebu-
tuhan sistem bisnis modern yang menyisakan persoalan sehingga 
pembaharuan badan usaha menjadi terbuka terhadap prinsip  
syariah sebagai alternatif nilai, prinsip, norma yang memberikan 
harapan terwujudnya keadilan ekonomi di tengah masyarakat.

Berangkat dari permasalahan keadilan, keseimbangan dalam 
Perseroan Terbatas berarti menunjukkan selama ini kegiatan Pem-
bentukan badan usaha Perseroan Terbatas yang sudah berkembang 
dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis tersebut 
masih dalam perdebatan para ulama/para ahli mengenai penera-
pan syirkah dalam Perseroan Terbatas. Hal ini sangat tidak tepat 
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jika menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dalam UU 
No. 40 Tahun 2007 dengan hukum Islam, padahal praktik pen-
dirian badan usaha yang menggunakan prinsip syari’ah telah dan 
akan terus berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian 
terhadap pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Akad Syirkah 
Mudharabah menemukan relevansinya untuk melahirkan alterna-
tif formulasi sistem perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas 
yang dikelola berdasarkan berdasarkan prinsip syariah sehingga 
melahirkan timbulnya pilihan kepada masyarakat.

Pemenuhan pengaturan pendirian badan usaha berdasarkan 
akad syirkah mudharabah di Indonesia, dapat berlandaskan idiil 
dan fundamental pada negara Kesatuan Republik Indonesia yakni 
Pancasila yang menyiratkan tentang hakikat nilai Ketuhanan pada 
sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”.23 Hal ini menunjukkan Negara 
Indonesia berlandaskan nilai ketuhanan atau bisa disebut nilai 
keagamaan. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pancasila sila ke-1 
bahwa semangat yang sama juga tertuang pada amanat konstitusi 
yang berlandaskan nilai keagamaan yakni pasal 29 ayat (1) aman-
demen keempat UUDN RI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara 
Beradasar Atas Ketuhanan yang Maha Esa. Penegasan konstitusi 
ini semakin memperkuat landasan hukum tentang nilai-nilai kea-
gamaan dalam kehidupan sehari-hari dan diperkuat dengan diakui-
nya sistem hukum Islam dalam pembinaan sistem hukum nasional 
di Indonesia selain hukum Barat dan hukum adat. Secara faktual 
sistem hukum Islam khususnya di bidang hukum bisnis syariah di 
Indonesia diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan, sebab 
dalam hukum bisnis syariah terdapat asas universal artinya keber-
lakuannya melintasi ruang dan waktu serta sekat agama, suku dan 
ras apapun,24 sebab orientasi final (maudhu’) dari hukum bisnis 
syariah adalah terwujudnya keadilan ekonomi, keseimbangan para 
pihak/pelaku bisnis, dan kemaslahatan sebagai kulminasi dari pro-
ses sistem yang dijalankan.

Secara historis, fakta penerimaan terhadap hukum Islam dalam 
sistem hukum nasional adalah berlangsung proses legislasi nasio-
nal yang berdasarkan pada hukum Islam dan telah menjadi hukum 
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positif yang berlaku serta mengikat bagi masyarakat, baik yang 
secara langsung memasukkan materi dari hukum Islam, maupun 
secara subtansial yang dimasukkan dalam perundang-undangan 
antara lain: Ordonasi Tahun 1882 Nomor 152 jo Ordonansi 
Tahun 1937 Nomor 116 dan Ordonansi Tahun 1937 Nomor 610,  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 jo Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Rujuk; Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Puncaknya pada 1992 sistem hukum ekonomi dan bisnis sya-
riah terutama Lembaga Keuangan Syariah dimasukkan dalam legis-
lasi nasional,25 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1992 (pasal 1 angka 13) yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; (khusus lan-
dasan bank syari’ah); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ten-
tang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Peruba-
han atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat 
Berharga Syari’ah nasional (SBSN); Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah; Undang-Undang No-
mor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang 
No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana an 
Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwaka-
fan Tanah Milik; Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf; Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ten-
tang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Peraturan Bank Indo-
nesia, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Mahkamah 
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Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syari’ah dan Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
serta regulasi terkait lainnya.26 

Fakta diberlakukannya undang-undang dan berbagai peraturan 
tersebut diatas mengindikasikan bahwa hukum Islam khususnya 
hukum bisnis syariah sangat mudah untuk diterapkan (applicable) 
dalam menjawab berbagai tuntutan perkembangan masyarakat. 
Oleh karena ketentuan pengaturannya dalam al-Qur’an berikut 
juga as-Sunnah bersifat umum, maka dibutuhkan usaha untuk men-
kajinya secara menyeluruh, sistematis, serta dimasukkan kedalam 
kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan dalam prak-
tik sehingga membutuhkan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu.27   
Pengolahan kaidah kongkrit dalam hal ini utamanya ilmu syari’ah 
dibidang perjanjian pembentukan badan usaha dapat memberi-
kan pemahaman yang kompleks dan komprehensif pada eksistensi 
Perseroan Terbatas di Indonesia. Dimana unsur penting dari akad 
syirkah mudharabah dalam perjanjian pembentukan badan usaha 
ini adalah prinsip keadilan, prinsip keseimbangan dalam sistemnya 
terutama proporsi modal, proporsi keuntungan dan kerugian serta 
kedudukan para sekutu Perseroan Terbatas sehingga eksistensinya 
sesuai prinsip syariah.

 Mengingat pentingnya integrasi prinsip Syari’ah dalam pen-
dirian badan usaha Perseroan Terbatas diantaranya untuk membu-
mikan prinsip keadilan, dalam Islam keadilan menjadi instrumen 
(wasilah) tercapainya ketaqwaan setiap hamba pada Kholiq-nya, 
sebagaimana al-Qur’an dalam surat al Maidah ayat 8, “Berbuat 
Adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”. Disisi lain Islam 
menggariskan bahwa adil bermakna jelas dan transaparan yang ter-
dapat dalam surat al-Maidah ayat 1 yakni” Hai orang-orang yang 
beriman, penuhilah akad-akad itu […], Kewajiban memenuhi akad 
ini telah ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur’an, Hadist Rasulullah 
Saw, maupun dalam kaidah-kaidah hukum Islam dan qaul ulama’. 
Adapun ayat dan hadis, yang menegaskan tentang hal tersebut: 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...28  Hal 
ini juga dipertegas dalam surat Al-Isra: Dan penuhilah janjimu. 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

11

Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.29  
Dan ditegaskan oleh Hadist Rasullah Saw; Orang-orang Muslim 
itu setia kepada syarat-syarat (klausul) yang mereka buat, kecuali 
syarat yang mengharamkan barang yang halal, dan menghalalkan 
barang yang haram (HR. At-Tirmizi).30 

Berdasarkan hal diatas, integrasi prinsip syari’ah melalui akad 
syirkah mudharabah dalam perjanjian pendirian badan usaha 
seperti Perseroan Terbatas menunjukkan nilai keunggulan yang 
mampu diadopsi dan dipraktikkan sebagai perusahaan yang 
dikelola berdasarkan prinsip syari’ah. Di sisi lain mayoritas pendu-
duk Indonesia beragama Islam sehingga tentu sebagian besar para 
pelaku ekonomi, para pekerja mayoritas Muslim. Hal ini menjadi 
peluang bagi keilmuan hukum apabila ada upaya solutif dan konst-
ributif untuk menempatkan hukum bisnis syariah sebagai alterna-
tif mengatasi persoalan hukum perjanjian pendirian badan usaha 
berdasar prinsip syari’ah. 

Melalui keunggulan nilai dan prinsip syariah dalam perjan-
jian pedirian badan usaha berdasarkan akad syirkah mudharabah 
diharapkan menjadi kepastian keterhubungan antara kelembagaan 
dengan tata kelolanya beradasarkan prinsip syariah. Adapun pro-
blematika yang dapat diiventarisir dalam penelitian buku ini seba-
gai berikut:

a. Problema Filsofis
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara esensi 

mengakomodir sistem hukum ekonomi & Bisnis Syariah, semen-
tara nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi telah menjadi keya-
kinan sebagai sistem ekonomi yang adil, seimbang dan maslahat, 
dan prinsip-prinsip syariah (akad syirkah mudharabah) belum dit-
ransformasikan pada perjanjian pembentukan badan usaha khusus-
nya Perseroan Terbatas, oleh karena itu akad syirkah mudharabah 
harus dielaborasi pada pengaturan badan usaha modern berbentuk 
seperti Perseroan Terbatas sehingga dapat menawarkan konsep 
pengaturan badan usaha berbasis prinsip syariah di Indonesia.
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b. Problema Yuridis 
Terjadi konflik norma antara ketentuan Pasal 109 ayat 1-3 

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Ter-
batas dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syari’ah. UUPT hanya mengatur tentang 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian yang wajib ada 
bagi Perseroan Terbatas yang dikelola berdasarkan syariah padahal 
di dalam UUPS (Pasal 1) menuntut secara kelembagaan badan 
usahanya harus sesuai dengan prinsip syari’ah. Selanjutnya terjadi 
inkonsistensi antara pasal 1 angka 1 dengan pasal 7 UUPS yang 
menyatakan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Per-
seroan Terbatas. 

c. Problema Teoretis 
Stagnasi transformasi teori dari sistem perjanjian kerjasama 

usaha (syirkah) dalam fiqh muamalah terhadap sistem badan usaha 
modern, sementara konsep perjanjian pembentukan Perseroan 
Terbatas yang berlaku saat ini dipandang belum mengakomodir 
kebutuhan masyarakat (pelaku bisnis/pengusaha) yang ingin men-
jalankan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah. Akad syirkah mud-
harabah dapat menjadi landasan konsep untuk mengkritisi secara 
kontruktif (kritis konstruktif ) sekaligus dapat dijadikan sebagai 
konsep perjanjian pendirian badan usaha berbasis syariah.

d. Problema Sosiologis 
Keraguan masyarakat terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah 

(sharia compliance) akibat benturan nilai, konflik norma, inkonsis- 
tensi ketentuan badan usaha Perseroan Terbatas dengan tata di-
kelola usaha berdasarkan akad syirkah mudharabah menjadi peng-
hambat akselerasi perkembangan ekonomi dan bisnis berdasarkan 
prinsip syari’ah di Indonesia. 

Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian terhadap hakikat 
akad syirkah mudharabah dalam pembentukan Perseroan Ter-
batas dengan menggali makna, nilai dan asas/prinsip31 dalam sis-
tem hukum Islam sehingga ditemukan formula konsep perjanjian 
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pembentukan perusahaan Perseroan Terbatas yang sesuai dengan 
prinsip syari’ah, sekaligus sebagai dasar pembentukan hukum yang 
akan datang (ius constituendum) serta mudah diterapkan sehingga 
mencapai keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan. 

Lebih lanjut, permasalahan yang dijadikan fokus dalam buku 
ini adalah hakikat akad syirkah mudharabah dalam pendirian Per-
seroan Terbatas, kedudukan para sekutu dalam akad syirkah mu-
dharabah dalam pendirian Perseroan Terbatas telah sesuai dengan 
asas keadilan? Bagaimana konsep kedepan agar akad syirkah mu-
dharabah dapat menjadi dasar pendirian Perseroan Terbatas?

Setiap kajian pasti bertujuan mengungkapkan kebenaran secara 
sistematis, metodologis, dan konsisten.32 Demikian pula di dalam 
kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk: Pertama, Menggali, menga-
nalisis, menemukan dan mendeskripsikan hakikat akad syirkah 
mudharabah dalam pendirian Perseroan Terbatas sehingga mampu 
menemukan makna, nilai, asas, dan konsep yang menjadi dasar 
pendirian badan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, 
Menggali, menganalisis, menemukan dan medeskripsikan kese-
suaian asas keadilan pada kedudukan para sekutu akad syirkah 
mudharabah dalam pendirian Perseroan Terbatas sehingga dapat 
menemukan formulasi hubungan hukum yang lebih adil bagi para 
sekutu yang dapat dijadikan sebagai pedoman pengelolaan badan 
usaha sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, Menggali, mengana-
lisis, menemukan dan medeskripsikan konsepsi perjanjian pen-
dirian Perseroan Terbatas berdasarkan akad syirkah mudharabah 
sehingga dapat menjadi dasar pendirian badan usaha yang sesuai 
dengan prinsip syariah dimasa depan. secara umum studi ini ber-
tujuan sebagai salah satu sarana pengembangan khazanah ilmu dan 
harmonisasi hukum di bidang hukum perjanjian pembentukan 
badan usaha yang dikelola yang mensyaratkan kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) baik dalam ketentuan 
pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas, perjan-
jian (akad), mekanisme, proses, dan pelaksanaannya dengan meng-
gali nilai, asas dan subtansi akad syirkah mudharabah sebagai dasar 
pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. 
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Di samping tujuan tersebut, studi ini diharapkan pula dapat 
memberikan manfaat. Studi ini diharapkan dapat memberikan 
konstribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khusus-
nya dibidang hukum perjanjian dan hukum perusahaan, sehingga 
dapat melahirkan konsep badan usaha yang dibentuk berdasar-
kan akad syirkah mudharabah. Harmonisasi antara hukum bisnis 
syariah dengan hukum positif yang mengatur tentang perjanjian 
dalam pembentukan badan usaha diharapkan memberikan pengu-
atan secara filsafati, teori, kaidah dan nilai dari kedua pengaturan 
perseroan (syirkah) sehingga dapat menyempurnakan pengaturan 
perjanjian pembentukan badan usaha berbasis syariah di Indone-
sia. selain itu studi ini diharapkan memberikan preskripsi hukum 
yang direkomendasikan dalam rangka memperkaya materi legislasi 
baik secara konsep, asas, norma dalam pembentukan hukum dan 
penyempurnaan hukum (law making and law reform) khususnya 
perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas di Indonesia yang di-
kelola berdasarkan prinsip syari’ah. 

A. Beberapa Teori dalam Hukum Islam 

1. Teori Maqashid al-Syariah 

Teori maqashid al-syariah mempunyai kedudukan signifikan 
di dalam melakukan istinbath hukum Islam terutama yang terkait 
dengan ekonomi dan bisnis syariah (mu’amalah maliyah). Melalui 
teori maqashid al-syariah akan mampu merumuskan ketentuan 
yang berasal al-Qur’an dan hadis dengan realitas kebutuhan masya-
rakat terhadap regulasi ekonomi dan bisnis syariah dalam meng-
hadapi kehidupannya. Teori maqashid al-syariah dalam buku ini 
menjadi landasan dalam menganalisis hakikat akad syirkah mud-
harabah dalam pembentukan Perseroan Terbatas. Sehingga dapat 
menemukan subtansi dari pengaturan akad syirkah mudharabah 
sebagai dasar perjanjian dalam pembentukan Perseroan Terbatas 
yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Istilah al-Maqashid adalah bentuk jama’ dari kata bahasa Arab 
‘maqsid’, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang dimi-



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

15

nati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah 
‘ends’ dalam bahasa Inggris ‘telos’ dalam bahasa Yunani, ‘finalite’ 
dalam bahasa Perancis, atau ‘Zweek’ dalam bahasa Jerman. Adapun 
dalam ilmu syariat, Maqashid dapat menunjukkan beberapa makna 
seperti al-hadaf (tujuan), al-garad (sasaran), al-matlub (hal yang 
diminati), ataupun al-ghayah (tujuan akhir) dari hukum Islam.33  

Dalam literatur fiqh istilah maqashid al-syari’ah berasal dari 
bahasa Arab dan merupakan perpaduan dari kata maqashid dan 
al-syari’ah.34 Sedangkan kata al-syari’ah secara bahasa berarti jalan 
menuju sumber air, juga dapat diartikan berjalan menuju sumber 
kehidupan,35 kata syariah dapat diidentikkan dengan kata agama 
yang mengesakan dan taat pada Allah Swt, selanjutnya kata sya-
riah juga dipahami sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh 
Allah Swt. untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan 
dengan Tuhan, manusia, alam dan seluruh kehidupan.36

Para Ahli di bidang fiqh secara kongkrit tidak menegaskan defi-
nisi tertentu pada istilah maqashid al-Syariah, namun Imam Abu 
Ishaq al-Syathibi (w 790 H) menegaskan bahwa “Sesungguhnya 
syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) 
kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat”. Pernyataan lain-
nya, bahwa “Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan 
hamba”.  Menurut Hujjatul Islam Imam al-Ghazali yang dimaksud 
dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara’. Tujuan hukum 
Islam yang ingin dicapai dari mahluk ada lima; yaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang 
mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat.38

Tahapan pengembangan teori maqashid al-syariah dimulai 
oleh Imam Al-Juwaini, teori maqashid al-Syariah sangat seder-
hana, ia mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan 
mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami 
benar maksud dan tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah 
dan larangan-larangan-Nya.39 Periode selanjutnya teori maqashid 
al-Syariah dikembangkan dan disistematisasi oleh Al-Syatibi dan 
At-Tufi, menurutnya hukum haruslah didasarkan pada sesuatu 
yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari 
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hukum, yakni sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai 
keyakinan yang harus diperjuangkan yakni maslahat dan keadilan. 
Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimanapun, yang 
secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat harus 
dikesampingkan.40 Pada periode al-Syatibi merupakan lembaran 
baru evolusi teori maqashid al-Syariah, dan sejak itu maqashid 
dibahas terpisah dari dalil-dalil metode penemuan hukum. Baru 
pada periode Muhammad Thahir Ibn Asyur dengan kitabnya 
maqashid al-syariah al-islamiyah dan menjadi disiplin ilmu inde-
penden yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh.

Pada era kontemporer studi terhadap teori maqashid al-Sya-
riah dikembangkan juga oleh Yusuf al-Qardawi yang turut meluas-
kan jangkauan teori ini dengan kewajiban memelihara lingkungan 
merupakan bagian dari hukum Islam, tindakan merusak lingku-
ngan bertentangan dengan kulliyat al-khamsah. Selanjutnya pada 
periode mutakhir, teori maqashid al-syariah dikembangkan oleh 
Jasser Auda dengan sentuhan baru melalui gagasan dengan pende- 
katan lebih filosofis. Jasser Auda menjadikan maqashid al-syariah 
sebagai sebuah filsafat dan metodologi dasar untuk teori yuridis 
klasik dan hukum Islam. Teori sistem (system approach), meng-
asumsikan bahwa hukum Islam sebagai suatu sistem, menjadikan 
maqashid al-syariah sebagai subtansi pokok yang harus eksis dalam 
setiap ketentuannya. 

Dari uraian di atas, teori maqashid al-Syariah dapat dijadikan 
sebagai metode penenetapan hukum terhadap ketentuan-keten-
tuan hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dan sangat ter-
buka terhadap pendekatan nalar ijtihad, jika tidak menggunakan 
maqashid syariah maka semua pemahaman tentang ekonomi dan 
bisnis syariah akan sempit dan kaku serta kehilangan subtansi syari-
ahnya dan sistem ekonomi dan bisnis syariah akan sangat sulit ber-
kembang, sebab aktivitas ekonomi dan bisnis syariah merupakan 
bagian dari lingkup fiqh mu’amalah yang memiliki keterhubungan 
dengan prinsip maqashid al-syariah, yaitu Hifz al-mal (menjaga 
harta benda). Dengan demikian, berbagai akad/transaksi dalam 
bidang muamalat memiliki landasan epistemologis yang bersumber 
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pada penalaran maqashid al-Syari’ah. Tujuan syariat dalam akad/
transaksi ekonomi dan bisnis (muamalat) adalah menciptakan 
kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan peredaran 
harta benda antara kaum yang berkelebihan modal dan kaum yang 
mengalami defisit modal secara berkeadilan dan seimbang.41

Menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur, sebagaimana dikutip 
al-Raisuni dalam Muh. Mufid, maqashid muamalat dapat dibagi 
menjadi lima tujuan, yaitu rawaj (perputaran ekonomi via jual 
beli), artinya harta benda ditujukan untuk diperjual belikan agar 
kekayaan tersebut menjadi berkembang, wudhuh (kejelasan-well 
defined), harta ditujukan agar dikelola secara transaparan dan akun- 
tabel, serta jelas kepemilikannya, hifz (dapat disimpan), berarti 
harta sebagai titipan Allah ditujukan agar dipelihara dan dibelan-
jakan secara syar’i, tsabat (stabil) berarti harta benda ditujukan 
untuk validitas kepemilikan sehingga membangkitkan etos kerja 
yang tinggi dalam mengelola dan mengembangkannya dengan 
cara yang sah dan halal; adl (keadilan), berarti harta harus dikelola 
secara berkeadilan tanpa menzhalimi orang lain.42

Selanjutnya Oni Sahroni dan Adiwarman menyatakan bahwa 
tujuan syariah secara umum dalam praktik ekonomi syariah di 
antaranya: pertama, setiap kesepakatan harus jelas seperti ada cata-
tan (al-kitabah), disaksikan (isyhad). Kedua, setiap kesepakatan 
bisnis harus adil, dilarang menzalimi mitra usaha. Ketiga, komit-
men terhadap kesepakatan. Keempat, melindungi hak kepemilikan, 
Kelima, menjaga distribusi harta tetap stabil, memastikan harta 
tidak boleh ditimbun tetapi terdistribusi secara merata dan dinik-
mati masyarakat. Keenam, menjaga investasi harta, memastikan 
hartanya menjadi modal usaha sehingga bermanfaat untuk orang 
lain. Ketujuh, menjaga keseimbangan antara keuntungan dengan 
resiko, suatu keuntungan atas modal itu sah didapatkan apabila 
pemilik modal telah menghadapi resiko.43 

Melalui maqashid al-syariah maka akad syirkah mudharabah 
dapat dijadikan model akad yang menjadi dasar perdirian badan 
usaha yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ber-
konstribusi terhadap opsi lain landasan pengaturan badan usaha 
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perseroan Terbatas di Indonesia. Sebab merupakan kebutuhan 
yang bersifat mendesak mengingat tumbuh dan berkembangnya 
usaha-usaha yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

2. Teori Maslahah Mursalah
Teori ini memiliki posisi yang sangat penting untuk menawar-

kan konsep pembentukan Perseroan Terbatas berdasarkan akad 
syirkah mudharabah, dengan teori ini maka akad syirkah mudha-
rabah yang semula merupakan bagian konsep syirkah akan teliti 
aspek-aspek formulasi nalar konsepnya dan relevansinya dengan 
akad pembentukan badan usaha Perseroan Terbatas sehingga akan 
melahirkan konsep Perseroan Terbatas sesuai dengan prinsip sya-
riah yang menjadi kebutuhan akselerasi bisnis yang dikelola berda-
sarkan prinsip syariah. 

Secara etimologi maslahat al-mursalah diartikan untuk kepen-
tingan umum, Teori ini dikembangkan Imam Malik bin Anas 
yang merupakan pendiri Mazhab Maliki yang wafat pada 759 H. 
Maslahat al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ter-
dapat rujukannya dalam teks syar’i, baik teks berupa yang menga-
presiasi penggunaannya maupun anjuran untuk mengabaikannya, 
tetapi karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepetingan 
penegakan kemaslahatan, lalu dalil ini dimunculkan oleh para juris 
Islam sebagai alternatif pijakan dalam sistem pengambilan keputu-
san hukum.44 

Secara operasional melalui teori maslahat al-mursalah, maka 
hal-hal yang belum diatur dalam kehidupan masyarakat oleh nash, 
maka ditata sendiri oleh manusia, untuk menentukan formulasi 
pelaksanaanya dalam kehidupan masyarakat dan Negara sepanjang 
tidak bertentangan dengan jiwa syari’ah, termasuk dalam lingkup 
sistem ekonomi dan bisnis syariah. Teori ini mendapat pengakuan 
dalam masyarakat, sehingga para ulama memformulasikan suatu 
kaidah yang popular yaitu: di mana ada maslahat, di sana terda-
pat hukum Allah.45 Teori maslahat di sini menurut Masdar Farid 
Mas’udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat 
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hukum.46

Menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum Islam untuk mewujud-
kan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di 
dunia dan akhirat. Hukum Islam bersendi dan berasaskan hikmah 
dan kemaslahatan dalam hidupnya. Syariah Islam adalah keadilan, 
rahmat, kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya,47 dan hukum 
diciptakan untuk mendapatkan kemaslahatan bagi manusia.48  

Terciptanya hukum adalah untuk kebaikan dalam kehidupan 
manusia dan terhindarnya kemudharatan (hal-hal yang dapat me- 
rusak kehidupan). Terdapat kaidah muamalah “al-ashlu fi mu’ama-
lat al-ibahah illa an yadullu dalilun ‘ala tahrimiha” (bahwa segala 
sesuatu yang menyangkut dengan muamalah boleh dilakukan se-
panjang tidak ada dalil yang mengharamkannya). Bahwa segala 
yang berkaitan dengan bidang muamalat adalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil/ketentuan yang melarangnya. Termasuk dalam 
hal ini adalah ketentuan dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah 
khususnya pembentukan Perseroan Terbatas berdasarkan akad syir- 
kah mudharabah. 

3. Teori Multi Akad (al-’Uqud al-Murakkabah) 
Teori Al-’Uqud Al-Murakkabah merupakan teori yang pro-

gresif dalam merespons perkembangan hukum ekonomi syariah 
di berbagai sektor sekaligus menjadi jantungnya pengembangan 
akad-akad yang dibutuhkan dalam masyarakat dalam menjalan-
kan berbagai aktivitas ekonomi bisnis yang sesuai dengan prinsip 
syariah. Teori al-’Uqud al-Murakkabah jika ditelaah secara bahasa 
diartikan teori mutli akad yang dalam bahasa Indonesia berarti 
akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.49 Sedangkan 
menurut istilah fiqh kata multi-akad merupakan terjemahan dari 
kata Arab yaitu al-’uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda 
(rangkap). Al-’uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata al-uqud 
(bentuk jamak dari al-aqd) dan al-murakkabah. Kata al-murakka-
bah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam’u yang berarti pen-
gumpulan atau penghimpunan.50 
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Kata murakkab berasal dari kata “rakkaba, yurakkibu, tarkiban” 
yang mengadung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain 
sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedang-
kan murakkab menurut pengertian para ulama fikih mengandung 
beberapa pemahaman, di antaranya, pertama, berarti himpunan 
beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang men-
jadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan seba-
gai melakukan penggabungan (tarkib); kedua berarti sesuatu yang 
dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesu-
atu yang sederhana (tunggal/basith) yang tidak memiliki bagian-
bagian; ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau 
menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.51

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah murak-
kab. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena me-
ngandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan 
bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu penger-
tian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari ter-
himpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan 
adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan 
apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Penger-
tian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak men-
jelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Dengan demikian 
pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud 
al-’Uqud al-murakkabah dalam konteks fiqh muamalah. 

Berdasarkan pemahaman tentang makna akad dan multi (mu-
rakkab), maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepa-
katan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung 
dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, 
wakalah, qardh, muzaraah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, 
mudharabah, dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-
akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang 
ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisah-pisahkan—sebagaimana akibat hukum dari satu akad.52 
Se-lanjutnya, menurut al-Imrani bahwa Multi akad (al-’Uqud al-
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Murakkabah) akad adalah Himpunan beberapa akad kebendaan 
yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun 
secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditim-
bulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.53

Teori Multi akad (al-’Uqud al-Murakkabah) dalam penelitian 
ini digunakan untuk menelaah bahkan menggabungkan akad 
syirkah dan akad mudharabah yang sebagai akad yang memiliki 
karakter bagi hasil sehingga keduanya dapat dipadukan dan dija-
dikan dasar dalam memformulasi badan usaha yang sesuai dengan 
perkembangan badan usaha modern namun tetap sesuai dengan 
prinsip syariah. 

4. Teori Percampuran 
Teori percampuran (natural uncertainty contracts) merupakan 

teori yang didasarkan pada sistem kerja sama usaha yang meng-
gabungkan aset-aset para pihak (baik real asset maupun financial 
assets) diantara para sekutu menjadi satu kesatuan dan kemudian 
kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang 
dilakukan dan membagi keuntungan atau pendapatan sesuai kese-
pakatan. Salah karakter teori percampuran ini, bisnis yang dijalan-
kan biasanya bersifat investasi (investment) sehingga sifatnya tidak 
fixed dan predetermined, tidak memberikan atau menawarkan kete-
tapan dan kepastian imbalan (return) dari awal, sehingga tingkat 
return yang diperoleh bisa bersifat positif, negatif, atau nol,54 arti-
nya bisa mendapatkan deviden, bisa rugi, atau tidak mendapatkan 
apapun dari usaha tersebut. 

Dalam istilah fiqh, persekutuan merupakan bentuk kerjasama 
dalam rangka menjalankan usaha untuk mendapatkan keun-
tungan. Persekutuan disyariatkan Allah karena tidak semua usaha 
dapat dijalankan melalui pertukaran (natural certainty contracts) 
seperti perjanjian yang berkarakter jual beli seperti murabahah, 
salam, istisna’. Persekutuan dalam istilah fiqh dikenal dengan nama 
syirkah. Secara terminologi yaitu kerja sama usaha antara dua pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keun-
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tungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepa-
katan.55 

Dalam pelaksanaan percampuran (natural uncertainty cont-
racts) harus didukung syarat-syarat yang menjadi penopang tegak-
nya akad tersebut, di antara syarat: 

a. Objek Percampuran
Objek percampuran dalam fiqh dibedakan kepada tiga jenis 

percampuran yaitu percampuran real asset (‘ayn) dengan real asset 
(‘ayn), percampuran real asset (‘ayn) dengan financial asset (dayn), 
dan percampuran financial asset (dayn) dengan financial asset 
(dayn).

1) Percampuran ayn bil ayn yaitu kerjasama usaha melalui per-
campuran real asset dengan real asset (kedua pihak sama-sama 
mencampurkan tenaga dan keahlian) sebagaimana akad syir-
kah abdan. 

2) Percampuran dayn dengan dayn yaitu kerja sama usaha melalui 
percampuran financial asset dengan financial asset (kedua pihak 
sama-sama mencampurkan modal uang dengan uang), Jika 
jumlahnya sama di dalam fiqh disebut dengan akad mufawa-
dah, jika tidak ada ketentuan kesamaan maka disebut dengan 
syirkah ‘Inan.

3) Percampuran ayn dengan dayn yaitu kerja sama usaha melalui 
percampuran real asset dengan financial asset (Pihak yang satu 
mencampurkan keahlian (‘amal/abdan) sedang pihak yang 
lain meyerahkan uang/harta) sistem percampuran ini dalam 
fiqh disebut sebagai syirkah mudharabah dan syirkah wujuh.56 

b. Waktu Pembayaran
Dari segi waktunya, baik dalam teori pertukaran maupun 

percampuran dapat dibedakan menjadi dua: immediate delivery 
(naqdan, penyerahan saat itu juga), dan effered delivery (mujjal, 
penyerahan kemudian). Sementara itu, dari segi objeknya, dalam 
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kedua teori ini dapat dibedakan menjadi dua pula: ‘ayn (real asset, 
barang dan jasa) dan dayn ( financial asset, uang dan non-uang).57 

Prinsip-prinsip dalam akad syirkah yang harus diperhatikan 
adalah harus dipenuhinya ketentuan-ketentuan, baik ketentuan 
umum maupun ketentuan khusus. Menurut mayoritas ulama’ 
fiqh adalah adanya para pihak yang bekerja sama (syarik), modal 
(ra’sul maal), usaha atau proyek (al-masyru’), dan pernyataan kese-
pakatan (ijab-qabul). Ketentuan khusus dalam melaksanakan per-
janjian percampuran seorang mitra tidak bisa menjamin modal 
mitra lainnya, karena prinsip ini didasarkan kepada al-ghunmu 
bil ghurmi; hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan 
risiko yang diterima. Namun, seorang mitra dapat meminta mitra 
yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang 
disengaja.58

5. Teori Keadilan 

a. Teori Keadilan Menurut Majid Khadduri, Mutahhari, dan 
Quraisy Shihab 
Salah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadi-

lan, baik yang bersifat perorangan maumpun dalam kehidupan 
politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam, baik rumu-
san ‘hendaklah kalian bertindak adil (an ta’dilu) maupun keharu-
san “menegakka keadilan” (kunu qawwamina bi al-qisthi), berkali-
kali dikemukakan dalam kitab suci al-Qur’an. Dengan meminjam 
dua buah tujuan bernegara: menegakkan keadilan dan mencapai 
kemakmuran. Masnyarakat adil dan makmur merupakan tujuan 
bernegara kesatuan Republik Indoensia.59

Dalam ensiklopedi hukum Islam secara etimologi “adil” (al-
adl) artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan 
sesuatu dengan yang lain atau sederajat, setara (al-musawah).60 Isti-
lah adil dan keadilan berasal dari bahasa Arab, dari kata ‘adl yang 
merupakan bentuk masdar dari kata kerja ‘adalah-ya’dilu--adlan- 
wa ‘udulan-wa-adalatan. Selanjutnya istilah ‘adl didefinisikan 
persamaan, setara, sederajat walaupun ukuran jumlah belum tentu 
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sama,61 bahwa adl adalah memberikan kepada pemilik atas hak-
haknya.62 

Secara leksikal kata ‘adl menurut Majid Khadduri, merupakan 
kata benda abstrak, dan dari kata kerja,63 yang bermakna, “meluru-
skan atau duduk lurus, atau mengubah, melarikan diri, berang-
kat atau menghindari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, 
sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, 
sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (state of 
equilibrium)”. 

Menurut M.Quraish Shihab konsep keadilan dalam Islam ber-
tumpu pada empat makna kata ‘adl64  yaitu: Pertama, kata ‘adl yang 
berarti “sama“ paling banyak disebut dalam al-Qur’an antara lain 
surat An-Nisa’(4):3, 58, 129, asy-Syura (42):15, al-Maidah (5):8, 
an-Nahl (16):76, 90 dan al-Hujarat (49):9. Sedangkan yang ber-
makna “sama” atau “persamaan” yang dilafalkan dengan kata ‘adl 
pada ayat tersebut adalah persamaan dalam hak. Kedua, kata ‘adl 
dengan arti seimbang. Makna adil sebagai sikap seimbang ditegas-
kan dalam surah al-Maidah (5):95, dan al-Infitar (82): 7.65 Ketiga, 
al-‘adl juga memiliki arti “pemenuhan hak setiap individu” dan 
memberikan hak itu pada pemilik hak tersebut”. Keempat, ‘adl 
dinisbahkan kepada Allah Swt., Allah yang menegakkan keadilan 
artinya keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebai-
kan-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan 
surat Ali-Imran (3) ayat 18 yang menunjukkan Allah sebagai qai-
man al-qist (yang menegakkan keadilan).66

Selanjutnya konsep adil dalam Islam menurut Murtadha 
Mutahhari dimaknai dan bermuara pada empat hal.67 Pertama, adil 
dimaknai kesimbangan, Kedua, adil bermakna adalah persamaan 
dalam penafsiran apapun. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak 
individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak 
menerimanya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berla-
njutnya eksistensi. Nilai keadilan merupakan nilai sentral yang 
paling hakiki yang harus dilaksanakan oleh semua orang, sebagai-
mana dalam QS: Ali-Imran ayat 8 bahwa adil itu adalah salah satu 
dimensi dari sifat Tuhan. 
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Ketentuan ‘adl juga dikatakan adalah menempatkan sesuatu 
hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang 
berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya,68 keadilan 
dalam Islam memiliki implikasi.69 Pertama, keadilan sosial, yang 
menganggap umat manusia adalah sebagai suatu keluarga. Kedua, 
keadilan ekonomi yang memandang dan memposisikan setiap 
individu akan mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau 
bagian orang lain. Ketiga, keadilan distribusi pendapatan, dengan 
menekan terjadinya kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam 
yang ada di dalam masyarakat, sebab kesenjangan sangat berlawa-
nan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan 
dan keadilan sosial ekonomi. 

Pada kegiatan ekonomi, keadilan tersebut adalah keadilan dis-
tributif dan keadilan produktif.70 Bahwa pada keadilan distributif, 
semua orang yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil 
kerjanya, membagikan pendapatan dan kekayaan, sedangkan pada 
keadilan produktif, adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban.71 
Seperti halnya pada akad mudharabah, mudharib (pengelola) ber- 
hak mendapatkan bagi hasil usaha atau upah yang sesuai. Syeikh 
Muhammad Sayyid Thanthawi dalam Muamallat al-Bunuk wa 
Ah-kamuha al-Syari’iyah memberikan penjelasan terdapat tiga 
rumusan penting syariah Islam. Pertama, Islam selalu memperha-
tikan kemaslahatan umum. Kedua, Islam selalu memberikan prin-
sip toleransi, kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Ketiga, 
Prinsip keadilan merupakan prioritas utama dalam Islam.72 Ketiga 
rumusan tersebut merupakan prinsip penting dan menyeluruh 
dalam ajaran Islam, dan ketiganya merupakan prinsip dalam ber-
muamalat (ekonomi Islam).

Akad syirkah mudharabah memberikan keseimbangan bagi 
para sekutunya berdasarkan pada tanggung jawab masing-masing 
sekutu. Shahibul maal memiliki kewajiban memberikan modal 
dengan resiko yang sangat tinggi, namun hal ini seimbang dengan 
keuntungan yang didapatkan shahibul maal berdasarkan dengan 
nisbah yang disepakati dengan mudharib. Mudharib sebagai peng-
elola juga memiliki modal keahlian yang dapat membuat modal sha-
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hibul maal berkembang, risiko waktu, tenaga, pikiran ditanggung 
sepenuhnya oleh mudharib. Sedangkan keuntungan sesuai dengan 
nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak. Hubungan sim-
biosis mutualistik antara Shahibul maal dan mudharib dalam akad 
syirkah mudharabah ini sangat memberikan prospek keuntungan 
dan posisi yang seimbang dan adil. 

b. Teori Keadilan Aristoteles dan Jhon Rawls

Teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis hakikat akad 
syirkah mudharabah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, dalam 
hal kedudukan para sekutu (pemegang saham/shahibul maal dan 
direksi/mudharib), sehingga dapat dipahami kesesuaian kedudu-
kan para sekutu dalam Perseroan Terbatas dengan prinsip-prinsip 
keadilan. Untuk memilih teori keadilan yang relevan kedudukan 
para sekutu dalam akad syirkah mudharabah sebagai dasar pem-
bentukan Perseroan Terbatas tidak tunggal mengingat setiap teori 
keadilan harus disesuaikan fokus penelitian tentang perjanjian 
usaha bisnis, dalam hal ini yang dianggap relevan adalah teori ke-
adilan Aristoteles73 dan Jhon Rawls.74 

Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua macam 
keadilan: keadilan distributif (justitia distributiva, distributive jus-
tice) dan keadilan komutatif (justitia commutativa, remedial jus-
tice).75 Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang menda-
pat apa yang menjadi hak atau jatahnya (suum cuique tribuere). 
Bahwa jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada 
kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya yang 
sifatnya proporsional. Adil adalah apabila setiap orang mendapat-
kan hak atau jatahnya secara proporsional sesuai akan pendidikan, 
kedudukan, kemampuan dan sebagainya.76 Pada akad syirkah mud-
harabah kedua pihak yakni pihak mudharib dan shahibul maal 
mendapatkan haknya akan keuntungan (bagi hasil) yang ditentu-
kan berdasarkan kedudukannya melalui pembagian keuntungan 
(nisbah) yang disepakati berdasarkan peran dan risiko yang ditang-
gung para sekutu.
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Keadilan komutatif adalah memberikan kepada setiap orang 
sama banyaknya. Bahwa adil adalah apabila setiap orang diperlaku- 
kan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.77 Pelak-
sanaan akad syirkah mudharabah dalam Perseroan Terbatas dapat 
diperuntukkan kepada semua orang, artinya memberikan peluang 
bagi semua orang untuk mempunyai kesempatan yang sama baik 
sebagai pemilik modal (shahibul mal) maupun sebagai pelaku 
usaha (mudharib), selanjutnya dapat dipahami melalui akad syir-
kah mudharabah tidak akan terjadi kemacetan harta karena akan 
menjadi modal yang bergulir untuk menghidupkan perekonomian 
karena dilakukan dengan tenaga ahli (mudharib), sehingga kese-
jahteraan masyarakat dapat terwujud.

Teori Aristoteles dapat diperkuat dengan teori keadilan John 
Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya merupakan 
prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan dalam konsep 
jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam 
masyarakat. Dalam rangka mencapai keadilan, maka sangat rasio-
nal jika seseorang berusaha memenuhi keinginannya berdasarkan 
prinsip kegunaan, sebab untuk memperbesar keuntungan bersih 
dari hal yang telah diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Apabila 
terdapat ketidaksamaan, maka menurut Jhon Rawls harus diatur 
sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat 
paling lemah.78  

Hal tersebut dapat diwujudkan jika memenuhi syarat seba-
gai berikut: Pertama, keadaan yang tidak sama harus menjamin 
bagi orang yang paling lemah, artinya dalam sebuah sistem harus 
dibentuk sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling 
tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, 
ketidaksamaan diikat pada jabatan jabatan yang terbuka bagi 
semua orang. Maksudnya setiap orang memiliki hak diberikan pe-
luang yang sama besar dalam hidup.79 Dengan demikian kesamaan 
berarti meletakkan prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum 
harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang 
adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan 
bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melang-
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gar hukum yang berlaku, artinya keadilan terkait dengan hak dan 
kewajiban para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian sebagai 
bentuk tanggung jawab.80

Selanjutnya Jhon Rawls merumuskan dua prinsip yang men-
jadi dasar terwujudnya keadilan antara lain: Pertama, Prinsip ke-
bebasan yang sama (principle of greatest equal liberty). Mencakup 
beberapa aspek yaitu: (1) kebebasan peran dalam ruang sosial 
politik, seperti hak-hak berpendapat, hak untuk mencalonkan 
diri dalam pemilihan; (2) kebebasan berbicara seperti kebebasan 
pers); (3) kebebasan beragama); (d) kebebasan menjadi diri sen-
diri (person); dan (4) hak mempertahankan milik pribadi. Kedua, 
prinsip perbedaan dan persamaan. (1) prinsip peerbedaan (the dif-
ference principle) menyatakan bahwa perbedaan sosial-ekonomis 
seharusnya diatur untuk memberikan manfaat bagi mereka yang 
paling kekurangan atau lemah. Istilah perbedaan sosio-ekonomis 
dalam prinsip perbedaan berpijak pada unsur pokok kesejahteraan, 
pendapatan dan otoritas, dan (2) prinsip persamaan yang adil atas 
kesempatan (the principle of fair equality of opportunity), kesempa-
tan akan memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga semua 
komponen dapat ikut andil di dalamnya.

Akad syirkah mudharabah menegaskan bahwa kerjasama antara 
pihak pemilik modal yang tidak memahami cara mengembangkan 
usaha dengan modal yang ia miliki, dengan pelaku usaha (mudha-
rib) yang memiliki keahlian dalam mengembangkan usaha, hal ini 
memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dari berbagai latar 
belakang sosial yang tidak memiliki modal untuk berkesempatan 
melakukan aktivitas usaha yang menguntungkan, sehingga kedua 
belah pihak sama-sama diuntungkan termasuk manfaatnya untuk 
para pekerja dengan sistem ujrah (gaji) akan meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat.

Dalam akad syirkah mudharabah juga memberikan kebeba-
san (al-hurriah) dalam memilih sekutu sampai di antara shahibul 
mal dan mudharib yakin untuk melakukan kerja sama usaha yang 
mengikat bagi kedua belah pihak. Pada akad syirkah mudharabah 
posisi para sekutu sama artinya, shahibul mal memiliki modal dan 
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mudharib memiliki keahlian. Keduanya menjadi pilar penyangga 
keberhasilan dalam suatu usaha terutama pada badan usaha Per-
seroan Terbatas. 

6. Teori Penormaan 

a. Stuffenbau Theory 

Stuffenbau Theory berfungsi untuk menelaah hirarki pengatu-
ran perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas dan pengaturan 
tentang badan usaha yang mengelola bisnis berbasis syariah mulai 
dari undang-undang dan regulasi lainnya. sehingga akan dapat 
memahami lebih jelas seluruh jenjang dan tingkatan hukum yang 
mengaturnya, sehingga dapat memberikan konstribusi terhadap 
pengembangan badan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hans 
Kelsen dalam teori ini mengemukakan bahwa norma-norma 
hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hie-
rarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi ber-
laku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, 
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat 
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma 
dasar (grundnorm). Lebih lengkap Kelsen menyatakan suatu norma 
hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atas-
nya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan 
menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah dari padanya. Dalam 
hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi 
(norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di 
bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi 
rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Tiga pemikiran penting tentang hukum yang digagas Hans 
Kelsen adalah81 Pertama, Hukum sebagai suatu sistem tertutup 
atau sistem murni, yaitu sistem norma murni yang harus dipisah-
kan dari anasir-anasir lain bukan hukum. Kedua, hukum sebagai 
sollen kategori yaitu hukum sebagai suatu keharusan. Ketiga, hukum 
sebagai suatu kesatuan sistem peringkat (stufentheorie) yang siste-
matis menurut keharusan tertentu. Jika dikaitkan tentang hukum 
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sebagai sistem norma, maka Hans Kelsen berpendapat bahwa 
suatu norma dibuat berdasarkan urutan norma yang lebih tinggi 
dan norma yang lebih tinggi dibuat berdasarkan norma yang lebih 
tinggi pula hingga sampai kepada groundnorm atau basicnorm yang 
pada dasarnya tidak berubah. Melalui groundnorm tersebut maka 
semua peraturan disusun dalam satu kesatuan yang hirarkis dan 
merupakan suatu sistem, dan groundnorm memiliki fungsi dasar 
mengapa hukum harus ditaati dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya.82

Selanjunya teori ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, salah 
seorang murid Hans Kelsen juga berpendapat bahwa selain norma 
itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu 
negara itu juga berkelompok-kelompok dan terdiri atas empat 
kelompok besar83 antara lain: 

Kelompok I:  Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamen-
tal Negara);

Kelompok II:  Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar atau Aturan 
Pokok Negara);

Kelompok III:  Formell Gesetz (Undang-Undang ”Formal”);
Kelompok IV: Verodnung & Autonome Satzung (Aturan pe-

laksana/Aturan otonom).84  

Dalam perspektif stufend theory konsep Perseroan Terbatas ber-
dasarkan akad syirkah mudharabah dapat ditelaah mulai dari ting-
kat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling rendah, sehingga 
keberadaan akad syirkah mudharabah dapat dijadikan sebagai kon-
sep dalam penyempurnaan pengaturan perjanjian pembentukan 
Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip syariah. 

b. Teori Penormaan Hukum Islam 
Teori penormaan Hukum Islam dalam buku ini digunakan 

untuk menelaah ketentuan hukum Islam tentang akad syirkah 
mudharabah mulai dari konsep, dasar hukum, pendapat imam 
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Mazhab, sistem atau cara bekerjanya sistem dalam aspek filofisnya 
(al-Qiyam al-Asasiyah), kaidah fiqhnya (al-Ushul al-Kulliyah), serta 
kajian hingga memasukkan menjadi peraturan konkret (al-Ahkam 
al-far’iyah) dalam pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia. 

Syamsul anwar dalam buku Hukum Perjanjian Syariah mem-
bagi tingkatan norma-norma dalam hukum Islam terbagi menjadi 
tiga lapis,85 yaitu:

a. Norma-norma dasar abstrak atau nilai-nilai filosofis (al-Qiyam 
al-Asasiyah), yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai 
dasar dalam hukum Islam Seperti: kemaslahatan, keadilan, 
kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah dan ajaran pokok 
dalam etika Islam (akhlak).

b. Norma-norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus men-
jembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan konkret, norma-
norma tengah/norma antara ini dalam hukum Islam dan secara 
konkretnya dibedakan menjadi dua macam yaitu: an-Nazari-
yat al-Fiqhiyyah (Asas-asas hukum Islam) dan al-Qawaid al-
Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)

c. Peraturan-peraturan hukum konkret (al-Ahkam al-far’iyah). 
Norma-norma yang ada di atas, norma tengah dikonkretisasi 
menjadi peraturan-peraturan yang konkret. Untuk lebih jelas-
nya, maka penormaan hukum Islam dapat dilihat pada gambar 
berikut ini:
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B. Konsep-konsep Akad dalam Hukum Islam 

1. Konsep Akad dalam Hukum Islam
Akad dalam tata bahasa Arab berasal dari kata al-‘aqd, dan 

merupakan bentuk masdar dari kata ‘aqada, ya’qidu, ‘aqdan, ada 
juga ahli bahasa juga melafalkan ‘aqida ya’qadu, aqadatan,86 dan 
jamaknya al-‘uqud yang dapat dimaknai perjanjian yang tercatat. 
Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata al-‘aqd dimaknai peri-
katan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Oleh karena itu, 
akad secara bahasa diartikan pertalian yang mengikat para pihak. 

Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha) akad dapat dipahami 
secara umum dan khusus. Pengertian akad secara umum menurut 
Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah yaitu segala sesuatu yang 
dikerjakan orang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, 
talak, gadai. Sedangkan dalam arti khusus diartikan perikatan yang 
diterapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’yang  
berdampak pada obyeknya. Menurut Wahbah Azzuhaili, akad di-
definisikan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehen-
dak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum 
pada obyek perikatan.87

Akad secara terminologis dijelaskan oleh para ulama dalam arti 
umum dan khusus, akad secara umum dijelaskan melalui dua ben-
tuk yaitu pertama, pernyataan pihak untuk melakukan perbuatan 
hukum tertentu yang bersifat sepihak, seperti pernyataan wakaf 
dari wakif. Kedua, pernyataan dua pihak atau lebih untuk melaku-
kan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua 
kehendak (ijtima’ al-Iradatain).88 

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah perjanjian berasal dari 
kata akad (al-‘aqadu) dan kata ‘ahd (al-ahdu), al-Qur’an memakai 
kata al-‘aqadu dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata 
al-ahdu berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjan-
jian89 sehingga akad merupakan keterkaitan kehendak kedua pihak 
dalam ijab dan qabul. Bahwa akad diterjemahkan dengan perjan-
jian, yang walaupun dikatakan perikatan, namun adalah perikatan 
yang lahir dari perjanjian.90
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Dasar hukum akad dapat ditemukan dalam surat al-Maidah (5) 
ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad di antara 
kamu”. Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai per-
tanggungjawabannya (QS. al-Isra, 17: 34). Adapun menurut para 
fuqaha, al-aqd adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul 
berdasarkan ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum ter-
hadap objekya.91

Dalam mendefinisikan perikatan (iltizam) Mustafa az-Zarqa,92 
mengatakan bahwa dalam hukum Islam iltizam dinyatakan seba-
gai keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum syara’ 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan 
orang lain.93 Perikatan adalah pada objeknya berupa hak dan kewa-
jiban yang timbul pada para pihak atau perikatan.94 Berdasarkan 
definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu per-
buatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan 
keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memi-
liki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Menurut Andri Soemitra, sesuatu disebut akad apabila:95

a. Diwujudkan dalam ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak 
para pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan menerima 
(kabul).

b. Sesuai dengan kehendak syari’at yaitu pelaksanaan akad tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan syariat baik terutama 
terkait dengan rukun dan syaratnya.

c. Adanya akibat hukum pada objek yaitu timbulnya hak dan 
kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang berakad. 
Dalam tinjauan yurisdis, akad adalah kesepakatan dalam suatu 

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau 
tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.96 Sebagai komparasi 
antara ketentuan akad dalam hukum Islam dan ketentuan KUH 
Perdata dalam pasal 1313 KUHPerdata, pasal tersebut menegaskan 
perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
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Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi para pihak 
dalam berakad akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Subyek Akad (Al-‘Aqidain) 
Para pihak yang melaksanakan akad ini harus memenuhi sya-

rat; Pertama, memiliki ahliyah yaitu para pihak harus mempunyai 
kepatutan dalam melakukan akad seperti dewasa (baligh), berakal, 
selanjutnya memiliki ahliyah (kecakapan) baik kecakapan dalam 
bentuk ahliyyatul wujub bersifat pasif seperti anak-anak, dan ahli-
yyatul ada’, cakap untuk memiliki hak dan memikul kewajiban atau 
aktif dalam melakukan akad dan kecakapan seseorang untuk mela-
kukan tasharruf (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawa-
ban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut. Kedua, 
memiliki wilayah dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan 
seseorang yang mendapat legalitas syari’ untuk melakukan trans-
aksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan 
pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek akad, sehingga ia 
memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. 

Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak 
memenuhi kedua syarat yaitu ahliyah dan wilayah maka subjek 
akad yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenar-
kan oleh syara’ dan dinyatakan batal. Dalam perkembangannnya 
subjek akad ini tidak saja berupa orang perseorangan (al-ahwal 
al-syakhsiyyah/ Natuurlijk persoon), tetapi juga berbentuk badan 
hukum (al-syaksiyyah al-i’tibariyyah atau al-syakhsiyyah al-hukmi-
yah/rechtpersoon).97

b. Objek Akad (al-Ma’qud ‘Alaih)
Objek akad (al-ma’qud ‘alaih) adalah benda-benda yang ben-

tuknya tampak dan membekas, obyek akad tidak semata sesuatu 
benda yang bersifat benda tapi juga bersifat subyektif dan abstrak, 
artinya al-ma’qud alaih bisa berbentuk sesuatu yang berrnilai eko-
nomis atau (aset-aset finansial) atau aset non-finansial seperti akad 
nikah antara laki-laki dan perempuan, ataupun akan ijarah (sewa 
menyewa), murabahah (jual beli dengan margin), kerja sama bagi 
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hasil seperti musyarakah dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk 
dapat dijadikan objek akad98 ia memerlukan beberapa syarat se-
bagai berikut:

1) Objek akad ada pada waktu akad dilakukan. 

Objek akad harus telah ada (wujud) pada waktu akad dilak-
sanakan, dilarang melakukan akad atas objek akad yang belum 
ada dan tidak jelas, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin 
bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Namun, ulama fiqh  
melakukan pengecualian terhadap beberapa bentuk akad yang 
barangnya belum ada, seperti salam, istisna’, ijarah, dan bagi hasil 
seperti akad mudharabah.

2) Objek akad dibenarkan syara’ (Maal Mutaqawwim)

Objek akad harus merupakan harta/benda yang dibenarkan 
oleh syara’ artinya bukan benda yang dilarang , bahkan objek akad 
harus dimiliki penuh oleh pemiliknya, bukan benda-benda negara 
yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi 
syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, dan fasi-
litas Negara lainnya.

3) Objek akad dapat diketahui oleh para pihak 

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh para 
pihak yang melakukan akad, sebab ketidakjelasan objek akad 
berimplikasi terhadap timbulnya perselisihan diantara para pihak, 
artinya harus dipastikan bahwa akad tersebut tidak ada unsur keti-
dak jelasan (gharar) dan bersifat tidak diketahui (majhul).

4) Objek akad dapat diserahkan pada saat akad

Objek akad harus dapat diserahterimakan pada waktu akad  
terjadi dilakukan atau dimungkinkan untuk diserahkan belaka-
ngan sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun harus dipasti-
kan objek akad tersebut benar-benar dimiliki dan berada dalam 
penguasaannya secara sempurna.
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c. Kesepakatan Mengikatkan Diri (Sighat al-‘Aqd )
Sighat al-‘aqd cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu 

dilakukan, sighat al-’aqd ini merupakan rukun akad yang penting, 
bahkan menurut Hanafiyah rukun akad hanya satu yakni sighat al-
‘aqd, sedangkan unsur lain disebut syarat-syarat akad.99 Sighat al-
‘aqd merupakan ungkapan kesepakatan para pihak yang melakukan 
akad, artinya para pihak telah memiliki kesesuaian ijab dan kabul 
sehingga lahir sebuah kesepakatan dan dilakukan dalam majelis 
yang sama. 

Adapun wujud dari sighat al-‘aqd dapat menggunakan ucapan, 
tindakan, isyarat, dan juga koresponden. Hal ini karena esensi dari 
sighat ini adalah kerelaan diantara para pihak yang melakukan akad 
yang dilandasi dengan prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan. 
Selanjutnya, sebuah perjanjian dikatakan mengikat dan dianggap 
telah lahir sejak konsensus dan kesepakatan para pihak. Namun 
menurut jumhur ulama, perjanjian dianggap lahir apabila telah ter-
jadi penyerahan objek akad, hal ini harus disesuaikan dengan akad 
yang telah ditentukan.100 

d. Tujuan Akad (Maudhu’ul Aqdi)
Tujuan akad merupakan fondasi utama untuk terbangunnya 

sebuah akad, sebab tujuan akad merupakan rukun akad sehingga 
dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. 
Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh, hanya diketahui melalui 
syara’, dan harus sejalan dengan kenhendak syara’. Tujuan akad 
memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu 
akad dipandang sah atau tidak dan berkaitan dengan motivasi atau 
niat seseorang yang melakukan akad.101

Dalam kaidah hukum Islam dikenal suatu asas yaitu al-umuru 
bi maqashidiha102 (segala sesuatu dipertimbangkan menurut tuju-
annya). Dengan demikian sederhananya setiap akad mempunyai 
tujuan dan tujuan tersebut harus dibenarkan oleh syara. Sebagai 
perbandingan dari rukun akad sebagaimana dijelaskan di atas, 
maka dalam KUH Perdata dinyatakan dalam pasal 1320 tentang 
syarat sah perjanjian sebagai berikut:
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1) Sepakat mereka mengikatkan diri;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, penjelasan tentang mengenai rukun dan  
syarat akad di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat akad 
menjadi unsur subtansial dalam pembentukan sebuah akad. Para 
ulama fiqh merumuskan hal tersebut dalam rangka untuk mem-
permudah para pihak yang melakukan akad untuk menyelesai-
kan perselisihan, konflik, sengketa yang akan terjadi dikemudian 
hari. Dalam rangka membangun akad yang benar dan membawa 
kemaslahatan menurut ketentuan syara’ maka para ahli hukum 
Islam merumuskan asas-asas dalam akad (perjanjian) dalam hukum 
Islam antara lain: 

Menurut Syamsul Anwar, terdapat delapan asas yang menda-
sari perjanjian Islam, antara lain:103 

1) Mabda’ al-Ibahah (asas kebolehan), yaitu merupakan asas umum
 hukum Islam menjadi dasar dalam muamalah. Dengan demi-

kian maka perjanjian apapun dapat dibuat asalkan tidak ada 
larangan mengenai perjanjian tersebut. 

2) Mabda’ Hurriyyah at-Ta’aqud (Asas Kebebasan Berakad) meru-
pakan suatu asas hukum yang menegaskan setiap orang dapat 
melakukan dan membuat akad dalam segala jenisnya dengan 
pihak-pihak yang dikehendakinya. 

3) Mabda’ ar-Radha’iyah (Asas Konsensualisme), perjanjian dila-
kukan berdasarkan tercapainya kata sepakat antara para pihak 
(surat an-Nisa ayat 28). 

4) Asas janji itu mengikat, Asas ini menyatakan bahwa perjanjian 
(akad) mengikat bagi para pihak yang membuatkan. 

5) Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah (Asas Keseimbangan), 
dalam perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak 
dalam berakad, baik dalam hak maupun kewajiban, termasuk 
menanggung atau memikul risiko. 
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6) Mabda’ al-Maslahah (Asas Kemaslahatan/tidak memberat-
kan), sebuah perjanjiah tidak boleh menimbulkan kerugian 
(mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah).

7) Mabda’al-amanah (Asas tanggung Jawab) menyatakan bahwa 
para pihak wajib beritikad baik dalam melakukan perjanjian.

8) Mabda’ al adalah (Asas Keadilan), perjanjian harus mencapai 
keadilan dan menghindari kesewenang-wenangan bagi para 
pihak (al-Hadid [57] ayat 25).104 

Burhanuddin Susanto menguatkan kajian tentang asas-asas 
akad dalam hukum Islam, yang bertumpu dari aqidah dan sya-
riah. Aqidah dan syariah, Menurutnya prinsip dasar (asas) dalam 
melaksanakan akad/perjanjian dalam transaksi bisnis (mu’amalah) 
adalah sebagai berikut:105

1) Asas Ibadah (asas yang diniatkan ibadah). Akad yang dibuat 
oleh para pihak harus diniatkan ibadah, sebab hakikat kehidu-
pan teruma khususnya mu’amalah untuk beribadah kepada 
Allah Swt, hal ini didasarkan pada surat adz-Dzariyat (51) ayat 
56.

2) Asas Hurriyah at-Ta’aqud (asas kebebasan berkontrak). Hal 
ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw, “Kaum muslimin harus 
memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati selama masih 
berada dalam lingkup kebenaran.” (HR.Bukhari Muslim).

3) Asas al-Musawah (asas persamaan). Para pihak dalam meny-
usun perjanjian posisinya (equal) sebagaimana Surat an-Nahl 
(16) ayat 71.

4) Asas at-Tawazun (asas keseimbangan). Perjanjian harus 
dibangun diatas keseimbangan hak dan kewajiban, termasuk 
berbagi keuntungan maupun kerugian yang sedang dialami 
selaras kaidah fiqh, bahwa “keuntungan akan muncul ber-
sama risiko dan hasil usaha muncul bersama tanggungan yang 
dikeluarkan”. 

5) Asas al-Maslahah (asas kemaslahatan). Hal ini berdasarkan 
pada kaidah fiqih “Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka 
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pastilah tercipta kemaslahatan”.
n. Asas al-Amanah (asas kepercayaan). Sebagamana surat an-Nisa 

(4) ayat 58, surah al-Baqarah (2) ayat 283 dan al-Anfal (8) ayat 
27.

o. Asas al-‘Adalah (asas keadilan). Perjanjian harus berpijak pada 
asas keadilan yakni para pihak memenuhi segala hak dan kewa-
jiban syara’. Sebagaimana disebutkan dalam (al-Maidah (5) 
ayat 8).

p. Asas al-Ridha (asas keridhaan). Perjanjian hendaklah men-
dasarkan pada asas keridhaan. Perjanjian tanpa adanya unsur 
keridhaan termasuk dalam kategori batil sebagaimana QS. an-
Nisaa 4: 29

q. Asas al-Kitabah (asas tertulis). Perjanjian harus tercatat, hal ini 
didasarkan pada Surat al-Baqarah (2) ayat 282.

r. Asas ash-Shiddiq (asas kejujuran). Asas ini menjadi landasan 
bahwa akad harus didasari oleh Kejujuran oleh para pihak 
sebagimana Surat al-Ahzab (33) ayat 70.

s. Asas ‘itikad baik. Perjanjian dilandasi niat/tujuan yang baik, 
untuk menghindari permasalahan yang datang dikemudian 
hari. Hal ini sebagaimana Hadis Rasulullah Saw, “Sesungguh-
nya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya 
tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkannya”. (HR.
Bukhari).

Agar akad sah dan mengikat bagi para pihak, maka harus 
terpenuhi unsur-unsur, ketentuan dan syarat-syarat sahnya akad. 
Apabila syarat dan unsurnya tidak terpenuhi maka dapat mengaki-
batkan akad tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Syarat-syarat 
perjanjian tersebut antara lain:106 syarat terbentuknya perjanjian 
(syuruth al-in’iqad) yakni, tamyiz, berbilang pihak (at-ta’adud), 
persesuaian ijab dan kabul, kesatuan majelis perjanjian, objek 
perjanjian dapat diserahkan, objek perjanjian tertentu atau dapat 
ditentukan, dapat ditransaksikan dan tujuan perjanjian yang tidak 
bertentangan dengan syara’. 
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Syarat keabsahan perjanjian (syuruth ash-shihhah), antara lain: 
bebas dari paksaan, gharar, riba, fasid.107 Syarat berlakunya akibat 
hukum sebagai syarat penentu terhadap suatu perjanjian, yakni 
perjanjian maukuf dan nafiz yakni perjanjian yang sudah sah dan 
dapat dieksekusi karena perjanjian tersebut telah memiliki syarat 
berlakunya akibat hukum, sedangkan syarat mengikatnya perjan-
jian (syurthul-lazum) terjadi apabila syarat dan rukun telah ter-
penuhi terhadap perjanjian yang tidak mengikat terdapat adanya 
hak khiyar, dimana hak seseorang atau para pihak dapat memilih 
atau membatalkan perjanjian yang telah dilakukan.108 Selanjutnya 
dalam pelaksanaan akad tersebut, juga dengan memperhatikan 
prinsip/ asas yang terdapat di dalam akad. 

Keseimbangan berarti keadaan seimbang (seimbang-sama berat, 
setimbang, sebanding) dengan menunjuk dasar bagi keseimbangan 
dan keserasian dalam perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, hanya 
apabila dalam keadaan in concreto ada keseimbangan dan keserasian 
maka tercapailah kesepakatan atau konsensus yang sah antara para 
pihak. Sedangkan keseimbangan di dalam Islam adalah meyakini 
bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang 
dan serasi. Keseimbangan dimaksud dengan tidak timpang, setara 
dan proporsional, seperti dimaksud surat al-Mulk (67) ayat 3. 

Keberadaan rukun dan syarat akad merupakan hal prinsip dari 
keabsahan perjanjian (akad). Kegiatan usaha dilakukan berdasar-
kan pada akad/ perjanjian syariah. Perjanjian yang dilakukan harus 
mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang. Seimbang 
berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak untuk mendapatkan 
keuntungan, maka harus disertai dengan kewajiban menanggung 
risiko. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa 
keuntungan akan muncul bersama risiko dan hasil usaha akan 
muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan.109 Adapun tujuan 
dari mengadakan akad adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi 
masing-masing pihak dan mencegah timbulnya kemudharatan. 
Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa apa-
bila hukum syara dilaksanakan maka akan tercipta kemaslahatan. 
Adapun hal yang merusak akad adalah adanya pemaksaan, kesala-
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han, dan penipuan, dalam KHES disebutkan bahwa akad yang sah 
adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung 
unsur-unsur yang merusak akad.110 

Dalam hukum Islam, akad berakhir karena sebab: Pertama, 
terpenuhinya tujuan akad (tahqiq gharadh al-aqad). Kedua, pemu-
tusan/pembatalan akad (fasakh) karena adanya hal-hal yang tidak 
dibenarkan syara’ seperti terdapat kerusakan dalam akad (fasakh), 
tidak memenuhi kejelasan (jahalah) dan tertentu waktunya 
(mu’aqqat), adanya khiyar, baik khiyar rukyat, khiyar ‘aib, khiyar 
syarat atau khiyar majelis, adanya penyesalan dari salah satu pihak 
(iqalah) atas akad yang baru saja dilakukan; adanya kewajiban 
dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad 
(li’adami tanfidz); berakhirnya masa akad (infisakh) seperti akad 
ijarah (perjanjian sewa menyewa) dan tidak tidak dapat diperpan-
jang. Ketiga, salah satu pihak yang mengadakan akad meninggal 
dunia mengakibatkan berakhirnya akad terutama yang menyang-
kut hak perorangan seperti akad wakalah dan lain-lain. Keempat. 
akad mauquf (akad yang keabsahannya tergantung pada pihak lain) 
dan ternyata pemilik kewenangan tidak memberikan izin.111 

2. Konsep Akad Syirkah dalam Hukum Islam 
Syirkah merupakan salah satu jenis akad percampuran, ensi-

klopedi fiqh muamalah menyebutkan syirkah atau syarikah secara 
bahasa adalah percampuran antara beberapa mitra atau perseroan. 
Syarik adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk 
suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu 
kesatuan.112 Syirkah secara bahasa setidaknya mempunyai dua arti 
yaitu al-ikhtilath yang arti harfiahnya adalah percampuran yaitu 
penggabungan dua harta atau lebih menjadi satu bagian utuh dan 
juga al-nashib, al-hishshah yang berarti porsi atau bagian. Dalam 
bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi perserikatan atau perse-
kutuan.113 Sedang menurut istilah syar’i, makna syirkah adalah hak 
kepemilikan suatu hal (yaitu kerja sama dalam usaha atau sekedar 
kepemilikan suatu benda) oleh dua orang atau lebih sesuai prosen-
tase tertentu dengan memberikan konstribusi dengan kesepakatan 
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bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 
kesepakatan.114 

Berikut beberapa pengertian syirkah menurut istilah terdapat 
beragam definisi yang dikemukakan para ulama fiqh antara lain:

a. Malikiyah. Syirkah merupakan persetujuan untuk melakukan 
perbuatan hukum bagi keduanya beserta diri mereka, artinya 
masing-masing pihak yang berkongsi memberikan persetujuan 
bagi mitranya untuk melakukan tindakan hukum (tasarruf) 
terhadap harta mereka di samping masih tetapnya hak-hak 
tasarruf bagi masing-masing pihak.115

b. Syafi’iyah. Syirkah adalah suatu ungkapan tentang tetapnya 
hak terhadap suatu benda (harta) bagi dua orang atau lebih 
secara bersama-sama.116  

c. Hanabilah. Syirkah adalah berkumpul (bersama-sama) dalam 
kepemilikan atau melakukan tindakan hukum (tasarruf).117 

d. Hanafiah. Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad antara 
dua pihak yang berkongsi dalam modal pokok dan keuntu-
ngan.118 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa syir-
kah itu merupakan hak secara bersama-sama yang dimiliki oleh dua 
orang atau lebih dalam kepemilikan benda, atau kepemilikan ber-
sama dalam kegiatan usaha pengelolaan harta dengan kontribusi 
modal secara bersama-sama, dengan keuntungan dibagi bersama 
kepada pihak-pihak yang terlibat. Menurut Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES), musyarakah adalah kerja sama antara 
dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau 
kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 
berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berseri-
kat.119

Secara legalitas, dari berbagai pendapat ahli Fiqh melakukan 
syirkah dihukumi boleh (mubah), beradasarkan dalil al-Qur’an, 
Sunnah dan ijma’ ulama, di antara dali al-Qur’an ditegaskan dalam 
surat Al-Shad ayat 24. Kata khulathaa dalam ayat tersebut di atas 
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ditafsirkan orang yang melakukan syirkah (kerja sama). Dengan 
demikian ayat ini menunjukkan kebolehan syirkah, serta larangan 
untuk menzhalimi mitra kerja sama (Syarik).120 

Lebih dari itu syirkah terdapat keberkahan dari Allah Swt yang 
berbentuk perlindungan dan kemudahan dalam menjalankan usaha 
dengan syarat tidak ada pengkhianatan sebagaimana Hadist Qudsi. 
“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Saw bersabda: 
sesungguhnya Allah azza wajala berkata: ”Aku adalah pihak ketiga 
(Yang Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama 
salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. 
Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan 
keluar dari mereka (tidak melindungi).”121   

Dalil tentang syirkah juga ditegaskan dalam hadist yang diri-
wayatkan oleh Imam Muslim bahwa syirkah dapat dilakukan 
sesama muslim atau juga dilakukan bersama non muslim. ”Rasulul-
lah telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) 
dengan mendapat bagian dari hasil panen tanaman dan buah.”122  
Selajutnya dalil-dalil yang dijadikan dasar yang ketiga adalah kese-
pakatan ulama (ijma’), para ulama telah bersepakat tentang diper-
bolehkannya syrirkah (perseroan), kendati demikian para ulama 
juga berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam beberapa macam jenis syir-
kah123  dari berbagai sudut pandang dan dengan dasar pemikiran 
yang berbeda.

Pelaksanaan akad syirkah pada suatu sistem perikatan Islam 
wajib memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang ditetapkan 
dalam hukum Islam. Dalam suatu sistem akad, rukun merupakan 
suatu unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dari suatu aktivitas/
perbuatan atau institusi yang menjadi penentu sah atau tidaknya 
suatu perbuatan yang telah dilakukan dan ada atau tidak terpenu-
hinya rukun tersebut.124 Untuk melaksanakan akad syirkah, maka 
para pihak harus memenuhi rukun syirkah, menurut mayoritas 
ulama rukun syirkah ada tiga,125 antara lain: a) Dua pihak/subjek 
yang berserikat (Aqidani); b) Objek akad/barang/modal yang 
dijadikan tujuan akad (Ma’qud Alaih); c) Ucapan penyerahan dan 
penerimaan (Shighat Ijab qabul). 
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Dalam rangka memenuhi rukun syirkah, maka dalam harus 
dipenuhi syarat-syarat untuk tercapainya kesempurnaan rukun 
syirkah yang telah ditetapkan, adapun syarat akad syirkah sebagai 
berikut:

Menurut ulama fiqh, untuk memenuhi rukun dalam akad 
syirkah, maka harus disempurnakan dengan beberapa syarat yang 
melekat pada rukun syirkah tersebut:

a. Syarat Aqidain (para pihak/sekutu)
Untuk melaksanakan akad syirkah maka Aqidain (para sekutu/

syarik) harus sama-sama kompeten dalam menerima kuasa perwa-
kilan, apabila keduanya sama-sama mengelola dana musyarakah 
tersebut.126

b. Syarat Ma’qud Alaih (modal syirkah)
Modal syirkah adalah barang yang mitsli, yaitu barang yang 

dapat ditimbang, ditakar dan boleh diakad salam, modal yang 
dikeluarkan oleh para pihak jenis dan sifatnya sama, dan modal 
harus dikumpulkan sebelum terjadinya akad syirkah.127 

c. Syarat Shighat (ucapan transaksi)
Shighat dalam akad syirkah harus berupa ucapan/pernyataan 

yang mengindikasikan izin dalam mengelola dana (modal). Bila 
dalam sighat tidak ada yang mengindikasikan izin maka diang-
gap tidak cukup memenuhi akad, kecuali terdapat kebiasaan yang 
dianggap dimengerti maksudnya.128

d. Syarat ‘Amal (proyek usaha)
Dalam mengelola modal kedua pihak harus benar-benar mem-

perhatikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, tidak diper-
kenankan, menjual dengan dihutangkan, menggunakan uang yang 
tidak berlaku dinegara tersebut, menjual dengan kerugian yang 
tidak wajar, menjual kepada seseorang dengan harga pasar, padahal 
masih ada orang yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi, 
melakukan menggunakan modal/uang syirkah untuk perjalanan 
tanpa seizin mitra yang lain.129 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

45

Mengenai jumlah modal atau saham para pihak/serikat yang 
dimiliki oleh para serikat/pihak tidak ditentukan secara jelas 
dalam syari’at, artinya para pihak/serikat tidak harus memiliki 
modal yang sama jumlahnya, artinya para pihak boleh menyerta-
kan modal tidak sama besar (jumlahnya) kepada pihak/serikat 
lainnya.130  Selanjutnya akad syirkah adalah investasi berdasarkan 
keadilan, keseimbangan, sehingga resiko bisnis dapat dibagi kepada 
para pihak/serikat yang melakukan kerjasa/perserikatan. Selanjut-
nya prinsip syirkah adalah bagi hasil dan bagi resiko kerugian (profit 
and loss sharing). Keuntungan dari usaha berdasarkan akad syirkah 
tersebut didistribusi sesuai dengan perjanjian yang disepakati para 
pihak tersebut, sehingga tidak sama pembangiannya karena harus 
berdasarkan besaran modal masing-masing.131  

Adapun jenis-jenis syirkah dibagi menjadi dua jenis, yakni syir-
kah al-amlak (kerjasama kepemilikan) dan syirkah al-aqd/syirkah 
uqud (kerjasama berdasarkan akad). 

a. Syirkah al-amlak (kerja sama kepemilikan) terbentuk sebab 
dilatarbelakangi oleh warisan, wasiat atau kondisi lain yang 
mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau 
lebih, dalam syirkah ini dimiliki oleh dua orang atau terbagi 
pada dua aset nyata dan disepakati berbagi keuntungan dari 
hasil aset yang dimiliki dan dikelola. 

b. Syirkah al-aqad/Syirkah uqud, merupakan syirkah yang ter-
bentuk tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang 
menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan 
kontribusi dari modal syirkah, dan juga ditetapkan prosntase 
keuntungan dan kerugian. Syirkah akad terbagi menjadi syir-
kah al-‘inan, syirkah al mufawadhah, Syirkah al‘amal, syirkah 
al wujuh, dan syirkah mudharabah.132 

 Menurut Rachmat Syafii hal-hal yang membatalkan syirkah 
antara lain: Pertama, Pembatalan syirkah secara umum di anta-
ranya; pembatalan dari seorang yang bersekutu, meninggalnya 
salah seorang syarik, salah seorang syarik murtad, gila, modal para 
anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. 
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Kedua, Pembatalan syirkah secara khusus antara lain: Harta syirkah 
rusak, yaitu apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seo-
rang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal, dan tidak ada 
kesamaan modal, apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah 
mufawadah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu 
merupakan syarat transaksi syirkah mufawadah.

3. Konsep Akad Mudharabah dalam Hukum Islam

Istilah mudharabah berasal dari kata dhraba yang memiliki 
arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya. Sedangkan 
makna harfiahnya mempunyai beberapa arti yaitu pergi mencari 
rezeki (dharaba al-thair); mencampur (dharaba al-syai’ bil-syai’); 
berniaga atau berdagang (dharaba fi al-mal bil mal). Wahbah 
Azzuhaili menjelaskan salah satu arti mudharabah secara harfiah 
adalah melakukan perjalanan di muka bumi (al-sir fil-ardh); bebe-
rapa derivasi dari kata al-sir adalah istar atau istiyar yang berarti 
belanja untuk keperluan dalam perjalanan.134  

Muhammad bin Ibrahim al-Musa mengutip pendapat para 
Imam Mazhab tentang akad Mudharabah antara lain: Menurut 
Imam Abu Hanifah (80-150 H), mudharabah adalah suatu akad 
perkongsian dengan harta/modal dari salah satu diantara kedua 
belah pihak yang sedang bekerja sama, sedangkan di pihak lain 
dengan keahlian pekerjaan (skill).135 Imam Malik (93-179 H) 
mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama di antara 
para pihak, ada pihak yang memberikan modal kepada seseorang 
yang mempunyai keahlian dari usaha yang jelas, modal diserahkan 
secara tunai yang bertujuan menghasilkan keuntungan sedikit atau 
banyak dengan prinsip sukarela (taradhi).136 Bagi Imam Syafi’i 
(150-204 H) mudharabah merupakan bagi hasil dengan menyera-
hkan modal usaha kepada pihak lain untuk usaha guna mendapat-
kan kuntungan di antara kedua belah pihak.137 Sedangkan menurut 
Imam Hambali (164-241 H) mudharabah adalah seseorang mem-
berikan modal usaha kepada pihak lain guna mendapatkan keun-
tungan di antara kedua belah pihak dengan ketentuan (syarat).138 
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Para ulama fiqh kontemporer Wahbah Azzuhaili mendefini-
sikan mudharabah sebagai suatu akad yang memuat penyerahan 
modal dari pemilik modal (shahibul maal) yang menyerahkan 
harta kepada pelaku usaha (mudharib) untuk dikelola dengan 
keuntungan dibagi kedua belah pihak berdasarkan nisbah (persen-
tase) yang disepakati, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab 
pemilik modal sedangkan pelaku usaha tidak menanggung keru-
gian modal, kecuali kerugian tersebut diakibatkan kelalaian pelaku 
usaha maka ia harus bertanggung jawab.139  

Salah satu pakar ekonomi syariah di Indonesia Syafii Antonio 
memberikan definisi yang lebih operasional tentang mudharabah 
sebagai akad kerja sama usaha dua pihak (trust financing/ trust 
investment),140  yakni akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang 
mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal 
sedangkan pihak lainnya adalah menjadi pengelola. Keuntungan 
(hasil) usaha dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak sebagai-
mana akad dan jika kerugian maka merupakan tanggung jawab 
pemilik modal, kecuali kerugian disebabkan kelalaian pengelola, 
maka pengelola yang bertanggung jawab sepenuhnya.

Pasal 20 buku II bab I angka 4 tentang Akad dalam Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah bahwa mudharabah adalah kerja sama 
antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal 
untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 
berdasarkan nisbah. KHES bab VII Pasal 187 ayat (1) juga men-
gatur syarat mudharabah, bahwa pemilik modal wajib menyerah-
kan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk 
melakukan kerjasama dalam usaha. Ayat (2) menyebutkan bahwa 
penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 
Dan ayat (3) menyebutkan kesepakatan bidang usaha yang akan 
dilakukan ditetapkan dalam akad.

Konsep mudharabah adalah kontrak yang melibatkan dua 
pihak atau lebih, salah satu pihak adalah pemilik dana/ modal (sha-
hibul maal) dan pihak lain adalah pengguna dana/modal (mudha-
rib) dalam rangka melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan 
keuntungan. Ketentuan pasal 187 Kompilasi Hukum Ekonomi 
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Syariah mengatur kewajiban pemilik modal menyerahkan dana 
dan atau barang kepada penerima modal dalam melakukan kerja-
sama usaha berdasarkan kesepakatan dan akad. Hal tersebut ber-
hubungan dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang 
diatur pula dalam pasal 197 sampai dengan pasal 210 KHES. Pasal 
199 ayat (1) KHES menyebutkan bahwa hak dari pemilik modal 
adalah mendapatkan keuntungan atas modal yang telah diberikan, 
hal ini di dasarkan pada akad yang telah disepakati. Adapun pada 
ayat (2) disebutkan, bila usaha mudharib merugi maka pemilik 
modal tidak berhak mendapatkan keuntungan. Pemilik modal juga 
berhak memberhentikan mudharib.

Adapun yang menjadi landasan mudharabah didasarkan pada 
ayat al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad Saw, di antaranya: 
Pertama, QS. Al-Muzammil (73): 20, menyatakan; “…(Di antara 
kamu ada) orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari seba-
gian karunia Allah….”. penafsiran terhadap kalimat yadhribun fi 
al-ardh adalah bahwa mereka melakukan perjalanan untuk mela-
kukan perniagaan (yusafirun li al-tijarah).141 

Landasan berikutnya Hadist dengan kategori taqrir atas perbu-
atan sahabat yaitu “Abbas Ibn Abd al- Muthallib jika menyerahkan 
harta sebagai mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya 
agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta 
tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang 
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkan-
nya”. Selanjutnya adalah Hadis yang diriwayat Ibn Majah dari Shu-
aib yaitu “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah; 
jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan men-
campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, 
bukan untuk dijual”. 

Dalam mudharabah terdapat rukun dan syarat sebagai pilar 
utama yang harus dipenuhi untuk kesempurnaan akad tersebut dan 
dinyatakan sah sebagai akad mudharabah dan mengikat bagi para 
pihak. Menurut Muhammad al-Kabir bahwa rukun mudharabah 
antara lain; pemilik modal (shahibul maal), pengelola/pengusaha 
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(amil/mudharib), modal, harta pokok atau dana (maal), ‘Amal 
(usaha), laba/keuntungan (ribh) dan ucapan serah terima (shighat 
‘ijab qabul).142 Sedangkan syarat mudharabah antara lain; modal 
harus berupa uang, emas atau perak, Pembagian keuntungan harus 
dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad, 
pemilik dana harus memberi kebebasan pada pengelola dan tidak 
memberi batasan waktu yang mengikat.143 Menurut Fathurrahman 
Djamil, bahwa rukun mudharabah adalah pemodal, pengelola, 
modal, nisbah keuntungan, shighat atau akad.144 

Subjek mudharabah yang menjadi pelaku dalam perjanjian dan 
pelaksanaan akad mudharabah, menurut Sutan Remy Sjahdeini 
sekurang-kurangnya harus dilakukan oleh dua pihak; pertama, 
Pihak sebagai pemilik, penyedia modal (shahiul maal/rabb al-mal, 
dalam rangka membiayai sebuah usaha yang mebutuhkan dana. 
Kedua, Pihak pengusaha yang memiliki keahlian di bidang usaha 
tersebut dan membutuhkan modal serta yang menjalankan usaha 
yang seluruh modal kapitalnya dari shahibul maal, pihak inilah 
yang disebut dengan mudharib.145 Para pihak dapat lebih dari dua 
pihak, karena dalam akad mudharabah dapat terjadi bahwa baik 
shahibul maal maupun mudharib juga dapat lebih dari satu.146 Dari 
pemikiran di atas dipahami pada prinsipnya para pihak dalam mud-
harabah sangat terbuka dalam penyediaan dana/modal dari bebe-
rapa orang/pihak yang dikumpulkan menjadi satu dan diserahkan 
kepada pengelola (mudharib) untuk menjalankan suatu usaha, 
sehingga tanggung jawab pengelolaan berada ditangan pengelola 
(mudharib). 

Dalam menentukan jenis mudharabah para ulama hampir me- 
miliki kesamaan pandangan, di antaranya Ibnu Qudamah dalam 
Wahbah az-Zuhaili, bahwa mudharabah dibagi menjadi dua yaitu: 
Pertama, mudharabah mutlaqah yaitu akad kerja sama usaha 
pemberian modal antara dua pihak yakni pihak pertama sebagai 
pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola (peminjam) 
modal dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak dengan keten-
tuan 1/3 untuk peminjam modal dan 2/3 untuk pemilik modal.147 

Dengan kata lain pada mudharabah mutlaqah pemilik modal (sha-
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hibul maal) menyerahkan harta (modal) kepada pengelola (mud-
harib) dengan tidak ada ketentuannya, hak mudharib ialah bebas 
mengelola modal tersebut untuk jenis usaha dan waktu. Tentu 
pengelola memiliki kewajiban yang harus dijalankan yakni menja-
lankan usaha semaksimal mungkin dan shahibul maal mempunyai 
hak terhadap pengembalian harta (modal).148 Kedua, mudharabah 
muqayyadah, pemilik modal (shahibul maal) mempunyai hak ter-
hadap modalnya dan menentukan ketentuan-ketentuan seperti 
jenis usaha, waktu dan tempat mudharabah tersebut dilakukan 
sedangkan mudharib mempunyai kewajiban untuk menjalankan 
usaha semaksimal mungkin dengan terikat pada ketentuan yang 
diberikan oleh shahibul maal terhadap tempat, jenis usaha dan 
waktu.149  

Sebagai perjanjian kerjasama bagi hasil, Algaoud menegaskan 
bahwa mudharabah merupakan perjanjian dengan paling sedikit 
dua pihak, satu pihak jadi pemilik (shahibul maal) yang mengama-
nahkan dananya kepada pihak pengelola usaha/pengusaha (mud-
harib) yang bertujuan menjalankan suatu usaha.150 Sehingga para 
pihak memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab serta pembagian 
keuntungan yang berbeda. Menurut Algaoud pembagian keuntu-
ngan dan kerugian dalam mudharabah diformulasi dengan: Per-
tama, Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus 
secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan seka-
ligus atau yang pasti kepada rabb maal (pemilik modal). Kedua, 
Rabb maal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar 
modal yang telah diberikannya dan mudharib (mitra kerja) tidak 
turut menanggung kerugian kecuali waktu dan tenaganya.151

4. Konsep Pendirian Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas terdapat beberapa istilah dalam bahasa Ing-

gris disebut dengan Limited (Ltd.) Company atau Limited Liability 
Company ataupun Limited (Ltd) Corporation, sedangkan dalam 
bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennotschap atau yang 
sering disingkat NV saja, bahasa Jerman menerjkemahkan per-
seroan terbatas ini dengan Gesellschaft mit Beschrankter Haftun, 
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dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.152 Selanjutnya bagi Janus Sidabalok, Istilah Perseroan 
Terbatas dalam kepustakaan Belanda dikenal Namloze Vennot-
schap (NV) yang diterjemah secara harfiah menjadi perusahaan 
tanpa nama, artinya nama yang digunakan berdasarkan tujuan dari 
perseroan tersebut. Namun dalam kepustakaan Indonesia bentuk 
perusahaan ini disebut Perseroan Terbatas yang sebenarnya dari segi 
istilah tidak sama dengan Istilah bahasa Belanda, sebab kata terbatas 
menunjukkan sistem pertanggungjawaban anggota atau pemegang 
sahamnya.153 Sangat tepat jika disebut Perseroan Terbatas terjema-
han dari Company Limited (Co.Ltd).154 Meskipun demikian dalam 
hukum Belanda (atau KUH dagang) pertangganggungjawaban di 
Namloze Vennotschap (NV) adalah terbatas. 

Menurut H.M.N. Ourwosutjipto, Istilah Perseroan Terbatas 
(PT) terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan 
merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham- 
saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang 
saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham 
yang dimilikinya.155 Selanjutnya bagi Farida Hasyim, saat ini orang 
mengenal Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk perseroan 
yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal per-
seroan tertentu yang terbagi atas saham-saham dan para pemegang 
saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama ber-
sama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan 
perseroan itu.156 

Dalam hasil penelitian istilah asal Perseroan Terbatas (PT) di 
Indonesia menurut Binoto Nadapdap, menyangkut bagaimana asal 
muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat PT 
tidak dapat ditelusuri.157 Sebutan tersebut telah menjadi baku di 
dalam masyarakat bahkan juga dibakukan didalam berbagai pera-
turan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam UU No. 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal. 
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Dasar pemikiran bahwa Perseroan Terbatas (PT) itu terdiri 
dari sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan 
Pasal 1 UUPT, yakni: Perseroan Terbatas yang selanjutnya dise-
but perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang 
ini serta peraturan pelaksanaannya. Dan penunjukkan terbatasnya 
tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 
3 UUPT yang menentukan: Pemegang saham perseroan tidak ber-
tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 
perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan 
melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Perseroan Terbatas 
(PT) adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan 
mengeluarkan surat-surat sero (saham). Tiap-tiap persero memiliki 
satu sero atau lebih yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya 
pada modal yang diikut sertakan dalam perusahaan. Perseroan 
Terbatas adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan 
dan mencapai tujuannya. Adapun permodalan sebuah Perseroan 
Terbatas terdiri dari saham-saham, jumlah atau besarnya modal 
ditetapkan dalam anggaran dasar dan tidak boleh diubah (kecuali 
dengan mengubah seluruh akta notarisnya). Jumlah modal tetap 
disebut modal statuler. Perseroan Terbatas yang ingin memperbe-
sar modal dengan tidak mengubah statuler-nya (tidak mengubah 
akta notaris) dapat mengeluarkan obligasi (surat utang). Obligasi 
adalah tanda bukti pemiliknya telah memberikan pinjaman sejum-
lah uang kepada Perseroan Terbatas (PT) penerima obligasi akan 
menerima balas jasa dalam bentuk bunga dalam persen yang tetap 
dan tidak menanggung resiko seperti pemegang saham dan preferen 
yang menerima dividen yang jumlahnya tergantung kecilnya jum-
lah keuntungan perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennoot- 
schaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha 
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yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya 
mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena 
modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, 
perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu 
membubarkan perusahaan. Di samping itu, ada juga yang mem-
berikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang 
saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan 
untuk itu oleh hukum di Negara tertentu) yang diciptakan oleh 
hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (artificial person) 
oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama 
sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan 
mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan 
sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk 
menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, meng-
gugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan lainnya yang 
diberikan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa formulasi Perseroan 
Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum difor-
mulasi dengan konsep sistem sebagai berikut: 

a. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum ialah suatu 

badan yang ada karena hukum, sebagai pendukung kewajiban dan 
hak tertentu. Biasanya juga dikenal dengan istilah artificial person, 
maksudnya secara hukum dapat dianggap seperti manusia yang 
bisa dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan 
hukum.158 

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. 
Ketentuan yang mengatur PT di antaranya Undang-Undang No. 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tentu saja Ang-
garan Dasar PT itu sendiri.159 Badan hukum/recht persoon/purusa 
hukum/awak hukum/pribadi hukum di  dalam KUH Perdata tidak 
diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkum-
pulan, yaitu dalam buku III Pasal 1653 s/d 1665 KUHPerdata.160 
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Pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut Cor-
pus atau Body. Dia berbeda dengan manusia perorangan (human 
being). Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses 
alamiah (natural birth process). Sebaliknya perseroan lahir seba-
gai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya 
Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud arti-
ficial (kumstmatig, artificial) yang dicipta negara melalui proses 
hukum161  untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan 
masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Per-
data (KUHPdt) yang berbunyi “Ada barang yang bukan milik sia-
papun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau 
milik perorangan”.

 Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, 
sebagai pendukung kewajiban dan hak tertentu. Biasanya dikenal 
dengan istilah artificial person, maksudnya secara hukum dianggap 
seperti manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya bila 
melakukan perbuatan hukum.162 Menurut Soebekti, badan hukum 
adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-
hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki 
kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Sri 
Soedewi Masjchoen mengatakan bahwa badan hukum ialah kum-
pulan orang yang berguna bersama-sama bertujuan mendirikan 
suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang 
disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yaya-
san.163 

Salim HS. menyebutkan bahwa badan hukum adalah kumpu-
lan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, 
hak dan kewajiban, serta organisasi.164 Sebagai badan hukum165  
Perseroan Terbatas, maka sejak itu hukum memberlakukan pemi-
lik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi terpisah dari 
PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah separate legal persona-
lity, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri sehingga pemegang 
saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT sehingga 
tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. 
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Berdasarkan beberapa pengertian dari badan hukum di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan usaha disebut sebagai 
badan hukum apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:166

• Organisasi yang teratur, sebagai organisasi yang teratur, per-
seroan memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Peme-
gang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) 
UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ke-
tentuan UUPT, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah 
Tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

• Kekayaan sendiri, perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa 
modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham 
(Pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain 
yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwu-
jud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung 
perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang per-
seroan. 

• Melakukan hubungan hukum sendiri sebagai badan hukum, 
perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak 
ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan Pasal 92 
ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) UUPT, direksi bertanggungjawab 
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam mau-
pun di luar pengadilan.

• Mempunyai tujuan sendiri sebagai badan hukum yang mela-
kukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. 
Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan 
(Pasal 15 ayat (1) huruf (b) UUPT). Karena perseroan menja-
lankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah men-
cari keuntungan dan atau laba.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan per-
aturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan 
menganut sistem tertutup (closed system). Dengan demikian, dapat 
dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu Perseroan  
Terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut: 
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• Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan 
hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan 
oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang 
dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;

• Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya 
sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, 
perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti per-
seroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perika-
tan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum 
mandiri (persona standi in judicio) yang memiliki kapasitas dan 
kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan 
pengadilan;

• Tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, 
atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas 
nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya 
sendiri;

• Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan 
tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. 
Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun 
juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

• Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi 
dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;

• Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepan-
jang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau peme-
gang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal 
yang tidak boleh dilakukan.167

b. Modal Perseroan Terbatas Terbagi dalam Saham
Dalam Perseroan modal dasar berasal dari para pendiri 

yang terpisah dari kekayaannya. Sehingga badan usaha memiliki 
kekayaan atas nama badan usaha tersebut. Karenanya, salah satu 
ciri utama suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas adalah 
kekayaan yang terpisah itu.168 Modal dasar perseroan terdiri atas 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

57

seluruh nilai nominal saham.169 Jumlah nominal modal dasar, yaitu 
sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). Namun untuk 
bidang usaha tertentu, jumlah minimum modal bagi perusahaan, 
diatur berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan 
usaha tertentu tersebut.170 Misalnya pengaturan jumlah modal 
bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar 
modal diatur berdasar UU No. 8 tahun 1995 jo PP No. 45 tahun 
1995. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi dari-
pada yang ditentukan Pasal 32 ayat (1) UUPT.

Adapun dasar hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia 
diatur secara lengkap dengan Undang-Undang dan regulasi antara 
lain: Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Doku-
men Perusahaan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 
tentang Pemakaian nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerin-
tah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, 
dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 tentang Merger, Konsolidasi, dan akuisisi Bank dan 
regulasi lainnya. 

Perseroan Terbatas sebagai badam hukum yang merupakan 
subjek hukum memiliki hak dan kewajiban seperti umumnya 
manusia. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan mem-
punyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaaan pendiri-
nya, dapat menuntut dan diuntut di hadapan pengadilan atas nama 
dirinya sendiri. Kendati demikian, Perseroan tidak seperti halnya 
manusia, yang memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sen-
diri dan tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. 
Ia harus bertindak melalui orang alamiyah yang menjadi pengurus 
badan hukum tersebut. Perbuatan pengurus tersebut bukan untuk 
dirinya melainkan untuk dan atas nama serta tanggung jawab 
badan hukum.171  

c. Organ-Organ Perseroan Terbatas 
Sebagai badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas 

berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPT, bahwa orang-orang yang di 
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sebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organi-
sasi itu. Undang-undang Perseroan Terbatas mengharuskan Badan 
Hukum memiliki tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.  

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki 
semua wewenang yang oleh undang-undang tidak diberikan kepada 
direksi dan dewan komisaris. Artinya RUPS memiliki wewenang 
selain dari wewenang pengurusan Perseroan Terbatas (PT). We-
wenang RUPS itu antara lain: Penetapan perubahan anggaran 
dasar.173 Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihan-
nya,174  Penambahan modal perseroan,175 pengurangan modal per-
seroan, persetujuan rencana kerja tahunan,176 pengesahan neraca 
dan laporan keuangan perseroan,177 persetujuan laporan tahunan 
termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan 
dewan komisaris, Penetapan penggunaan laba,178 mengangkat dan 
memberikan direksi dan dewan komisaris,179 penetapan mengenai 
penggabungan,180 peleburan, dan pengambilalihan dan penetapan 
pembubaran perseroan.181 

UUPT menyebutkan dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahu-
nan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan biasanya diselenggarakan 
dalam kaitannya dengan tahun buku perseroan yang bersangkutan, 
bahkan sifatnya wajib di laksanakan dalam jangka waktu paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan 
RUPS lainnya diselenggarakan berkenaan dengan hal-hal lainnya 
yang di butuhkan oleh suatu Perseroan Terbatas. RUPS lainnya 
adalah apa yang dikenal dalam masyarakat atau praktiknya sebagai 
RUPS luar biasa.182 

Agar RUPS dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya, 
maka persyaratan mengenai keabsahan RUPS harus di penuhi ter-
lebih dahulu, antara lain mengenai prosedur penyelenggaraannya, 
kuorum, dan jumlah suara yang dibutuhkan untuk pengambilan 
keputusan (voting) yang mengikat Perseroan Terbatas (PT). 
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2) Direksi
Direksi merupakan dewan direktur yang dapat teirisi atas 

satu atau beberpa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu 
orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau 
Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil  
direktur. 

Sementara pasal 1 butir 5 UUPT 2007 menjelaskan bahwa 
direksi adalahorgan perseroan yang berwenang dan bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan per-
seroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili 
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa 
direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan 
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemu-
dian pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi ber-
wenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan 
yang di pandang tepat, dalam batas yang di tentukan UUPT dan/
atau anggaran dasar.183 

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa 
direksi di dalam perseroan memiliki dua fungsi, yakni fungsi pe-
ngurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Pada 
dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. 
Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. 

Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga men-
jadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu 
adalah pemegang saham namun ketika dia menjadi direktur, maka 
dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan kata 
lain, dia adalah karyawan perseroan. Sebagai konsekuensi dari 
kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan 
perseroan adalah kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan 
atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut 
adalah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari 
perseroan.184 
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3) Dewan Komisaris
 Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris. Komisaris 

menurut pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan 
yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau 
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat 
kepada direksi. Ketentuan ini di lanjutkan oleh pasal 108 ayat (1) 
UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan 
pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dean 
member nasehat kepada direksi. 

Menurut pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pem-
berian nasehat di lakukan untuk kepentingan perseroan sesuai 
bdengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan pasal 108 ayat 
(2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepenti-
ngan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa 
pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh dewan  
komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. 
Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan per-
seroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
perseroan.

Dengan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa dewan 
komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan super-
visi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak 
mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan 
dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan. Khusus untuk per-
seroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip sya-
riah berdasar pasal 109 UUPT selain memiliki dewan komisaris 
wajib memiliki dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Sya-
riah ini terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat 
oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama’ Indonesia (MUI).185 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini bertugas untuk memberi nasi-
hat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan 
agar sesuai dengan prinsip syariah.186 
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C. Formulasi, Pendekatan, dan Penalaran Hukum Islam
Formulasi epistemologi menjadi kerangka dasar bagaimana 

penelitian ini diperoleh, sehingga hasilnya dapat dibenarkan dan 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara kerja keilmuan harus 
menggunakan metode,187 menuntut kesesuaian antara metode 
penelitian dengan legal research problem dalam buku ini dan di-
bangun dari hakikat keilmuan hukum.188  

Sebagai suatu ilmu, Ilmu hukum berkarakteristik sui generis 
artinya bahwa ilmu hukum merupakan jenis ilmu sendiri,189 karena 
ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit untuk kelompokkan ke 
dalam salah satu cabang pohon ilmu. Sebab ilmu hukum bersifat 
normatif,190 preskriptif dan terapan.191 Metode penelitian yang 
digunakan dalam ilmu hukum adalah metode normatif, yakni 
metode doktrinal atau penelitian doktrinal,192 dengan optik pre-
skriptif.193 

Adapun karakteristik penelitian ini adalah penelitian yuridis 
normatif, yang melihat hukum tidak semata-mata sebagai gejala 
sosial tetapi esensial, yakni instrinsik hukum. Dengan demikian, 
penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsp hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 
guna menjawab isu hukum.194 Kendati dalam metode penelitian 
hukum timbul perbedaan tetapi tidak perlu saling dipertentang-
kan antara penelitian empiris dan normatif karena sejatinya kedua-
nya saling menunjang.195 

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
normatif karea berpretensi untuk menggali nilai, prinsip, asas, 
makna untuk menemukan hakikat akad syirkah mudharabah dalam 
pembentukan Perseroan Terbatas.

1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini digunakan dalam rangka me-

mahami isu hukum yang dikaji. Adapun pendekatan yang digu-
nakan dalam penelitian ini, antara lain:
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1) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini merupakan kajian hukum melalui pendekatan 

konsep, yang digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu syari’ah dan 
ilmu hukum di bidang akad syirkah mudharabah dalam perjanjian 
syari’ah dan pelaksanaannya, sehingga dapat ditemukan asas atau 
prinsip yang mendasari pembentukan badan usaha Perseroan Ter-
batas.

2) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum,196 melalui 
pengkajian hukum yakni aturan tertinggi berupa peraturan hukum 
positif yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terba-
tas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syari’ah, Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), Peraturan Bank Indonesia 
dan Fatwa DSM MUI. Pendekatan ini digunakan untuk melihat 
pengaturan sistem hukum sehingga ditemukan asas atau prinsip 
hukum perjanjian yang mendasari badan usaha Perseroan Terbatas.

3) Pendekatan Perbandingan (Comparatif Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, membanding-

kan, dan menemukan preskripsi baru dari sumber hukum yang 
berbeda yakni antara sumber hukum Islam sebagai sumber hukum 
nasional serta sistem hukum barat sebagai sumber hukum nasional 
tentang akad syirkah mudharabah dalam pendirian perusahaan 
Perseroan Terbatas. Berpijak dari perbandingan inilah akan dapat 
ditemukan unsur persamaan dan perbedaan sistem hukum teru-
tama terkait dengan asas-asas, kaidah-kaidah yang benar dan tepat.
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2. Sumber Bahan Hukum
Untuk memecahkan atau menjawab isu hukum penelitian ini 

dibutuhkan sumber bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum 
bersifat normatif-preskriptif yang digunakan untuk mengkaji per-
masalahan hukum yang terkait dengan subtansi hukum positifnya 
secara tekstual (tidak hanya terhadap norma-norma, tetapi juga 
pada asas dan nilai yang terkandung di dalamnya).

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif berupa per- 
aturan hukum positif nasonal dan hukum Islam yang merupakan 
bagian dari hukum positif yang tidak bisa dipisahkan, di mana 
berdasarkan kekuatan mengikatnya dikalsifikasikan sebagai bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.197 

a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat ke dalam, 

meliputi:

1) Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu prinsip-
prinsip hukum Islam yang bersumber dari:

• Al-Qur’an 
• Al-Hadist
• Kitab-Kitab Fiqh

2) Ketentuan hukum positif atau norma dasar atau kaedah dasar 
yang terdiri dari:

• KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek);
• KUH Dagang (Wetboek van Koophandel)
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas;
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per-

bankan Syariah;
• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 

Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
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• Peraturan Bank Indonesia 
• Regulasi Perseroan Terbatas di Indonesia 
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/

IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah;
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/

IV/ 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/

III/ 2006 tentang Mudharabah Mustarakah.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder penelitian ini digunakan memberi-

kan petujuk kepada peneliti dalam memahami langkah-langkah 
dalam meneliti yakni berupa publikasi tentang hukum meliputi 
buku hukum, buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan 
pengadilan yang relevan dengan tema penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum tresier merupakan bahan yang memberikan 

baik petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan sekunder yakni kamus, ensiklopedia.198  

4. Pengumpulan Bahan Hukum
Aspek pengumpulan bahan hukum adalah hal penting dan 

menentukan dalam suatu penelitian hukum dengan melakukan 
identifikasi fakta lalu mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan 
kemudian menetapkan isu hukum.199 Begitu isu hukum mengenai 
hakikat, asas, kedudukan para sekutu akad syirkah mudharabah 
dalam pembentukan perusahaan Perseroan Terbatas, maka selanjut- 
nya peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan 
preskripsi yang berkaitan dengan subtansi konsep akad syirkah 
mudharabah sebagai dasar pembentukan perusahaan Perseroan 
Terbatas sekaligus sebagai dasar penyempurnaan Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 2007.
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Klasifikasi bahan hukum primer, skunder dan tresier disesuai-
kan dengan isu hukum dengan pendekatan yang ditetapkan, pen-
gumpulaan bahan hukum melalui Pendekatan konseptual (concep-
tual approach) yang lebih esensial dilakukan adalah penelusuran 
buku-buku hukum, kitab fiqh yang di dalamnya banyak terkandung 
konsep hukum, yang terkait dengan isu hukum tentang asas-asas 
akad syirkah mudharabah dalam pembentukan perusahaan Per-
seroan Terbatas. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
sebagai upaya untuk mencari peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan isu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum 
memfokuskan studi pustaka dengan melacak seluruh dokumen 
utuh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema 
penelitian. Pendekatan perbandingan (comparatif approach) di-
gunakan untuk membandingkan antara hukum perjanjian dalam 
Islam dan hukum perjanjian positif, serta menganalisis perwuju-
dan akad syirkah mudharabah dalam pembentukan perusahaan 
Perseroan Terbatas. Dari pendekatan perbandingan ini, akan dite-
mukan asas atau prinsip, konsep akad syirkah mudharabah sebagai 
landasan pembentukan perusahaan Perseroan Terbatas.

5. Analisis Bahan Hukum
Tahap analisis bahan hukum merupakan proses menemukan 

jawaban atas isu hukum dari penelitian ini, dari pengumpulan 
bahan-bahan untuk disusun secara sistematis kemudian mengana-
lisis secara cermat. Hasil analisis kemudian dibahas untuk menda-
patkan pemahaman atas isu hukum selanjutnya ditarik kesimpulan 
dari pembahasan yang bersifat khusus.

Menurut Sunaryati Hartono, tahapan menganalisis bahan hukum 
terlebih dahulu dilakukan kualifikasi fakta (qualification of fact) 
dan kualifikasi hukum (qualification of law) sehingga menghasil-
kan heading (masalah atau pristiwa hukum) dengan melihat indeks 
masalah yang diteliti secara terpisah, inilah yang dinamakan ana-
lisis.200 Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah bahan 
hukum primer adalah melalui metode analisis preskriptif. Selain 
itu peneliti juga menganalisis dengan pendekatan interpretatif yang 
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digunakan untuk memahami teks-teks dalam bahan hukum primer 
sehingga mendapatkan pemahaman yang tepat dan berkesesuaian 
terhadap permasalahan yang diteliti. 

Cara-cara penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsi-
ran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran perundang-unda-
ngan, penafsiran sistematis, serta penafsiran teologis.201 Berdasar-
kan uraian ini, dapat dimaknai dasar pemikiran, tujuan dan arah 
penelitian ini dapat menggali dan menganalisis akad syirkah mu-
dharabah dalam pendirian badan usaha.

Penafsiran hukum di atas menggunakan penalaran hukum yang  
dalam penelitian ini memakai metode deduksi yang berpangkal 
dari pengajuan premis mayor, yaitu aturan hukum dan premis 
minor yakni fakta kebutuhan integrasi akad syirkah mudharabah 
dalam pendirian badan usaha Perseroan Terbatas khususnya yang 
dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Catatan Kaki
1 Esensi Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik 

Indonesia 1945 Alinea Ke-Empat 
2 Secara historis sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tang-

gal 17 Agustus 1945 dan mengesahkan konstitusi Indonesia yakni Undang-
Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia 
menegaskan sebagai Negara yang akan mewujudkan keadilan sosial, kemak-
muran dan kesejahteraan dalam bingkai Negara hukum (rechtstaat). Tujuan 
tersebut sejalan dengan sistem hukum Islam sebagai dasar sistem kehidupan 
universal yang memiliki maziyah (keistimewaan) dan mahsanah (keindahan) 
yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum komprehensif, memenuhi 
hajat manusia serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat sebab 
bertujuan pada terwujudnya prinsp keseimbangan, keadilan, rasionalitas, dan 
kepatuhan pada prinsip-prinsip Ilahiyah. Lihat: Muchlis Usman, Filsafat 
Hukum Islam (Malang:LBB Yans Press, 1999), 38.

3 Transformasi ajaran Islam dibidang ekonomi dan bisnis sejatinya terjadi sei-
ring masuknya Islam di Indonesia (Nusantara) pada abad 7 Masehi, hadir 
dengan sistem hukumnya yang dapat hidup berdampingan dan saling mel-
engkapi dengan sistem hukum adat yang telah tumbuh jauh sebelum Islam 
datang di Indonesia. Namun kehadiran hukum Islam yang ditransformasikan 
dengan dialog memberikan warna baru dalam sistem kehidupan masyarakat 
karena memberikan kedamaian bagi penganutnya. Lihat: Dyah Ochtorina 
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Susanti, ”Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (kajian Ontologi” 
(Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, Juni 2014),  19 dan lihat juga Fitria-
nur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Pleno Jure: 
Jurnal Imu Hukum, (LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi 2019), 5; bersamaan 
dengan diterimanya ajaran tersebut dan umat Islam membangun masyarakat 
seperti transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa menyewa, gadai, zakat, 
infaq, sedekah, kewarisan Islam. Lihat: Dewi Nurul Mustjari, dkk, Hukum 
Perbankan syariah dan Takaful dalam teori dan Praktek (Yogyakarta: Lab. 
FH UMY, 2010), 49; dan bahkan masyarakat telah mengenal akad bagi hasil 
mulai dari praktik usaha bisnis (Musyarakah, Mudharabah), hingga akad 
usaha pertanian (Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah), namun hanya 
dilaksanakan sebagai hukum diyani murni dan tidak melibatkan hukum 
Negara dalam bentuk hukum qadha`i. 

4 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University 
Press, 1971), 1.

5 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keu-
angan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 78.

6 Sistem hukum ekonomi syari`ah di Indonesia pertama diakomodir dalam 
UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan menjadi tonggak awal 
pengaturan dan penerapan sistem perbankan berbasis syariah di Indonesia. 
Selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ten-
tang Perbankan tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992, dan baru 
disempurnakan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syari`ah sebagai lex specialis.dan berbagai undang-
undang serta regulasi lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

7 Dalam legislasi hukum nasional Indonesia pengaruh hukum agama terha-
dap pembinaan hukum nasional tidak hanya hukum Islam, tetapi hukum 
agama lain untuk pemeluk agama selain Islam sehingga hukum agama yang 
terkait hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional 
Indonesia dengan berpijak pada dasar Pancasila. Lihat Afdol, Kewenangan 
Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum 
Islam di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), 51. Lihat 
juga Tjoen Soemardjan (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan 
Pembentukan (Bandung: Rosdakarya, 1991), 131-132.

8 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan; Analisis Pengaturan Peran Perusahaan 
dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia (Bandung: Nuansa 
Aulia, 2012), 108.

9 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas ( Jakarta: Jala Permata Aksara, 
2009), 1.

10 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Bandung: PT.Citra Ady-
tia Bhakti, 2003), 22.
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11 Ibid., 25.
12 Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrsino, Hukum Perusahaan dan Kepailitan 

( Jakarta: Erlangga, 2012),  66.
13 Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pemberi fatwa dalam bidang 

ekonomi syariah melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak mendapat kewenangan. Namun 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12, pasal 26 ayat 1-5 
memberikan kewenangan khusus dibidang penetapan fatwa ekonomi sya-
riah. Dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, bahwa 
MUI diberi kedudukan sebagai lembaga yang berwenang menentukan 
kemampuan para Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan Perseroan 
Terbatas sesuai dengan prinsip syariah. 

14 Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, bahwa keberadaasn pengaturan Dewan Pengawas Syariah 
dikaitkan dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 
sehingga dalam undang-undang tersebut mewajibkan Perseroan yang menja-
lankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan 
Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Penga-
was Syariah (DPS) adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi 
serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Ratio 
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A. Hakikat Akad Syirkah 
1. Akad Syirkah

Pada pada dasarnya syirkah merupakan salah satu akad kerja 
sama usaha yang berpijak berlandasan pada akad percampuran, 
akad ini menjadi akad yang paling utama dalam hukum Islam 
sebab menjadi dasar dari akad kerja sama usaha dalam yang sangat 
beragam. Dalam Ensiklopedi Fiqh Muamalah, syirkah atau syarikah 
memiliki arti percampuran antara beberapa mitra atau perseroan. 
Syarik adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk 
suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu 
kesatuan.1 Syirkah secara etimologis mempunyai dua arti yaitu 
al-ikhtilath yang arti harfiahnya adalah percampuran atau peng-
gabungan modal dari kedua pihak atau lebih menjadi satu bagian 
utuh dan juga berarti al-nashib, al-hishshah yang berarti porsi atau 
bagian. Dalam kosakata bahasa Indonesia, syirkah diterjemahkan 
menjadi perserikatan atau persekutuan.2 Secara terminologis syir-
kah adalah hak kepemilikan suatu hal (kerja sama dalam usaha atau 
sekadar kepemilikan suatu benda) oleh dua orang atau lebih sesuai 
persentase tertentu dengan memberikan konstribusi dengan kese-
pakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 
sesuai perjanjian yang disepakati bersama.3

Pengertian syirkah secara terminologis lebih gamblang dike-
mukakan para ulama fiqh, kalangan ulama Malikiyah memberikan 
pengertian syirkah adalah persetujuan untuk melakukan perbuatan 
hukum bagi keduanya beserta diri mereka. Masing-masing pihak 

Bagian II 

Hakikat Akad Syirkah Mudharabah  
dalam Pendirian Perseroan Terbatas
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yang berkongsi memberikan persetujuan bagi mitranya untuk 
melakukan tindakan hukum (tasarruf) terhadap harta mereka di 
samping masih tetapnya hak-hak tasarruf bagi masing-masing 
pihak.4 Menurut ulama Syafi’iyah mendefinisikan syirkah adalah 
suatu ungkapan tentang tetapnya hak terhadap suatu benda (harta) 
bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.5 Di sisi lain, ulama 
Hanabilah mendefinisikan syirkah sebagai akad untuk berkum-
pul (bersama-sama) dalam kepemilikan atau melakukan tindakan 
hukum (tasarruf).6 Selanjutnya, ulama Hanafiah mendefinisikan 
syirkah sebagai suatu ungkapan tentang akad antara dua pihak yang 
berkongsi dalam modal pokok dan keuntungan.7 

Dari beberapa definisi para ulama fiqh di atas, dapat dipahami 
syirkah merupakan hak secara bersama-sama yang dimiliki oleh dua 
orang atau lebih dalam kepemilikan benda, atau kepemilikan ber-
sama dalam kegiatan usaha pengelolaan harta dengan kontribusi 
modal secara bersama-sama, dengan keuntungan dibagi bersama 
kepada pihak-pihak yang terlibat. Wahbah az-Zuhaili memandang 
bahwa definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah merupakan defi-
nisi yang paling relevan, sebab dalam definisi tersebut mengung-
kapkan hakikat syirkah sebagai merupakan suatu akad, sedangkan 
definisi-definisi ulama lainnya mengungkapkan syirkah dari sisi 
tujuannya, pengaruhnya, atau hasilnya.8 Berdasarkan hal tersebut 
Wahbah az-Zuhaili menyempurnakan definisi syirkah sebagai akad 
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 
dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (amal/
expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 
ditanggung bersama sesuai kesepakatan.9 

Dalam fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia akad syirkah mer-
upakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 
usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/
modal usaha (ra’sal-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, 
sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsi-
onal.10 Selanjutnya dipertegas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah (KHES) dalam Buku II bab I pasal 20 ayat 3 bahwa akad 
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syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal 
permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu 
dalam pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati 
dengan pihak-pihak yang berserikat.11

Undang-Undang Perbankan Syariah juga mendefinisikan akad 
syirkah atau musyarakah sebagai akad kerja sama di antara dua 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing 
pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntu-
ngan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian 
ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.12

Dengan demikian, akad syirkah dapat disimpulkan sebagai 
akad kerja sama usaha yang dilakukan dua orang/pihak atau lebih 
yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, di mana para 
pihak memberikan modal (ra’sal-mal), keterampilan atau kecaka-
pan dengan ketentuan jika mendapat keuntungan maupun terjadi 
kerugian maka akan dibagi sesuai dengan nisbah (yang disepakati 
dan kerugian ditanggung para pihak sesuai dengan proporsi modal 
yang dikeluarkannya.

2. Jenis Akad Syirkah Menurut Ulama Fiqh 
Akad Syirkah merupakan perjanjian kerjasama yang bersifat 

finansial suatu usaha dengan melakukan percampuran (ikhtilath) 
dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi sesuatu 
(modal dan atau keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan 
dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam, 
literatur fiqh muamalah, jumhur ulama fiqh telah menyepakati atau 
membolehkan hukum akad syirkah untuk digunakan dalam aktivi-
tas ekonomi dan bisnis dalam kehidupan masyarakat.13 Walaupun 
terdapat perbedaan dalam pendapat para ulama fiqh, namun per-
bedaannya hanya pada pembahasan tentang macam dan jenis akad 
syirkah, bukan pada subtansi keberadaan akad syirkah sebagai akad 
yang medasari aktivitas ekonomi dan bisnis. 

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jenis atau wujud syir-
kah, sebagian mereka berpendapat bahwa syirkah itu terbagi tiga, 
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yaitu syirkah al-ibahah, syirkah al-milk, dan syirkah al-uqud.14 
Mayoritas ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua, yaitu syirkah 
milk dan syirkah `uqud, tanpa memasukkan syirkah ibahah, sebab 
syirkah ibahah dipandang tidak memenuhi unsur-unsur syirkah 
dan syarat-syaratnya yaitu bentuk kerja sama dalam hal kebendaan 
atau harta, sedangkan syirkah ibahah tidak memenuhi hal-hal 
dimaksud.15 Termasuk juga dengan syirkah milk tidak dimasuk-
kan dalam akad syirkah, pendapat ulama Hanafiah selain syirkah 
’uqud tidak termasuk dalam syirkah, sebab syirkah hakikatnya ada-
lah akad antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan (mengga-
bungkan) harta sebagai ra`s al-maal (modal usaha) dan bertujuan 
untuk mencari keuntungan untuk dibagikan di antara para sekutu 
(syarik), sebaliknya jika terjadi kerugian akan dibagi kepada sekutu 
sesuai dengan porsi masing-masing.16 Ketentuan ini tidak terdapat 
dalam syirkah Ibahah dan syirkah amlak, ulama Hanafiah menegas-
kan bahwa keduanya tidak dapat dinyatakan sebagai syirkah. 

Berdasarkan hal di atas, pembahasan tentang wujud dan jenis 
syirkah dibatasi pada syirkah ̀ uqud, karena syirkah ini lebih relevan 
dengan konteks hukum bisnis di Indonesia sebagaimana ditegas-
kan dalam KUH Perdata Bab III tentang Perikatan dan Bab VIII 
tentang Persekutuan (pasal 1618) bahwa persekutuan perdata part-
nership/maatschap) adalah “perjanjian antara dua orang atau lebih 
mengikatnya diri untuk meamsukkan sesuatu (inbreng) ke dalam 
persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh 
karenanya”. Dan dinyatakan oleh mayoritas ulama berada dalam 
domain hukum bisnis (tijarah) yang berorientasi untuk mendapat-
kan keuntungan, sedangkan syirkah ibahah dan syirkah milk ber-
orietansi untuk tolong menolong (tabarru`). 

Syirkah ’uqud merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua 
orang/pihak atau lebih untuk sama-sama bersepakat dan bersekutu 
dalam modal atau melakukan kerja sama usaha dengan tujuan men- 
cari keuntungan.17 Ulama Hanafiyah menetapkan syarat-syarat 
untuk syirkah ‘uqud, sebagian dari syarat-syarat tersebut ada yang 
bersifat umum untuk semua jenis syirkah `uqud dan sebagian lagi 
berlaku khusus untuk masing-masing jenis syirkah. Untuk keab-
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sahan syirkah ‘uqud harus dipenuhi syarat-syarat,18 antara lain: 
tasarruf yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan, 
pembagian keuntungan harus jelas, dan keuntungan harus meru- 
pakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan. Pemba-
hasan syirkah ’uqud sangat luas dan dikelompokkan ke dalam kate-
gori: Pertama, syirkah bil amwal (persekutuan dalam modal), di 
antaranya; (syirkah `inan dan syirkah mufawadhah); Kedua, syir-
kah abdan/`amal (kerja sama bidang pekerjaan/keahlian), syirkah 
wujuh (kerja sama bidang reputasi), dan termasuk syirkatul mu-
dharabah (kerja sama modal dan pekerjaan/keahlian). 

Berikut akan dijelaskan sistem kerjasama masing-masing akad 
syirkah sebagai berikut:

a. Syirkah `Inan (kerja sama dalam modal dan pekerjaan)
Syirkah `inan merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih 

dimana masing-masing membawa dana sebagai modal dan badan 
masing-masing dalam sebuah usaha. Modal utama dalam usaha ini 
adalah uang dan tenaga, jenis syirkah ini merupakan syirkah yang 
disepakati semua ulama tentang keabsahan hukumnya. Syirkah 
`inan merupakan penyederhanaan dari syirkah `inan fi al-amwal. 
Syirkah `inan didefinisikan sebagai kerja sama antara dua pihak 
atau lebih, masing-masing pihak membawa dana sebagai modal 
dan badan/pekerjaan dalam sebuah usaha, modal utama dalam 
usaha ini adalah uang yang dinyatakan dalam mata uang dan peker-
jaan, dengan jumlah dana boleh tidak sama diantara para sekutu 
(syarik).19

Pendapat tersebut diafimasi oleh Mustafa al-Khin, menurutnya 
syirkah ’inan merupakan serikat yang dilakukan antara dua orang 
atau lebih dalam berbisnis, para pihak ikut memberikan dana, 
ikut mengelola (kerja) dan berbagi keuntungan dan kerugian, 
dalam syirkah ’inan, dana diberikan, kerja dilakukan dan hasil yang 
diterima oleh masing-masing pihak tidak sama,20 sesuai proporsi 
masing-masing. syirkah ’inan dapat digunakan dalam perseroan 
joint venture, penyertaan saham, dan proyek khusus (special invest-
ment),21 yang berkembang dalam bisnis kontemporer. 
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Syirkah `inan merupakan jenis syirkah yang disepakati jumhur 
ulama di antaranya ulama Hanafiah, Syafi`iyah, Zaidiah, Ja`fariah, 
Zhahiriah, dan Hanabilah dalam salah satu qaul yang rajih,22 ter-
utama menyangkut keabsahan hukumnya. Dalam syirkah ini bila 
modalnya berbentuk barang baik sebagian maupun keseluruhan, 
maka barang tersebut harus lebih dulu dihitung nilainya sebelum 
akad syirkah berlangsung berdasarkan nilai alat tukar yang diguna-
kan. Syirkah `inan memberikan peluang bagi para sekutu untuk 
tidak memiliki modal jumlah yang sama sehingga para pemilik 
modal yang kecil bisa ikut andil sebagai anggota dalam syirkah ini. 
Syirkah `inan dibangun diatas prinsip wakalah (perwakilan) dan 
amanah (kepercayaan), karena masing-masing sekutu (syarik) telah 
memberikan kepercayaan dan izin untuk mengelola dana dalam 
usaha yang disepakati tersebut.

Dalam melaksanakan syirkah ’inan, menurut Wahbah az-Zu-
haili, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan 
oleh para sekutu (syarik),24 di antaranya: Pertama, para sekutu 
dalam syirkah `inan dibolehkan membuat syarat-syarat yang ber-
kaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan 
oleh masing-masing mitra sehingga memudahkan pelaksanaannya 
dan menghindari sengketa di tengah pelaksanaan akad tersebut 
berlangsung. Kedua, pembagian keuntungan dalam syirkah `inan 
dilakukan berdasarkan sistem proporsional artinya keuntungan 
dibagi berdasarkan kuantitas modal yang disertakan para sekutu.

Dalam hal pembagian keuntungan maupun kerugian para 
ulama fiqh diataranya ulama Malikiyah, Syafi`iyah, Zhahiriyah, 
Imamiah, dan Zufar (dari kalangan Hanafiah) menyatakan bahwa 
salah satu syarat sah akad syirkah `inan adalah harus dinyatakan 
bahwa hasil usaha yang berupa laba atau rugi dibagi secara propor-
sional, adapun pokok-pokok pemikiran ulama fiqh tersebut,  antara 
lain: Pertama, akad syirkah `inan yang dalam aktanya menyatakan 
klausul hasil usaha (laba) yang diterima salah satu mitra lebih besar 
dari yang lainnya sedang jumlah modalnya sama, maka syarat terse-
but batal. Kedua, akad syirkah `inan yang di dalam aktanya menya-
takan klausul bahwa hasil usahanya yang diterima para mitra sama 
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jumlahnya, sedangkan porsi modalnya tidak sama, maka syarat ter-
sebut batal. Ketiga, akad syirkah `inan yang dalam aktanya dinya-
takan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima satu sekutu (syarik), 
padahal masing masing sekutu (syarik) menyertakan usaha maka 
syarat tersebut batal. Distribusi keuntungan tergantung kesepaka-
tan, bukan atas badan karena badan tidak menanggung kerugian 
harta selain kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Bila nilai uang 
yang disetor sama, kerugian ditanggung bersama secara merata. 
Hal ini sesuai kaidah fiqhiyah: ”Laba itu tergantung pada apa yang 
mereka sepakati bersama, sedang kerugian ditanggung masing 
masing pihak berdasarkan nilai modal (uang).”25  

b. Syirkatul Mufawadhah (kerjasama dalam modal sama)
Syirkah ini merupakan kerja sama usaha yang berpijak pada 

kesamaan terhadap hal-hal yang menyangkut modal maupun sya-
rat-syarat yang harus dimiliki oleh para sekutu. Prinsip persamaan 
ini di elaborasi dari istilah mufawadhah yang berasal dari kata 
at-tawfid (penyerahan), sedangkan dalam arti bahasa adalah al-
musawah yang berarti persamaan. Penyebutan tersebut digunakan 
karena pada perseroan ini harus terdapat kesamaan dalam modal, 
keuntungan, kerugian dan tenaga/keahlian para sekutu (syarik). 
Seorang ulama fiqh kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefi-
nisikan syirkah mufawadhah sebagai suatu perjanjian kerja sama 
antara beberapa orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, setiap 
sekutu (syarik) menjadi penanggung jawab atas sekutu lainnya dan 
terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh sekutu lainnya  
dalam semua hak dan kewajiban. Konstruksi pemikiran tersebut 
dapat dipahami semua sekutu saling menanggung hak dan kewa-
jiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan, arti-
nya setiap sekutu berkedudukan sebagai wakil dari sekutu lainnya, 
sekaligus penjamin atas kewajiban-kewajibannya.26 

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah mufawadhah merupakan per-
janjian kerja sama usaha yang berdasarkan pada prinsip kesamaan 
terhadap seluruh yang berhubungan dengan modal, keterampi-lan 
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usaha, agama, modal, dan usaha. Para sekutu (syarik) harus menye-
diakan dana untuk dijadikan modal usaha dengan jumlah yang 
sama; memiliki keterampilan usaha yang sama, sama-sama meng-
anut agama Islam; serta berkuasa secara penuh untuk melakukan 
usaha bisnis dan bertanggung jawab penuh atas usaha/bisnis yang 
dilakukan.27 Hal ini dikuatkan oleh pendapat Mustafa al-Khin 
bahwa syirkah mufawadhah merupakan kerja sama yang dilakukan 
dua sekutu atau lebih dengan syarat dana (modal) yang dikeluarkan 
harus sama begitupun kerja dan tanggung jawabnya.28 

Syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang 
diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh 
masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif 
lebih ketat, namun ia dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, 
joint venture, penyertaan saham, dan proyek khusus (special invest-
ment).29 Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa syirkah mufa-
wadhah artinya perseroan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan 
dan bekerja sama dua orang atau lebih untuk usaha bersama dengan 
syarat untuk setiap sekutu mengeluarkan modal, tenaga/keahlian 
yang sama serta keuntungan maupun kerugian dibagi dengan sama 
pula. Jenis syirkah ini menurut Hanifiyah dan Zaidiyah diboleh-
kan.30 Begitupula Malikiyah juga membolehkan syirkah mufâwad-
hah meskipun tanpa menyebutkan maksud seperti Hanifiyah.31 

Dari sisi syarat keabsahan hukumnya tidak ada perbedaan 
pendapat antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, ter-
utama terkait dengan syarat syirkah mufâwadhah. Menurut Imam 
Abu Hanifah, salah satu syarat syirkah mufâwadhah adalah ke-
samaan dalam hal jumlah modal. Hal ini dipertegas dengan pan-
dangan Imam Malik, dengan tanpa adanya syarat kesamaan modal 
berarti sangat identik dengan syirkah inân.32 Adapun para ulama 
fiqh yang tidak membolehkan syirkah mufâwadhah di antaranya 
ulama Syafi`iyah, Hanabilah, dan jumhur fuqaha, disebabkan akad 
tersebut tidak jelas dalil syar’i yang menjadi landasannya, syirkah 
ini memberlakukan syarat kesamaan yang sangat sulit untuk di-
wujudkan pada realitasnya sehingga dalam akad syirkah mufâwad-
hah terkadung unsur gharâr dan jahâlah.33 
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c. Syirkah Abdan (kerja sama dalam pekerjaan)
Syirkah abdan secara terminologis bermakna suatu bentuk ker-

jasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu peker-
jaan berasama-sama, upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai 
dengan persyaratan yang disepakati bersama.34 Mustafa al-Khin 
mendefinisikan syirkah abdan adalah serikat yang dilakukan oleh 
dua orang atau lebih—tanpa ada modal—untuk menerima peker-
jaan bersama dan berbagi keuntungan.35 Rachmat Syafii mendefi-
nisikan syirkah abdan adalah persekutuan dua orang untuk mene-
rima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama, 
kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan mene-
tapkan persyaratan tertentu.36 Jika dikontekstualisasikan dengan 
kebutuhan masyarakat dewasa ini, maka syirkah `abdan dapat 
dipahami kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki 
profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara kolektif/ber-
sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Subtansi syirkah 
ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-
masing sesuai kesepakatan.37 Salah satu bentuk praktiknya adalah 
kerja sama dua orang  konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek 
yang telah disepakati bersama.

Karakteristik syirkah ini berdasarkan pada badan (tenaga) atau 
keahlian dalam usaha sebagai modal utama, dalam hal ini tidak 
disyaratkan kepada setiap sekutu untuk sepadan dalam tenaga  
maupun keahlian. Adapun pembagian keuntungan harus dibagi 
sesuai kesepakatan bersama. Hal ini sah menurut jumhur ulama 
walaupun kemampuan masing masing sekutu tidak sama. Ulama 
yang membolehkan adalah dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyah, 
Hanabilah serta Zaidiyyah.38 Namun, menurut Syafi’iyah, Imami-
yah dan Zufar (ulama dari Hanafiyah) memandang syirkah abdan 
hukumnya batal karena para ulama fiqh tersebut memandang 
bahwa syirkah itu hanya khusus dalam harta benda saja, bukan 
dalam bentuk pekerjaan atau tenaga semata. Karena pekerjaan 
tidak dapat diukur nilai materinya, sehingga kontribusi masing-
masing pihak tidak dapat dihitung secara pasti, artinya ada unsur 
ketidakjelasan (gharar) dalam bentuk syirkah semacam ini.39 
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Sedangkan para ulama Malikiyah mengajukan beberapa syarat 
untuk keabsahan syirkah abdan ini dengan tiga ketentuan,40 antara 
lain: Pertama, pekerjaan atau profesi antara para peserta harus 
sama, apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, 
kecuali garapan pekerjaannya saling mengikat seperti tukang kayu 
dan tukang batu mengerjakan sebuah rumah. Hal ini diperboleh-
kan karena pekerjaan yang satu bergantung kepada pekerjaan yang 
lainnya sehingga saling mengikat. Kedua, tempat pekerjaannya juga 
harus satu lokasi, tetapi jika lokasi keduanya berbeda maka peker-
jaannya harus satu kesatuan yang terintegrasi, jika tidak terintegrasi 
maka tidak sah. Ketiga, Pembagian upah harus sesuai dengan kadar 
pekerjaan yang di syaratkan bagi setiap anggota serikat. 

Berdasarkan deskripsi di atas maka syirkah abdan memiliki 
potensi untuk dikembangkan di era modern saat ini beradasarkan 
profesi, misalnya para arsitek bekerjasama untuk sebuah pekerjaan 
proyek pembangunan gedung perkantoran, dokter bekerjasama 
untuk mendirikan klinik atau rumah sakit dan kerja sama peker-
jaan lainnya. 

d. Syirkah Wujuh (kerja sama bidang reputasi)
Kata al-wujuh berasal dari kata al-jah yang arti harfiahnya 

adalah reputasi atau nama baik. Adapun modal dalam usaha syir-
kah berupa: 1) Uang dan/atau barang, syirkah yang dilakukan- 
nya disebut syirkah amwal, 2) Keahlian atau keterampilan usaha, 
syirkah yang dilakukannya disebut syirkah abdan, dan nama baik 
atau reputasi syirkah yang dilakukannya disebut syirkah wujuh. 
Dengan demikian, syirkah wujuh adalah syirkah yang modal usaha-
nya berupa reputasi atau nama baik mitra-mitra yang ber-syirkah.41 

Sayyid Sabiq mendefinisikan syirkah wujuh sebagai pembelian 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa menggunakan 
modal melainkan menggantungkan pada kepercayaan dan keah-
liannya dalam berdagang. Syirkah yang terjadi di antara mereka 
bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented) yang dila-
kukan melalui kesepakatan tanpa profesi maupun harta.42 Wahbah 
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az-Zuhaili menyatakan syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua 
pihak atau lebih, keduanya tidak menyerahkan modal usaha dalam 
bentuk harta atau keahlian. Keduanya membeli barang kepada 
pihak lain secara tangguh (bai` al-mu`ajjal) atas dasar tanggung 
jawabnya dan menjualnya secara tunai (bai`al-naqh) dengan 
mengandalkan reputasi mereka di mata masyarakat.43 Dalam kon-
teks ini syirkah wujuh kadang juga disebut sebagai syirkah-tang-
gung jawab karena dalam syirkah tersebut terdapat unsur tanggung 
jawab bersama, yaitu melunasi utang kepada penjual sebelumnya.44 

Rachmat Syafi’i menyatakan syirkah wujuh adalah bersekutu-
nya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, 
untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjual-
nya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi 
di antara mereka dengan syarat tertentu.45 Sedangkan menurut 
Fathurrahman Djamil, syirkah wujuh merupakan kerja sama antara 
dua orang atau lebih yang mengandalkan wujuh (reputasi, prestasi, 
wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama 
sekali. Seperti praktik antar pedagang yang tidak membeli barang 
secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian 
menjualnya dengan tunai.46

Syirkah semacam ini dibolehkan oleh kalangan ulama Hanafi-
yah, Hanabilah dan Zaidiyyah dengan dalil bahwa itu merupakan 
syirkah tadhamun (penanggungan) wa taukil (perwakilan) yaitu 
setiap mitra dan mengkalim barang yang ia tanggung dari hasil 
pinjaman tersebut dan juga dapat mewakilkan kepada sekutunya 
(syarik) untuk melakukan pembelian dan penjualan. Alasan lain 
menurut mereka akad ini telah lama dilakukan kaum muslimin dari 
masa kemasa dan tidak terdengar satupun ulama yang melarang-
nya. Pendapat kedua adalah mendapat ulama dari kalangan Maliki-
yyah, Syafiiyah, Zhahiriyyah, Imamiyah, dan juga Abu Tsaur, yang 
mengatakan bahwa syirkatul wujuh adalah bathil karena syirkah 
terdapat pada harta dan tenaga (badan) sehingga mereka menilai 
bahwa syirkatul wujuh bukan salah satu dari kedua hal tersebut.47  

Untuk menghindari unsur gharar dalam syirkah wujuh, ter-
dapat beberapa ketentuan masing-masing mitra harus memiliki 



MARTOYO

90

tanggung jawab yang jelas atas utang yang ditanggung bersama, 
ketentuan mengenai harus jelasnya jumlah utang masing-masing 
mitra secara tidak langsung akan menjadi dasar diketahuinya porsi 
modal syirkah wujuh, sebagaimana dalam syirkah amwal, pem-
bagian keuntungan dalam syirkah wujuh hanya boleh dilakukan 
secara proporsional, dan para ulama sepakat bahwa kerugian usaha 
syirkah wujuh merupakan tanggung jawab mitra secara proporsio-
nal.48 Maka atas dasar pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa 
syirkah wujuh akan menghasilkan kejelasan bagian yang dimiliki 
oleh setiap sekutu dari sebuah barang hutangan tersebut (sebagai 
modal), sehingga keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai 
persentase bagian yang mereka tanggung bila terjadi kerugian. Ini 
semua karena setiap sekutu sebagai dhamin (penanggung) dari 
bagian yang telah disepakati dalam akad. 

3. Sifat Modal Usaha (Ra`s al-Mal) Akad Syirkah 
a. Modal Usaha Akad Syirkah 

Pada hakikatnya akad syirkah merupakan sistem perjanjian 
percampuran (al-ikhtilat) atau persekutuan modal usaha dua pihak 
atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti 
persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.49 Percampuran 
di sini adalah seseorang mencampurkan modal dengan modal 
orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan 
menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai penger-
tian syirkah, di antaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud 
dengan syirkah ialah akad antara orang yang berserikat dalam 
modal dan keuntungan.50 Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, bahwa 
yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua 
orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan 
membagi keuntungannya.51  

Mayoritas ulama memandag modal usaha (ra`s al-mal) dima- 
sukkan dalam rukun akad syirkah sebab keberadaan modal usaha 
menjadi pokok dalam sebuah akad syirkah, menurut ulama Syafi-
’iyah rukun dari syirkah terdiri dari tiga unsur pokok,52 yaitu Sighat, 
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yang terdiri dari ijab dan kabul, dua orang yang bersekutu, dan 
harta sebagai modal. Namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab hal ini akad yang 
menentukan adanya syirkah.53 Sedangkan yang lain seperti dua 
orang yang melakukan perjanjian syirkah, dan modal usaha ber-
ada di luar hakikat dan dzatnya perjanjian syirkah, tetapi ulama 
Hanafiah memasukkan modal usaha sebagai syarat untuk tegaknya 
rukun dalam syirkah. 

Mengenai modal usaha dan cara bagaimana modal usaha di-
kelola oleh para sekutu (syarik) dalam akad syirkah, para ulama 
memberikan pendapat yang bervariasi. Kalangan ulama Syafi`iyah 
tentang modal usaha (ra`s al-mal) dalam akad syirkah mensyarat-
kan beberapa hal antara lain: pertama, modal itu berupa barang 
mistli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau tim-
bangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak 
yang keduanya bisa dibatasi dengan timbangan. Kedua, modal di-
campur sebelum akad syirkah berlangsung, dan Ketiga, modal yang 
dikeluarkan oleh masing-masing para sekutu itu sejenis.54 Jadi, bagi 
ulama Syafi`iyah akad syirkah tidak sah apabila salah satu anggota 
mengeluarkan modal yang berbeda jenisnya. 

Ulama Hanafiah menerapkan syarat-syarat akad syirkah seba-
gai berikut: Pertama, berkaitan dengan bentuk syirkah, syirkah 
dengan harta maupun dengan yang lainnya memiliki dua syarat: (a) 
berkaitan dengan objek dijanjikan (al-maq’ud alaih) dan merupa-
kan perkara yang hendaknya bisa diwakilkan, (b) berkaitan dengan 
keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang ber-
sifat umum dan bisa diketahui seperti separuh, sepertiga dan seba-
gainya. Kedua, berkaitan dengan modal usaha (ra`s al-mal) dalam 
syirkah mempunyai 3 (tiga) sifat: (a) modal syirkah itu berupa mata 
uang emas atau perak yang sama nilainya dan keuntungan antara 
mereka sesuai dengan persentase berdasarkan modal yang mereka 
berikan, demikian pula mengenai kerugian, (b) modal itu telah ada 
pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian, 
(c) modal syirkah tidak berupa utang, sebab utang adalah uang 
ghaib (tidak hadir).55
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Adapun syarat modal usaha (ra`s al-mal) dalam syirkah men-
urut ulama Malikiyah sebagai berikut: Pertama, para sekutu (syarik) 
harus merdeka dan baligh serta cakap,sehingga segala tindakannya 
dapat dipertanggung jawabkan. Kedua, sighat, harus menunjuk-
kan pada persekutuan walaupun terjadi secara `urf baik perkataan 
maupun perbuatan. Ketiga, modal harus satu jenis. Keempat, keun-
tungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dima-
sukkan.56 

Sedangkan menurut ulama Hanabilah menyatakan bahwa 
modal usaha (ra`s al-mal) akad syirkah antara lain: Pertama, modal 
diketahui oleh para sekutu (syarik) baik secara kuantitas maupun 
kualitasnya; Kedua, modal harus ada di tengah-tengah para sekutu; 
Ketiga, berdasarkan modal yang diberikan oleh para sekutu, maka 
selanjutnya harus ada kesepakatan agar masing-masing sekutu 
mendapatkan ukuran pembagian keuntungan yang sudah diketa-
hui dan bersifat serikat, seperti persentase separoh, sepertiga, atau 
semisalnya.57 

b. Sifat Modal Usaha Akad Syirkah 
Salah satu rukun dalam akad syirkah adalah adanya modal yang 

harus dimiliki oleh para pihak sekaligus menjadi unsur utama sah 
atau tidaknya pelaksanaann akad syirkah, namun ulama fiqh ber-
beda pandangan tentang pemaknaan dan sifat modal usaha dalam 
akad syirkah. Hal ini berimplikasi terhadap pandangan ulama 
fiqh mengenai keabsahasan wujud akad syirkah khususnya pada 
pembahasan syirkah al-uqud (kerja sama dengan transaksional/
akad). Oleh karena itu, sifat modal usaha (ra`s al-mal) dalam akad 
syirkah dapat di bagi menjadi tiga wujud yaitu (1) modal usaha 
dengan harta (ra`s al mal bil amwal) yang dapat digunakan dalam 
syirkah `inan dan syirkah mufawadah; (2). Modal dengan badan 
atau keahlian (ra`sl al-maal bil badan/bil a`mal) yang digunakan 
syirkah abdan dan selanjutnya; (3) Modal dengan reputasi/nama 
baik (ra`sl al-mal bil wujuh) dapat digunakan pada syirkah wujuh. 
Adapun sifat modal akad syirkah akan diuraikan sebagai berikut:
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1) Sifat Modal Syirkah `Inan
Menurut ulama Hanafiah, modal dalam syirkah Inan memi-

liki 3 (tiga) sifat antara lain: Pertama, Modal syirkah itu berupa 
mata uang emas atau perak yang sama nilainya.Keuntungan antara 
mereka sesuai dengan persentase yang mereka berikan, demikian 
pula tentang kerugian. Kedua, Modal itu telah ada pada saat per-
janjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian. Ketiga, 
Modal syirkah tidak berupa utang.58 Berkaitan dengan syarat-sya-
rat syirkah `inan, yaitu: (a) Tidak disyaratkan adanya persamaan 
nilai saham, wewenang dan keuntungan, (b) Seorang persero boleh 
menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain, 
dan (c) Setiap persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut 
serta rekannya yang lain.59 

Menurut ulama Syafi`iyah modal dalam akad syirkah `inan 
terdapat beberapa syarat: Pertama, modal itu berupa barang misli, 
artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran dan bisa dipesan, 
seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan. 
Kedua, modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung. 
Ketiga, modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu 
sejenis.

Menurut Imam Hambali bahwa modal usaha sebagai syarat 
sahnya syirkah harus memenuhi syarat antara lain; modal yang 
diberikan oleh harus diketahui oleh para sekutu (syarik), modal itu 
hadir artinya modal harus benar-benar ada dan dihadirkan pada 
saat akad syirkah `inan dilaksanakan, selanjutnya dengan modal 
yang diberikan oleh para sekutu harus dituangkan dalam perjan-
jian bahwa masing-masing anggota mendapatkan persentase keun-
tungan yang sudah diketahui oleh para sekutu dengan ukuran yang 
jelas misalnya separoh, sepertiga atau semisalnya.60 

Sifat modal usaha dalam syirkah `inan dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

a) Modal yang disertakan berupa uang. Modal usaha dalam syir-
kah ini harus lebih dulu dihitung nilainya sebelum akad syir-
kah berlangsung, dalam perseroan semacam ini yang menjadi 
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investasi adalah uang, sebab uang adalah nilai kekayaan dan 
nilai harga yang harus dibeli. 

b) Modal harus jelas adanya. Syarat investasi itu modal harus jelas, 
sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas 
tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan 
mengadakan peseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau 
bermodal hutang.

c) Modal atau barang modal dari berbagai pihak yang bersyirkah 
tidak harus sama jumlahnya atau sama nilainya.Begitu pula 
dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung 
pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat trans-
aksi.61 

Dengan demikian, jelaslah bahwa syirkah ‘inan adalah perse-
kutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Modal berasal dari 
transaktor dan dilakukan bersama untuk meraih keuntungan yang 
bagi bersama. Syirkah semacam ini dalam kalangan ulama diperbo-
lehkan. Meski secara teknis kalangan ulama berbeda tetapi secara 
subtansi memiliki kesamaan. Ketentuan modal berupa uang/
barang yang harus jelas adanya tidak boleh berbentuk utang dan 
adanya kesepakatan dan persetujuan para transaktor mengandung 
kemaslahatan, terhindarnya kecurangan dan perilaku manipulatif 
lainnya. Aktivitas bisnis dan ekonomi yang memuat dimensi maqa-
sid syariah, yakni terciptanya kesepakatan bisnis yang adil, jauh dari 
praktek menzalimi sesama mitra usaha.

2) Sifat Modal Usaha Syirkah Muwafadah
Syirkah mufawadah artinya kerjasama dibentuk berdasarkan 

kesepakatan dua orang atau lebih yang ber-syirkah untuk usaha 
bersama dengan syarat untuk setiap persero mengeluarkan modal, 
tenaga/keahlian yang sama dan kemudian keuntungan maupun 
kerugian dibagi dengan sama pula. Dalam syirkah mufawadah 
ini memiliki syarat-syarat khusus di antaranya; (a) Modal harta 
yang dikeluarkan oleh masing-masing sekutu (syarik) harus sama 
baik jenis maupun jumlahnya, (b). Para sekutu (syarik) memiliki 
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wewenang yang sama dalam membelanjakan untuk kepentingan 
usaha, (c) Para sekutu (syarik) memiliki kesamaan memeluk agama 
Islam, (d) Setiap para sekutu (syarik) harus dapat menjadi penjamin 
atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan 
barang yang diperlukan.62

Para ulama fiqh khususnya para Imam mazhab berbeda penda-
pat mengenai hukum dan bentuk syirkah mufawadah, menurut 
Imam Malik berpendapat syirkah mufawadah merupakan perse-
kutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, 
dengan ketentuan masing-masing angota menyerahkan kepada 
orang lain, hak bertindak atas nama syirkah, baik para anggotanya 
hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing 
harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru 
yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal syirkah.63

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan syirkah `inan 
dengan mufawadah. Dalam syirkah ’inan hanya uang saja yang 
diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan 
dalam syirkah mufawadah haruslah sama jumlah modal dari para 
persero. Sesuai dengan sebutan “mufawadah”, dikehendaki adanya 
dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruan 
hak, milik kedua belah pihak.64 Imam Syafi’i mengemukakan ala-
san bahwa sebutan syirkah itu hanya berlaku pada percampuran 
harta saja dan bukan bukan jual beli dan pemberian kuasa.65 Untuk 
mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam syirkah mufa-
wadah, dalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran 
(gharar) dan ketidak jelasan (jalalah).66 Adapun ulama Hanabilah 
memandang syirkah mufawadhah yang berarti persamaan dalam 
modal, kerja, perwakilan, untung dan rugi adalah diperbolehkan. 
pendapat jumhur, yaitu dalam syirkah mufawadah setiap sekutu 
(syarik) harus meminta pendapat dan keridhaan bersama syarik 
yang lain dalam thasaruf mal atau kebijakan dalam bisnisnya agar 
tidak ada gharar dan jahalah (penipuan).67 

Terkait dengan modal usaha syirkah mufawadah, para ulama 
Hanafiah menyatakan bahwa syirkah ini mempunyai tiga sifat yang 
menjadi landasan pelaksanaannya. Pertama, Modal usaha syir-
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kah mufawadah itu berupa mata uang emas atau perak yang sama 
nilainya. Keuntungan antara mereka sesuai dengan persentasi yang 
mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian. Kedua, Modal 
usaha syirkah mufawadah itu telah ada pada saat perjanjian ber-
langsung, atau ketika dilakukan pembelian. Ketiga, Modal usaha 
syirkah mufawadah tidak berupa utang.68 

Adapun syarat-syarat syirkah mufawadah, antara lain: a) Nilai 
saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah 
satu patner memiliki lebih banyak modal, maka syirkah tidak sah; 
b) mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah syirkah 
antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh; c) mempunyai 
agama yang sama. Syirkah orang muslim dengan non-Muslim tidak 
boleh; d) Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil per-
sero lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang 
yang diperlukan.69  

Secara sederhana akad ini bentuk kerja sama dari dua atau lebih 
pelaku perjanjian yang memiliki modal, keahlian dan pembagian 
yang sama. Keniscayaan syirkah mufawadah berupa uang atau 
barang yang memiliki nilai dan jumlah sama serta keahlian yang 
sama dengan ketentuan adanya modal sebelum terealisasinya syir-
kah. Dalam aturan tersebut secara komplit harus terpenuhi, karena 
salah satu syarat tidak terpenuhi berpotensi negatif melahirkan 
transaksional yang mengandung mufsadat. Dilihat dari maslahah, 
syirkah ini memiliki kesamaan yang sama dengan syirkah ‘inan, 
meski secara operasional memiliki perbedaan. Tapi kedua syirkah 
tersebut mengandung kemaslahatan yakni menghindarkan keburu-
kan bagi masyarakat serta menutup jalan kerugian (sadd al-dzari’) 
bagi transaktor yaitu menutup prilaku yang negatif menikmati 
keuntungan secara pribadi dan tidak adanya transparansi.

3) Sifat Modal Usaha Syirkah Abdan/`Amal
Konsep syirkah abdan merupakan kerjasama yang timbul 

antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan ber-
sama-sama, upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan 
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persyaratan yang disepakati bersama.70 Oleh karena itu, syirkah ini 
berpijakan pada badan (tenaga) atau keahlian/keterampilan dalam 
usaha sebagai modal utama, artinya modal usaha yang dijadikan 
dasar dalam bekerjasama adalah badan yang berarti tenaga atau 
keahlian/keterampilan. 

Adapun sifat-sifat modal dalam syirkah abdan/`amal sebagai 
berikut: Modal tenaga atau keahlian/keterampilan dalam syirkah 
abdan harus jelas subjeknya. Modal tenaga atau keahlian/keteram-
pilan dalam syirkah abdan harus ada pada saat kerja sama dilakukan. 
Modal tenaga atau keahlian/keterampilan dalam syirkah abdan 
harus sama. Modal tenaga atau keahlian/keterampilan dalam syir- 
kah abdan diperkenankan berbeda namun harus ada keterkaitan 
dengan objek usaha yang akan dilaksanakan. Ulama yang meng-
absahkan akad syirkah abdan/`amal (bekerja sama dengan ber-
modal tenaga (keahlian atau keterampilan) adalah dari kalangan 
Hanafiyyah, Malikiyah, Hanabilah, serta Zaidiyyah,71 sedangkan 
ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa syirkah abdan/’amal hukum-
nya bathil, karena tidak dapat diukur dengan jelas sehingga me-
ngandung unsur gharar dan jahalah.

Syirkah abdan dapat disederhanakan persekutuan keahlian 
adalah bentuk kerja sama dari dua atau lebih yang beraliansi mene-
rima suatu pekerjaan, hasil dari pekerjaan tesebut dibagi bersama 
sesuai dengan kesepakatan para transaktor. Kalangan ulama Syafii-
yah melarang praktek ini, tetapi kalangan Hanafiyyah, Malikiyah, 
Hanabilah, serta Zaidiyyah mengabsahkannya. Unsur yang harus 
terpenuhi dalam syirkah ini subjek pelaku sama-sama mengetahui 
secara jelas modal tenaga dan keahliannya, meskipun berbeda 
modal tenaga dan keahliannya tapi harus ada keterkaitan dengan 
objek usaha yang akan dilaksanakan sehingga sama-sama menge-
tahui tupoksi di setiap keahliannya untuk menyelesaikan trans-
aksi tersebut. Unsur tersebut harus terpenuhi untuk terciptanya 
maqasid syariah dalam akad bisnis, yakni terciptanya dan menjaga 
kebersamaan dan kerja sama, perintah kerja sama dan bersatu dan 
larangan perpecahan dan konflik.



MARTOYO

98

4) Sifat Modal Usaha Syirkah Wujuh 
Syirkah wujuh merupakan kerja sama antara dua pihak atau 

lebih dengan modal meminjam dari pihak luar karena kedudu- 
kan mereka di masyarakat serta kepercayaan orang yang dipinjam 
hartanya.72

Hal ini memberikan penjelasan bahwa keberadaan modal 
syirkah wujuh ini adalah ia bisa eksis meski tanpa modal. Hanya 
dengan berbekal amanah, ia sudah bisa melakukan sebuah usaha 
dan mendapat keuntungan atau laba. Menurut ulama Hanafiah, 
Hanabilah dan Zaidiyah, syirkah ini dihukumi boleh. Ulama Sya-
fiiyah, Malikiyah, Zhahiriyah, Imamiyah, menganggap syirkah ini 
bathil, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan 
kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujuh tidak ada.73

Dari pendapat ulama fiqh tentang syirkah wujuh di atas, maka 
dalam modal usaha syirkah ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a) Modal reputasi/nama baik dalam syirkah wujuh, para mitra/
sekutu harus memiliki reputasi mengenai kemampuan/keah-
lian yang baik dalam pengelolaan suatu usaha.

b) Modal harta disediakan oleh pihak lain dalam bentuk barang 
yang menjadi objek usaha dari para pihak/sekutu dengan sis-
tem jual beli yang tangguhkan.

c) Modal reputasi/nama baik dalam syirkah wujuh harus dida-
sarkan pada kesamaan keahlian/reputasi yang dimiliki sesuai 
dengan objek akad.

Serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya 
modal sama sekali, para perjanjian melakukan suatu pembelian 
dengan kredit dan menjualnya secara tunai dan keuntungan yang 
diperoleh dibagi bersama. Dalam syirkah ini yang menjadi parame-
ter adalah didasarkan pada kadar tanggung jawab masing-masing 
sekutu (syarik) terhadap barang dagangan atau dalam pekerjaan-
nya. Kadar persentase keuntungan berdasarkan pada tanggung 
jawab dan tidak boleh melebihi atau mengurangi kadar tanggung 
jawab masing-masing sekutu (syarik). 
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4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Akad Syirkah
Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mem-

punyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai 
jika dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan syirkah, bahwa 
tujuan syirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau 
keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang 
dibuat oleh para anggota syirkah pada saat mengadakan perjanjian 
langsung. Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan 
laba atas kerja sama dengan kontribusi masing-masing pihak dalam 
modal bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar 
kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontri-
busi terhadap modal.74 

Pembagian keuntungan (al-ribh) dan kerugian (al-khasarah) 
dalam akad syirkah ditentukan dengan menentukan nisbah bagi 
hasil atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti per-
sentase pembagian hasil usaha, baik nisbah proporsional ataupun 
nisbah kesepakatan. Nisbah proporsional adalah nisbah atas dasar 
proporsi modal para pihak dalam syirkah yang dijadikan dasar 
untuk membagi keuntungan dan kerugian. Nisbah kesepakatan 
adalah nisbah atas dasar kesepakatan bukan atas dasar porsi modal 
yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.

Modal akad syirkah diperoleh dari para sekutu (syarik) baik 
berbentuk harta dan atau tenaga sehingga keuntunggan itu men-
galami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan 
karena berasal dari modal harta dan tenaga. Para ulama telah sepa-
kat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase 
jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebe-
sar 50%, maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Kemudian 
mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda, tetapi 
pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada 
syirkah itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, adapun pemba-
gian keuntungan masing-masing anggota syirkah sebesar 50%; hal 
ini didasarkan pada kesepakatan para sekutu yang berpijak pada 
prinsip keadilan, kerelaan para sekutu.
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Para ulama fiqh berbeda pandangan, menurut Imam Maliki 
dan Imam Syafi`i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, 
dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama dengan 
mensyaratkan kerugian.75 Imam Hanafi dan Imam Hambali, mem-
perbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di 
atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan ter-
lebih dahulu antara anggota (sekutu). Argumentasi Imam Maliki 
dan Imam Syafi`i tentang pelarangan hal itu sebab keuntungan 
adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setor-
kan, pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang 
ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan men-
syaratkan keuntungan di luar modal yang ditanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas 
jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari 
kesepakatan mereka.76 Keuntungan adalah pertumbuhan modal, 
sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan 
kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian 
yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian. Hal itu 
berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama saja mereka 
memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada 
satu pihak saja. Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian 
keuntungan tidak sama dengan persentase jumlah modal yang di-
setorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya 
modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota 
dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman 
dan kemampuan dalam menjalankan modal usaha.77

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bahwa nisbah bagi hasil 
harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: a) sistem pembagian 
keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam 
akad; (b) nisbah pembagian keuntungan boleh disepakati dalam 
bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk kesepakatan; c) 
nisbah pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk angka 
persentase terhadap keuntungan dan tidak dalam bentuk nominal 
atau angka persentase dari modal usaha; d) nisbah kesepakatan 
tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan 
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keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra 
tertentu; e) nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam multi-
nisbah; f ) nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai dengan kese-
pakatan. Setelah nisbah pembagian keuntungan dalam syirkah 
disepakati, maka dalam pelaksanaan pembagian keuntungan juga 
jelas berapa persen dari keuntungan yang berhak diterima oleh para 
syarik.78

Sedangkan ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian 
syirkah menurut fatwa DSN MUI sebagai berikut: a) Keuntungan 
usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari per-
bedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau peng-
hentian syirkah; b) Seluruh keuntungan usaha harus dibagikan 
berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan, dan 
tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di 
awal yang ditetapkan untuk syarik tertentu; c) Salah satu syarik 
boleh mengusulkan untuk mendapatkan keuntungan lebih jika 
keuntungannya melebihi jumlah tertentu; d) Keuntungan syirkah 
boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara 
bertahap sesuai kesepakatan dalam akad; e) Kerugian usaha syirkah 
wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional 
sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakan.79

5. Pengaturan Akad Syirkah di Indonesia
Praktik akad syirkah sebagai bagian dari sistem hukum Islam 

sejatinya telah lama berlangsung ditengah masyarakat, tepatnya 
sejak Islam masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia (dulu 
nusantara) pada abad ke-7,80 hingga abad 16 M melalui para sau-
dagar81 dengan strategi perdagangan dan perkawinan namun pada 
tahap selanjutnya setelah Islam berakar kuat di tengah masyarakat, 
maka peran saudagar diganti oleh para ulama untuk melakukan 
dakwah dan menjadi pegawal hukum Islam di Indonesia.82 Pene-
rimaan masyarakat terhadap Islam tidak hanya pada aspek tau-
hid (teologis), namun juga dengan aspek hukum Islam termasuk 
bidang mu`amalah.83 Transformasi hukum Islam di Nusantara ini 
sangat tampak sekitar abad ke-16-17 banyak para ulama menulis 
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kitab seperti Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berjudul Sirath al-
Mustaqîm (1628), selanjutnya disebarkan ke wilayah Nusantara. 
Kemudian dikembangkan oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-
Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin pada saat itu sebagai 
mufti Kerajaan Banjar sekaligus sebagai dasar dalam penyelesaian 
sengketa masyarakat Banjarmasin. Transformasi hukum melalui 
karya para ulama juga terjadi di wilayah Kesultanan Palembang 
dan Banten dengan diterbitkan kitab hukum Islam Fathul Qarib 
yang merupakan karya Syeikh Nawawi al-Bantani,84 dan dijadikan 
pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan transformasi hukum Islam di Nusantara mela-
lui para ulama juga telah diikuti dan dilaksanakan oleh masyara-
kat yang telah memeluk Islam yang tersebar di berbagai kerajaan-
kerajaan di Pulau Jawa ( Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel Demak 
dan kemudian Mataram).85 Dari peta sejarah inilah dapat dipahami 
bahwa hukum Islam menjadi landasan masyarakat di Indonesia 
telah berlangsung berabad-abad, masih berbentuk kerajaan kera-
jaan kecil sebelum Indonesia menjadi Negara kesatuan. Namun, 
abad ke-18 dan ke-19 di berbagai negara mengalami modernisasi 
disemua sektor kehidupan, sementara di sisi lain masyarakat Indo-
nesia mengalami kolonialisasi sehingga terjadi stagnasi di berbagai 
sektor. Hal ini juga berimplikasi lahirnya gerakan pembaharuan 
Islam di abad ke-20 termasuk di Indonesia bersaman dengan bang-
kitnya kekuatan bangsa melawan kolonialisasi melalui gerakan 
modernisme atau reformisme Islam yang bertujuan untuk kema-
juan dan kejayaan umat Islam, terutama pembaharuan fiqh Islam 
dan upaya aktualisasinya dalam kehidupan umat Islam Indonesia 
sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia terma-
suk dibidang sistem ekonominya (mu`amalah).

Pembaharuan Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya 
organisasi Muhammadiyah pada 1912 yang sangat concern pada 
transformasi Islam menjadi dasar sistem kehidupan masyarakat 
Indonesia. Selanjutnya, pada 1926 juga berdiri Nahdlatul Ulama 
sebagai organisasi berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah 
yang concern terhadap transformasi fiqh Islam khususnya metode 
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sorogan, bandongan baik di Pesantren, surau/langgar dan madra-
sah, majelis taklim, dan terus diperkuat. Kedua organisasi ini saling 
melengkapi baik berbagai aspek kajian akademik maupun imple-
mentasi hukum Islam dalam sistem kehidupan masyarakat teru-
tama penerapan sistem ekonomi syariah dari sebelum Indonesia 
merdeka sampai saat ini. 

Kajian fiqh mu’amalah kembali didalami mulai dari kajian-
kajian ahli fiqh klasik hingga kajian fiqh mu’amalah era kontempo-
rer. Hal ini tampak dalam kegiatan di kalangan intelektual muslim 
Indonesia di Pesantren maupun yang dilakukan jalur pendidikan 
formal. Bahkan melalui badan otonom seperti Majelis Tarjih Mu- 
hammadiyah,86 dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 
(NU) yang membahas hukum Islam aktual dalam bentuk fatwa,87 
sehingga terus memberikan rekomendasi dalam keputusan-keputu-
san penting untuk merespons isu-isu keagamaan dan hukum Islam 
yang berkembang di tengah masyarakat termasuk isu di bidang 
ekonomi khususnya bunga bank.88

Kebutuhan terhadap adanya kesatuan persepsi dan langkah 
para ulama di Indonesia, maka pada 1975 didirikan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) pada 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 
1975 di Jakarta, sebagai hasil dari hasi musyawarah para ulama,  
cendekiawan dan zu’ama dari berbagai wilayah di Indonesia yang 
bertujuan sebagai wadah terus melakukan transformasi Islam ke 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya meski perumusan dan 
penerbitan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai sejak 
1975, berbagai langkah telah dilakukan, tetapi sampai pada 1988 
ini Indonesia belum mengakomodasi syirkah. Namun, semangat 
masyarakat untuk mewujudkan sistem ekonomi berbasis syariah 
terus mendorong konsolidasi para ulama, hingga kemudian dige-
larnya Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid 
pada 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan keputusan panitia 
pembentukan Bank Syari’ah di Indonesia, yang sebelumnya dida-
hului dengan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan. Sela-
njutnya, tim ini juga bergerak melakukan penggalangan dana dari 
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para pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri 
sehingga hanya dalam waktu singkat ide berdirinya bank syari’ah 
tersebut, dukungan dari berbagai pihak terus mengalir. Dan baru 
pada 1 November 1991, setelah berbagai persyaratan pendirian 
bank syari’ah terpenuhi, maka dilakukan penandatanganan akte 
pendirian bank syari’ah pertama di Indonesia dengan nama Bank 
Mu’alamat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan akte nota-
ris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman No. C.2. 
2413.HT.01.01. Dan berdasarkan Izin Prinsip Surat Menteri Ke-
uangan RI No.1223/MK.013/1991 pada 5 November 1991, Izin 
Usaha Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/KMK.013/1992 
pada 24 April 1992; pada 1 Mei 1992 BMI bisa memulai operasi 
melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasa atau produk-
produknya dengan berbekal izin prinsip—dalam pendirian bank 
biasanya izin usaha keluar belakangan setelah ada izin prinsip, 
sehingga banyak bank-bank syari’ah yang beroperasi awalnya hanya 
berdasar izin prinsip.89 

Perkembangan praktik ekonomi syariah terus bergulir dari 
masyarakat, maka untuk memudahkan landasan praktik ekonomi 
syariah tersebut maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memben-
tuk Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) pada 1999, berdasarkan Surat Keputusan Dewan pimpi-
nan MUI No. 754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan 
Syariah Nasional MUI, yang khusus mengkaji, menerbitkan fatwa 
serta mendorong penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia. 
Berdasarkan fatwa DSN-MUI dan berkembang menjadi landasan 
bagi pembentukan pengaturan akad-akad ekonomi syariah di Indo-
nesia. Adapun hasil fatwa DSN-MUI terkait dengan akad syirkah 
antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ten-
tang Pembiayaan Musyarakah, FATWA DSN-MUI No. 50/DSN-
MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah, Fatwa 
DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudhara-
bah Musytarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 73/
DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, Fatwa 
DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang Akad Syirkah, 
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dan berbagai fatwa lainnya. 
Sejak didirikan pada 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

semakin tumbuh dan telah mendorong pemerintah merespons 
perkembangan bank syariah terlebih dengan disahkan Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Langkah demikian 
diharapkan memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk 
menentukan jenis keuntungan yang akan diambil dari nasabah baik 
tetap menggunakan bunga ataupun bagi hasil, selanjutnya regulasi 
tersebut diperkuat dengan diterbitkannnya Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Dan setelah di-
berlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang peru-
bahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang membuka 
kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syari’ah 
maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional men-
jadi sistem syari’ah. Dengan demikian, UU No. 10 Tahun 1998 
sekaligus menghapus 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang  
dual system. Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas mem- 
perbolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara kon-
vensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasar 
prinsip syari’ah melalui: 

a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, 
atau pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang 
yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional men-
jadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip 
syari’ah. 

b. Selain itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terus melaku-
kan perubahan untuk penyempurnaan dalam beberapa pasal 
yang dianggap penting termasuk penggunaan istilah syari’ah 
setelah sebelumnya menggunakan istilah bagi hasil. Adapun 
hasil perubahan berkaitan langsung dengan keberadaan bank 
syariah adalah pasal 1 ayat 12, pasal 1 ayat 13, pasal 6 huruf m, 
pasal 13 huruf c. Untuk memudahkan implementasi undang-
undang tersebut maka dikeluarkan surat Keputusan Direksi 
Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 
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tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dilengkapi 
dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah dan Bank 
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditegaskan bahwa sam-
pai 1998, syirkah tidak diatur secara eksplisit, namun secara im- 
plisit dapat ditemukan di pasal 1 ayat (12) dan pasal 1 (13) UU  
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan dan secara tegas mengakomodir bank yang di- 
kelola berdasar prinsip syari’ah yang lebih dikenal dengan akad  
bagi hasil. Sehingga Undang Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai 
dasar hukum Perbankan di Indonesia belum dianggap sempurna 
dalam merespons berbagai kebutuhan pengaturan perbankan sya-
riah di Indonesia, sehingga kurun waktu 1998 sampai dengan 2007 
menjadi momentum mengkaji dan merumuskan peraturan yang 
lebih sempurna.

Pada tahap berikutnya adalah bahwa bank syariah semakin 
mendapat respons dari masyarakat dan akad syirkah sejatinya ada- 
lah akad yang menjadi karakter utama bank syariah. Di tengah 
begitu besarnya respons masyarakat, namun di sisi lain perkem-
bangan pengaturan syirkah berjalan lambat sehingga para praktisi 
ekonomi dan bisnis maupun lembaga yudikatif sulit dalam pe-
nerapannya maupun penyelesaian di antara para sekutu (syarik). 
Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat cepat menanngapi 
sehingga membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Eko-
nomi Syari’ah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/
SK/X/2006 pada 20 Oktober 2006. Tim penyusunan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syari’ah ini berhasil menyusun hukum formal 
dan material berkaitan dengan hukum ekonomi syari’ah pada Juni 
2008, dan syirkah diatur secara jelas dalam BUKU II tentang Akad, 
di dalam Bab VI tentang Syirkah serta Bab VII tentang Syirkah 
Milk. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang secara eksplisit 
mengatur mengenai syirkah. 

Kondisi perkembangan ekonomi dan bisnis syariah direspons 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan percepatan 
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pembentukan undang-undang yang khusus (lex specialis) yang 
mengatur perbankan syariah, sehingga tepat pada 16 Juli 2008 di-
sahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syari’ah yang mengatur syirkah/musyarakah secara eksplisit pada 
pasal 1 (25), pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 19 ayat (2) huruf i, 
pasal 19 (2) huruf c dan i, pasal 21 huruf b point 1. Dan di tahun 
2008, Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia, mengeluar-
kan kodifikasi produk perbankan syari’ah, yang berisi semua meka-
nisme produk-produk perbankan syari’ah yang berdasarkan prinsip 
syari’ah, dan syirkah dijelaskan secara rinci pada bagian II tentang 
pembiayaan atas dasar syirkah, pada point a sampai point i. Kodifi-
kasi produk perbankan syari’ah yang dikeluarkan oleh Direktorat 
perbankan Syari’ah di Bank Indonesia menjadikan pengaturan sis-
tem syirkah di Indonesia lebih jelas. 

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang meng-
akomodasi akad syirkah secara khusus dan kegiatan ekonomi 
syari’ah secara umum di Indonesia merupakan tuntutan kebutuhan 
masyarakat muslim terhadap kegiatan bisnis yang dilandasi dengan 
semangat keinginan menjalankan syari’ah Islam sebagai konse-
kuensi dari keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. 

B. Hakikat Akad Mudharabah 
1. Akad Mudharabah 

Istilah mudharabah berasal dari kata dhraba yang memiliki 
arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya. Sedangkan 
makna harfiahnya mempunyai beberapa arti, yaitu pergi mencari 
rezeki (dharaba al-thair); mencampur (dharaba al-syai`bil-syai`); 
berniaga atau berdagang (dharaba fi al-mal bil mali). Wahbah 
az-Zuhaili menjelaskan salah satu arti mudharabah secara harfiah  
adalah melakukan perjalanan di muka bumi (al-sir fil ardh); bebe-
rapa derivasi dari kata al-sir adalah istar atau istiyar yang berarti 
belanja untuk keperluan dalam perjalanan.90

Muhammad bin Ibrahim al-Musa mengutip pendapat para 
Imam mazhab tentang akad mudharabah antara lain: menurut 
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Imam Abu Hanifah (80-150 H) mudharabah adalah suatu akad  
perkongsian dengan harta/modal dari salah satu di antara kedua 
belah pihak yang sedang bekerja sama, sedangkan di pihak lain 
dengan keahlian pekerjaan (skill).91 Imam Malik (93-179 H) men- 
definisikan mudharabah sebagai akad kerja sama di antara para 
pihak, ada pihak yang memberikan modal kepada seseorang yang 
memiliki keahlian dari usaha yang jelas, modal diserahkan secara 
tunai yang bertujuan menghasilkan keuntungan sedikit/banyak 
dengan prinsip sukarela (taradhi).92 Bagi Imam Syafi’i (150-204 H), 
mudharabah merupakan bagi hasil dengan menyerahkan modal 
usaha kepada pihak lain untuk usaha guna mendapatkan kun-
tungan di antara kedua belah pihak.93 Sedangkan menurut Imam 
Hambali (164-241 H) mudharabah adalah seseorang memberikan 
modal usaha kepada pihak lain guna mendapatkan keuntungan di 
antara kedua belah pihak dengan ketentuan (syarat).94 

Wahbah az-Zuhaili, Ulama fiqh kontemporer mendefinisikan 
mudharabah sebagai suatu akad yang memuat penyerahan modal 
dari pemilik dana (shahibul maal) yang menyerahkan harta kepada 
pengelola usaha (mudharib) untuk dikelola dengan keuntungan 
dibagi kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, 
adapun kerugian menjadi tanggungan si pemilik modal sehingga 
pengelola usaha tidak menanggung kerugian sedikitpun, tetapi jika 
kerugian tersebut karena kelalaian pengelola usaha, maka ia harus 
bertanggung jawab atas kerugian tersebut.95 Salah satu pakar eko-
nomi syariah di Indonesia Syafii Antonio mendefinisikan mudha-
rabah sebagai akad kerja sama usaha dua pihak (trust financing/
trust investment)96 pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 
seluruh modal dan pihak kedua adalah menjadi pengelola. Keun-
tungan (hasil) usaha dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak 
sebagaimana akad dan jika kerugian maka menjadi tanggung jawab 
pemilik modal, kecuali kerugian disebabkan kelalaian pengelola, 
maka pengelola yang bertanggung jawab sepenuhnya.

Dengan demikian, mudharabah merupakan sistem kerja sama 
suatu usaha dengan prinsip bagi hasil, di mana pemilik modal 
memberikan amanah dan kepercayaan kepada pengelola (mudha-
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rib) atas modal tersebut untuk dikelola dengan baik dengan ke-
untungan dibagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan, 
sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, dan 
pengelola tidak menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu, 
tenaga dan pikiran mudharib, tapi jika kerugian diakibatkan oleh 
kelalaian mudharib, maka mudharib wajib bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut.

2. Jenis Akad Mudharabah Menurut Ulama Fiqh 
Akad mudharabah merupakan ciri khas utama perjanjian ker-

jasama usaha berbasis syariah, sebab dalam sistem akad ini membe-
rikan peluang bagi pihak yang memiliki modal usaha berupa harta 
atau berupa modal keahlian/keterampilan untuk melaksanakan 
kerja sama usaha untuk memperoleh keuntungan. Dalam akan ini 
modal akan terus bergerak dinamis dan tidak hanya menumpuk 
pada beberapa orang saja tetapi terus bergulir dan berimplikasi  
terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akad 
mudharabah yang secara umum dibagi menjadi dua jenis, antara 
lain:

a. Mudharabah Muthlaqah (Tidak Terikat )
Menurut Ibnu Qudamah dalam Wahbah az-Zuhaili, mudha-

rabah mutlaqah adalah akad kerja sama usaha pemberian modal 
antara dua pihak, yakni pihak pertama sebagai pemilik modal 
(shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola (mudharib) 
modal dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak dengan ke- 
tentuan 1/3 untuk penggarap modal, dan 2/3 untuk pemilik 
modal,97 atau dengan kata lain pada mudharabah mutlaqah, pemi-
lik modal menyerahkan harta (modal usaha) kepada pengelola 
usaha dengan tidak ada ketentuannya, hak pengelola usaha adalah 
bebas mengelola modal tersebut untuk jenis usaha, waktu dan tem-
pat mudharabah. Adapun untuk kewajiban pengelola usaha adalah 
dengan kemampuan/keahliannya menjalankan usaha semaksimal 
mungkin dan pemilik modal mempunyai hak terhadap pengemba-
lian harta (modal usaha) sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi’i 
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dan Imam Hambali, bahwa pemilik dana diperbolehkan meminta 
pengembalian modal usaha tersebut.98 

Dalam sistem akad mudharabah mutlaqah, pengelola usaha 
boleh dan bebas menggunakan modal untuk membeli barang apa-
pun dari siapapun dan kapanpun ia boleh menjual barang-barang 
mudharabah dengan cara tunai maupun dengan kredit, bahkan 
ketika pengelola (mudharib) dibatasipun ia bebas berdagang sesuai 
dengan praktik umumnya para pedagang.99 Selanjutnya Wahbah 
az- Zuhaili menegaskan bahwa mudharabah mutlaqah (mudha-
rabah tidak terikat) adalah penyerahan modal dari pemilik dana 
(shahibul mal) kepada pengelola usaha (mudharib) guna melaku-
kan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, 
waktunya, sifat bisnisnya, dan/pihak yang melakukan usahanya.100  

Sistem mudharabah mutlaqah dalam bisnis modern dapat di- 
istilahkan sebagai general invesment, yaitu suatu bentuk kerja sama 
usaha antara pemilik dana dengan pengelola usaha yang caku-
pannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 
waktu, dan daerah bisnis.101 Menurut Ascarya, dalam mudharabah 
mutlaqah pemilik modal usaha tidak mensyaratkan kepada peng-
elola untuk melakukan jenis usaha tertentu, jenis usaha yang akan 
dijalankan oleh pengelola usaha dan secara mutlak diputuskan oleh 
pengelola usaha yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah 
tak terikat atau tidak terbatas.102 Pelaksanaannya dilakukan tanpa 
syarat, pengelola bebas mengelola modal usaha tersebut dengan 
usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan 
keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan.103 Misalnya jenis 
barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asalkan apa 
yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. 
Pengelola usaha diberikan otoritas penuh oleh pemilik dana untuk 
menginvestasikan modal ke dalam usaha yang sesuai dengan kon-
sep pengelola dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam mudharabah mutlaqah, mudharib mempunyai mandat 
yang terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan 
apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudharabah 
itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, 
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jika  ternyata pengelola usaha (mudharib) melakukan kelalaian dan 
kecurangan, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konse-
kuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha 
itu, maka kerugian tidak dapat menjadi beban perjanjian mudha-
rabah yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akad mudharabah 
mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (sha-
hibul maal) dan pengelola/pengusaha (mudharib) di mana pemi-
lik modal melakukan penyerahan modal tanpa syarat, sedangkan 
pengelola usaha bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja 
yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah 
mana saja yang mereka inginkan. Sistem kerja sama usaha ini caku-
pannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, 
daerah bisnis, sehingga pengelola/pengusaha memiliki ruang yang 
fleksibel untuk melakukan usaha, asal sesuai dengan prinsip-prin-
sip syariah dan amanah. Secara teknis operasional akan mudhara-
bah mutlaqah diimplementasikan menjadi kerja sama antara bank 
bank dengan nasabah yang memiliki keahlian atau keterampilan 
untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keun-
tungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan 
nisbah yang disepakati.104

b. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah Terikat)
Mudharabah muqayyadah adalah akad kerja sama usaha pem-

berian modal antara dua pihak yakni pihak pertama sebagai pemi-
lik dana dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan keun-
tungan dibagi kedua belah pihak dengan ketentuan 1/3 untuk 
pengelola usaha (mudharib) dan 2/3 untuk pemilik dana (shahibul 
maal), di mana pemilik dana mempunyai hak terhadap modalnya 
dan menentukan ketentuan-ketentuan seperti jenis usaha, waktu 
dan tempat mudharabah tersebut dilakukan sedangkan pengelola 
usaha mempunyai kewajiban untuk menjalankan usaha semaksi-
mal mungkin dengan terikat pada ketentuan yang diberikan oleh 
pemilik dana baik tempat, jenis usaha, dan waktu.105 
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Pada mudharabah muqayyadah ini, pengelola usaha harus me- 
ngikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh 
investor, misalnya mudharib harus berdagang barang tertentu, 
pada tempat tertentu dan membeli barang pada orang tertentu.106  
Lebih jauh, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa mudharabah 
muqayyadah adalah akad penyerahan modal dari pemiliki dana 
kepada pengelola usaha untuk melakukan usaha (bisnis) yang di-
tentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, 
dan/atau pihak yang melakukan usahanya.107 

Dalam praktik akad mudharabah pada sistem ekonomi syariah 
kontemporer dipahami sebagai special invesment dan merupakan 
kebalikan dari akad mudharabah mutlaqah di mana pengelola usaha 
dibatasi dengan batasan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat 
usaha.108 Sedangkan menurut Ascarya, mudharabah muqayyadah 
adalah pemilik dana mensyaratkan kepada pengelola untuk me-
lakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu 
sehingga disebut mudharabah terikat dan terbatas.109 Sedangkan 
Muhammad Syafi`i Antonio menegaskan perbedaan kedua jenis 
akad tersebut, mudharabah muqayyadah dibatasi oleh spesifikasi 
jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau tempat usaha,110 sedang-
kan mudharabah mutlaqah diterapkan dalam penghimpunan dana 
dan mudharabah muqayyadah dalam penyaluran dana.111

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan 
syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dican-
tumkan dalam perjanjian yang dikemukanan oleh pemilik modal. 
Misalnya, harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah ter-
tentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.112 Pemilik 
dana (shahibul maal) boleh melakukan hal ini untuk menyelamat-
kan modal usaha (harta) dari risiko kerugian. Apabila pengelola 
usaha (mudharib) melanggar syarat-syarat/batasan maka pengelola 
usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam mudharabah muqayyadah, pengelola tidak bebas meng-
gunakan modal tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus 
dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik 
dana.113 Apabila pengelola usaha bertentangan dengan pengawa-
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san dan pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka 
pengelola usaha bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditim-
bulkannya. Beradasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat 
dipahami bahwa mudharabah muqayyadah merupakan bentuk 
kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola 
usaha/pengusaha (mudharib) di mana sistemnya ada pembatasan 
atas jenis usaha,waktu, dan tempat usaha sehingga jenis dan ruang 
lingkup usaha yang akan dilakukan oleh pengelola usaha sudah 
ditentukan di awal akad.

Ulama sepakat mengenai sahnya akad mudharabah mutlaqah, 
tetapi ulama berbeda pendapat tentang status hukum atau keabsa-
han mudharabah-muqayyadah di antaranya:114 

1) Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa mudhara-
bah-muqayyadah tidak sah, maka dari itu, ulama Maikiyah dan 
Syafi’iyah melarangnya karena mensyaratkan penentuan tem-
pat, penentuan orang dan penentuan waktu, sehingga subtansi 
akad amanah dari mudharabah menjadi tidak jelas karena 
shahibul maal akan mengintervensi terhadap pengelola usaha 
(mudharib). 

2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad mudharabah mu-
qayyadah sah di lakukan dengan beberapa syarat, antara lain:

a) Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mem-
bolehkan mudharabah-muqayyadah yang terkait dengan 
waktu usaha, pihak yang melakukan usaha, dan waktu 
yang akan datang (idhafatuha ila al-mustaqbal), sedangkan 
Imam Malik dan Imam Syafi’i melarangnya.

b) Akad mudharabah muqayyadah yang dikaitkan dengan 
syarat-syarat yang tidak pasti (misalnya seorang berkata: 
jika seseorang datang kepadamu dengan membayar utang 
kepadaku melalui engkau, pembayaran utang tersebut yang 
telah engkau terima dapat dijadikan modal usaha dengan 
akad mudharabah.

3) Ulama Hanabilah dan Zaidiah membolehkan akad mudhara-
bah muqayyadah 
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Dalam melaksanakan usahanya pengelola usaha (mudharib) 
memiliki kewajiban dalam menjaga dan melaksanakan hal-hal 
yang telah ditentukan akad oleh pemilik dana (shahibul maal), 
pengelola usaha wajib menyerahkan modal berikut keuntungan 
yang didapatkan kepada pemilik dana apabila kerja sama mudha-
rabah telah selesai dan berakhir. Akad kerja sama berakhir apabila 
pengelola usaha tidak cakap melakukan usaha atau pengelola usaha 
meninggal dunia dan pemilik dana memiliki hak untuk melaku-
kan perbuatan hukum dan melakukan penagihan atas piutang yang 
dilakukan oleh pengelola usaha berdasarkan data dan bukti yang 
dimiliki, dan pengelola usaha bertangggung jawab atas hal-hal yang 
dilakukan di luar ketentuan akad.

3. Sifat Modal Usaha Akad Mudharabah
Modal usaha dalam akad mudharabah merupakan bagian dari 

syarat rukun akad tersebut sehingga keberadaan modal dalam akad 
mudharabah sangat penting dalam melaksanakan usaha yang akan 
dijalankan oleh para pihak. Dalam akad mudharabah sejatinya 
merupakan penggabungan/percampuran dari modal usaha yang 
berupa harta (ra’s al-mal bil amwal) dan modal usaha yang berupa 
keahlian/keterampilan (ra’s al-mal bil abdan/bil `amal) yang harus 
dimiliki oleh para sekutu, berikut ini sifat modal dalam akad mu-
dharabah: 

a. Modal usaha dengan harta (Ra’s al-mal bil amwal) 
Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama yang juga ber-

tumpu pada modal harta yang harus dimiliki oleh pemilik modal 
(shahibul maal) dalam melakukan kerja sama tersebut. Modal yang 
wajib disediakan oleh pemilik modal pada akad ini disyaratkan:115 
1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya; 3) tunai dan bukan utang. 
Apabila modal itu berbentuk barang atau komoditas maka harus 
dinilai berdasarkan harga pasar. Demikian juga halnya dengan 
utang, utang tidak dapat dijadikan modal dalam akad mudhara-
bah, tetapi apabila modal tersebut berupa wadi’ah, yaitu titipan 
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pemilik modal kepada pedagang, maka wadi’ah itu boleh dijadikan 
modal mudharabah. Dan modal dalam akad mudharabah harus 
diserahkan kepada mudharib, namun apabila sebagian modal itu 
tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan 
seluruhnya, menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i hal 
itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab Hambali menya-
takan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pe-
milik modal/dana, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha 
tersebut.116

Dalam hal modal yang berbentuk harta benda mudharabah 
menurut Wahbah az-Zuhaili harus memenuhi syarat-syarat: a) 
Modal harta benda harus berupa alat ukur (nuqud/uang), bukan 
berupa barang; b) Modal harus dapat diketahui dan terukur; c) 
Modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang); d) Modal harus 
dapat diserahkan dari pemilik dana (shahib al-mal) kepada peng-
elola usaha (mudharib).117

Menurut Sri Nurhayati Wasilah, modal adalah objek akad 
mu-dharabah, sehingga harus berlaku syarat sebagai berikut:118 a) 
Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya 
(dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya; b) 
Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, 
berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal 
pengelola dana harus bekerja; c) Modal harus diketahui dengan 
jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan; d) 
Pengelola dana tidak diperkenankan untuk me-mudharabah-kan 
kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap 
terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana; e) Pengelola 
dana tidak dipebolehkan untuk meminjam modal kepada orang 
lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali 
atas seizin pemilik dana pengelola usaha memiliki kebebasan untuk 
mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri.

Menurut ascarya modal adalah sejumlah uang yang diberikan 
oleh shahibul maal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam 
akad mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu a) 
Modal harus berupa uang, b) Modal harus jelas dan diketahui jum-
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lahnya, c) Modal harus tunai bukan utang, d) Modal harus disera-
hkan kepada mitra kerja.119

Sedangkan modal usaha dalam akad mudharabah menurut 
Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia merupakan sejumlah uang 
atau aset yang diberikan oleh penyedia dana (shahibul maal) 
kepada pengelola usaha (mudharib) untuk tujuan usaha dengan 
syarat, yaitu: a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; b) 
Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai, jika 
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset harus dinilai pada 
waktu akad; c) Modal tidak dapat dalam bentuk piutang dan harus 
dibayarkan kepada pengelola usaha, baik secara bertahap maupun 
tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.120 Beberapa pendapat 
para ulama fiqh maupun para pakar hukum Islam, juga dinyatakan 
secara tegas dalam Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES), bahwa wujud modal dalam akad mudharabah adalah (a) 
Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga, 
(b) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib, (c) 
Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan 
dengan pasti.121 

b. Modal Usaha dengan Keahlian (Ra’s al- Mal bil `Amal) 
Pengelola usaha (mudharib) pada dasarnya bukan hanya di-

pandang sebagai subjek dalam akad mudharabah tetapi hakikat-
nya juga merupakan pihak yang memiliki modal usaha berbasis 
keahlian atau keterampilan (al-abdan/al-`amal) dalam mengelola 
usaha yang sedang dipercayakan kepadanya. Pengelola usaha 
(mudharib) menunjukkan modal yang dijadikan kerja sama ada-
lah keahlian atau keterampilan juga disamakan dengan istilah al-
a`mal secara harfiah berarti al-shun`ah (pekerjaan/perbuatan), 
sebab melalui modal keahlian pengelola usaha tersebut, maka akad 
mudharabah dapat dijalankan sehingga memperoleh keuntungan 
dan tanpa keahlian atau keterampilan maka usaha tersebut tidak 
dapat berjalan atau memperoleh keuntungan sebagai tujuan dari 
kerja sama usaha yang disepakati.
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Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa mudharib wajib melaku-
kan semua pekerjaan yang berkaitan dengan ikhtiar untuk mem-
peroleh pendapatan yang berlaku umum baik melakukan perda-
gangan, jasa, maupun kegiatan bisnis lainnya, kecuali disepakati 
lain dalam akad mudharabah muqayyadah.122 Oleh karena itu, 
mudharib sebagai pihak yang mengelola usaha harus memenuhi 
ketentuan dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a) Mudha-
rib (pelaku usaha) memiliki kemampuan (cakap hukum/ahliyat 
al-wujub wa al-ada’) untuk mewakilkan/memberikan kuasa (bagi 
shahibul maal) dan menerima perwakilan/kuasa (bagi mudharib) 
karena dalam akad mudharabah terkandung akad wakalah atau 
kuasa, yaitu mudharib melakukan usaha (bisnis) atas dasar kuasa 
dari shahibul maal; b) Mudharib (pelaku usaha) harus mempu-
nyai kemampuan, keahlian dan/atau keterampilan usaha sehingga 
mampu mengembangkan modal usaha; dan c) Mudharib (pelaku 
usaha) dapat melakukan kerja sama mudharabah dengan dan non-
Muslim (dzimmi dan musta’min).123 

Dalam melakukan usaha mudharib harus memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk 
keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lainnya; 
b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi 
oleh pemilik dana; c) Pengelola dana harus menjalankan usaha 
dengan syariah; d) Pengelola dana harus mematuhi semua kete-
patan yang ada dalam kontrak; e) Dalam hal pemilik dana tidak 
melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kese-
pakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja 
maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/
upah.124 

Ketentuan mengenai usaha mudharabah yang dilakukan oleh 
pelaku usaha menurut AAOIFI, antara lain:125 

a. Usaha mudharabah hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha 
(mudharib) tanpa dicampuri oleh pemilik modal. Akan tetapi, 
ulama Hanabilah membolehkan pemilik modal turut serta 
dalam melakukan usaha. 
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b. Pemilik modal tidak boleh mempersempit ruang lingkup usaha 
yang boleh dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan tidak 
tercapainya tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. 

c. Pelaku usaha tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan sya-
riah dan kebiasaan bisnis yang berlaku umum dalam melaku-
kan usaha mudharabah. 

d. Pelaku usaha tidak boleh dibatasi ruang lingkup usahanya yang 
membuat yang bersangkutan kehilangan kewenangan mut-
laknya dalam ikhtiar untuk mendapatkan keuntungan. 

4.  Pembagian Keuntungan dan Kerugian Akad Mudharabah 
Pembagian proporsi keuntungan pada akad mudharabah 

harus ditetapkan berdasarkan nisbah (persentase) yang dinyatakan 
dalam perjanjian dengan mendasarkan pada keuntungan riil atau 
bersih. Pada akad ini tidak boleh syaratkan pembagian keuntungan 
ditentukan dalam jumlah dan juga dilarang membagi keuntungan 
bersama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha 
(mudharib) jika hal ini dilakukan maka akad tersebut batal. 

Demikian juga halnya, apabila pemilik dana (shahibul maal) 
mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka 
akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap 
ditanggung sendiri oleh pemilik modal (shahibul maal), oleh 
sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada 
dua bentuk, yaitu mudharabah shahihah dan mudharabah faa-
sidah. Jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) 
hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku 
di kalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan 
menjadi milik pemilik dana hal ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, 
Syafi’i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menya-
takan, bahwa dalam mudharabah faasidah, status pekerja tetap 
seperti dalam mudharabah shahihah yaitu tetap mendapat bagian 
keuntungan yang telah disepakati bersama,126 artinya hukum fasid 
itu terjadi karena ada ketetapan besaran keuntungan dilakukan 
terlebih dahulu oleh para pihak, padahal dalam akad mudharabah 
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harus didasarkan pada besaran keuntungan riil yang diproses dalam 
kegiatan usahanya tersebut.

Pengelola usaha (mudharib) mempunyai risiko kehilangan pe- 
kerjaannya jika terjadi kerugian.127 Pembagian berdasarkan pro-
porsi atau persentase dipahami sebagai bentuk bagi untung dan 
bagi kerugian yakni apabila terjadi keuntungan maka ditentukan 
nisbah keuntungan dan apabila terjadi kerugian hal tersebut harus 
dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, pemaha-
mannya adalah terdapat perbedaan kemampuan untuk mengab-
sorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak, apabila 
mendapatkan keuntungan maka tidak ada masalah untuk menik-
mati untung/mengabsorpsi, namun apabila mengalami kerugian 
maka kemampuan shahibul maal menanggung kerugian finansial 
tidak sama dengan kemampuan mudharib, karena kerugian dibagi 
berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finan-
sial) shahibul maal dalam kontrak adalah sepenuhnya memberikan 
modal (100%) maka kerugian (finansial) ditanggung sepenuhnya 
oleh pemilik dana (shahibul maal). Sedangkan bagi mudharib 
dimaknai bahwa proporsi modal (finansial) mudharib dalam kon-
trak adalah tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian mudharib 
tidak menanggung suatu apapun.128 Untuk hal tersebut, maka 
pengelola usaha (mudharib) dikatakan menanggung kerugian atas 
pengelolaan/pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak mendapat-
kan hasil dari usaha tersebut.

Karakteristik dari akad mudharabah ialah pembagian untung 
dan bagi rugi atau profit and loss sharring (PLS), dalam akad mu-
dharabah ini return dan timing cash flow tergantung kinerja riil-
nya. Jika laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan 
mendapatkan bagian yang besar pula. Namun, jika labanya kecil 
maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Untuk 
menentukan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan 
masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran 
nisbah ini muncul dari hasil tawar-menawar antara shahibul maal 
dengan mudharib, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi 
seperti yang sudah disebutkan di atas, namun para fuqaha sepakat 
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bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.129 Apabila pembagian 
keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad 
itu fasid (rusak). 

Bila terjadi kerugian, maka shahibul maal kehilangan sebagian 
atau seluruh modalnya; sedangkan mudharib tidak menerima 
imbalan apapun untuk kerja dan usaha (jerih payahnya). Dengan 
demikian, shahibul maal dan mudharib sama-sama harus meng-
hadapi risiko.130 Namun, seperti telah dikemukakan di muka, yang 
menanggung risiko finansial hanyalah shahibul maal sendiri dan 
mudharib sama sekali tidak menanggung risiko finansial, tetapi 
risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurah-
kan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, dan kehilangan 
kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntu-
ngan yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

Proporsi pembagian kentungan dan kerugian dalam akad mu- 
dharabah juga dinyatakan dalam Menurut fatwa DSN MUI No. 
115/DSN-MUI/IX/2017 dinyatakan bahwa nisbah harus dida-
sarkan pada: 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus dise-
pakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah bagi hasil 
harus disepakati pada saat akad; 2) Nisbah bagi hasil sebagaimana 
angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase 
dari modal usaha; 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak 
boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan ke-
untungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara 
pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudhara- 
bah. 4) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan. Dan  
nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multi-nisbah.

Sedangkan dalam pembagian keuntungan dan kerugian harus 
berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1) Keuntungan usaha mud-
harabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan per-
bedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau 
penghentian mudharabah; 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan 
sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejum-
lah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk 
shahibul maal atau mudharib; 3) Mudharib boleh mengusulkan 
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kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya 
jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 
dinyatakan bahwa “Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung 
jawab shahibul maal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena 
mudharib rnelakukan tindakan yang termasuk at-ta’addi, at-taq-
shir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan 
pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah”. 
Bahkan juga dinyatakan dalam KHES Pasal 249 bahwa “Mudha-
rib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan atau 
kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas 
yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditentukan dalam akad.”

5. Pengaturan Akad Mudharabah di Indonesia
Pengaturan akad mudharabah atau dikenal dengan perjanjian 

bagi hasil (profit sharing) di Indonesia secara historis sama syirkah 
atau musyarakah ditumbuhkan melalui transformasi hukum Islam 
di era awal Islam datang di Indonesia yang telah dijelaskan dalam 
sub bab sebelumnya. Di Indonesia secara formal telah diberlaku-
kan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 
Hasil yang disahkan dan berlaku pada 7 Januari 1960, tetapi per-
janjian bagi hasil khusus mengatur bagi hasil tanah pertanian yang 
secara konsep lebih dekat dengan akad musyaqqah, muzaraah, dan 
mukhabarah karena khusus tanah pertanian.

Namun, istilah akad mudharabah secara eksplisit belum di-
kenal dalam sistem hukum Indonesia sebelum dan setelah diber-
lakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
karena pada undang-undang tersebut tidak disebut secara ekspli-
sit mengenai akad mudharabah. Namun, istilah yang digunakan 
adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana 
dinyatakan dalam pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 7 Tahun 
1992 menyebutkan bahwa “bank umum dapat menyediakan pem-
biayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”
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Hal ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi 
Hasil. Substansi PP No. 72 Tahun 1992 ini kewajiban bagi bank 
yang melaksanakan prinsip bagi hasil harus memerhatikan prinsip-
prinsip syariah (Pasal 2) dan kesepakatan yang dituangkan dalam 
perjanjian tertulis antara para pihak (Pasal 3). Harus memiliki 
Dewan Pengawas Syariah (Pasal 5). Bank dengan prinsip bagi hasil 
dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan 
prinsip bagi hasil (Pasal 6), Meskipun PP No. 72 Tahun 1992 
yang hanya terdiri dari 9 pasal ini, serta PP lainnya belum cukup 
mengeksplorasi praktik akad bagi hasil, karena hanya mengatur 
sebagian sistemnya.

Pemberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Per-
bankan, mengatur lebih lengkap mengenai bank syariah sebagai 
bagian dari sistem perbankan nasional sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 3 dan 4, dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang 
No. 10 Tahun 1998, prinsip syariah merupakan prinsip aturan 
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain 
untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, 
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang dengan marjin 
(murabahah), atau sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan 
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 
dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Namun, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 masih terdapat 
kelemahan, yaitu masih menjadi aturan dual system banking. Dan 
di dalam UUP ini tidak menegaskan batasan bank konvensional 
dengan bank syariah, sehingga di beberapa aspek mengalami per-
tentangan karena hal-hal yang mengatur secara khusus tentang 
perbankan syariah sangat minim dan tidak memenuhi kebutuhan 
pengaturan perbankan syariah di Indonesia. Dari 59 pasal yang 
ada dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hanya ada 8 Pasal 
yang membahas perbankan yaitu Pasal 1 angka (12), Pasal 6 huruf 
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(n), Pasal 7 huruf (c), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal I I ayat (1) dan 
(4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (I) huruf (c). 
Dengan penjelasan di atas, maka Undang-Undang No. 10 Tahun 
1998 belum menjelaskan kekhususan dari Perbankan Syariah dan 
bagaimana penerapannya.

Dengan pemberlakuan PP No. 30 Tahun 1999, maka semua 
regulasi yang mengatur perbankan secara umum dan perbankan 
syariah secara khusus tidak lagi melalui Peraturan Pemerintah 
(PP), melainkan melalui Peraturan Bank Indonesİa (PBI, wala-
pun tidak menjadi aturan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 
Tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan lem-
baga negara lain, seperti Bank Indonesia, yang bersifat mengatur 
mempunyai kekuatan hukum selama diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan, Dengan demikian PBI, tidak dapat berdiri 
sendiri, melainkan harus merujuk atau melaksanakan perintah dari 
salah satu hierarki hukum di ataş.131 

Di sisi lain, operasionalisasi bank Syariah berdasarkan UUP 
terus meningkat perkembangannya dan akan memicu sengketa 
yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama di samping 
terbuka untuk menyelesaikan secara non-litigasi. Untuk menganti-
sipasi sengketa tersebut, maka Mahkamah Agung RI membentuk 
tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah berdasarkan 
Surat Keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 pada 20 Oktober 
2006. Tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ini 
berhasil menyusun hukum formal dan materiil berkaitan dengan 
hukum ekonomi syari’ah pada bulan Juni 2008, yakni PERMA 
No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 
(KHES) dan mudharabah diatur secara jelas dalam buku II tentang 
akad, di dalam bab VIII tentang mudharabah dan bab lainnya yang 
mengatur pengembangan dari akad mudharabah. KHES menjadi 
bukti pengaturan akad bisnis syariah semakin terbuka di Indonesia.

Pasal 20 buku II bab I angka 4 tentang Akad, KHES menegas-
kan istilah mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik dana 
atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan 
usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah 
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(persentase) dan berdasarkan pasal 187 ayat (1) bab VII KHES 
juga dijelaskan mekanisme akad mudharabah. Pada yang bersa- 
maan, tepat tanggal 17 Juni 2008 resmi disahkan Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai lex specia-
lis dalam kegiatan Perbankan syariah di Indonesia pengaturannya 
sangat lengkap selain hal yang menyangkut prinsip-prinsip juga 
mengatur kepatuhan syariah (sharia compliance) dan sebagainya.

Salah satu sumber rujukan hukum yang menyangkut berbagai 
ketentuan operasional bank syariah termasuk aspek perjanjiannya 
adalah Fatwa MUI yang biasanya dibahas dan dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Pembi-
ayaan Mudharabah (qiradh) dinyatakan bahwa pembiayaan mu-
dharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 
pihak lain untuk suatu usaha yang produktif yang mana LKS 
sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan 
suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak 
sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

Keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Per-
bankan Syariah, maka Fatwa MUI juga memiliki landasan yang 
sangat kuat karena Undang-Undang Perbankan Syariah menegas-
kan bahwa mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI, yang 
kemudian menjadi PBI setelah melalui pembahasan di Komite 
Perbankan Syanah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti ter-
dapat dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah bahwa: (l) Kegiatan usaha Perbankan Syariah 
dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip 
Syariah; (2) Prinsip Syariah itu difatwakan oleh MUI, (3) fatwa 
tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya 
untuk membuat PBI Bank Indonesia membentuk Komite Per-
bankan Syariah.

Berdasarkan ketentuan di atas, Fatwa MUI menjadi dasar bagi 
pembentukan hukum positif yang diakui keabsahannya di dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan tentang akad mu-
dharabah dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan secara 
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hukum Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Per-
bankan Syariah menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad yang 
digunakan dalam kegiatan usaha bank umum syariah dan bank 
pembiayaan syariah yang dilakukan dengan menghimpun dana 
dalam bentuk investasi berupa deposito atau tabungan dan kegia-
tan yang dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan bagi hasil. 
Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 PBI No. 10/16/PBI/2008 
tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpu-
nan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah 
menjelaskan bahwa akad mudharabah digunakan dalam kegiatan 
penghimpunan dana dan penyaluran dana yang berupa pembia-
yaan, dan apabila waktu akad telah berakhir, maka nasabah wajib 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu de-
ngan bagi hasil.

Berdasarkan hal di atas, maka pengaturan akad mudharabah 
di dalam hukum positif Indonesia tumbuh dari keinginan dan 
tuntutan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah 
dalam kehidupan ekonomi dan bisnisnya yang direpresentasikan 
oleh ijtihad para ulama yang berada di luar parlemen, sehingga 
keberadaan Fatwa DSN MUI menjadi fondasi sekaligus penggerak 
transformasi hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia. 

C. Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia 
Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Ven-

nootschaap (NV) atau Limited (Ltd.) Company, menurut Farida 
Hasyim adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk men-
jalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang ter-
bagi atas saham-saham dan para pemegang saham ikut serta dengan 
mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-per-
buatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertang-
gung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu.132  

Definisi tersebut berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang No. 
40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas yang 
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selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupa-
kan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, mela-
kukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Selanjutnya 
mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham ditegaskan 
dalam Pasal 3 UUPT bahwa “Pemegang saham perseroan tidak 
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas 
nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian per-
seroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa 
Perseroan Terbatas. Dari uraian di atas dapat dibangun melalui 
unsur-unsur yang menjadi satu kesatuan dalam badan usaha yaitu 
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, persekutuan modal 
dan didirikan berdasarkan perjanjian. Untuk menelaah sistem 
pembentukan Perseroan Terbatas maka harus dicemati dengan for-
mulasi Perseroan Terbatas sebagai berikut: 

1. Perjanjian Sebagai Dasar Pendirian Perseroan Terbatas 
Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa PT 

merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. 
Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, 
dalam pendirian PT selain tunduk pada UUPT, tunduk pula pada 
hukum perjanjian. Sehingga pendirian PT harus tunduk kepada 
persyaratan sahnya perjanjian yang di tentukan KUH Perdata.133  

Definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang 
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bahwa Perseroan Terba-
tas didirikan berdasarkan perjanjian berdasarkan ketentuan terse-
but, maka suatu Perseroan sebagai badan hukum didirikan berda-
sarkan “perjanjian”, di mana pendirian Perseroan yang merupakan 
persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, 
harus memenuhi hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku 
Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 
khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum 
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Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian tentang 
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), 
serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 
KUH Perdata).

Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan 
sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual”, yaitu berdirinya Per-
seroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga ber-
sifat “konsensual” yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat per-
janjian mendirikan Perseroan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, 
definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang 
mengatur tentang pendirian suatu Perseroan yang sah harus didi-
rikan paling sedikit oleh 2 (dua) “orang” atau lebih. Sesuai dengan 
penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut, yang dimaksud dengan 
“orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia 
maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Keten-
tuan dalam ayat ini menjelaskan prinsip yang berlaku berdasarkan 
UUPT bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan 
didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu wajib memiliki lebih 
dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus 
memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang 
halal (Pasal 1320 KUH Perdata), dan berdasar Pasal 1338 KUH 
Perdata, maka perjanjian pendirian Perseroan tersebut mengikat 
sebagai undang-undang bagi para pendirinya dan hal hal yang ter-
kait dengan pengesahannya sebagai badan hukum diatur secara 
khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (UUPT). 

2. Modal dalam Perseroan Terbatas 
Modal merupakan bagian yang terpenting dari suatu badan 

usaha termasuk dalam Perseroan Terbatas agar dapat melakukan 
transaksi atau berinteraksi membuat suatu perjanjian. Dalam Per-
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seroan Terbatas modal dasar berasal dari para pendiri yang terpisah 
dari kekayaannya. Sehingga badan usaha memiliki kekayaan atas 
nama badan usaha tersebut. Karenanya, salah satu ciri utama suatu 
badan hukum seperti Perseroan Terbatas adalah kekayaan yang ter-
pisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan 
hukum itu.134  

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal sa-
ham.135 Jumlah nominal modal dasar, yaitu sejumlah Rp.50.000. 
000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, untuk bidang usaha ter-
tentu, jumlah minimum modal bagi perusahaan, diatur berdasar-
kan undang-undang atau peraturan pelaksanaan usaha tertentu 
tersebut.136 Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-
perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur 
berdasar UU No. 8 Tahun 1995 jo PP No. 45 Tahun 1995. Penen-
tuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi dari pada yang 
ditentukan Pasal 32 ayat (1) UUPT.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang 
disebut authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan 
atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran dasar Per-
seroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau 
sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas 
saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka 
sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut 
kepada perseroan.137 Modal perseroan dibagi tiga bagian: modal 
dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar (autho-
rized capital/ nominal capital) merupakan keseluruhan nilai nomi-
nal saham yang ada dalam perseroan.138

Dalam pasal 32 UUPT angka 1 dan 2 menyebutkan, “Modal 
dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).” Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu 
dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih 
besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). Modal ditempatkan (geplaat capital/ issued capital/allot-
ted capital) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk 
disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan.139 
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Selanjutnya, Pasal 33 angka 1 UUPT 2007 berbunyi: “Paling 
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.” 
Modal disetor (gestort capital/ paid up capital) adalah modal yang 
sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembaya-
ran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari 
modal dasar Perseroan.140 Modal disetor penuh dibuktikan dengan 
bukti penyetoran sah berdasar Pasal 33 angka 2 UUPT 2007, 
“Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.”

Secara umum, penyetoran modal kedalam badan usaha Per-
seroan Terbatas dilakukan dengan uang tunai. Setiap penyetoran 
dalam bentuk tunai oleh pendiri (selama Perseroan Terbatas belum 
berbadan hukum) dan pemegang saham (setelah PT disahkan) 
harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran yang sah. Namun, 
selain uang tunai, UU PT No. 40 Tahun 2007 juga memungkinkan 
dilakukan penyetoran dalam bentuk lain, penilaian setoran saham 
ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan berdasarkan 
nilai wajar yang ditetapkan dengan harga pasar atau oleh ahli yang  
tidak berafiliasi dengan PT. apabila penyetoran saham dilakukan 
dalam bentuk benda tidak bergerak maka hal tersebut harus diu-
mumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 
empat belas hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah 
RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.141

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dan didiri-

kan berdasarkan perjanjian serta bertujuan mencari keuntungan 
(profit oriented) dan tujuan lainnya. Keuntungan dalam Perseroan 
Terbatas juga disebut dengan istilah laba yang berarti selisih dari 
jumlah seluruh pendapatan usaha yang dikurangi dengan seluruh 
jumlah biaya. Adapun pengaturan pembagian keuntungan juga 
harus dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas seba-
gimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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Adapun keuntungan atau deviden menurut Yahya Harahap 
adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara pro 
rata. Pada prinsipnya dibayarkan dalam bentuk uang, namun juga 
dimungkin dalam bentuk lainnya script atau surat saham semen-
tara maupun produk atau property perusahaan.142 Sedangkan yang 
dimaksud dengan laba bersih adalah keuntungan ditahun berjalan 
setelah dikurangi pajak. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 70 
ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di- 
nyatakan: ”perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba 
bersih setiap tahun buku untuk cadangan.” Namun, kewajiban 
penyisihan tersebut berlaku hanya apabila perseroan mempunyai 
saldo laba positif. Adapun yang dimaksud dengan saldo laba positif 
adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah 
menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelum-
nya.143

Pada dasarnya terdapat dua jenis cadangan yang dibentuk 
dalam perseroan Terbatas, yaitu cadangan wajib dan cadangan 
lainnya. Cadangan yang dimaksud di atas adalah cadangan wajib, 
sedangkan cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib di-
sisihkan oleh perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk 
menutup kemungkinan kerugian perseroan pada masa yang akan 
datang.144 Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, 
tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan 
tidak dapat dibagikan sebagai deviden. Sedangkan yang dimaksud 
dengan cadangan lainnya adalah cadangan di luar cadangan wajib 
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perseroan, misal-
nya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tu-
juan sosial dan sebagainya.145 

Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib tersebut dilaku-
kan hingga cadangan wajib mencapai 20% dari jumlah modal yang 
ditempatkan dan disetor. Cadangan wajib yang belum mencapai 
20% tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian 
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lainnya, sehingga dapat disim-
pulkan bahwa perseroan wajib menyisihkan laba bersihnya untuk 
cadangan wajib, tapi tidak ditentukan jumlahnya dalam UUPT. 
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Dengan demikian, jumlah penyisihannya dapat berbeda-beda se- 
tiap tahunnya tergantung kepada jumlah laba bersih perseroan, 
namun harus terus dilakukan hingga jumlah cadangan wajib men-
capai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan 
disetor.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk ca-
dangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden 
kecuali ditentukan lain di dalam rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS). Sehingga untuk lebih jelasnya deviden dapat diartikan 
sebagian bagian keuntungan Perseroan Terbatas yang diterima oleh 
pemegang saham berdasarkan atas jumlah saham yang dimiliki-
nya atau jumlah modal yang disetorkan pada perseroan. Dengan 
demikian maka deviden ini dibagikan kepada pemegang saham 
sebagai keuntungan atas investasinya dalam suatu Perseroan Ter-
batas. 

Adapun deviden yang dibagikan oleh perusahaan menurut 
Zaki Baridwan sebagimana dikutip M. Rustam dapat dikategori-
kan ke beberapa bentuk antara lain:146 

a. Deviden Kas yaitu pembagian laba dalam bentuk kas , dan ini 
yang paling umum dilakukan oleh perusahaan. 

b. Property Devidends yaitu pembagian laba dalam bentuk aktiva 
selain kas misalnya surat-surat berharga lain yang dimiliki oleh 
perusahaan yang membagikan deviden.

c. Script Devidends yaitu dalm bentuk janji tertulis untuk mem-
bayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang akan datang.

d. Deviden Likuidasi, yaitu deviden yang sebagian merupakan 
pengembalian modal kepada pemegang saham.

e. Deviden Saham yaitu pembagian tambahan saham, tanpa di- 
pungut pembayaran kepada pemegang saham, sebanding de-
ngan saham-saham yang dimilikinya. 

Meskipun terdapat beberapa bentuk deviden yang dapat di-
bagikan kepada para pemegang saham, namun deviden yang di-
bahas di sini adalah deviden dalam bentuk kas yaitu deviden yang 
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dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. 
Hal ini disebabkan karena bentuk deviden kas merupakan deviden 
yang paling banyak dipakai oleh Perseroan Terbatas di Indonesia. 
Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemba-
gian deviden yang merupakan kewajiban perseroan kepada para 
pemegang saham, namun selain sebagai kewajiban juga menjaga 
kredibelitas perusahaan di depan para pemegang saham sehingga 
dapat menjaga kepercayaannya dengan baik.

4. Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia 
Pengaturan Perseroan Terbatas Naamlooze Vennotschap (NV) 

dalam dinamika sejarah hukum badan usaha di Indonesia pada 
masa kolonialisasi dan setelah kemerdekaan adalah dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Staats-
blad 1847-23) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga 
Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan 
dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1971. Di samping itu masih 
terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maska-
pai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij 
op Aandelen, Staatsblad 1939-569 jo 717).147 Kedua peraturan ini 
dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan untuk 
memenuhi kebutuhan untuk memacu pembangunan nasional, se-
hingga lahirlah UUPT yang merupakan hasil legislasi Indonesia, 
yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 berlaku mulai tanggal 7 
Maret 1996, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD 
tidak berlaku lagi. Jadi, yang menjadi acuan atau dasar dalam mem-
bahas mengenai Perseroan Terbatas adalah UU No.1 tahun 1995 
dan KUH Perdata sebagai suatu undang-undang yang bersifat 
umum, yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.

Salah satu pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah 
dalam rangka menciptakan kesatuan hukum yang mengatur badan 
usaha Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang ini 
diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pem-
bangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menu-
rut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Ketentuan tentang Perse-
roan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang sudah tidak lagi dapat mengikuti perkembangan dinamika 
perekonomian dunia. 

Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan terbatas, di mana lahirnya undang-undang ini meru-
pakan lex specialis dari pengaturan mengenai perseroan yang ter-
cantum dalam KUHD. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 
1995, maka hal-hal yang berkaitan dengan perseroan ditentukan 
oleh UU Nomor 1 Tahun 1995. Dari segi bentuk, lahirnya UU  
Nomor 1 Tahun 1995 tersebut telah memperkenalkan bentuk- 
bentuk peseroan seperti BUMN dan BUMD yang saham-saham-
nya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Hal ini 
dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perun-
dang-undangan yang berasal dari zaman Kolonial sebagaimana 
diuraikan di atas.

Dalam kurun waktu 12 tahun UUPT dituntut untuk terus 
merespons perkembangan dinamika ekonomi, maka dipandang 
tidak lagi mampu mengatur pesatnya dinamika bisnis yang sangat 
cepat akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 dan salah satu perbedaannya adalah ketentuan tentang Tang-
gung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UUPT. Pencan-
tuman TJSL sebagai suatu syarat yang diwajibkan bagi perseroan 
sebenarnya merupakan hal yang tidak lazim mengingat konsep 
Corporate Social Responsibility (CSR) konsep yang diadaptasi men-
jadi TJSL dalam UUPT bukan ketentuan yang mandatory dalam 
ketentuan tentang perseroan di negara lain.

Di satu sisi, penerapan syarat TJSL (ditambah ketentuan sanksi 
atas pelanggarannya) dalam UUPT dapat menjadi sarana penekan 
bagi para pemodal yang selama ini dikenal nakal dalam menjalan-
kan aktivitas bisnisnya. Namun, di sisi lain, golongan pengusaha 
yang selama ini disiplin menerapkan CSR akan merasa kehilangan 
nilai kesukarelaan dalam setiap aktivitas CSR mereka. Konsep asli 
CSR sendiri mempunyai beberapa prinsip, yaitu 1) transparant; 2) 
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accountable; 3) respect to stake holder; 4) ethically; 5) respect to the 
rule; 6) human rights; 7) respect to the international norms.

Dalam dinamika pengaturannya diiringi dengan lahirnya UU 
No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 8 
Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan UU No. 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan 
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari undang-
undang yang disebutkan di atas, tidak semuanya mengatur tentang 
Perseroan Terbatas, namun undang-undang tersebut mempunyai 
keterkaitan yang erat dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, 
hanya UU No. 40 Tahun 2007 yang secara eksplisit dan menyelu-
ruh mengatur Perseroan Terbatas termasuk penggabungan dan pe- 
leburan, pengambil-alihan dan pemisahan, pembubaran dan likui-
dasi Perseroan Terbatas.

D. Akad Syirkah Mudharabah Sebagai dasar Membentuk 
Perseroan Terbatas

1. Hakikat Akad Syirkah Mudharabah
Istilah akad syirkah mudharabah secara bahasa merupakan 

penggabungan dari kata syirkah dan mudharabah. Syirkah secara 
bahasa bermakna al-ikhtilath, yaitu percampuran atau penggabu-
ngan dua modal atau lebih menjadi satu bagian utuh, bahkan syir-
kah juga bermakna al-nashib, al-hishshah yang berarti porsi atau 
bagian, yang dalam konteks Indonesia bermakna perserikatan atau 
persekutuan.148 Selanjutnya secara terminologi syirkah adalah hak 
kepemilikan suatu hal (kerja sama dalam usaha) oleh dua orang atau 
lebih sesuai persentase tertentu dengan memberikan konstribusi 
modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko kerugian 
akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.149 Sedangkan istilah 
mudharabah berasal dari kata dhraba yang memiliki arti beragam 
bergantung pada ikutannya, antara lain bermakna pergi mencari 
rezeki (dharaba al-thair); mencampur (dharaba al-syai`bil-syai`); 
berniaga atau berdagang (dharaba fi al-mal bil mal).150 Selanjutnya 
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secara syar`i, mudharabah adalah suatu akad kerja sama dengan 
modal harta dari salah satu di antara kedua belah pihak yang sedang 
bekerja sama, sedangkan dipihak lain dengan keahlian pekerjaan 
(skill),151 bertujuan menghasilkan keuntungan.152 Apabila terdapat 
keuntungan dibagi berdasarkan penghitungan yang disepakati, se-
dangkan kerugian menjadi tanggung jawab penuh shahibul maal, 
kecuali kerugian tersebut akibat kelalaian mudharib. 

Akad syirkah dan akad mudharabah merupakan akad yang 
memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama akad bagi hasil, 
namun perbedaannya hanya terletak pada teknis bentuk modal, 
pembagian keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya, kedua akad 
tersebut merupakan akad yang sama-sama dibolehkan dan tidak 
mengandung unsur yang dilarang dalam hukum Islam dalam per-
spektif teori al-Uqud al-Murakkabah, maka akad syirkah dan akad 
mudharabah dapat digabung menjadi satu sehingga menjadi akad 
syirkah mudharabah yang memiliki makna dan sistem yang meng-
akomodir dari kedua akad dimaksud. 

Berdasarkan teori al-Uqud al-Murakkabah, maka kedua akad 
tersebut dapat digabungkan menjadi akad syirkah mudharabah 
merupakan suatu akad kerja sama bisnis antara kedua pihak atau 
lebih, di mana satu pihak merupakan pemilik modal harta (sha-
hibul maal/rabb al-mal), sedangkan di pihak lain adalah pelaku 
usaha yang memiliki keahlian pekerjaan (mudharib) dengan ke-
tentuan para sekutu dapat lebih dari satu orang atau satu pihak 
dan pelaku usaha (mudharib) atas izin pemilik modal dapat ikut 
andil untuk menanamkan modal hartanya, sehingga mudharib 
disatu sisi sebagai pelaku usaha namun disisi lain mudharib juga 
bagian dari sekutu pemilik modal (shahibul maal). Keuntungan 
dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama dihitung berdasarkan 
proporsi modal yang dimiliki oleh para sekutu sebagaimana akad 
syirkah, pada tahap kedua keuntungan dihitung berdasarkan nis-
bah (persentase) yang disepakati sebagaimana akad mudharabah. 
Sedangkan kerugian pada akad syirkah mudharabah ini dibagi se-
suai dengan porsi dana masing-masing sebagaimana akad syirkah 
(termasuk modal yang diinvestasikan mudharib) dan selanjutnya 
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kerugian sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemilik modal 
(shahibul maal) sedangkan pelaku usaha hanya menanggung ke-
rugian waktu, tenaga, dan pikiran yang digunakan pada saat usaha 
tersebut dijalankan, kecuali kerugian terjadi terbukti akibat kela-
laian atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha (mu-
dharib). 

Akad syirkah mudharabah merupakan istilah jarang dijumpai 
dalam berbagai kitab fiqh terutama yang membahas bidang fiqh 
mu`amalah. Bahkan para ulama fiqh era klasik maupun kontem-
porer tidak membahas secara spesifik akad ini dalam satu pemba-
hasan yang utuh pada bab syirkah. Dalam literatur fiqh Muamalah 
banyak dibahas secara terpisah antara akad syirkah dengan akad 
mudharabah, bahkan kalangan empat ulama fiqh era klasik hanya 
mengenal empat jenis syirkah khususnya yang dikategorikan dalam 
syirkah uqud antara lain: syirkatul `inan, syirkatul mufawadhah, 
syirkatul abdan/`amal, dan syirkatul wujuh. Sedangkan mudha-
rabah dibahas dalam bab tersendiri yang terpisah dari bab syirkah 
hal ini juga terjadi dalam literatur fiqh mu`amalah karya-karya 
ulama fiqh Indonesia juga menempatkan pembahasan akad mu-
dharabah terpisah dari akad syirkah, sehingga akad syirkah mu-
dharabah seakan-akan asing dalam pembahasan yang melingkupi 
akad syirkah, masing-masing seakan akan berdiri sendiri dengan 
sebutan akad syirkah yang berarti kerja sama berbasis kemitraan 
dalam keuntungan dan kerugian (profil and lost sharing) dan akad 
mudharabah, yaitu kerja sama usaha berbasis bagi hasil (profit 
sharing) karena kerugian modal hanya menjadi tanggung jawab 
pemilik modal (shahibul maal), sedangkan mudharib tidak diang-
gap menangung kerugian, pandangan inilah semakin menguatkan 
pemahaman kita bahwa syirkah dan mudharabah merupakan akad 
yang terpisah. Namun, jika ditelusuri menunjukkan bahwa seja-
tinya mudharabah merupakan bagian dari syirkah, hanya karena 
bentuk kerja sama modal usaha (ra`s al-mal)-nya terdiri dari per-
campuran modal harta dengan tenaga dan keahlian serta tingginya 
resiko yang ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal), maka 
pembahasannya disendirikan dan deskripsikan dengan sistem yang 
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sangat lengkap oleh para ulama fiqh, sehingga akad mudharabah 
tersebut dikenal dengan mudharabah fardhiyah di mana para 
sekutu yang bekerja sama bersifat perorangan atau satu pihak saja.

Menurut penulis, dalam konteks pengembangan bisnis syariah 
kontemporer, akad mudharabah fardhiyah ini memiliki kesulitan 
untuk diterapkan karena mengharuskan sekutu pemilik modal 
(shahibul maal) adalah satu pihak saja, sedangkan kemampuan me- 
miliki modal dengan jumlah yang dibutuhkan dalam kerja sama 
usaha sangat terbatas, sehingga hal ini akan menghambat para pe-
laku usaha untuk mengembangkan usaha karena pemodal sangat 
sulit didapatkan, di samping itu jika pelaku usaha hanya satu pihak 
saja, maka dapat meninbulkan keraguan bagi pemilik modal ter-
hadap objek usaha yang dijalankan sehingga sampai saat ini per-
tumbuhan praktik bisnis berdasarkan akad mudharabah sangat 
kecil dibandingkan dengan akad syariah lainnya. Inilah kondisi 
objektif realitas dinamika bisnis saat ini, sehingga pengembangan 
akad syirkah mudharabah dengan berpijak pada prinsip-prinsip 
dan ketentuan akad dalam fiqh muamalah menjadi sangat dibu-
tuhkan.

Status hukum akad syirkah mudharabah dalam kajian ulama 
fiqh klasik tidak ada suatu pembahasan secara khusus dan leng-
kap, berbeda dengan akad mudharabah fardhiyah yang di hampir 
banyak kitab sangat lengkap dan jelas. Hal ini menurut penulis 
dimungkinkan karena kondisi dinamika bisnis juga masih bersifat 
sederhana sehingga sistem akad yang dikembangkan juga didasar-
kan kepada perkembangan bisnis saat itu. Walapun para ulama fiqh 
klasik tidak menulis secara lengkap tentang syirkah mudharabah, 
tetapi mereka memberikan isyarat-isyarat melalui pendapat-penda-
patnya yang ditulis oleh ulama fiqh setelahnya dalam kitab-kitab 
fiqh terutama adalah pengembangan para sekutu atau mitra serta 
pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad mudharabah 
lebih dari seorang atau lebih dari satu pihak.

Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Tahdzib fi Fiqh al-Imam al-
Syafi’iy, mengatakan bahwa:
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Apabila dua orang laki-laki berbisnis secara mudharabah ber-
sama seorang laki-laki lain atas harta 1000 dinar, dua orang 
itu menyatakan ‘kami (akan) melakukan bisnis mudharabah 
dengan kamu, setengah keuntungan untukmu dan sisanya bagi 
kami secara sama, hal ini dibolehkan.153  

Berkaitan dengan para sekutu dalam mudharabah Ibn Quda-
mah dalam Kitab al-Mughni menyatakan:

Dan jika dua orang melakukan bisnis secara mudharabah 
dengan seorang yang lain dengan sejumlah uang 1000 dirham 
milik mereka berdua, maka hal itu hukumnya boleh.154  

Mengenai modal usaha, para sekutu, dan pembagian keun-
tungan dan kerugian akad mudharabah juga dikemukakan oleh 
Muhammad Abd al-Mun’im Abu Zaid dalam Kitab Nahwa Tath-
wir al-Mudharabah, menyatakan bahwa:

Bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik 
salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan syirkah 
dengan mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua 
orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 
dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 meng-
izinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh 
modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara 
mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 
memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3 
(dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 
memperoleh ¾ (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) mem-
peroleh ¼ (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh 
½ (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) 
tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk 
amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 
1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola 
modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitra-
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nya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu 
¼ (seperempat).155 

Ibn Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid juga menuturkan bahwa:

Imam Malik pernah ditanya tentang seorang laki-laki meng-
ambil harta untuk dibisniskan secara mudharabah milik dua 
orang laki-laki, ia hendak mencampurkannya dengan harta 
selain milik mereka, Imam Malik menganjurkan mendapat izin 
dari dua orang itu lebih baik dan saya lebih suka, apabila tidak 
mendapatkan izin, tidak ada jalan untuk saya berpikir, menu-
rut kabar salah seorang dari mereka mengizinkannya dan yang 
lain tidak mengizinkannya, kemudian laki-laki itu mencam-
purkan harta mereka. 

Setelah itu, Ibn Rusyd juga menyimpulkan bahwa demikian 
dua harta tersebut dicampurkan setelah mendapat izin dari salah 
satunya, mendapat izin dari keduanya adalah lebih baik, karena 
masing-masing dari mereka akan menganggap harta miliknya lebih 
baik dari harta yang lain. Percampuran harta salah seorang dengan 
harta seorang yang lain dengan tanpa memberi kebebasan kepada 
yang lain adalah tidak lazim dan orang yang mencampurkannya itu 
patut bertanggung jawab atas segala risikonya.156

Al-Nawawi dalam Kitab Raudlah al-Thalibin juga bependapat 
bahwa: 

Dan jika dua orang melakukan bisnis secara mudharabah 
dengan seorang yang lain, maka hendaknya dua orang itu men-
jelaskan bagian keuntungan untuk al-mudharib dan sisanya 
dibagi di antara mereka dengan ukuran sesuai harta mereka 
berdua.157 

Dari pendapat para ulama fiqh sebagaimana dijelaskan di atas, 
maka dapat dipahami bahwa subjek hukum atau para sekutu dalam 
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akad mudharabah adalah terdiri dari beberapa orang atau lebih 
dari satu pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai sekutu pemilik 
modal (shahibul maal) juga sebagai pelaku usaha (mudharib), hal 
ini secara umum sejatinya bukan permasalahan yang yang asing 
didalam kajian fiqh Islam terutama dalam fiqh muamalah maliyah, 
para ulama fiqh dari era klasik sampai kontemporer telah mene-
tapkan kebolehannya. Adapun pengembangan akad ini berpijak 
dari para sekutu yang tidak lagi tunggal atau perorangan melain- 
kan terdiri dari dari beberapa orang atau beberapa pihak. Namun, 
menurut penulis hal ini pada dasarnya merupakan satu pihak, arti-
nya para sekutu pemilik modal (shahibul maal) sedangkan di pihak 
lain adalah pelaku usaha (mudharib) hanya jumlah masing-masing 
pihak dapat lebih dari satu. Oleh karena itu, akad syirkah mudha-
rabah sebagai penggabungan dari akad syirkah dan akad mudha-
rabah hukumnya boleh. 

Pengembangan akad sebagai upaya merespons perkembangan 
dinamika masyarakat pada dasarnya boleh berdasarkan kaidah 
fiqh “al-ashl fī ’l-mu’āmalah al-ibāhah illā an yadulla dalīl ‘alā 
tahrīmihā (hukum asal dari muamalah boleh kecuali jika ada dalil 
yang menunjukkan keharamannya).” Adapun formulasi nalar ke-
absahan yang dapat dijadikan tumpuan tentang keabsahan akad 
syirkah mudharabah dibangun dengan lima landasan yaitu: 

Pertama, Akad syirkah mudharabah juga didasarkan pada ke-
mu’tabar-an syirkah ’inan sebab hubungan hukum antar pemilik 
modal pada dasarnya dapat dihimpun dari banyak pihak dari ber-
bagai latar belakang berbeda selanjutnya modal usaha dileburkan 
menjadi utuh satu kesatuan (al-iktilath), sementara tenaga juga di- 
ikutsertakan dalam melaksanakan kerja atas kerja sama usaha ter-
sebut, dan syirkah ’inan ialah syirkah yang disepakati oleh seluruh 
ulama fiqh terutama para imam mazhab.158  

Kedua, Akad syirkah mudharabah merupakan akad yang dida-
sarkan dengan ke-mu`tabar-an syirkah wujuh, sebab akad syirkah 
yang paling sesuai dengan akad syirkah mudharabah adalah syir-
kah wujuh. Namun, perbedaannnya secara prinsip adalah bahwa 
pemodal syirkah mudharabah adalah pihak yang tidak mengerti 
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cara mengelola hartanya, di sisi lain terdapat pihak yang memiliki 
bisnis membutuhkan modal. Upaya menjalin kerja sama antara 
pemodal yang tidak tahu cara mengelola hartanya dan pelaku bis- 
nis yang kekurangan modal, atau pelaku bisnis yang cakap ber- 
inisiatif mendirikan sebuah usaha tetapi tidak memiliki modal,  
inilah yang dimaksud dengan istilah syirkah mudharabah. Untuk 
itu pula, dalil yang dipergunakan untuk menyatakan ke-mu’tabar-
an dari akad ini, sudah pasti mengikuti kemu’tabaran akad syirkah 
wujuh. Terkait dengan ke-mu’tabar-an syirkah wujuh,159 di dalam 
Kitab al-Mabshuth bahwa akad kemitraan taqabbul dihukumi 
shahih walaupun Imam Syafi`i R.a., hanya mengakui syirkah `inan 
sebab pada dasarnya hukum asal akad kemitraan adalah kemitraan 
dalam kepemilikan (syirkatul milk). Dan kemitraan tidak ditemu-
kan dalam syirkah wujuh karena sesungguhnya percampuran dalam 
amal (kerja) adalah tidak mungkin. Namun, menurut Syekh Syam-
suddin as-Sarkhasy dibolehkannya syirkah wujuh dengan alasan 
didasari oleh akad wakalah, artinya setiap orang bisa melakukan 
akad perwakilan (tawkil) kepada orang lain, dan di dalam perwa-
kilan terjadi perpindahan amal yang sifatnya shahih (dibenarkan 
secara syar`i), terlebih menyikapi syirkah wujuh tidak ada peng-
ingkaran sejak zaman Rasulullah. Artinya, syirkah mudharabah 
dapat didasarkan pada ke-mu’tabar-an syirkah wujuh sebagaimana 
pendapat para ulama mazhab selain Imam Syafi`i tentang keabsa-
han syirkah wujuh.

Ketiga, Akad syirkah mudharabah merupakan akad yang di-
dasarkan pada akad wakalah, Menurut Imam al-Ghazali (w. 405 
H) bahwa esensi dari syirkah adalah akad wakalah,160 yaitu akad 
penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk 
orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (ber-tasharruf). 
Bagi al-Ghazali, syirkah memiliki dasar yang kuat dalam syara` 
karena syirkah bukan hanya akad permodalan tetapi pada hakikat-
nya merupakan akad wakalah. Melalui akad kemitraan ini, para 
mitra melakukan pengelolaan terhadap modal harta yang menjadi 
modal bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka al-Ghazali 
yang merupakan representasi dari Imam Syafi`i sejatinya memiliki 
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kesamaan dalam keabsahannya hanya saja titik tekannya sisi ke-
mu’tabar-annya ada pada akad wakalah. Oleh karena itu, maka 
akad wakalah merupakan landasan lain dari syirkah mudharabah 
karena di dalamnya merupakan sistem kerja sama yang bertumpu 
pada akad wakalah.

Keempat, keabsahan akad syirkah mudharabah didasarkan atas 
izin dari pemilik modal (shahibul maal), izin sejatinya merupakan 
hal yang terkait dengan kepantasan dan etika komunikasi bisnis, 
namun demikian ketika akad syirkah mudharabah telah disepa-
kati, maka secara otomatis izin dari pemilik modal (shahibul maal) 
sudah dianggap sah walaupun tidak ada izin dari pihak investor 
lainnya karena syirkah antar pemilik modal dikategorikan sebagai 
syirkah idhthirariyah (otomatis, tanpa akad).

Kelima, akad syirkah mudharabah merupakan akad yang di- 
dasarkan pada percampuran modal usaha yang berbeda yang di-
serahkan oleh penyedia modal (shahib al-mal) yang berupa harta 
maupun pengelola modal (mudharib) yang berupa keahlian atau 
keterampilan. Dalam akad ini, bisnis yang dijalankan biasanya ber-
sifat investasi (investment) sehingga tidak memberikan kepastian 
imbalan (return) dari awal. Tingkat return yang diperoleh dapat  
bersifat positif, negatif, atau nol bergantung pada hasil usaha.161 
Dalam fiqh jenis objek percampuran dibedakan dua bagian, yaitu 
ayn/real asset berupa barang dan jasa, serta dayn/financial asset 
berupa uang dan surat berharga. Namun secara lebih rinci, objek 
percampuran dapat diidentifikasi ke dalam tiga jenis percampuran 
yaitu percampuran real asset (ayn) dengan real asset (ayn), percam-
puran real asset (ayn) dengan financial asset (dayn), dan percampu-
ran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn).162 Dalam 
akad syirkah mudharabah merupakan percampuran antara ayn  
(real asset) dengan dayn ( financial asset), sebab akad ini terjadi 
ketika ada seorang pemilik modal yang bertindak sebagai penyan-
dang dana memberikan sejumlah dana tertentu untuk modal usaha 
(memberikan dayn/uang/ financial asset) kepada seseorang yang 
mempunyai kecakapan untuk berbisnis sebagai pengelola dengan 
memberikan ayn (jasa/keahlian, real asset). Karakter percampuran 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

143

akad syirkah mudharabah hampir sama dengan syirkah wujuh, 
namun perbedaannya terletak pada pengetahuan pemilik modal 
untuk mengelola usahanya.163  

Dari pemikiran di atas, maka menurut penulis, secara historis 
akad mudharabah tidak dapat dilepaskan dari akad syirkah karena 
sejatinya mudharabah merupakan bagian dari syirkah. Sebagai-
mana dijelaskan di atas bahwa syirkah merupakan bentuk perjan-
jian kerja sama usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan 
(profit oriented). Jadi, akad mudharabah dalam pandangan sejum-
lah ulama merupakan bagian dari akad syirkah, sehingga secara 
konseptual syirkah mudharabah merupakan pengembangan yang 
berupa perpaduan antara syirkah amwal (kerja sama dengan modal 
harta) dan syirkah abdan (kerja sama dengan modal keahlian atau 
keterampilan) dengan merujuk kepada pendapat para ulama fiqh 
maupun pada ke-mu`tabar-an beberapa akad sebagaimana dijelas-
kan di atas.

Bisnis yang dilakukan oleh pelakunya guna mendapatkan ke-
untungan yang akan dibagikan kepada para sekutunya, pada akad 
syirkah mudharabah keuntungan dibagi dua tahap, tahap pertama 
dibagi di antara pemilik modal (shahibul maal) termasuk pelaku 
usaha ketika diposisi sebagai shahibul maal secara proporsional 
sesuai dengan kesepakatan di antara para sekutu berdasarkan akad 
syirkah. Selanjutnya keuntungan dibagi antara pemiliki modal 
(shahib al-mal) dan pelaku usaha (mudharib) berdasarkan nisbah 
(persentase) yang disepakati. Kerugian dibebankan hanya kepada 
pemilik modal (shahibul maal) termasuk harta mudharib yang 
diinvestasikan, kecuali kerugian tersebut karena kelalaian mudha-
rib.164

Dengan demikian, akad syirkah mudharabah perspektif ma-
qashid syariah dapat dipahami bahwa pada hakikatnya akad ter-
sebut menyatukan capital dan labour (skill and entrepreneurship) 
yang dalam sistem konvesional terpisah dan hanya menguntung-
kan pemilik modal namun tidak bagi pihak yang tidak memiliki 
modal. Secara subtansial Islam menyariatkan akad ini untuk me-
mudahkan orang (taisir al-nas) karena sebagian dari mereka memi-
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liki harta tapi tidak mampu mengelolanya, sebaliknya ada orang 
yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki modal (harta). 
Syariat memperbolehkan kerja sama khususnya akad ini agar saling 
mengambil manfaaat di antara keduanya, shahibul maal meman-
faatkan keahlian mudharib (pengelola) dan sebaliknya mudharib 
(pengelola) memanfaatkan modal yang dipercayakan shahibul maal 
kepadanya, dengan demikian terbentuklah kerja sama harta dan 
`amal (keahlian),165 dan akan berimplikasi terhadap pemerataan 
kesejahteraan sebagai wujud keadilan ekonomi. Di sinilah ma-
qasid al-syariah menemukan relevansinya bahwa Allah tidak akan 
mensyariatkan suatu akad kecuali mewujudkan kemaslahatan dan 
menolak kerusakan.166 

Akad syirkah mudharabah ini memiliki banyak manfaat bagi 
keadilan ekonomi, sebab sinergisitas-mutualistik dalam akad ini 
melahirkan kesadaran transendental sebagai manusia yang mem-
punyai kekurangan untuk senantiasa bersatu dalam mewujudkan 
kemaslahatan dalam dimensi kehidupan yang nyata. Kolabolasi 
antara shahibul maal dengan mudharib yang sama-sama mem-
berikan keuntungan dari akad ini yang dalam maqasid al-syariah 
menghasilkan kebersamaan, kerja sama, kemudahan, kesugguhan 
dan kejujuran dalam upaya kongkret menjaga harta (hifz maal) 
yang bermuara pada kemaslahatan umat sebagaimana tujuan utama 
syariat Islam.

2. Unsur-Unsur Akad Syirkah Mudharabah
Berdasarkan penjelasan tentang hakikat akad syirkah mudha-

rabah sebagai akad yang terbentuk dari pengembangan akad syir-
kah yang dapat dijadikan dasar perjanjian dalam transaksi bisnis 
syariah kontemporer, maka perlu dideskripsikan mengenai unsur-
unsur yang menjadi rukun dan syarat akad syirkah mudharabah. 
Adapun unsur-unsur akad syirkah mudharabah sebagai berikut:

a. Subjek Akad Syirkah Mudharabah 
Subjek dalam akad syirkah mudharabah merupakan hal wajib 

mengingat pelaku/subjek dalam sebuah akad merupakan rukun, 
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jika tidak terpenuhi maka akad menjadi batal, namun dalam akad 
ini tidak semua dapat menjadi subjek dalam akad dimaksud sebab 
terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pijakan dalam menen-
tukan subjek apakah sebagai pemilik modal (shahibul maal) atau 
sebagai pihak pelaku usaha (mudharib) yang memiliki keahlian 
untuk mengembangkan suatu usaha tertentu. 

Pemilik modal (shahibul maal) dalam akad disyaratkan meru-
pakan subjek yang cakap hukum baik secara syar’i maupun dalam 
ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara sebab menjadi 
syarat sah dalam melakukan akad dimaksud. Shahibul maal juga 
merupakan subjek yang mempunyai modal, dia memahami alur 
kerja, namun dia tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan 
hartanya dalam bentuk usaha yang sedang dijalankan oleh mu- 
dharib.167 Jika pemilik modal memiliki keahlian di bidang usaha 
yang dikembangkan oleh pelaku usaha, maka akad ini termasuk 
syirkah wujuh (kerja sama dengan reputasi/nama baik). Subjek lain 
dalam akad syirkah mudharabah adalah pengelola dana/pelaku 
usaha (mudharib) merupakan pihak yang memiliki keahlian dalam 
menjalan usaha sehingga kerja sama usaha tersebut dalam meng-
hasilkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. 
Mudharib wajib mengelola usaha dengan berikhtiar memperoleh 
keuntungan melalui kegiatan bisnis yang terencana dengan baik 
di semua sektor usaha, atau usaha tertentu yang disepakati dengan  
akad (mudharabah muqayyadah).168 Menurut ketentuan fiqh me-
ngenai subjek akad syirkah mudharabah sejatinya tetap merujuk 
pada akad mudharabah yang terdiri dari dua subjek yaitu pemilik 
dana (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib), namun dalam 
akad syirkah mudharabah kedua subjek tersebut masing-masing 
diperbolehkan lebih dari satu orang atau satu pihak, artinya subjek 
pemilik dana (shahibul maal) dapat lebih dari satu orang atau satu 
pihak dan berikut pelaku usaha (mudharib) juga dapat lebih dari 
satu orang atau satu pihak, dan mudharib dapat ikut ambil bagian 
dalam melakukan investasi pada kerja sama dimaksud.169

Mengenai tugas kedua subjek pemilik modal (shahibul maal) 
dan pelaku usaha (mudharib) dalam akad mudharabah dinyatakan 
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dalam Pasal 238 KHES bahwa “status benda yang berada di tangan 
mudharib yang diterima dari shahib al-maal, adalah modal.” dan 
“Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-maal dalam 
menggunakan modal yang diterimanya”.170 Oleh karena itu, dalam 
syirkah mudharabah, mudharib disyaratkan harus memiliki ke-
mampuan (cakap hukum atau ahliyat al-wujub wa al-ada’) untuk 
mewakilkan/memberikan kuasa (bagi shahibul maal) dan mene-
rima perwakilan/kuasa bagi mudharib karena dalam akad ini ter-
kandung akad wakalah atau kuasa, yaitu pelaku usaha melakukan 
usaha (bisnis) atas dasar kuasa dari pemilik modal dan berusaha 
mengembangan usahanya sehingga mendatangkan keuntungan.171

Tentang subjek akad syirkah mudharabah juga dapat merujuk 
pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,172 bahwa subjek dalam 
akad mudharabah adalah shahib al-mal dan mudharib bisa ber- 
wujud orang (syakhshiyah thabi’iyah/natuurlijke persoon) maupun 
yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun 
tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i’tibariah/syakhshiyah huk-
miyah/rechts person), Shahibul maal dan mudharib wajib cakap 
hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Shahibul maal wajib memiliki modal yang diserah 
terimakan kepada mudharib, dan mudharib wajib memiliki keah-
lian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan 
keuntungan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa subjek 
akad terdiri termasuk dalam rukun akad mudharabah yang me-
nyatakan bahwa “kerja sama modal dan usaha dilakukan oleh sha-
hib al-mal/pemilik modal dan mudharib/pelaku usaha”.173 Subjek 
akad mudharabah baik shahibul maal dan mudharib dapat berupa 
“orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berba-
dan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan 
hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”.174

Berdasarkan penjelasan mengenai subjek akad ini, maka dapat 
dipahami bahwa dalam akad syirkah mudharabah subjeknya tidak 
lagi sebagaimana mudharabah fardhiyah (satu orang atau satu 
pihak) saja, namun subjek akad ini dapat terdiri dari dari bebe-
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rapa orang atau beberapa pihak. Namun, menurut penulis hal ini 
pada dasarnya merupakan satu pihak, artinya para sekutu pemilik 
modal (shahibul maal), sedangkan di pihak lain adalah pelaku 
usaha (mudharib) hanya jumlah masing-masing pihak dapat lebih 
dari satu. Dan di sinilah letak relevansi akad syirkah mudharabah 
dengan kondisi bisnis syariah yang terkonsentrasi dalam badan 
usaha seperti Perseroan Terbatas yang menuntut keterbukaan, keju-
juran, kerja sama dan kepedulian antara pemilik dana dan pelaku 
usaha sehingga keadilan ekonomi dapat terwujud. 

b. Modal Usaha Akad Syirkah Mudharabah
Modal usaha (ra’s al-maal) dalam akad syirkah mudharabah 

memiliki peranan yang sangat signifikan untuk untuk mengge-
rakkan usaha yang sedang dijalankan oleh shahibul maal dengan 
mudharib untuk memperoleh keuntungan. Karakteristik modal 
dalam akad syirkah mudharabah memiliki perbedaan dengan akad 
syirkah lainnya. Modal akad syirkah mudharabah sejatinya meru-
pakan percampuran dari modal usaha harta (ra’s al-mal bil amwal) 
dengan modal usaha yang lainnya berupa badan dan keahlian (ra’s 
al-mal bil abdan/`amal) yang digabungkan menjadi satu kesatuan, 
artinya jika modal tersebut tidak ada salah satunya maka akad syir-
kah mudharabah tidak terjadi atau dapat terjadi namun dengan 
nama akad yang berbeda.

Subtansi konsep modal akad ini didasarkan pada teori pen-
campuran yaitu percampuran antara ayn (real asset) dengan dayn 
( financial asset), sebab akad ini terjadi ketika ada seorang pemi-
lik modal yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan 
sejumlah dana tertentu untuk sebagai modal usaha (memberikan 
dayn/uang/financial asset) kepada seseorang yang memiliki kecaka-
pan untuk berbisnis sebagai pengelola dengan memberikan ayn 
(jasa/keahlian, real asset), dengan ketentuan bahwa pelaku usaha 
(mudharib) juga ikut andil dalam investasi modal harta. Karakter 
percampuran akad syirkah mudharabah inilah yang menjadi pem-
beda dengan syirkah yang lain, kecuali syirkah wujuh yang hampir 
sama tetapi berbeda dalam pemahaman pengelolaan terhadap sub- 
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stansi dan teknis pelaksanaan bisnis yang dijalankan mudharib.175  
Modal usaha yang berbasis pada harta dalam akad syirkah mu-

dharabah disediakan oleh shahibul maal disyaratkan176 berbentuk 
uang, jelas jumlahnya, tunai, namun jika berbentuk barang menu-
rut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan 
keuntungannya kecuali setelah dihitung pada saat terjadinya akad, 
demikian juga utang tidak dapat dijadikan modal akad syirkah 
mudharabah, karena tidak jelas keadaannya.

Wahbah az-Zuhaili mensyaratkan modal usaha yang berben-
tuk harta harus berupa: benda harus berupa alat ukur (nuqud/
uang), bukan berupa barang, modal harus dapat diketahui dan 
terukur, modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang), modal 
harus dapat di serahkan dari shahib al-mal kepada mudharib,177 
secara teknis modal syirkah mudharabah disyaratkan;178 modal 
yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai 
sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya, modal harus 
tunai dan tidak utang, modal harus diketahui dengan jelas jum-
lahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola dana 
tidak diperkenankan menginvestasikan kembali modal mudhara-
bah, pengelola dana tidak dipebolehkan untuk meminjam modal 
kepada orang lain dan jika terjadi maka dianggap terjadi pelang-
garan kecuali atas seizin pemilik dana. Dalam akad ini pelaku usaha 
(mudharib) juga diperboleh berinvestasi pada usaha yang sedang 
dijalankan dengan ketentuan disepakati di awal akad.179 

Modal wajib diserahkan sepenuhnya oleh pemilik modal ke-
pada pelaku usaha dan tidak boleh ditahan oleh pemilik dana 
baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila sebagian modal itu 
tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan 
sepenuhnya, menurut ulama Imam Mazhab Hanafi, Maliki, dan 
Syafi’i hal itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab Ham-
bali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di 
tangan pemilik modal, dengan ketentuan tidak mengganggu ke-
lancaran usaha tersebut.180

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, bahwa Modal 
usaha harus diserah-terimakan (al-taslim) bertahap atau tunai se-
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suai kesepakatan. Modal usaha pada dasarnya wajib dalam bentuk 
uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi 
antara uang dan barang, Jika modal usaha dalam bentuk barang, 
wajib dilakukan taqwim al-’urudh pada saat akad. Modal usaha 
yang diserahkan oleh shohibul mal wajib dijelaskan jumlah/nilai 
nominalnya. Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra’s al-mal 
wajib disepakati oleh para pihak (shahib al-mal dan mudharib), 
Jika shahibul maal menyertakan ra’s al-mal berupa mata uang yang 
berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati 
sebagai ra’s al-mal pada saat akad dan ra’s al-mal tidak boleh dalam 
bentuk piutang.181 

Mengenai jenis modal harta Kompilasi Hukum Ekonomi Sya-
riah (KHES) dinyatakan bahwa modal dalam akad mudharabah 
harus memenuhi ketentuan; “Modal harus berupa barang, uang 
dan atau barang yang berharga, Modal harus diserahkan kepada 
pelaku usaha/mudharib dan jumlah modal dalam suatu akad mu-
dharabah harus dinyatakan dengan pasti.182 Namun KHES pasal 
244 menyatakan, “Mudharib tidak boleh mencampurkan kekaya-
annya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan mudha-
rabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku 
usaha.” dan diperkuat dalam Pasal 245 bahwa “Mudharib dibole-
hkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudha-
rabah apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melaku- 
kan usaha-usaha khusus tertentu.” Ketentuan larangan mencam-
pur modal dari pelaku usaha (mudharib) kepada modal usaha (ra’sl  
al-mal) dalam KHES, karena hanya mengatur mudharabah far-
dhiyah saja belum mengakomodasi terhadap pengaturan syirkah 
mudharabah yang terbuka dan mengizinkan pelaku usaha turut 
berinvestasi dalam proyek usaha dimaksud.

Adapun syarat usaha yang dilakukan mudharib dalam men-
jalankan modal yang diberikan oleh shahibul maal harus sesuai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2) Mudharib dalam melakukan usaha mudharabah harus atas 
nama entitas mudharabah, tidak boleh atas nama dirinya sen-
diri. 

3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama en-
titas mudharabah, boleh dibebankan ke dalam entitas mu- 
dharabah. 

4) Mudharib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyum-
bangkan, atau menghadiahkan ra’s al-maal dan keuntungan 
kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari shahibul maal. 

5) Mudharib tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk  
at-ta’addi/at-taqshir dan/atau mukhalafat a sy-syuruth.

Tanggung jawab shahibul maal terbatas hanya pada jumlah 
modal yang telah ditanamkannya.183 Asas ini merupakan sesuatu 
yang sangat penting, karena apabila tidak demikian berarti tang-
gung jawab shahibul maal tidak terbatas, maka tidak patut bagi 
shahibul maal hanya menjadi sleeping partener.184 Mudharib tidak 
diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga mele-
bihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal. 
Apabila mudharib melampaui batas jumlah investasi mudharabah 
tanpa otorisasi yang khusus atau tanpa pengesahan yang diperoleh 
dari shahibul maal, maka mudharib secara pribadi bertanggung 
jawab atas kelebihan dana tersebut.185

c. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Akad Syirkah Mudha-
rabah
Akad syirkah mudharabah merupakan sistem kerja sama usaha 

yang mencampurkan modal harta yang dimiliki shahibul maal 
(pemilik modal) dan modal keahlian/keterampilan yang dimiliki 
oleh mudharib (pengelola usaha) yang berorientasi untuk meng-
hasilkan keuntungan (profit). Oleh karena itu, dalam akad syirkah 
mudharabah terdapat ketentuan tentang pembagian keuntungan 
dan kerugian dalam pelaksanaan akad tersebut. 

Pembagian keuntungan dalam sebuah kerja sama usaha syirkah 
mudharabah harus dibangun di atas sistem syirkah dan mudhara-



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

151

bah, sebab mudharib juga terlibat dalam investasi pada kerja sama 
usaha tersebut, sehingga pembagiannya harus berdasarkan pada 
dua sistem akad tersebut. Hal ini merupakan upaya menghindari 
pembagian keuntungan yang batil dan diharamkan sebagaimana 
ditegaskan dalam al-Qur’an: “Janganlah kamu memakan harta di 
antara kamu dengan cara batil, dan mengajukannya kepada hakim, 
agar kamu dapat memakan harta sebagian manusia dengan cara 
dosa padahal mau mengetahuinya”(QS. al-Baqarah [2]: 188).

Dalam akad syirkah mudharabah ketentuan mengenai keun-
tungan harus dinyatakan secara jelas dalam akad yaitu berdasarkan 
kesepakatan di antara para sekutu pemilik modal (shahibul maal) 
baik pembagian antara shahibul maal sebagai implementasi dari 
pembagian keuntungan syirkah karena mudharib juga sebagai 
investor maka ia mendapatkan pembagian berdasarkan kesepa-
katan di awal sebagaimana akad syirkah, selanjutnya pembagian 
keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (persentase) dari keuntu-
ngan bersih yang telah disepakati di awal, sehingga yaitu antara 
pemilik modal (shahibul maal) dengan pelaku usaha (mudharib) 
berdasarkan nisbah (persentase) yang disepakati terhadap keuntu-
ngan bersih yang diperoleh dalam kerja sama usaha tersebut. 

Pola pembagian di atas didasarkan pada pendapat Ibn Quda-
mah dalam Kitab al-Mughni yang menyatakan: “Mudharib (peng-
elola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan 
seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi 
(terlebih duhulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai 
penyetor modal/dana dengan shahibul maal) sesuai porsi modal 
masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari ke-
untungan atas dasar jasa pengelolaan dana.186 

Dalam pembagian keuntungan di atas berbeda dengan akad 
mudharabah fardhiyah yang lansung dibagi berdasarkan nisbah 
(persentase) yang telah disepakati di awal misalnya dihitung dengan 
laba bersih 65% untuk pemilik dana (shahibul maal) sedangkan 
35% untuk pelaku usaha (mudharib), karena para pihak dalam 
akad mudharabah fardhiyah bersifat perorangan atau satu pihak 
saja, dan mudharib dilarang mencampurkan hartanya dalam modal 
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usaha yang sedang dijalankan. Namun, pada syirkah mudaharabah 
para pihaknya tidak lagi hanya perorangan tetapi lebih dari satu, 
di sinilah yang kemudian sistem pembagian keuntungan dan keru-
gian sedikit berbeda, namun dipandang lebih adil karena diukur 
melalui proporsi modal berikut juga tanggung jawab kinerja dan 
risiko yang akan diterima para sekutu. 

Adapun kerugian dalam akad mudharabah fardhiyah sepenuh-
nya (100%) adalah tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal), 
sedangkan pelaku usaha (mudharib) tidak ikut menanggung keru-
gian modal usaha, hanya menanggung kerugian tenaga, pikiran, 
waktu yang dikeluarkan selama kerja sama usaha ini berlangsung, 
kecuali apabila kerugian tersebut terbukti terjadi karena kelalaian 
pelaku usaha (mudharib), maka ia harus bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut. 

Dalam hal menyikapi kerugian beberapa ulama berpendapat, 
antara lain al-Hashkafi dalam kitab al-Dur al-Mukhtar Syarah 
Tanwir al-Abshar wa Jami’ al-Bihar, menyatakan: “Sesuatu (per-
buatan atau tindakan) yang berakibat merugikan harta mudhara-
bah, maka perlu diperhitungkan dengan keuntungannya, karena 
kerugian mengikuti keuntungan, apabila kerugian bertambah dari 
keuntungan, maka mudharib tidak bertanggung jawab, walaupun 
merusak bisnisnya, karena ia terpelihara dari kerusakan itu.”187 

Namun demikian, ketika akad pemilik modal dilarang me-
nyatakan kerugian dan kerusakan menjadi tanggung jawab pelaku 
usaha (mudharib), karena hal tersebut akan merusak syarat akad 
tersebut, dalam hal ini Ibnu Qudamah menyatakan bahwa “Apa-
bila pemilik dana sepakat dengan mudharib bahwa keuntungan 
yang diperoleh dan kerugian yang dialami dibebankan kepada 
mereka berdua, maka keuntungan untuk mereka berdua kerugian 
dibebankan kepada harta mudharabah dan syarat yang demikian 
batal.”188 

Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa dalam hal terjadi ke-
rugian dalam akad mudharabah sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab pemilik modal (shahibul maal), sedangkan mudharib tidak 
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menangung kerugian sedikitpun. Dalam hal ini terjadi perbedaan 
pemahaman kemampuan untuk mengabsorsi/menanggung keru-
gian di antara kedua belah pihak, jika keuntungan maka tidak ada 
masalah untuk menikmati untung/mengabsorpsi namun apabila 
mengalami kerugian maka kemampuan shahibul maal menang-
gung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib, 
karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena 
proporsi modal (finansial) shahibul maal dalam kontrak adalah 
sepenuhnya memberikan modal (100%) maka kerugian (finansial) 
ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal, sedangkan bagi mu-
dharib dimaknai bahwa proporsi modal (finansial) mudharib 
dalam kontrak adalah tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian 
mudharib tidak menanggung suatu apapun.189 Untuk hal tersebut, 
maka mudharib dikatakan menanggung kerugian atas pengelo-
laan/pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak mendapatkan hasil.

Pembagian kerugian dalam akad syirkah mudharabah ber-
tumpu pada dua konsep yaitu berdasarkan akad syirkah dan ber-
dasarkan akad mudharabah. Namun, menurut penulis sejatinya 
kerugian tetap mengikuti akad mudharabah fardiyah, tetapi jika 
ada keterlibatan mudharib dalam investasi tersebut, maka muda-
hrib juga menanggung kerugian modal sebatas investasinya. Oleh 
karena itu, kerugian pada akad syirkah mudharabah ini dibagi 
sesuai dengan porsi dana masing-masing sebagaimana akad syirkah 
(termasuk modal yang diinvestasikan mudharib) dan selanjutnya 
kerugian modal sepenuhnya (100 %) merupakan tanggung jawab 
pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pelaku usaha hanya 
menanggung kerugian waktu, tenaga, pikiran yang digunakan pada 
saat usaha tersebut dijalankan, kecuali kerugian terjadi terbukti 
akibat kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha (mudharib).

Apabila mudharib melampaui batas jumlah investasi mudha-
rabah tanpa otorisasi yang khusus atau tanpa pengesahan yang  
diperoleh kemudian dari shahibul maal, maka mudharib secara 
pribadi bertanggung jawab atas jumlah kelebihan dana tersebut.190 
Hal ini juga dinyatakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
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No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan KHES Pasal 249 bahwa “Mu-
dharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan atau 
kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas 
yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditentukan dalam akad.

Berakhirnya akad syirkah mudharabah juga dapat merujuk 
pada KHES Pasal 251, yang dinyatakan bahwa: 1) Pemilik modal 
dapat mengakhiri kesepakatan jika ada pihak yang melanggar ke- 
sepakatan dalam akad mudharabah; 2) Pemberhentian kerja sama 
oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib; 3) Mudha-
rib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik 
modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama mu-
dharabah; 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudha-
rib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan/atau melalui 
pengadilan.191 Secara otomatis akad syirkah mudharabah berakhir 
dengan sendirinya apabila salah satu pihak meninggal dunia atau 
tidak cakap hukum, seperti tertuang dalam Pasal 253 KHES bahwa 
akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal 
atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan per-
buatan hukum.192 
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A. Asas Keadilan
Secara etimologi asas berasal dari bahasa Arab yaitu kata asasun 

yang artinya dasar, basis, pondasi, juga memiliki arti landasan, prin-
sip, fundamen, jiwa atau cita-cita. Selanjutnya jika dikaitkan pada 
sistem berpikir, asas bermakna sebagai aktivitas berpikir menda-
lam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas memiliki 
dua makna. Pertama asas dapat dimaknai sebagai dasar, alas, fun-
damen. Kedua, asas bermakna suatu kebenaran sebagai tumpuan 
sistem berpikir atau berpendapat.1 Sedangkan asas yang berarti jiwa 
dan cita-cita artinya bahwa asas adalah merupakan dasar sesuatu 
dan mencakup hal-hal yang bersifat umum, mendasar dan tidak 
membahas secara teknis pengaturan pelaksanaannya. 

Dalam konteks keterkaitan antara asas dengan hukum, asas 
dijadikan sebagai dasar kebenaran dalam berpikir dan berpenda-
pat termasuk dalam merumuskan peraturan, pelaksanaan atau 
penegakan hukum tersebut. Sehingga asas hukum dalam tata atu-
ran perundang-undangan menjadi rujukan berbagai problematika 
hukum baik pada tataran konsep, norma maupun penerapannya. 
Asas hukum menurut Satjipto Raharjo adalah jantungnya peratu-
ran hukum, karena menjadi landasan yang paling dasar dan paling 
paling luas bagi lahirnya dan keberadaan peraturan hukum dan 

Bagian III 
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merupakan tempat dikembalikannya peraturan tersebut untuk di- 
uji kebenaran dan diperbaikinya. Bahkan lebih jauh asas hukum 
menjadi landasan lahirnya peraturan hukum dan menjadi ratio legis 
keberadaan suatu peraturan hukum. Dengan demikian, hukum 
tidak berisi hanya kumpulan peraturan tetapi di dalamnya memuat 
nilai-nilai dan tuntutan etis.2

Asas dalam kajian hukum Islam merupakan sumber hukum 
yang dikembangkan para mujtahid melalui aktivitas ijtihad dengan 
berpijak pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah yang melahirkan 
berbagai disiplin ilmu termasuk metode ushul fiqh yang menjadi 
dasar untuk melahirkan suatu ketentuan-ketentuan baik dalam 
konteks Ibadah maupun muamalah. Asas dalam hukum Islam mer-
upakan penggerak perputaran dinamika antara teks dan konteks, 
sebab tidak seluruh penyelesaian hukum yang terjadi dalam kehidu-
pan manusia dinyatakan secara eksplisit dan lengkap didalam Al-
Quran maupun Sunnah terlebih ketentuan dibidang mu`amalah 
dengan cakupan luas dan sangat dinamis. Kendatipun pada aspek 
mu`amalah al-Qur`an maupun As-sunah memberikan ruang yang 
luas bagi manusia untuk berijtihad, namun asas-asas atau prinsip-
prinsip dasar menjadi kebutuhan utama dalam membangun relasi 
teks dan konteks dalam penerapan hgukum Islam sehingga norma-
norma dihasilkan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan 
hal tersebut, maka para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah-kaidah 
hukum (al-Qawaid al-Tasyri`iyyah) sebagai pedoman dalam meng-
gali hukum yang tidak ada nash-nya dengan berpegang pada prin-
sip berpikir dan bertindak untuk terwujudnya tujuan hukum yakni 
kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat.3  

Asas-asas dalam hukum Islam yang bersifat umum diantara-
nya: asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Apa-
bila asas umum dalam hukum Islam tersebut dikaitkan dengan 
pendapat para ahli hukum Islam (baca: fuqaha), dapat diwujud-
kan dengan asas-asas yang lebih operasional dalam hukum Islam 
seperti mengandung asas meniadakan kepicikan, tidak memper-
banyak beban, menempuh jalan penahapan, asas seiring dengan 
kemaslahatan manusia, dan asas mewujudkan keadilan. Dengan 
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demikian asas merupakan penggerak utama bagi terwujudnya pe- 
rumusan norma, pelaksanaan, dan penegakannya. Oleh karena itu, 
asas merupakan subtansi paling dalam dari hasil refleksi nilai-nilai 
yang dijunjung tinggi dalam sistem kehidupan masyarakat, sehingga 
asas dapat menjadi pilar dan kerangka utama dalam perancangan 
suatu aturan hukum. 

Islam sebagai agama memiliki misi utama mewujudkan keadi-
lan sebagai syarat terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan 
dalam kehidupan manusia. Keadilan dan kemaslahatan merupa-
kan dua sisi yang saling terkait sekaligus sebagai penegasan bahwa 
Allah swt memiliki sifat maha adil (al-`Adlu) yang harus terwujud 
dan diikuti oleh hamba-hamba-Nya. Keadilan dalam kehidupan 
manusia merupakan cita-cita luhur yang menjadi impian dalam 
kehidupannya, hal ini banyak dinyatakan dalam al-Qur`an tentang 
perintah menegakkan keadilan,4 sebab Islam menghendaki terwu-
judnya kehidupan dimana setiap orang harus mendapatkan hak-
haknya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya 
keselamatan agamanya (Hifz al-Din), keselamatan dirinya/jiwa, 
raga, dan kehormatannya (Hifz al-Nafs), keselamatan akalnya (Hifz 
al-Aql), keselamatan harta bendanya (Hifz al-Maal), dan keselama-
tan nasab keturunannya (Hifz al-Nasl). Dalam rangka mewujud-
kan prinsip dasar tersebut maka dibutuhkan sarana pokok yaitu 
tegaknya keadilan (al-`adl) dalam sistem kehidupan masyarakat.5

Wilayah keadilan dalam ajaran Islam memiliki cakupan luas, 
namun demikian juga mencakup terhadap hal-hal yang khusus, 
salah satunya keadilan di bidang hukum, muamalah, keuangan, 
dan keadilan dalam kemanusiaan.6 Keadilan berasal dari kata `adl, 
memiliki persamaan dengan kata qisth,7 istiqamah, wasath, nasib, 
hissa, mizan.8 Adapun lawan kata dari ’adl adalah jawar (ketida-
kadilan) yang juga memiliki kesamaan dengan kata zulm (kedhali-
man), tughyan (tirani), dan mayl (kecendrungan), inhiraf (penyim-
pangan). Selanjutnya kata ’adl diderivasi dari kata ’adala yang 
memiliki makna: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modi-
fikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke 
perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, 
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atau menyetarakan;9 keempat, menyeimbangkan, menimbang, men-
jadi seimbang. 

Istilah ’adl juga bermakna kesetaraan atau keseimbangan yang 
berarti menyeimbangkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
kata ’adl berikut memiliki makna secara kualitatif dan kuatitatif. 
Makna secara kualitatif berarti bahwa keadilan berwujud kestaraan 
di hadapan hukum atau kepemilikian hak yang sama.10 Selanjutnya, 
makna secara kuantitatif merujuk pada keadilan distributif dengan 
istilah nasib dan qisth (berbagi), qisthas dan mizan (timbangan), 
dan taqwim (memperkuat). Oleh karena itu, keseimbangan ter-
kandung pada kata ta`dil, qisth, dan washat. Makna kata ta`dil 
berarti menyesuaikan, keseimbangan, sedangkan qisth dan was-
hat berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, sehingga 
memunculkan istilah moderat (tawasuth),11 atau jalan tengah.12 
Adapun makna terakhir ’adil berarti tidak berat sebelah atau 
tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan tidak sewenang-
wenang.13

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa 
keadilan dalam Islam memiliki makna yang sangat utuh dan sis-
tem yang memiliki cakupan yang luas, menyinari keseluruh sendi 
kehidupan manusia sehingga keadilan berimplikasi terhadap sis-
tem kehidupan manusia menjadi lurus, seimbang, kesetaraan, ber-
bagi dan membawa kebaikan serta kemaslahatan bagi kehidupan 
umat manusia lainnya. Dalam menelaah kesesuaian kedudukan 
hukum para sekutu akad syirkah mudharabah pada pembentukan 
Perseroan Terbatas (PT) dengan asas keadilan, maka yang harus 
ditemukan terlebih dahulu adalah bagaimana asas keadilan men-
urut para ahli hukum Islam dan bagaimana asas keadilan menurut 
filosof, pemikir Islam dan pemikir Barat, sehingga formulasi asas 
keadilan dapat dijadikan sebagai dasar melakukan telaah atas kedu-
dukan para sekutu Perseroan Terbatas berdasarkan akad syirkah 
mudharabah, sehingga kedudukan sekutu dalam akad tersebut 
lebih jelas relasinya dan pemenuhan hak dan kewajiban dapat dija-
lankan dengan baik. 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

169

1.  Keadilan dalam Aras Pemikiran Aristoteles 
Pemikiran Aristoteles tentang keadilan bertitik tolak dari 

gagasannya mengenai etika sebagai jalan menuju kebahagiaan, bagi 
Aristoteles filsafat politik dan etika memiliki perbedaan, filsafat 
politik concern memperhatikan komunitas atau negara sedangkan 
etika mengatur kehidupan individual harus diwujudkan, kedua 
tidak dapat dipisahkan dengan tajam, akan tetapi memberikan 
pedoman bagaimana manusia melakukan tindakan. Aristoteles 
merupakan bapak etika ia merupakan pemikir pertama didunia 
yang mengidentifikasi dan mengutarakan etika secara kritis, reflek-
tif, dan argumentatif dengan demikian ia dianggap sebagai filosof 
moral, ia pendiri etika sebagai ilmu atau cabang filsafat tersendiri.14 
Aristoteles memiliki tiga karya besar dalam bidang etika: Ethika 
Eudomia, Ethika Nickomacean, dan Politike. Ia mengidentifikasi 
bahawa etika orang Yunani mempertanyakan hidup yang baik atau 
euzen. Bagi Aristoteles, kata baik bukan dalam arti moral sempit, 
bagi Aristoteles hidup yang baik bagi manusia itu hidup manusia 
akan bermutu jika ia mencapai apa yang menjadi tujuannya.15 

Bagi Aristoteles, kemampuan untuk bertindak secara etis di-
dukung oleh keutamaan-keutamaan etis, keutamaan membuat 
orang melakukan apa yang baik dan tepat. Karena itu kepribadian 
moral yang kuat adalah kepribadian yang mempunyai keutamaan- 
keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut dijelaskan dalam buku 
Aristoteles yang berjudul Etika Nikomachean,16 salah satu di antara 
keutamaan-keutamaan tersebut adalah keadilan. Bagi Aristoteles, 
adil adalah apa yang mengikuti aturan atau hukum dan jujur atau 
adil dan tidak adil adalah apa yang tidak mengikuti aturan hukum 
dan tidaklah jujur atau tidak adil. Orang yang mengikuti hukum 
adalah adil dan pelanggar hukum adalah tidak adil, mengikuti 
hukum berarti adil karena dengan mengikuti hukum adalah cara 
undang-undang dalam mendefinisikan hukum membuat aturan 
tujuannya adalah mengamankan yang terbaik dan dari pemegang 
kekuasaan, karena itu adil yang menghasilkan menyelamatkan ke-
bahagiaan untuk komunitas sosial dan politik.17
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Keadilan semacam itu adalah kebajikan atau keutamaan dalam 
arti tanpa syarat tetapi dalam hubungan dengan orang-orang dise-
kitar kita keadilan dianggap sebagai nilai yang tertingi diantara 
keutamaan yang lainnya karena keadilan merupakan praktik dari 
kebajikan yang lengkap, keadilan dianggap sebagai kebajiakan yang 
paling baik karena hubungan dengan orang lain dalam arti berman-
faat untuk orang lain.

Aristoteles membahas macam-macam keadilan ada keadilan 
sebagian (partial justice) atau tindakan keadilan sebagai keadilan 
dalam distribusi atau pembagian, ada juga tindakan adil sebagai 
pembenaran; keadilan ini adalah suatu jalan tengah antara kehi-
langan dan tambahan, sebagai contoh orang yang meminta perlin-
dungan kepada hakim, indikasinya adalah bahwa yang adil adalah 
sejenis garis tengah,18 menjadi pelantara penghubung (hakim), 
hakim mengemban keseimbangan. Kemudian ada tindakan adil 
sebagai resiprositas dalam kehidupan ekonomi Negara, orang 
yang mempercayai kaum phytagorean bahwa adil dalam arti tanpa 
syarat adalah tindakan saling atau resiprocity adil dalam arti ini 
mengandung ikatan yang mengikat hubungan bersama yaitu resi-
prositas dalam arti menyangkut (proposisi dan tidak dalam arti 
kesamaan yang tepat sebagai gantinya), ini karena hal demikian 
merupakan balasan kembali tentang apa yang proposional ter-
hadap apa yang diterima seeorang yang mengikat suatu negara 
secara bersama-sama.19

Teori keadilannya Aristoteles yang dikenal sebagi teori kea-
dilan komutatif. Yakni; keadilan yang menegakan kesetaraan, ke-
seimbangan, keharmonisan seseorang dengan yang lainnya. Dari 
keadilan komutatif ini muncul tiga prinsip yang harus dipegang 
teguh: Pertama, prinsip no harm. Tidak merugikan atau melanggar 
hak orang lain, dalam prinsip ini ada tiga hal yang mesti kita ingat 
bahwa: 1) Keadilan tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang 
terlanggar haknya, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran 
hak; 2) Pemerintah dan rakyat saling menjaga haknya, permintah 
tidak boleh melanggar hak rakyatnya pun sebaliknya rakyat mesti 
patuh pada pemerintah selama permintah tersebut menjalankan 
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kepemimpinanya dengan adil, 3) Ketidakberpihakan (impartia-
lity) semua sama dihadapan hukum, tidak ada memandang strata 
sosial atau hierarki. 

Kedua, prinsip non-intervention. Tidak boleh ada intervesnsi 
pada pasar bebas dan kegiatan ekonomi sosial. Semua berjalan 
secara alamiah yang pada akhirnya akan mencapai equilibrium, 
apabila ada campur tangan maka tidak akan tercapai keadilan dan 
equilibrium. Ketiga, prinsip keadilan tukar, ada dua macam harga. 
Harga alamiah dan harga pasar. Harga alamiah adalah biaya yang 
dikeluarkan selama produksi berupa upah buruh, sewa, dan ke-
untungan bagi pemilik modal. Sedangkan harga pasar ialah harga 
transasksi dalam perdagangan di pasar. 

2. Keadilan dalam Aras Pemikiran Majid Khadduri 

Asas keadilan dalam pandangan Majid Khadduri bertolak dari 
teori keadilannya, yang menyatakan bahwa kata ’adl merupakan 
kata benda yang abstrak, berasal dari kata kerja,20 yang memiliki 
makna meluruskan, berubah menjadi lurus, menghindari kekeli-
ruan menuju jalan yang lurus, sepadan atau menyamakan, menye-
imbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu 
keadaan yang seimbang (state of equilibrium)”. Untuk menjelaskan 
konsep keadilan, Majid Khadduri memasukkan pokok keadilan 
pada dua kategori antara lain: 

Pertama, Keadilan Hukum (legal justice) yaitu keadilan yang 
terkadung dalam suatu hukum, bagi Majid Khadduri keadilan 
dan hukum merupakan dua hal yang saling melengkapi, walaupun 
makna keadilan mempunyai cakupan yang luas sehingga keadilan 
tidak hanya berada pada aspek hukum (legal) saja, namun juga ter-
dapat dalam berbagai aspek lainnya. Keadilan dan hukum sejatinya 
merupakan dua sisi yang dapat menjadi satu kesatuan sehingga 
keadilan terkandung dalam hukum, tetapi realitasnya keduanya 
tidak selalu bersamaan, kadang keadilan terdapat dalam hukum 
namun juga sebaliknya keadilan tidak terdapat dalam suatu tujuan 
hukum itu sendiri. Bagi Majid Khadduri, dalam hukum Islam 
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(syari’at) keadilan dipahami sebagai kehendak Allah Swt. sekaligus 
sebagai misi ajaran agama, sehingga fungsi agama adalah mendefi-
nisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan, sementara fungsi 
syari’at (hukum) menjadi penunjuk jalan berdasarkan keadilan 
Allah Swt dan tujuan-tujuan lainnya.21

Namun, di dalam syari’at tidak secara eksplisit memberikan 
ukuran tertentu untuk mengatur bahkan membedakan suatu per-
buatan yang adil dan zalim sehingga dibutuhkan ijtihad oleh para 
ulama sehingga menjadi pedoman untuk menentukan kategori 
perbuatan adil dan zalim. Bagi Khadduri walaupun kategori prinsip 
tidak dapat sepenuhnya dibawa dan dikorelasikan ke dalam suatu 
teori yang koheren tentang keadilan, namun dapat dikelompokkan 
menjadi dua kategori yaitu aspek substantif dan aspek prosedural.22 

Aspek subtantif, menegaskan bahwa pada dasarnya terdapat 
elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam substansi Syari`at. 
Namun hal ini bukan hanya hukum dalam arti seperangkat pera-
turan perundang-undangan (regulatory rules) yang menentukan 
sejumlah elemen substansial terkandung dalam keadilan. Syari`at 
terdiri atas hukum-hukum yang ditarik dari Al-Qur`an dan Sun-
nah Nabi dan juga dari sumber-sumber derivatif (konsensus dan 
analogi) yang dianggap mengandung suatu keadilan Ilahi, sehingga 
para ulama menunjukkan bahwa elemen-elemen yang terkandung 
dari keadilan juga terkandung dalam syari’at.23 Aspek ini selanjut-
nya menjadi keadilan substantif. Keadilan substantif (subtantive 
justice) merupakan suatu aspek dan elemen-elemen internal dalam 
suatu suatu hukum, ia merupakan cerminan kebenaran dan pene-
gas kesalahan yang selanjutnya dikategorisasi perbuatan yang halal 
atau haram dilakukan dengan merumuskan kaidah kaidah umum 
dan khusus dari syari’at Islam yang dianggap sebagai suatu kebena-
ran yaitu bahwa semua perbuatan wajib itu pasti adil karena meru-
pakan kehendak Allah dan keadilan, sedangkan semua perbuatan 
yang diharamkan adalah zalim.24 Hal ini selanjutnya oleh para 
ulama dinyatakan bahwa hukum yang berkeadilan adalah tujuan 
utama syariah (maqashid asy-syari’at) yang melahirkan prinsip 
“kebaikan umum” (al-akhyar al-‘aam).25
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Bagi Majid Khadduri syari`at merupakan jalan untuk mem-
bimbing orang melaksanakan kebaikan dan menghindari keburu-
kan, dan syariat juga untuk melindungi kepentingan umum 
(mashlahah).26 Jadi, keadilan itu terwujud ketika kepentingan 
umum (mashlahah) sebagai tujuan ditetapkannya syari`at sudah 
terpenuhi, ini yang selanjutnya menjadi teori kepentingan umum 
(mashlahah) yang digagas oleh Imam Malik (w. 179 H./795 M) 
sebagai basis keputusan-keputusan hukum.27 Pada zaman modern, 
di bawah dampak hukum Barat, para ahli hukum telah mengang-
gapnya sebagai kebenaran bahwa mashlahah merupakan suatu 
sumber dari keputusan hukum serta dasar-dasar yang membenar-
kan adanya perbaikan.28 Berhubungan erat dengan kebaikan umum 
sebagai tujuan akhir dari syari’at adalah prinsip kebahagiaan, seka-
ligus berimplikasi persiapan menuju kehidupan yang abadi dan 
kebahagiaan di surga.29

Selanjutnya, untuk mewujudkan kepentingan umum (mash-
lahah) mensyaratkan menjalankan syariat dengan niat baik yang 
sangat berpengaruh terhadap legal. Dalam teori legal niat tidak 
hanya kata bukan hanya kata melainkan bukan suatu bentuk atau 
kata-kata syari`at yang tertulis, haruslah pertama diletakkan dalam 
pertimbangan semata jika makna implisit tidak jelas, makna har-
fiah atau eksplisit dari teks harus dipertimbangkan.30 Pada akhir-
nya aspek subtansial ini bermuara pada terbentuknya moderasi dan 
toleransi bukan hanya lahir prinsip dari keadilan, namun keduanya 
merupakan kewajiban moral dan religius. Bagi Majid Khadduri, 
moderasi dan toleransi dibolehkan oleh syariah sesuai karena men-
jadi jalan tengah yang terdiri atas persamaan dan keadilan yang 
berdasar atas kemampuan individu untuk mempertahankan suatu 
keseimbangan antara suatu kewajiban serta kemampuannya untuk 
memenuhi kewajibannya.31

Aspek prosedural, menegaskan bahwa dimungkinkan pada 
sistem hukum mengabaikan unsur keadilan substantif, walaupun 
telah memiliki kaidah tertentu seperti koherensi (masuk akal), 
regularitas (beraturan), impartialitas (tidak memihak) yang Majid 
Khadduri istilahkan dengan keadilan formal. Keadilan formal me- 
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nurut para ahli hukum Barat merupakan batas-batas proses ter-
bentuknya suatu hukum dengan kaidah-kaidah prosedural dari 
keadilan bervariasi antar sistem hukum. Bagi Majid Khadduri 
masing-masing sistem hukum harus mengembangkan kaidah-
kaidah proseduralnya sendiri, termasuk aplikasi mereka yang tidak 
berpihak berdasarkan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sosial 
yang ada pada tersebut. Semakin berkualitas kaidah-kaidah prose-
duralnya maka semakin tinggi mutu keadilan formalnya. Namun, 
apabila diabaikan kaidah-kaidah tersebut, maka akan melahirkan 
kezaliman prosedural. Kezaliman hukum mungkin juga berasal 
dari suatu keputusan yang dianggap bertentangan dengan isi atau 
semangat hukum, yaitu keadilan itu sendiri.32 Aspek prosedural 
ini dalam konsep Majid Khadduri berkembang menjadi keadilan 
prosedural.

Keadilan prosedural (procedural justice) merupakan sisi atau 
aspek eksternal dari syari`at, keadilan ini menjadi dasar (basic) 
untuk tercapainya keadilan substantif. Keadilan prosedural juga 
dimaknai keadilan-keadilan formal yang diwujudkan pada regula-
ritas, ketelitian dan netral dalam penerapan (aplikasi) syari`at yang 
jika keadilan prosedural tidak dilaksanakan maka keadilan akan 
menjadi nilai-nilai akademik. Hal ini mengindikasikan bahwa jika 
elemen keadilan tidak muncul dalam hukum, maka seorang indi-
vidu dapat memperoleh kepuasan jika hukum diterapkan dengan 
keteraturan dan tidak berat sebelah.33

Keadilan prosedural merupakan tata cara atau ketentuan ke-
adilan subtansif dapat terwujud. Misalnya syarat untuk menjadi 
hakim adalah orang yang mempunyai integritas dan tingkat keil-
muan yang tinggi atau dengan kata lain memiliki reputasi yang 
baik dalam mengadili dan memutuskan para pihak yang berseng-
keta. Sebelum kualitas dan kualifikasi seorang hakim yang adil dan 
saksi yang adil diuji, makna khusus dari konsep keadilan (‘adl) yang 
berhubungan dengan proses judisial memerlukan klarifikasi.34 Isti-
lah ’adl bagi Imam Syafi`i bahwa kata itu berarti perbuatan yang 
intinya patuh kepada Allah, dan selanjutnya ia menjelaskan bahwa 
kepatuhan kepada Allah berarti kepatuhan pada syari`at. Hakim 
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(qadhi), termasuk suatu komunitas dari pakar religius (ulama), 
sangat dihormati dan dipuji, disebabkan oleh pengetahuan agama 
dan hukum (syari’at) serta perhatiannya terhadap moralitas. Untuk 
menghindari kekeliruan dalam keputusannya ia memiliki conci-
lium, yang terdiri atas suatu kelompok para ahli hukum yang mena-
sihatinya.

Kedua, keadilan sosial (social justice). Pandangan Majid Khad-
duri tentang keadilan sosial adalah keadilan yang lahir dari norma-
norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai 
yang mengejawantah dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk 
menerima melalui adat kebiasaan, sikap pasifnya atau alasan-alasan 
lainnya. Bertentangan dengan konsep tentang keadilan —keadilan 
Ilahi, keadilan alamiah atau rasional—maka keadilan sosial (biasa-
nya termasuk dalam keadilan distributif ) pada pokoknya berka-
rakter positif; lebih merupakan produk dari adat-istiadat dan pen-
galaman manusia daripada suara-suara akal budi. Aristoteles yang 
membuat istilah “keadilan distributif ”, mempergunakannya bukan 
dalam pengertian sosial, tetapi dalam pengertian numerik dan 
kuantitatif. Suatu pengertian kualitatif yang lebih luas, yang tam-
paknya ditunjukkan oleh para penulis modern, akan dipergunakan 
belakangan dalam kajian ini.35 

Dalam konsep keadilan sosialnya Majid Khadduri formulasi 
keadilan ini lebih menekankan pada keadilan yang berdasarkan 
kondisi-kondisi sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisah-
kan dalam mewujudkan keadilan, seperti Ibnu Khaldun (w. 728 
H/1325 M), yang merumuskan keadilan pada dua level yaitu level 
profetik relevan dengan agama dan hukum dan level politik, yang 
berasal dari adat-istiadat dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh 
penguasa atau disebut dengan keadilan positif.36

Abu Bakar ath-Thurthusyi percaya dan yakin apabila keadi-
lan profetik tidak didukung oleh suatu perasaan tanggung jawab 
publik, mendorong para penguasa untuk meletakkan keadilan ke 
dalam dunia praktis, kezaliman tampaknya lebih tegak dari pada 
keadilan.37 Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep as-siyasah asy- 
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syar’iyah (political law) sebagai suatu suplemen terhadap syari`at, 
dan Najmuddin ath-Thufi, yang mengajukan prinsip mashlahat 
sebagai suatu sumber hukum, memungkinkan para pemikir lain 
seperti Ibnu Khaldun untuk menyelidiki sumber-sumber keadilan 
positif lebih luas dan memformulasikan teori baru keadilan sosial.

Pemikiran Khadduri di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai 
keadilan harus masuk dan berada dalam subtansi hukum sebagai 
pengejewantahan dari keadilan subtantif (substancial justice) dan 
harus dijaga dengan prosedur yang lengkap sebagai wujud dari 
keadilan prosedural (justice prosedural) sehingga keadilan subtantif 
dapat terwujud. Untuk menyempurnakan dan melihat wujud 
keadilan dalam masyarakat, Khadduri merumuskan keadilan sosial 
(social justice) yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik se-
bagai nilai yang dapat dikembangkan sebagai dasar mewujudkan 
keadilan.

Dalam konteks pembentukan akad dalam bisnis, pemikiran 
Khadduri dapat dipahami bahwa asas keadilan harus menjadi sub-
stansi sekaligus menjadi dasar setiap akad yang dibuat oleh para 
pihak dan untuk mewujudkannya harus dilengkapi dengan ke-
tentuan-ketentuan, syarat-syarat yang lengkap sehingga keadilan 
yang diharapkan oleh para pihak terwujud. Pembentukan akad 
yang berkeadilan menurut Khadduri harus berpijak pada moderasi 
(jalan tengah) dan toleransi,38 yakni keseimbangan yang harus ada 
pada posisi para pihak atau sekutu, prinsip moderasi inilah yang 
akan tercermin dalam akad yang berkeadilan. 

3. Keadilan dalam Aras Pemikiran Murtadha Muthahhari 
Asas keadilan dalam pandangan Murtadha Muthahhari dida-

sarkan pada pandangannya mengenai realitas ketidakadilan yang  
terjadi dalam sistem kehidupan manusia sehingga terjadi pelang-
garan hak, diskriminasi, penganiayaan, dan bahkan eksploitasi se-
hingga terjadi ketimpangan di tengah masyarakat, bagi Mutahhari 
keadilan merupakan misi kenabian,  yang menjadi pedoman dalam 
kehidupan manusia sehingga esensi dari wujud keadilan adalah 
memelihara hak orang lain.40 
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Nalar keadilan Muthahhari dibangun dari sumber utama yakni 
al-Qur’an yang kemudian ditafsirkan secara rasional bahkan ber-
pijak pada perspektif teologis dan filosofis. Pemetaan teologis ten-
tang keadilan dalam pandangan As’yari menyatakan bahwa sifat 
adil bersumber dari perbuatan Allah qua perbuatan Allah, setiap 
perbutan menjadi adil apabila perbutan itu berasal dari Allah, 
sedangkan kaum Mu’tazilah dan Syi’ah Asy’ari, mereka mempu-
nyai pandangan dan mengakui keadilan sebagai fakta yang terjadi 
dalam peristiwa-peristiwa alam ini tanpa melihat ada/tidak relasi 
semua peristiwa itu dengan Allah Swt. dan mereka juga berpenda-
pat bahwa kebaikan dan keburukan itu bersifat rasional dan sub-
stansial.41 Selanjutnya secara filosofis Islam memandang kebaikan 
dan keburukan sebagai tahap yang datang belakangan setelah 
perbutan Allah dan diabstraksikan dari sistem wujud, dan mereka 
tidak menolak rasionalitas kebaikan dan keburukan. 

Metode yang digunakan Muthahhari adalah pendekatan etika 
teologis di mana sebagai dasar cara mengatasi problem keadilan 
berada dalam ranah intusi yang cakupannya adalah wilayah inter-
pretasi rasional. Oleh karena itu, bagi Muthahhari keadilan meru- 
pakan salah satu dasar agama, dan ulama Islam dari kalangan 
Mu’tazilah dan Syi’ah memandang keadilan sebagai prinsip kedua 
dalam Ushuluddin (prinsip-prinsip utama agama).42 Memandang 
bahwa keadilan sebagai tujuan dari terciptanya kebahagiaan. Untuk 
memahami konsep keadilan Muthahhari berpijak pada empat kata 
dan konsep kata adil dan keadilan yang bertujuan untuk empat hal: 

Pertama, kata ’adl (keadilan) bermakna keseimbangan artinya 
tidak pincang dan menuju satu tujuan bersama-sama yang menun-
tut syarat menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika syarat tersebut 
terpenuhi, maka akan berdampak sebagaimana yang diharapkan 
dan kesatuan harus dibangun di atas keseimbangan yang masing-
masing harus berada pada bagiannya dengan ukuran dan hubu-
ngan yang tepat. Keadilan tidak pasti berada dalam persamaan 
tetapi lebih pada fungsi dan peran masing-masing sehingga setiap 
unsur dapat berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam 
mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang perlu diperhatikan 
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dan dipertimbangkan adalah keberimbangan terhadap berbagai 
keperluan yang ada, baru ditentukan perimbangan keperluan dan 
batas kemampuan yang semestinya dan selanjutnya dibutuhkan 
kebaikan umum untuk ketahanan dan keberlangsungan seluruh-
nya. Dalam konteks seperti ini maka kita harus memperhatikan 
tujuan keseluruhan sehingga bagian (unsur-unsur) merupakan alat 
untuk ke seluruh dengan tanpa adannya nilai tersendiri.43 

Keadilan merupakan lawan kezaliman, keadilan dalam arti 
keseimbangan akan banyak menghasilkan kebaikan umum saja, 
yang sangat memungkinkan untuk diingkari demi kepentingan 
pribadi.44 Masyarakat yang ingin tetap berada dalam keadaan sta-
bil, maka mereka harus berada dalam keadaan seimbang, hal ini 
mensyaratkan semua unsur yang ada didalamnya harus berada dan 
eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. 
Sistem sosial yang seimbang harus dilihat dari neraca kebutuhan 
dengan pandangan yang relatif berdasarkan keseimbangan yang 
sesuai dengan menggunakan potensi yang semestinya terhadap 
keseimbangan tersebut.

Kedua,`adl (keadilan) memiliki kandungan makna persamaan 
artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, seseo-
rang dapat disebut adil manakala orang tersebut memposisikan 
semua orang dengan perlakuan yang sama, persamaan dalam arti 
sama dalam perlakuan kepada orang-orang yang memiliki hak yang 
sama yaitu sama dalam kemampuan, tugas, dan fungsinya. Perla-
kuan sama tersebut tidak dimaknai secara mutlak sama kepada 
setiap orang dengan tanpa memperhatikan perbedaan kemam-
puan, tugas, dan fungsi,45 persamaan yang dimaksud di sini adalah 
perlakuan yang sama namun proporsional.

Ketiga, `adl (keadilan) memiliki arti pemberian hak terhadap 
mereka yang memiliki hak, adil berarti menjaga dan memelihara 
hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada mereka 
yang berhak menerimanya. Muthahhari memandang kezaliman 
dalam konteks ini berwujud perampasan hak atas mereka yang 
seharusnya miliki hak, hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
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hak oleh orang yang tidak memiliki hak. Dalam pemikiran Mut-
hahhari tentang keadilan dalam pemberian hak ini kedalam dua 
hal yaitu: (1) Hak dan prioritas (right and properties) yaitu adanya 
beragam hak dan prioritas bagi individu sesuai dengan kualitas 
dan kuantitas usaha dan hasil usahanya, dan juga terkait hak-hak 
dan kepemilikan alami; (2) Karakter khas manusia, yaitu kualitas 
manusia secara khusus harus dipenuhi oleh dirinya serta diakui 
orang lain sebagai kesadaran semua orang untuk mencapai tujuan-
nya. Oleh karena itu, orang dikatakan zalim jika ia menghalangi 
seseorang untuk memenuhi kualitas itu dan mengingkarinya. Bagi 
Mutahhari ini yang dimaksud dengan keadilan sosial (social justice) 
yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu 
wajib untuk menerapkannya. 

Keempat, Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kela-
yakan, yaitu tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan 
wujud dan tidak mencegah limpahan dan rahmat ketika kemung-
kinan untuk mewujud dan menyempurna pada sesuatu yang telah 
tersedia yaitu keadilan Ilahi, berupa kemurahan-Nya, limpahan 
Rahmat kepada seseorang atau sesuatu setingkat dengan kesediaan 
untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke 
arah kesempurnaan. Dalam bentuk pengertian keadilan keempat 
ini berada dalam ranah teologis dan metafisis,46 atau memelihara 
hak atas berlanjutnya eksistensi.47 Jadi keadilan ilahi adalah bahwa 
setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya 
sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Para ahli 
hikmah (teosof) menyandangkan sifat adil kepada Allah agar seja-
lan dengan (ketinggian) zat Allah dan menjadi sifat sempurna bagi-
Nya 

Berdasarkan pemikiran Muthahhari di atas, maka keadilan 
hanya dapat diwujudkan jika fondasinya tegak dan berdiri kuat 
diantaranya prinsip keseimbangan, kesetaraan (proporsionalitas), 
memelihara hak, prinsip keadilan ilahiyah. Fondasi tersebut men-
jadi kerangka yang menyangga wujud keadilan dalam kehidupan 
manusia. Ketika pemikiran Muthahhari ini dikaitkan dengan pem-
bentukan akad dalam mu’amalah (perjanjian bisnis) maka prinsip 
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keseimbangan, kesetaraan (proposional) hak dan kewajiban, serta 
komitmen moral para pihak atau sekutu menjadi tumpuan utama 
dalam menyangga terwujudnya keadilan bagi para pihak yang 
membuat akad tersebut. Akad syirkah mudharabah menemukan 
titik relevansinya dalam hal ini, Akad syirkah mudharabah mem-
berikan keseimbangan bagi para sekutunya berdasarkan pada tang-
gungjawab masing-masing sekutu. Proposionalitas dalam akad 
syirkah mudharabah ini sangat memberikan prospek keuntungan 
dan posisi yang seimbang dan adil.

4. Keadilan dalam Aras Pemikiran M. Quraish Shihab 

Konsep keadilan dalam pandagan M. Quraish Shihab bertolak 
dari pandangannnya terhadap ajaran keadilan dalam al-Qur`an, 
sebab secara latar belakang akademik concern di bidang tafsir, hal 
ini tercermin dari banyak karyanya di bidang tafsir di antaranya 
tafsir Al-Misbah dan banyak karya lainnya tentang al-Qur`an. 
Bagi M. Quraish Shihab keadilan merupakan syarat pertama yang 
harus diwujudkan dalam kehidupan manusia, sebab keadilan akan 
melahirkan ketaqwaan dan ketaqwaan akan menghasilkan keseja-
teraan, hal ini berdasarkan surat al-Maidah (5): 8, “Berlaku adillah 
… Karena adil itu lebih dekat kepada takwa, ayat ini dihubungkan 
taqwa sebagai syarat terwujudnya keberkahan dalam hidup manu-
sia sebagaimana dinyatakan surat al-A’raf (7: 96)48 dan ketaqwaan 
menjadi sebab oleh memberikan kesejahteraan sebagaimana dite-
gaskan surat Nuh (71:10-12).49 

Keadilan berasal dari jadian dari kata adil yang diserap kata 
`adl dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab dapat diketahui 
bahwa kata `adl memiliki arti “sama”. Sedangkan persamaan sering 
dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial artinya sesuatu 
yang tidak tampak. Kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) diartikan: (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) 
berpihak/menjunjung tinggi kebenaran, (3) sepatutnya atau tidak 
sewenang-wenang. Dengan demikian maka yang dimaksud “per-
samaan” memiliki makna yang berasal dari kata adil yang berim-
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plikasi kepada setiap pelakunya memiliki sikap yang tidak berpihak 
dan tetap konsisten berpihak kepada kebenaran sehingga baik orang 
yang benar maupun yang salah dapat memperoleh balasan sesuai 
dengan perbuatannya, inilah yang kemudian merupakan prinsip 
dan prilaku yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan diungkapkan oleh al-Qur’an antara lain dengan kata-
kata al-’adl, al-qisth, al-mizan, dan dengan menafikan kezaliman, 
walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim keza-
liman. ’Adl, yang berarti ”sama”, memberi kesan adanya dua pihak 
atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi ”persam-
aan”. Artinya bahwa kata al-`adl (adil) dalam al-Qur`an memiliki 
beragam aspek dan objek dan termasuk subyek pelakunya sehingga 
keragaman arti `adl tersebut berimplikasi terhadap makna adil itu 
sendiri. Makna keadilan dalam al-Qur’an menurut hasil penelitian 
M. Quraish Shihab memiliki ada empat makna dari kata al-’adl50 
yang keempat makna tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dalam merumuskan konsep keadilan, adapun keempat 
makna dari keadilan antara lain:

 Pertama, kata al-`adl dengan arti “sama” atau “kesamaan 
hak”, paling banyak disebut dalam al-Qur`an antara lain surat 
An-Nisa`(4): 3, 58, 129; al As-Syura (42):15, al-Maidah (5):8, 
an-Nahl (16): 76, 90, dan al-Hujarat (49):9. Sedangkan yang ber-
makna “sama” atau persamaan” yang dilafalkan dengan kata `adl 
pada ayat tersebut adalah persamaan dalam hak dinyatakan dalam 
surat An-Nisa`(4): 58, “wa izdza hakamtum bainannasi an tah-
kumu bil`adl,” artinya apabila kamu menetapkan hukum diantara 
manusia, tetapkanlah dengan adil. Dalam konteks ayat ini, kata 
al-`adl pada ayat ini diartikan “sama” yang mencakup sikap dan 
perlakukan hakim dalam pengambilan keputusan pada para pihak 
yang mencari keadilan.51 

Kedua, kata al-`adl dengan arti seimbang/keseimbangan atau 
proporsional. Hal ini dinyatakan di dalam surah al-Maidah (5): 
95, dan al-Infitar (82): 7. Pada ayat ini dinyatakan allazi khalaqa 
fasawwa dalam “Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyem-
purnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seim- 
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bang”. Ayat ini menurut Quraish Shihab, bahwa keseimbangan 
dapat ditemukan pada suatu organisasi/kelompok yang terdiri dari 
berbagi unsur-unsur dan berfungsi menjadi satu kesatuan menuju 
satu tujuan tertentu yang mensyarakatkan setiap unsurnya ter-
penuhi. Terpenuhinya syarat dari setiap unsur tersebut maka orga-
nisasi/kelompok akan tetap bertahan dan berjalan memenuhi tuju-
annya. Akan tetapi jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka akan 
terjadi ketidakseimbangan atau ketidakadilan. Dengan demikian 
keadilan berarti keseimbangan sebagaimana Allah Swt mencipta 
serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu 
tertentu guna mencapai tujuan, dan inilah keyakinan yang akan 
mengantarkan pada keadilan Ilahi.52 

Ketiga, al-‘adl juga memiliki arti “pemenuhan hak setiap indi-
vidu” dan memberikan hak itu pada pemilik hak tersebut”. Isti-
lah ini yang kemudian dipahami dengan kalimat “menempatkan 
sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui 
jalan yang terdekat”. Hal ini dinyatakan dalam surat al-An’am (6): 
152, “wa idza qultum fa’dilu walau kana dza qurba,” artinya: dan 
jika kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia 
adalah kerabatmu”. Istilah al-‘adl selanjutnya ketika dikonsepsikan 
akan melahirkan keadilan sosial.”53

Keempat, al-‘adl dinisbahkan kepada Allah Swt., Allah yang 
menegakkan keadilan artinya keadilan pada dasarnya merupakan 
rahmat dan kebaikan-Nya. Di dalam pengertian inilah harus di-
pahami kandungan surat Ali-Imran (3) ayat 18 yang menunjukkan 
Allah sebagai qaiman al-qist (yang menegakkan keadilan).54 Dengan 
demikian maka keadilan di sini berarti memelihara kewajiban atas 
berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan 
perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk 
itu, sebab keadilan merupakan rahmat dan kebaikan Allah pada 
kehidupan ini sebagaimana surat Hud (11): 6, “Dan tidak ada suatu 
binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah-lah yang mem-
beri rizkinya.”, dan Surat Fushilat (41) ayat 46: “Dan Tuhanmu 
tidak berlaku aniaya kepada hamba-hambanya.
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka, konsep keadilan 
dalam pemikiran Quraish Shihab, berpijak dari ajaran al-Qur`an 
tentang persamaan hak, keseimbangan/proporsionalitas, pemenu-
han hak inividu yang wajib menjadi landasan (asas) yang tidak 
hanya berada dalam proses penetapan putusan hakim bagi pihak 
yang bersengketa, namun asas keadilan juga harus melandasi setiap 
pemikiran, ucapan, tulisan dan tindakan yang dilakukan sehingga 
keadilan yang merupakan rahmat dan kebaikan Allah Swt untuk 
setiap hamba dan makhluk-Nya dalam mewujud dalam kehidupan 
masyarakat baik secara indvidu, kelompok maupun dalam institusi 
negara. 

5. Keadilan dalam Aras Pemikiran John Rawls 

Asas keadilan dalam pandangan John Rawls berpijak pada  
konsepnya bahwa Keadilan sebagai fairness, bagi Rawls keadilan 
merupakan kebijakan utama pada insitusi sosial. Suatu sistem 
hukum harus direformasi jika di dalamnya terdapat ketidakadilan, 
sebab sejatinya setiap orang akan memiliki harga diri dan kehor-
matan karena adanya keadilan yang menjamin manusia memiliki 
kebebasan dan perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam sistem 
kemasyarakat yang adil akan menjamin kebebasan dan jaminan  
atas hak-haknya dengan tanpa tawar menawar baik dalam politik 
maupun sosial.55 Bagi Rawls, masalah keadilan adalah fakta ter-
jadinya ketimpangan di bidang ekonomi, sosial, atau politik suatu 
institusi negara bahkan seringkali hukum tidak adil, kebijakan 
Negara yang timpang dan merugikan masyarakat, tentu hal ini 
akan melahirkan ketidakadilan. 

Gagasan Rawls menegaskan pentingnya keadilan bagi setiap 
individu dan institusi Negara untuk memastikan terpeliharanya 
hak-hak setiap warga Negara. Baginya keadilan adalah dipahaminya 
prinsip kebutuhan atas pemenuhan hak dan kewajiban dasar serta 
penentuan distribusi keuntungan dan beban masyarakat bahkan 
jika terjadi benturan antara kepentingan individu dengan institusi 
tetap mendapat jaminan keadilan dan tidak terjadi kesewenang-
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wenangan antar setiap orang dan institusi ketika sistem hukum 
telah menentukan keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa 
untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.56

Subjek keadilan bagi Rawls adalah struktur dasar masyarakat 
yaitu suatu institusi sosial yang memiliki peran mendistribusikan 
hak dan kewajiban, serta penentu pembagian keuntungan atas  
kerjasama sosial. Rawls merumuskan skema keadilan dalam kehi-
dupan sosial adalah bagaimana hak-hak dan kewajiban diterapkan 
pada sektor ekonomi, sosial, atau masyarakat,57 sehingga dibutuh-
kan standar aspek-aspek struktur dasar masyarakat diukur.58 Posisi 
asali merupakan ketetapan yang menyatakan kesepakatan funda-
mental yang dicapai yaitu fair, fakta ini melahirkan keadilan seba-
gai fairness, kesepakatan fair hanya dapat dicapai dengan adanya 
prosedur yang memberikan keadilan (fairness) sehingga berwujud 
keadilan prosedural murni.59

Selanjutnya, Rawls menegaskan keadilan (fairness) merupakan 
prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan institusi sosial dalam 
menentukan distribusi hak dan kewajiban bagi setiap individu di 
dalam masyarakat berdasarkan kesepakatan fair yang akan mampu 
mewujudkan kerjasama sosial.60 Rawls menyatakan dibutuhkan 
keterlibatan semua pihak untuk memilih prinsip-prinsip keadilan 
dalam kondisi awal posisi asali the original position, sebab ia men-
jadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sebagai fairness, ia bukan 
sesuatu yang real melainkan bersifat imaginer tetapi berada pada 
posisi asali dan salah satu syarat lahirnya konsep keadilan yang 
menjamin kepentingan semua pihak secara fair.61 Posisi asali tidak  
dapat dimasuki oleh semua orang kecuali mereka yang memiliki 
kemampuan nalar sesuai berdasarkan standar formal dari ilmu 
pengetahuan.62 

Sebagai seorang liberal-sosialis pemikiran Rawls sangat con-
dong terhadap kepentingan tercapainya kesetaraan, kebebasan 
dan hak individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 
Namun, di sisi lain Rawls sangat memperhatikan masyarakat yang 
tidak beruntung untuk terwujudnya kesejahteraan bagi mereka 
dan menyerukan untuk menyelamatkan orang-orang tidak berun-
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tung sehingga menggapai kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. 
Untuk mewujudkannya Rawls merumuskan konsep keadilan pada 
dua prinsip dasar keadilan.

Pertama, prinsip persamaan hak (the greatest equal principle), 
prinsip ini berlaku bagi seluruh masyarakat pada setiap Negara 
demokratis yaitu persamaan dalam hak asasi manusia seperti hak 
hidup, hak berpendapat, hak berserikat, hak keamanan, pendidi-
kan, dan hak perlindungan hak asasi manusia. Keadilan pasti men-
jamin terwujud dan terjaganya persamaan hak. Prinsip pertama 
setiap orang punya hak yang sama atas kebebasan, prinsip kedua 
ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga dapat 
memberi keuntungan bagi semua orang dan posisi jabatan ter-
buka bagi semua orang.63 Prinsip pertama ada posisi asali (original 
position), prinsip kebebasan berlaku secara luas ketika kesetaraan  
dimiliki seluruh masyarakat. Namun, saat ini terjadi kesenjangan 
antar elemen masyarakat karena overlapping consensus yang di-
sebabkan oleh reasonable disagreement, sebuah keniscayaan pada 
pemerintahan demokrasi mengenai perbedaan pendapat yang 
akhirnya memenangkan sebagian pihak saja. Walaupun ketidak-
sepakatan ini rasional tetapi tetap ada yang diuntungkan dan di-
rugikan, selanjutnya perbedaan ini bisa diselesaikan melalui dua 
cara, dengan koersi dari yang dominan ke yang lemah, atau meng-
gunakan prinsip kedua the Different Principle dan the Principle of 
Equaliy of Opportunity.64  

Kedua, prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan (the Diffe-
rent Principle and the Principle of Equaliy of Opportunity). Negara 
demokratis harus menjamin hak asasi manusia, kebebasan dalam 
sosial, ekonomi, dan politik. Namun, kenyataannya tetap ada ke-
senjangan sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan ini harus 
diakui keberadaanya dan diselesaikan sebab hal ini merupakan 
keniscayaan, negara sebagai instiutsi sosial harus berpihak pada 
mereka yang tidak beruntung sebab mereka telah terambil per-
samaan dan pemenuhan haknya serta tidak akan mampu mengejar 
ketertinggalan dalam kesejahteraan, dan otoritas. 
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Keperpihakan negara dengan memberikan bantuan kepada 
mereka yang tidak tidak beruntug bertujuan: 1) Pemenuhan hak 
asasinya, 2) Terjadinya reciprocal benefit, keuntungan timbal balik. 
Keperihakan dengan menolong kepada mereka yang tidak berun-
tung bagi Rawls akan mengakibatkan timbal balik, mereka akan 
berkontribusi lebih di sektor ekonomi, sosial, politik sehingga 
menjadi akan menguatkan pertumbuhan negara, dan manfaat-
nya pun akan dirasakan oleh mereka orang yang beruntung. Bagi 
Rawls prinsip kedua hanya berlaku apabila prinsip pertama telah 
terpenuhi dan prinsip pertama tidak bertentangan dengan prinsip 
keadilan yang kedua.65 

Dalam rangka menjamin kedua prinsip keadilan Rawls me-
negaskan keduanya harus diatur pada suatu tatanan serial order 
dengan itu hak-hak dasar tidak bisa direnggut dan ditukar dengan 
keuntungan atau kepentingan sosial ekonomi. Selanjutnya, bagi 
Rawls ketidaksamaan tingkat sosial, ekonomi, dan politik tidak  
berarti selalu diartikan ketidakadilan, baginya perbedaan menja-
min berlangsungnya masyarakat yang ideal di mana terbukanya  
peluang yang sama, perbedaan tersebut menguntungkan bagi 
orang-orang yang lebih beruntung, tetapi prinsip tersebut dapat 
dibenarkan jika membawa keuntungan orang yang tidak berun-
tung.66 Prinsip pertama setiap orang punya hak yang sama atas 
kebebasan,prinsip kedua ketimpangan sosial dan ekonomi harus 
diatur sehingga dapat memberi keuntungan bagi semua orang dan 
posisi jabatan terbuka bagi semua orang.67 

Prinsip-prinsip tersebut menerapkan struktur dasar masyara-
kat, mengatur hak dan kewajiban, serta mendistribusikan keuntu-
ngan sosial-ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa 
struktur sosial dapat dibagi ke dalam dua aspek: 1) Aspek-aspek 
sistem sosial yang menjamin kebebasan warga negara; 2) Aspek 
yang menunjukan ketimpangan sosial ekonomi.68 Bagi Rawls, dua 
prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapatkan 
keuntungan dari ketimpangan sosial-ekonomi.69 Konsepsi umum 
tentang keadilan sebagai fairness mensyaratkan bahwa semua nilai 
sosial primer didistribusikan secara adil, kecuali distribusi yang 
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tidak adil justru menguntungkan semua pihak.70

Dasar utama kedua prinsip keadilan diatas bersandar pada 
fakta dan kesepakatan yang harus dijunjung tinggi pada kondisi 
apapun.71 Konsep kontrak sosial dikonstruksi dan dikembangkan 
oleh Rawls dan dapat mencapai paham Utilitarinisme. Keadilan 
dapat ditilik dari utilitarianisme klasik, netralitas dan kebaikan 
hati.72 Di mana netralitas merupakan salah satu hal yang mena-
warkan satu-satunya perspektif dalam penilaian moral bisa dibuat 
koheren, prinsip netral dapat dikatakan lahir sesuai dengan prin- 
sip yang akan dipilih dalam posisi asali. Dengan prinsip kebaikan 
hati akan mewujudkan keadilan, tanpa syarat dan menganggap itu 
sebagai kewajiban. Oleh karena itulah teori keadilan Rawls tolak 
ukurnya adalah teori etika deontologis Immanuel Kant.73 Dengan 
demikian argumentasinya John Rawls ingin memperkuat Justice as 
fairness, yaitu baik bagi pihak beruntung dan tidak beruntung.74 

6. Keadilan sebagai Asas Hukum Perjanjian

Pemikiran tentang keadilan sejatinya mencakup wilayah yang 
sangat luas. Jangkauan keadilan sebagai fondasi yang menjadi dasar 
sebuah sistem pada institusi negara maupun mendasari aktivitas 
atau prilaku individu dan kelompok seperti pembentukan perjan-
jian yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan yang beragam 
termasuk dalam bidang bisnis.

Berdasarkan telaah tentang konsep keadilan sejatinya telah di- 
kembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM), gagasan mengenai 
keadilan yang berpijak dari keutamaan etis, bagi Aristoteles, adil 
adalah mengikuti aturan hukum dan jujur, tidak adil adalah seba-
liknya. Keadilan harus melandasi sistem hukum serta melandasi 
perilaku manusia, dasar inilah akan melahirkan keselamatan dan 
kebahagiaan dalam kehidupannya. Aristoteles membidani lahir-
nya teori keadilan komutatif, yakni keadilan berarti menegakkan 
kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan secara personal dan sosial. 
Pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
pemikiran Islam bahkan juga intelektual Barat kontemporer. 
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Mengenai keadilan sebagai landasan hukum juga dinyatakan 
dalam pemikiran Majid Khadduri, bahwa nilai keadilan harus 
melandasi subtansi hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan 
subtantif (substancial justice) dan dijaga berdasarkan keadilan 
prosedural (justice prosedural), serta menggali dan memformulasi 
kebaikan umum sebagai dasar terwujudnya keadilan sosial (social 
justice) yang seluruhnya mensyaratkan moderasi dan toleransi se-
bagai landasan yang lahir dari prinsip dari keadilan, kewajiban 
moral sekaligus sebagai ajaran agama. Moderasi dan toleransi yang 
mendasari hukum bagi Majid Khadduri dibolehkan oleh syariat 
sebagai jalan tengah atas persamaan dan keadilan yang diwujud-
kan berdasar mempertahankan suatu keseimbangan antara suatu 
kewajiban serta kemampuannya memenuhi kewajibannya.75 

Ketimpangan sosial dalam bentuk eksploitasi, diskriminasi, 
pelanggaran hak merupakan dasar konsep keadilan Murtadha 
Muthahhari sehingga keadilan dipandang sebagai misi kenabian,76 
yang akan mewujudkan terpeliharanya dan terlindunginya hak- 
hak orang lain.77 Bagi Mutahhari keadilan terwujud apabila dida-
sari keseimbangan, kesetaraan (proporsionalitas), memelihara hak, 
prinsip keadilan Ilahiyah dalam konteks ini pemikiran keadilan 
Mutahhari memiliki persamaan dengan keadilan komutatif yang 
dikemukakan Aristoteles yang penekanannya pada kesetaraan, 
keseimbangan dan harmoni sosial. 

Gagasan keadilan di atas juga diperkuat dengan pemikiran 
Quraish Shihab dengan menggali keadilan dalam al-Qur’an, peta 
pemikirannya menegaskan bahwa al-Quran sangat komprehensip 
menjelaskan tentang keadilan yang mewujud melalui persamaan 
hak, keseimbangan atau proporsionalitas.78 Baik sebagai landasan 
(asas) penetapan putusan hakim bagi pihak yang bersengketa se-
lanjutnya juga melandasi setiap pemikiran, ucapan, tulisan dan 
tindakan yang dilakukan sehingga keadilan yang merupakan rah-
mat dan kebaikan Allah Swt untuk kehidupan individu maupun 
institusi negara.

Selanjutnya, konsep justice fairness yang dikemukakan John 
Rawls berusaha untuk mencapai kesetaraan, kebebasan dan hak 
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individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk 
mewujudkan keadilan Rawls bertumpu pada dua prinsip yang 
saling melengkapi yaitu prinsip persamaan hak di antara warga 
negara dan prinsip perbedaan untuk membangun kesetaraan,79 
sehingga antara orang yang beruntung dan orang yang tidak ber-
untung dapat mencapai kesejahteraan berdasarkan justice fairness 
dengan ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesa-
maan. Bagi Rawls adanya jaminan kebebasan yang setara bagi 
semua orang, maka keadilan akan terwujud di tengah masyarakat.

Dari konsep keadilan yang dikemukakan oleh para pakar ter-
sebut dapat dipahami bahwa keadilan merupakan konsep yang 
dibangun di atas unsur persamaan, kesetaraan, keseimbangan dan 
pemenuhan hak-hak setiap orang berdasarkan kesepakatan indi-
vidu atau kelompok yang diwujudkan kedalam sistem hukum di 
dalam institusi negara dan berlaku bagi masyarakat. Oleh karena 
itu, keadilan menjadi asas yang mendasari sistem hukum dan men-
jadi kerangka penyangga terwujudnya kesejahteraan, kebahagiaan 
dan keselamatan hidup manusia. Menjadi jelas asas keadilan meru-
pakan substansi paling dalam dari hasil refleksi nilai-nilai keadilan  
yang dijunjung tinggi dalam sistem kehidupan masyarakat, asas 
keadilan dapat menjadi pilar dan kerangka utama dalam peran-
cangan suatu aturan hukum maupun perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak.

Konsep keadilan di atas jika dikontekstualisasi pada kegiatan 
ekonomi melahirkan konsep keadilan distributif dan keadilan 
produktif. Keadilan distributif menempatkan semua orang yang 
terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya, memba-
gikan pendapatan dan kekayaan, sedangkan pada keadilan produk-
tif, adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban.80 Seperti syirkah 
mudharabah, pengelola usaha (mudharib) berhak mendapatkan 
bagi hasil usaha (upah) yang sesuai. Selanjutnya, Syeikh Muham-
mad Sayyid Thanthawi dalam Muamallat al-Bunuk wa Ahkamuha 
al-Syari’iyah membagi tiga rumusan dalam syariah Islam: Pertama, 
Islam selalu memperhatikan kemaslahatan umum. Kedua, Islam 
selalu memberikan prinsip toleransi, kemudahan dan menghilang-
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kan kesulitan. Ketiga, prinsip keadilan merupakan prioritas utama 
dalam Islam.81

Ketiga rumusan tersebut merupakan komponen penting dan 
menyeluruh dalam ajaran Islam, dan ketiganya merupakan prin-
sip dasar dalam melakukan transaksi bisnis termasuk dalam akad 
syirkah mudharabah yang adil dan membawa kemaslahatan dalam 
kehidupan masyarakat.

B. Kedudukan Sekutu dalam Akad Syirkah 
Akad syirkah sebagaimana dideskripsikan pada pembahasan 

sebelumnya merupakan perjanjian kerjasama suatu usaha yang  
bersifat finansial yang bertujuan memperoleh keuntungan. Sistem 
kerjasama usaha ini telah disepakati oleh jumhur ulama karena 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diyakini akan membawa 
keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi kehidupan masya-
rakat. 

Indikator akad syirkah diyakini sebagai sebuah sistem ker-
jasama usaha yang berorientasi pada terwujudnya keadilan dan 
membawa kebaikan bagi perekonomian masyarakat, selain harus 
dipahami konsep dan pengembangannya juga harus ditelaah secara 
elaboratif tentang kedudukan para sekutu (syarik), karena para 
sekutu bersentuhan langsung dengan pelaksanaan akad syirkah 
dengan ragam bentuknya. Dengan demikian, keseimbangan hak 
dan kewajiban serta tanggung jawab para sekutu dapat diketahui 
dengan jelas. Berikut penjelasan mengenai kedudukan para sekutu 
(syarik) dalam ragam bentuk akad syirkah: 

1. Kedududukan Sekutu Syirkah ’Inan 
Jika ditelaah mengenai kedudukan para sekutu dalam syirkah 

`inan, maka syirkah ini menyaratkan para sekutu (syarik) minimal 
terdiri dari dua sekutu atau lebih sesuai dengan syarat dan keten-
tuan akad dalam hukum Islam. Untuk melaksanakan syirkah ’inan 
masing-masing sekutu wajib membawa dan memberikan modal 
usahanya (uang dan pekerjaan) untuk dicampurkan dengan modal 
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usaha yang dibawa para sekutu lainnya, sehingga prinsip al-ikhti-
lath (percampuran) modal dan pekerjaan masing-masing sekutu 
terpenuhi. Modal usaha dalam syirkah ’inan yang diberikan oleh 
para sekutu diperbolehkan tidak sama,82 baik secara kuantitas dana 
atau kualitas peran dalam pekerjaan. Bahkan menurut madzhab 
Hambali para sekutu dalam syirkah ’inan ditentukan hanya satu 
yang bekerja dengan syarat yang sekutu yang bekerja mendapat 
keuntungan lebih banyak banyak.83 

Dalam hal sekutu melaksanakan pekerjaan maka juga dapat 
berlaku istilah sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu aktif adalah 
sekutu yang menyetorkan modal dan sekaligus bekerja, dan sekutu 
pasif adalah sekutu yang menyetorkan modalnya tapi tidak ikut 
dalam pekerjaan hanya diwakilkan berdasarkan akad wakalah pada 
sekutu aktif. Namun, hal tersebut akan berdampak terhadap skema 
pembagian keuntungan usaha di kemudian hari yang didasarkan 
pada modal dana dan pekerjaan yang dilakukan oleh para sekutu 
sehingga jumlah pembagian keuntungan tidak sama.84 

Salah satu karakter syirkah ’inan para sekutu diberikan pe-
luang untuk melakukan kerjasama usaha dengan jumlah modal 
yang tidak sama, hal ini merupakan ruang keadilan bagi pengu-
saha dengan modal kecil untuk ikut ambil bagian dalam kerjasama 
usaha tersebut sehingga terjadi pemerataan peluang usaha dan per-
putaran modal dan tidak didominasi pemilik modal besar. Dalam 
rangka melindungi kepentingan para sekutu (syarik) dalam pelak-
sanaan syirkah ’inan maka para sekutu harus memenuhi ketentuan 
antara lain:85 Pertama, para sekutu dalam syirkah ’inan dibolehkan 
membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang 
boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing mitra se-
hingga memudahkan pelaksanaannya dan menghindari sengketa  
di tengah pelaksanaan akad tersebut berlangsung. Kedua, pemba-
gian keuntungan dalam syirkah ’inan dilakukan berdasarkan sistem 
proporsional. Artinya, keuntungan dibagi berdasarkan kuantitas 
modal yang disertakan dan kinerja para sekutu.

Adapun pembagian keuntungan maupun kerugian dalam syir-
kah ’inan, para sekutu harus membaginya secara proporsional ber-
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dasarkan modal dan kinerja sedangkan kerugian harus didasarkan 
pada proporsi dana,86 tetapi jika modal sama maka kerugian dapat 
dibagi secara merata di antara masing-masing sekutu. Selanjutnya 
para sekutu dilarang untuk mensyaratkan keuntungan salah satu 
sekutu lebih besar dari sekutu lainnya, menyatakan dalam per-
janjiannya bahwa keuntungan dibagi sama dengan modal tidak  
sama, menyatakan keuntungan hanya diterima satu sekutu padahal 
sekutu lainnya menyertakan usaha.87 Jika para sekutu mensyarat-
kan hal tersebut maka akad syirkah ’inan dinyatakan batal. 

Berdasarkan penjelasan tentang sekutu (syarik) dalam syirkah 
’inan di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan para sekutu 
didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: pertama, para sekutu da-
lam syirkah ’inan merupakan subjek yang harus memenuhi syarat 
sebagai Aqid cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Kedua, 
para sekutu wajib menyertakan modal (harta) untuk dicampur- 
kan dengan modal (harta) sekutu lainnya dengan kuantitas diper-
bolehkan tidak sama, selanjutnya para sekutu juga bekerja atas 
usaha yang telah disepakati bersama, namun pekerjaan dapat di-
lakukan hanya oleh salah satu sekutu dengan ketentuan menda-
pat keuntungan lebih berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya. 
Ketiga, para sekutu akan menerima keuntungan berdasarkan ke-
tentuan yang telah disepakati para sekutu; sedangkan kerugian 
ditanggung para sekutu berdasarkan porsi dana masing-masing. 
Dengan demikian, kedudukan para sekutu dalam syirkah ’inan 
seimbang, proporsional, akomodatif terhadap para sekutu dengan 
modal yang kecil, dan memberikan peluang bagi sekutu lainnya 
untuk mengembangkan potensi dan kinerjanya sehingga meng-
hasilkan keuntungan lebih dan mendorong terwujudnya pemera-
taan kesejahteraan. 

2. Kedudukan Sekutu Syirkah Mufawadhah 
Syirkah mufâwadhah adalah kontrak kerjasama usaha antara 

dua sekutu atau lebih atas suatu pekerjaan berdasarkan kesamaan 
modal, tata kelola harta, kesamaan keuntungan juga kesamaan 
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agama dan saling memberikan jaminan terhadap hak dan kewa-
jiban dalam setiap kesepakatan yang para sekutu lakukan. Oleh 
karena itu dapat ditegaskan syirkah mufawadhah lahir dari kesepa-
katan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk usaha bersama 
dengan syarat untuk setiap sekutu mengeluarkan modal, tenaga/ 
keahlian yang sama dan kemudian keuntungan maupun kerugian 
dibagi dengan sama pula. 

Dalam hal modal usaha syirkah mufâwadhah, para sekutu 
wajib menyetorkan harta dengan jumlah yang sama, dalam arti 
kuantitas dana yang diserahkan oleh masing-masing sekutu memi-
liki kesamaan besarnya, sebab dalam syirkah mufâwadhah tidak 
sah jika tidak sama, posisi para sekutu tidak ada yang lebih tinggi 
atau rendah karena faktor kepemilikan modal yang berbeda, dalam 
sistem syirkah mufâwadhah ini para sekutu memiliki posisi yang 
sama. Para sekutu yang melibatkan diri dalam syirkah mufâwadhah 
ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sama, tidak 
dibenarkan bila salah satu sekutu memiliki kewenangan yang lebih 
banyak dari pada sekutu lainnya.88

Dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian juga dibagi 
sama diantara para sekutu, sebab untuk setiap sekutu mengeluar-
kan modal, keterampilan usaha yang sama, artinya syarat utama 
dari jenis syirkah mufâwadhah ini adalah kesamaan dana yang  
diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh 
masing-masing para sekutu dan hal ini berimplikasi terhadap ke-
untungan dan kerugian dibagi dengan sama pula di antara para 
sekutu. Jika di antara syarat tersebut tidak terpenuhi, maka syirkah 
mufâwadhah akan berubah menjadi syirkah ‘inan, karena dalam 
syirkah ‘inan tidak dituntut terpenuhinya syarat-syarat kesamaan 
sebagaimana dijelaskan di atas.89 

Deskripsi kedudukan para sekutu dalam syirkah mufâwadhah 
dalam hubungan para sekutu dapat dipetakan sebagai berikut. 
Pertama, para sekutu pada syirkah mufâwadhah merupakan subjek 
yang harus memenuhi syarat sebagai aqid, subjek yang memiliki 
kecakapan secara hukum dan memenuhi syarat yang telah diten-
tukan di antaranya beragama Islam. Kedua, para sekutu wajib 
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menyertakan modal (harta) untuk dicampurkan dengan modal 
(harta) sekutu lainnya dengan jenis dan kuantitas yang sama, sela-
njutnya para sekutu dalam syirkah mufâwadhah harus memiliki 
keterampilan usaha yang sama. Ketiga, dalam melakukan pekerjaan 
seluruh sekutu ikut melakukan pekerjaan dan sekaligus menjadi 
wakil atau kafil (penanggung) atas tindakan para sekutu lainnya, 
artinya para sekutu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dan saling bertanggung jawab. Keempat, para sekutu akan mene-
rima keuntungan yang sama dengan para sekutu lainnya begitupun 
dalam hal terjadi kerugian, seluruh sekutu akan menanggungnya 
jumlah kerugian yang sama pula. 

Relasi para sekutu dalam syirkah mufâwadhah pada satu sisi 
ingin mewujudkan kesamaan dalam usaha sehingga tumbuh soli-
ditas para sekutu untuk melakukan usaha secara maksimal untuk 
menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Namun, di sisi lain 
dapat dipandang sangat tertutup dan diskriminatif terutama yang 
mensyaratkan kesamaan agama (baca: Islam). Pada realitas sejarah-
nya adalah sistem syirkah mufâwadhah ingin menunjukkan kon-
sistensi ajaran Islam tentang kerjasama bisnis yang adil dan tidak 
eksploitatif kepada mitra bisnis maupun para pekerja di tengah 
pengaruh sistem ekonomi pra-Islam ( Jahiliyah) dan cenderung 
melestarikan perbudakan yang masih berpengaruh pada sistem 
perekonomian masyarakat awal Islam hadir.90 

3. Kedudukan Sekutu Syirkah Abdan 
Syirkah ’abdan adalah kontrak kerjasama usaha antara dua 

sekutu atau lebih dengan ketentuan para sekutu memiliki profesi 
atau keahlian yang sama,91 atau terkait dalam rangka menerima 
pekerjaan secara bersama-bersama serta berbagi keuntungan dari 
pekerjaan yang para sekutu laksanakan dengan menetapkan per-
syaratan tertentu,92 di antaranya: Pertama, pekerjaan atau keahlian 
para sekutu harus sama, jika keahlian berbeda maka hukumnya 
tidak boleh, kecuali terhadap satu pekerjaan yang membutuhkan 
keahlian yang berbeda sehingga pekerjaan tersebut dapat disele-
saikan dengan baik. Kedua, tempat bekerja para sekutu harus satu 
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lokasi, diizinkan tempat berbeda namun pekerjaannya harus satu 
kesatuan yang terintegrasi. Ketiga, Pembagian upah harus sesuai 
dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap sekutu.93

Dalam akad syirkah para sekutu harus memiliki modal usaha 
berupa harta (maal) dan disetorkan menjadi satu kesatuan (per-
campuran), namun dalam syirkah ’abdan modal yang harus dimi-
liki para sekutu adalah memberikan konstribusi tenaga (keterampi-
lan/keahlian) dalam melaksanakan suatu pekerjaan (’amal) tanpa 
konstribusi modal harta (maal), ringkasnya dalam syirkah ’abdan 
modalnya adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh para 
sekutu. Kontrak kerjasama usaha berdasarkan syirkah ’abdan mem-
posisikan para sekutu harus seimbang. Artinya, setiap sekutu harus 
memiliki profesi/keahlian/keterampilan yang sama atau yang ter-
kait dengan pekerjaan yang dilaksanakan sebagai objek dari akad 
syirkah abdan tersebut.94 Upaya mewujudkan keseimbangan dan 
terukurnya pekerjaan dapat dilakukan pembagian pekerjaan yang 
harus dilakukan oleh para sekutu. Akibatnya, pelaksanaan peker-
jaan terukur dan dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun pembagian keuntungan dan kerugian dalam syirkah 
’abdan, para sekutu harus membaginya secara proporsional ber-
dasarkan kesepakatan dibagi sama, atau selisih antara sekutu satu 
dengan yang lainnya, sebab dalam syirkah ini karena pekerjaan 
merupakan faktor para sekutu mendapatkan keuntungan. Keun-
tungan didasarkan pada porsi pekerjaan yang dilakukan oleh para 
sekutu, dalam syirkah ini diperboleh melakukan pekerjaan dengan 
volume yang berbeda, dan volume pekerjaan ini menjadi dasar 
pembagian keuntungan.95  

Berdasarkan uraian di atas kedudukan para sekutu pada syir-
kah ’abdan dibangun dengan relasi sebagai berikut: pertama, para 
sekutu pada syirkah ’abdan merupakan subjek yang juga harus 
memenuhi syarat aqid sebagaimana akad lainnya, sebab hal ter-
sebut menjadi dasar bagi para sekutu untuk melakukan aktivitas 
kerjasama usaha termasuk syirkah ’abdan. Kedua, para sekutu harus 
memiliki modal keahlian atau profesi yang sama sebab pekerjaan 
yang menjadi objek syirkah ’abdan adalah pekerjaan. Diperboleh-
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kan pula dengan keahlian yang berbeda dengan syarat keahlian dari 
para sekutu lainnya merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud. Ketiga, dalam melakukan 
pekerjaan seluruh sekutu wajib melakukan pekerjaan walaupun 
dengan kadar dan pembidangan yang berbeda, mereka harus ber-
tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah disepa-
kati dengan sekutu lainnya. Keempat, para sekutu akan menerima 
keuntungan yang sama berdasarkan volume pekerjaan yang dila-
kukan, sehingga dapat dimungkinkan terjadi kesamaan atau selisih 
dalam pembagian keuntungan. Sedangkan kerugian ditanggung 
para sekutu berdasarkan tenaga, pikiran atas pekerjaan yang di-
lakukannya. 

4. Kedudukan Sekutu Syirkah Wujuh 
Syirkah wujuh merupakan kontrak kerjasama usaha antara dua 

sekutu atau lebih, para sekutu yang tidak mempunyai modal harta 
(maal) untuk dijadikan modal usaha, namun para sekutu hanya 
memiliki reputasi (nama baik) dan keahlian dalam menjalankan 
bisnis.

Modal reputasi atau nama baik yang dimiliki para sekutu oleh 
sebagian para ulama dinyatakan sebagai akad yang mengandung 
unsur gharar (samar). Oleh karena itu, unsur gharar dalam syirkah 
wujuh ini dapat dihindari melalui ketentuan yang harus dijalan-
kan oleh para sekutu yaitu masing-masing sekutu harus mempu-
nyai tanggung jawab yang jelas atas utang yang menjadi tanggungan 
bersama. Kejelasan tanggung jawab jumlah utang masing-masing 
sekutu akan menjadi pedoman dan kerangka diketahuinya porsi 
modal syirkah wujuh yang sedang dijalankan oleh para sekutu se-
hingga dapat diukur dengan jelas sebagaimana perhitungan modal 
dalam syirkah amwal. Selanjutnya, para sekutu dalam membagi 
keuntungan secara proporsional berikut juga tanggung jawab ke-
rugian usaha syirkah wujuh ditanggung para sekutu secara pro-
porsional.96 

Para sekutu dalam syirkah wujuh memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan penjualan barang dengan keuntungan, dari hasil 
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penjualan barang tersebut dibayarkan kepada penyuplai barang  
dan sisa pembayaran merupakan keuntungan yang dapat dibagi 
bersama kepada para sekutu berdasarkan kesepakatan menurut 
besar kecilnya kepemilikan para sekutu pada barang yang dibeli. 
Sedangkan kerugian yang harus ditanggung para sekutu dihitung 
berdasarkan atas besar-kecilnya kepemilikan masing-masing pada 
barang yang dibeli kepada pihak penyuplai barang, baik keuntu-
ngan dibagi di antara keduanya atau tidak, dan kerugian itu akibat 
kerusakan barang atau berkurangnya harga jual dari harga beli,97 
atau karena sebab yang lain yang menyebab kerugian pada peker-
jaan yang sedang dijalankan para sekutu. 

Para sekutu dalam syirkah wujuh mempunyai tanggung jawab 
penuh atas usaha yang dijalankan mereka sesuai dengan prinsip 
tanggung jawab bersama dalam syirkah wujuh di antaranya tang-
gung jawab melaksanakan pekerjaan, melunasi hutang, membagi 
untung, dan menanggung kerugian dilakukan secara seimbang dan 
proporsional berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan laba yang 
diperoleh para sekutu. Dengan demikian, syirkah wujuh ini men-
dorong tumbuhnya akad-akad yang berbasis amanah (kepercayaan) 
yang akan menumbuhkan kualitas moral para pengusaha dalam 
menjalankan bisnis, sekaligus akan memberikan peluang bagi para 
pengusaha yang tidak memiliki modal namun memiliki reputasi 
dengan keahliannya mengembangkan bisnis sehingga modal akan 
berputar dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi masya-
rakat semakin meningkat.

C. Kedudukan Sekutu dalam Akad Mudharabah 
Akad mudharabah merupakan sistem kerjasama suatu usaha 

antara dua sekutu dengan prinsip bagi hasil (profit sharing), sekutu 
pertama berkedudukan sebagai pemilik dana (shahibul maal); se-
dangkan sekutu kedua sebagai pengelola usaha (mudharib), pemi-
lik modal memberikan amanah (kepercayaan) kepada pengelola 
(mudharib) atas modal tersebut untuk dikelola dengan baik dengan 
keuntungan dibagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan, 
sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, dan 
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pengelola tidak menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu, 
tenaga dan pikiran mudharib, namun apabila kerugian diakibatkan 
oleh karena kelalaian mudharib,98  maka mudharib wajib bertang-
gung jawab atas kerugian tersebut.

Pada akad ini relasi antara para sekutu dibagun di atas dasar 
kepercayaan atau amanah (trust financing/trust investment), sebab 
para sekutu terdiri dari para pemilik modal namun tidak mampu 
mengembangkan usaha sehingga modal yang dimiliki bisa stagnan. 
Dengan demikian dana tersebut tidak dapat menghasilkan keun-
tungan dan sekaligus tidak bergulir kepada sektor usaha-usaha  
yang ada, akhirnya manfaatnya sangat kecil. Sedangkan sekutu lain-
nya merupakan pengelola usaha yang mempunyai keterampilan 
dalam mengelola usaha, namun ia tidak mempunyai modal untuk 
menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga mereka tidak 
dapat menjalankan keahliannya mengelola usaha karena tidak ada 
modal. Oleh karena itu, pada akad mudharabah antara pemilik 
modal dan pengelola usaha saling membutuhkan dan terikat un-
tuk menjalankan suatu usaha dengan baik dan amanah sehingga 
menghasilkan keuntungan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, pemilik dana (shahibul 
maal) sebagai sekutu yang wajib menyediakan seluruh modal dana 
kepada pengelola usaha (mudharib), pengelola usaha wajib men-
jalankan usaha dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam akad mudharabah. Keuntungan yang 
dihasilkan dari kegiatan usaha berdasarkan akad mudharabah di- 
bagi kepada para sekutu berdasarkan nisbah (persentase pemba-
gian laba) yang disepakati oleh mereka. Rasio pembagian keun-
tungan (nisbah) ditentukan berdasarkan risiko yang ditanggung 
oleh para sekutu sehingga di dalam akad mudharabah pembagian 
keuntungan yang paling tinggi diberikan kepada penyedia modal  
(shahibul maal) karena menanggung seluruh kerugian modal harta 
(maal) dalam kerjasama ini. Sedangkan pengelola tidak menang-
gung kerugian modal harta sedikitpun kecuali kerugian waktu, 
tenaga, dan pikiran sehingga jumlah keuntungan yang didapat ber- 
ada di bawah penyedia modal, namun hal ini tetap didasarkan 
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pada kesepakatan para sekutu dengan berpijak pada prinsip ke-
seimbangan dan proporsionalitas. 

Kedudukan para sekutu dalam akad mudharabah umumnya 
sama, namun terdapat sedikit perbedaan-perbedaan dalam hu-
bungan dan peran para sekutu shahibul maal sebagai sekutu yang 
menyediakan modal harta (maal) dan mudharib sebagai sekutu 
yang menyediakan keahlian/keterampilan menyangkut usaha yang 
sedang dijalannya. Perbedaan tersebut dapat ditelaah melalui dua 
bentuk akad mudharabah antara lain: 

1. Kedudukan Sekutu Akad Mudharabah Muthlaqah 
Mudharabah mutlaqah merupakan akad kerjasama usaha 

pemberian modal antara dua pihak; pihak pertama sebagai pemi- 
lik modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola (mu- 
dharib) modal dengan keuntungan dibagi oleh kedua belah pihak 
dengan ketentuan 1/3 untuk penggarap modal dan 2/3 untuk 
pemilik modal,99 dalam mudharabah mutlaqah, pemilik modal 
menyerahkan harta (modal usaha) kepada pengelola usaha dengan 
tidak ada ketentuannya, seluruhnya menjadi kewenangan pengelola 
usaha. Selanjutnya, kewajiban pengelola usaha dengan kemam-
puan/keahliannya menjalankan usaha dalam batas yang maksi-
mal.100 

Kedudukan sekutu dalam mudharabah muthlaqah, sekutu per-
tama sebagai pemilik modal (shahibul maal) wajib menyerahkan 
harta (maal) kepada sekutu kedua pengelola usaha (mudharib) 
dengan ketentuan tidak menyaratkan apapun usaha kepada mu-
dharib dalam menjalankan usahanya. Pengelola usaha memiliki 
kebebasan mengelola modal tersebut untuk jenis usaha, waktu 
dan tempat mudharabah. Dalam kerjasama usaha ini sekutu kedua 
pengelola usaha (mudharib) memiliki mandat yang terbuka (open 
mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diper-
lukan bagi keberhasilan tujuan kerjasama. Jika pengelola usaha 
(mudharib) melakukan kelalaian dan kecurangan, maka pengelola 
harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, 
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segala kerugian tanggung jawab pengelola usaha (mudharib) akibat 
kelalaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
kedudukan para sekutu dalam akad mudharabah mutlaqah mem-
berikan posisi yang seimbang antara shahibul maal yang memberi-
kan mandat terbuka kepada mudharib sekaligus keleluasaan dalam 
menggunakan modal usaha tersebut dengan usaha apa saja yang 
menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari 
arah mana saja yang diinginkan dalam bentuk usaha, namun jika 
mudharib lalai dan curang maka mudharib bertanggung jawab atas 
segala kerugian usahanya dan wajib mengembalikan modal usaha-
nya kepada shahibul maal. 

2. Kedudukan Sekutu Akad Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha 

pemberian modal antara dua pihak yakni pihak pertama sebagai 
pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan 
keuntungan dibagi kedua belah pihak dengan ketentuan 1/3 untuk 
pengelola usaha (mudharib) dan 2/3 untuk pemilik dana (shahi-
bul maal), pemilik dana mempunyai hak terhadap modalnya dan 
menentukan ketentuan-ketentuan seperti jenis usaha, waktu dan 
tempat mudharabah tersebut dilakukan dan pengelola usaha mem-
punyai kewajiban untuk menjalankan usaha semaksimal mungkin 
dengan terikat pada ketentuan yang diberikan oleh pemilik dana 
baik tempat, jenis usaha dan waktu.101 Akad ini biasanya diguna-
kan terhadap bisnis yang berbasis special invesment. 

Pengelola usaha tidak bebas menggunakan modal tersebut 
menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus dengan memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik dana.102 Pemilik dana 
(shahibul maal) boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan 
modal usaha (harta) dari risiko kerugian, selanjutnya sekutu kedua 
sebagai pengelola dengan keahliannya menjalankan usaha ber-
dasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik dana 
(shahibul maal). Apabila pengelola usaha bertentangan dengan 
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pengawasan dan pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, 
maka pengelola usaha bertanggung jawab atas konsekuensi yang 
ditimbulkannya. 

Berdasarkan penjelasan kedudukan para sekutu dalam akad 
mudharabah secara umum merupakan hubungan yang saling me- 
lengkapi dan memperkuat bagi tumbuhnya usaha yang sedang di-
jalankan, pihak pemilik dana/modal (shahibul maal) merupakan 
sekutu yang menyediakan dana; sedangkan di pihak lain, pengelola 
dana/modal (mudharib) untuk melaksanakan kegiatan usaha. Di 
salam melaksanakan sebuah usaha, pengelola usaha (mudharib) 
memiliki hak dan kedudukan sebagai wakil yang dipercaya oleh 
pemilik dana (shahibul maal) dalam suatu kegiatan usaha artinya 
pemberian kuasa untuk mewakili atas nama pemilik modal. Wakil 
merupakan sekutu dan partner kerja berhak atas keuntungan dari 
usaha tersebut, oleh karena ia wajib menentukan proporsi keun-
tungan dengan besaran persentase berdasarkan kesepakatan. Hak 
mudharib atas keuntungan didasarkan sebagai imbalan atas usaha 
dan pekerjaan yang sudah dilakukan, namun jika terjadi kerugian 
maka pengelola (mudharib) tidak berhak atas keuntungan tersebut, 
mengingat usaha yang dilakukan tidak mendapatkan keuntungan. 

D. Kedudukan Sekutu dalam Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham 

yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia 
semu (artificial person) melalui legalitas badan hukum yang dija-
lankan melalui pengurus-pengurusnya sehingga perseroan terbatas 
berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta 
kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan 
lainnya yang diberikan melalui sekutu-sekutu yang ada dalam Per-
seroan Terbatas (PT) yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Sekutu dalam Perseroan Terbatas
Dalam memahami kedudukan sekutu dalam Perseroan Ter-

batas yang paling awal harus dipahami bahwa Perseroan Terbatas 
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merupakan badan hukum (rechtspersoon) yang merupakan perse-
kutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan ke-
giatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.103 Sebagai badan usaha 
yang didirikan berdasarkan perjanjian, dipastikan tidak terlepas 
dari keberadaan sekutu dan menjadi bagian tidak terpisahkan 
dalam perjanjian usaha dimaksud, baik yang berwujud sebagai 
pemegang saham maupun unsur lain yang ada di dalam badan 
usaha Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri, ada pemegang 
saham sebagai pemiliki modal yang bertanggung jawab hanya pada 
modal yang investasikannya dan wajib ada pengurus yang terorga-
nisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan usahanya serta 
segala hal yang menyangkut tindakan hukum perusahaan baik 
dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab 
secara personal atas kontrak-kontrak yang dilakukan Perseroan 
Terbatas. Karakteristik inilah yang membedakan badan usaha Per-
seroan Terbatas dengan badan usaha lainnya yaitu sebagai badan 
hukum (rechtspersoon).104 Oleh karena itu, sebagai subjek hukum 
yang berdiri sendiri mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah 
dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para 
pengurusnya. 

Namun, Perseroan Terbatas sebelum berstatus sebagai badan 
hukum, seluruh pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris memiliki tanggung jawab penuh secara renteng terhadap 
segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, 
berikut juga tidak dapat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang 
saham (RUPS) namun keputusan dapat diambil secara mayoritas 
Segala perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri Perseroan 
Terbatas sebelum perseroan didirikan, yaitu pada saat perbuatan 
hukum pendiri yang mengatasnamakan perseroan setelah perse-
roan berdiri berbentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh 
notaris, semuanya akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan 
manakala perseroan telah disahkan sebagai badan hukum. Dengan 
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demikian, hak dan kewajiban akibat perbuatan hukum yang dila-
kukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban Perseroan 
Terbatas. Selanjutnya para pendiri terlepas dari hak dan kewajiban 
atasnya yang timbul karena perbuatan hukum pihak ketiga.

Dengan status badan hukum, Perseroan Terbatas memperlaku-
kan para sekutu baik pemilik atau pemegang saham dan pengurus 
atau direksi dipisahkan dari badan hukum Perseroan Terbatas, 
yang secara teoritis dikenal “separate legal personality” yang mene-
gaskan bahwa Perseroan Terbatas sebagai subjek/indvidu yang 
keberadaannya berdiri sendiri. Oleh karena itu, pemegang saham 
tidak memiliki kepentingan atas kekayaan Perseroan Terbatas dan 
tidak bertanggung jawab atas utang-utang Perseroan Terbatas yang 
istilahkan sebagai Corporate Personality, yaitu suatu perusahaan 
yang memiliki kepribadian berbeda dari para pendirinya. Dengan 
demikian, jika orang yang mengelola perusahaan berganti, maka 
Perseroan Terbatas tetap memiliki identitas sendiri tidak terpe-
ngaruh oleh pergantian pemilik/pemegang sahamnya, baik direksi 
maupun komisarisnya. Tegasnya, kepentingan Perseroan Terbatas 
tidak berhenti atau diulang kembali ketika terjadi pergantian pemi-
lik dan pengurusnya. Perseroan Terbatas bisa memiliki harta, serta 
hak dan kewajiban sendiri, terlepas atau terpisah dari harta, serta 
hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau 
pendiri.105

2. Kedudukan Sekutu Berdasarkan Organ-Organ Perseroan 
Terbatas
Kedudukan para sekutu dan organ-organ Perseroan Terbatas 

sebelum berstatus sebagai badan hukum, seluruh pendiri, anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab 
penuh secara renteng terhadap segala tindakan hukum yang dilaku-
kan oleh Perseroan Terbatas dan tidak dapat melaksanakan Rapat 
Umum Pemegang saham (RUPS), tetapi setelah disahkan sebagai 
badan hukum hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan ke- 
wajiban Perseroan Terbatas, selanjutnya para pendiri terlepas dari 
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hak dan kewajiban atasnya yang timbul karena perbuatan hukum 
pihak ketiga. Oleh Perseroan Terbatas setelah berstatus badan hu-
kum sangat berpengaruh terhadap kedudukan sekutu dan organ-
organ yang ada di dalamnya: 

a. Pemegang Saham Perseroan Terbatas
Pemegang saham atau pemilik modal dalam Perseroan Terbatas 

setelah berbadan hukum tidak bertanggung jawab secara individu 
atas kontrak-kontrak yang dibuat atas nama perseroan melebihi 
kuantitas atau nilai saham yang diambilnya dalam PT dimaksud, 
hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT. Hal ini 
semakin menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham 
dalam PT itu terbatas sehingga tidak akan menanggung kerugian 
perseroan melebihi dari harta kekayaan yang diinvestasikan. Di sisi 
lain, tanggung jawab perusahaan (Perseroan Terbatas) tidak terba-
tas, jika terjadi kerugian atau hutang maka akan dibayar dari harta 
kekayaan yang tersedia dalam perseroan, sebab dalam PT menga-
nut doktrin corporate separate legal personality, bahwa esensi pe-
rusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki personalitas 
berbeda dengan para pendirinya, hal ini dipengaruhi oleh doktrin 
dasar, bahwa Perseroan Terbatas merupakan kesatuan hukum yang 
terpisah dari pendiri atau pemegang saham perusahaan tersebut. 

Namun, yang dimaksud dengan pemegang saham ialah Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai alat kelengkapan per- 
seroan dan memiliki kekuasaan tertinggi,106 atau pimpinan tertinggi 
sebagai menentukan arah perseroan.107 Hal ini sebagaimana Pasal  
1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 
“Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) 
ada-lah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas 
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran 
Dasar”.108 Namun, walaupun dalam Undang-Undang RUPS dinya-
takan memiliki kewenangan khusus dan tertinggi dalam menen-
tukan arah pengembangan perseroan, tetapi tidak berarti RUPS 
dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-
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Undang kepada Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, pe-
ngertian Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007 dapat dipa-
hami sebagai berikut:109  

1) RUPS merupakan organ berupa rapat artinya berbeda dengan 
pribadi pemegang saham. Dengan demikian, sekalipun sese-
orang menjadi pemegang saham mayoritas, berarti individu 
tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam Perseroa Ter-
batas. Kewenangan sebagai kekuasaan tertinggi tersebut ada 
apabila diselenggarakan rapat dengan ketentuan memenuhi 
persyaratan tertentu yang sebagaimana ketentuan UU PT. 

2) Otoritas atau kewenangan yang dimiliki RUPS merupakan 
wewenang yang tersisa dengan berpijak pada teori residual, 
oleh sebab itu kewenangan lahir karena status kepemilikan PT 
berada ditangan pemegang saham atau singkatnya pemegang 
saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Karena itu sebagai 
pemilik saham ia memegang hak untuk melakukan tindakan 
apapun terhadap harta benda yang dimilikinya.

3) Kewenangan RUPS sebagian dapat didelegasikan kepada di-
reksi dan dewan komisaris. Pendelegasian kewenangan ter-
sebut harus diatur dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar 
perseroan atau melalui keputusan RUPS. Namun, delegasi 
kewenangan sejatinya bersifat sementara dan ada yang bersifat 
tetap. Pendelegasian kewenangan bersifat tetap adalah sebagai 
pengurus perusahaan mewakili perusahaan di dalam mau-
pun di luar pengadilan. Sedangkan yang bersifat sementara 
sewaktu-waktu kewenangan tersebut dapat dicabut.

Sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas yang menempati 
otoritas tertinggi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibe-
rikan segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan 
Dewan Komisaris PT, selain dapat menentukan arah dan tujuan 
perseroan, RUPS memiliki hak untuk mendapatkan segala macam 
keterangan yang dibutuhkan dan khusus terkait dengan pemenuhan 
kepentingan atas pertumbuhan dan pengembangan perseroan. Hal 
secara normatif merupakan kewenangan eksklusif yang hanya di-



MARTOYO

206

berikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak 
dapat diserahkan kepada organ lainnya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum baik secara prinsip 
maupun normatif dapat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana 
yang dimiliki oleh setiap orang perorangan, kecuali terhadap hal- 
hal yang bersifat kepentingan pribadi yang dimungkinkan hanya 
dapat dilaksanakan secara perorangan yang terkait hubungannya 
dengan Perseroan Terbatas (PT). Para pemegang saham yang se-
luruhnya tergabung pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
adalah organ Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 
PT No. 40 Tahun 2007 dinyatakah bahwa organ perseroan terdiri 
dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Penempatan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang 
utama tidak terlepas dari esensi konsep dan prinsip pendirian PT 
sebagaimana Pasal 1 UUPT, bahwa PT merupakan persekutuan 
modal dari para pendiri yang sekaligus sebagai Pemegang Saham 
perseroan dan telah berkonstribusi modal awal (initial capital) 
dalam menjalankan usaha perseroan. Hal inilah yang seharusnya 
menjadi dasar bahwa setiap keputusan yang menyangkut tujuan 
awal (original objective) para pendiri Perseroan Terbatas di tangan 
mereka melalui organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Argumentasi lain penempatan pemegang saham sebagai unsur 
utama organ PT karena Direksi dan Dewan Komisaris diangkat 
dan diberhentikan oleh RUPS hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 
(4) UUPT No. 40 tahun 2007, bahwa “Rapat Umum Pemegang 
Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang 
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau 
dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-
undang ini dan/atau anggaran dasar”. Ketentuan pada Pasal 1 ayat 
(4) semakin menegaskan bahwa melalui RUPS tersebutlah para 
pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) sehingga dapat 
melakukan kontrol terhadap perseroan melalui pengurus yang di-
jalankan oleh Direksi, kekayaan perseroan maupun kontrol ter-
hadap manajemen perusahaan.110 
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b. Direksi Perseroan Terbatas 
Dalam menjalankan usaha Perseroan Terbatas diberikan ke-

wenangan kepada organ direksi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 
butir 5 UUPT, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang 
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Per-
seroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.” Berdasar-
kan ketentuan ini, maka kedudukan direksi merupakan eksekutif 
dalam perseroan, direksi adalah organ perseroan yang bertang-
gung jawab penuh atas pengurusan perseroan, mewakili perseroan 
baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran 
dasar, atau dengan kata lain direksi dibatasi oleh anggaran dasar 
perseroan. Oleh karena itu, direksi dalam menjalankan perseroan 
harus berpijak terhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) 
UUPT bahwa direksi harus: 1) memperhatikan kepentingan per-
seroan; 2) sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; dan 3) 
memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang 
diberikan dalam undang-undang dan anggaran dasar. 

Kemudian dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dapat 
dilihat dengan jelas bahwa setiap anggota direksi wajib menjalan-
kan pengurusan direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab. UUPT memberikan syarat-syarat yuridis terhadap direksi 
dari suatu Perseroan Terbatas sebagai berikut: 

1) Ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT, ”Yang dapat diang-
kat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang 
cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 
(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a) dinyata-
kan pailit; b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Per-
seroan dinyatakan pailit; atau c) dihukum karena melakukan 
tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang 
berkaitan dengan sektor keuangan.”

2) Lebih dari satu orang untuk perusahaan tertentu. Pada prin-
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sipnya suatu perseroan terbatas dapat hanya mempunyai satu 
orang direktur (direktur tunggal) atau lebih dari satu, akan 
tetapi menurut Pasal 92 ayat (4) UUPT, dalam hal-hal ter-
tentu, sebuah PT haruslah mempunyai paling sedikit 2 (dua) 
orang direktur, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:a) Perseroan 
yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, atau b) 
Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang, atau c) 
Perseroan terbuka.

Dalam UUPT direksi mempunyai hak atau kewenangan seba-
gai berikut:

1) Menjalankan pengurusan perseroan (Pasal 92 ayat (1) UUPT); 
2) Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan 

(Pasal 98 ayat (1) UUPT); 
3) Mendapatkan upah (Pasal 96 UUPT); 
4) Memberikan ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa 

daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah 
rapat direksi (Pasal 100 ayat (3) UUPT). 

Di dalam UUPT ada beberapa kewajiban-kewajiban yang 
harus dilakukan oleh direksi yaitu:

1) Membuat rencana kerja tahunan yang akan datang dan me-
minta persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS (Pasal 63 
dan 64 ayat (1) UUPT);

2) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan 
perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan 
perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau 
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 
102 ayat (1) UUPT).

3) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, 
risalah rapat direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf (a) UUPT);

4) Membuat laporan tahunan dalam dokumen keuangan (Pasal 
100 ayat (1) huruf (b) UUPT).
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Mengenai tanggung jawab terbatas juga berlaku terhadap ang-
gota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-
pasal UUPT. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 85 ayat (2) 
UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung 
jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah  
atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) Dari ketentuan itu secara a contra- 
rio dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah 
dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak 
bertanggung jawab penuh secara pribadi. Selama direksi menja-
lankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, 
maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang ter-
batas yang merupakan ciri utama dari PT. Sebaliknya, oleh karena 
menjadi anggota direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan, 
maka orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung 
jawab apabila kemudian tugas dan kewajibannya tersebut dilalai-
kan atau jika wewenangnya disalahgunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, UUPT sudah mengatur bentuk 
pertanggungjawaban direksi atas kelalaian ataupun kesalahannya 
di dalam menjalankan pengurusan PT, yaitu:

1) Pasal 23 UUPT, yang menyatakan bahwa selama pendaftaran 
dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 
22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng  
bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilaku-
kan perseroan.

2) Pasal 85 ayat (2) UUPT, yang mengatur bahwa setiap ang-
gota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila 
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1). Menurut Pasal 85 ayat (3) UUPT, direksi atas kesalahan 
atau kelalaiannya menyebabkan kerugian pada perseroan bah-
kan dapat digugat di Pengadilan Negeri oleh pemegang saham 
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian 
dari seluruh saham dengan hak suara sah.
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3) Pasal 90 ayat (2) UUPT, yang menentukan bahwa dalam hal 
kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan 
kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian 
akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara 
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu, kecuali 
apabila direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan 
karena kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi tidak ber-
tanggung jawab secara tanggung renteng.

4) Pasal 97 ayat (6) menyebutkan bahwa “Atas nama Perseroan, 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per-
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terha-
dap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya 
menimbulkan kerugian pada Perseroan.” Dilihat dalam Pasal 
97 ayat (6) tersebut “unsur kesalahan atau kelalaian” direksi 
menjadi ukuran yang menjadikan dirinya dapat dimintai per-
tanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita 
perseroan.111 

c. Komisaris Perseroan Terbatas 
Komisaris adalah suatu organ perusahaan disamping organ 

perusahaan lainnya, yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan 
jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-
nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), baik jika diminta maupun apa-
bila tidak diminta.112  

Definisi tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUPT yang 
bunyinya sebagai berikut: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum 
Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris” dan Pasal 1 ayat 
(6) jo Pasal 108 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa: “Dewan 
Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pe-
ngawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.” Bahkan menurut Pasal 
108 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa: “Perseroan yang kegia-
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tan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola 
dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan 
utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempu-
nyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.” 
Latar belakang pertimbangannya, karena perseroan itu diperlu- 
kan pengawasan yang lebih ketat dibanding dengan perseroan ter-
batas lainnya karena menyangkut kepentingan masyarakat umum.

Penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, perkataan komisaris 
mengandung pengertian baik sebagai organ perseroan terbatas  
maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ perseroan ter- 
batas, komisaris lazim disebut juga dewan komisaris, sedangkan 
sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris, sebagai 
organ perseroan terbatas, pengertian komisaris termasuk juga 
badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus. 
Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksa-
naan direksi dalam mengurus perseroan dan memberikan nasihat-
nasihat kepada direksi, demikian menurut Pasal 108 UUPT. Tugas 
pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau 
represif. 

Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan men-
jaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa per-
buatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris, 
apakah hal tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal 
komisaris harus selalu mengawasi, sedangkan apa yang dimaksud 
dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan 
untuk menguji perbuatan direksi, apakah semua perbuatan yang 
dilakukan direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan 
dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran 
Dasar. Apakah nasihat-nasihat dari komisaris sudah benar-benar 
diperhatikan oleh direksi, selanjutnya Pasal 114 ayat (2) UUPT 
menyebutkan bahwa: “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib 
dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada 
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk 
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kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan  
Perseroan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kedudukan para sekutu 
berdasarkan organ Perseroan Terbatas (PT) di antaranya RUPS, 
Direksi dan Komisaris sejatinya memiliki tugas dan kewenangan 
yang berbeda. Dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan 
Terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris, namun demikian pada batas 
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran 
Dasar (AD) Perseroan Terbatas. BerikutKemudian kewenangan 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, dikemukakan 
ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi: RUPS mempu-
nyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang 
ini dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sering disebut sebagai organ 
tertinggi dalam perseroan. 

Namun, pada dasarnya ketiga organ perseroan PT (RUPS, 
Direksi dan Dewan Komisaris) memiliki kedudukan yang sejajar 
dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (sepa-
ration of power) yang diatur dalam Undang-Undang dan Angga-
ran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih 
tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ 
mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tang-
gung jawab yang mereka miliki. Ketentuan UU PT No. 40 Tahun 
2007, berbeda dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995, dimana 
dalam UU PT No. 1 Tahun 1995 dijelaskan RUPS adalah organ 
perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan 
yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada 
direksi dan komisaris. Sedangkan dalam UU PT No. 40 Tahun 
2007, ketentuan mengenai RUPS sebagai kekuasaan tertinggi 
dalam perseroan terbatas dihilangkan sehingga kedudukan RUPS 
adalah sama sebagai organ perseroan (PT) yang lain yaitu Direksi 
dan Dewan Komisaris.
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3. Kedudukan Sekutu dalam Pembagian Keuntungan dan Ke-
rugian Perseroan Terbatas
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Perseroan Terbatas 

merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan per-
janjian serta bertujuan mencari keuntungan (profit oriented) dan  
tujuan lainnya. Keuntungan dalam PT juga disebut dengan istilah 
laba yang berarti selisih dari jumlah seluruh pendapatan usaha yang 
dikurangi dengan seluruh jumlah biaya. Sedangkan yang dimaksud 
dengan laba bersih adalah keuntungan di tahun berjalan setelah 
dikurangi pajak. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 70 ayat (1) 
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dinyatakan bahwa per-
seroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap 
tahun buku untuk cadangan. Namun, kewajiban penyisihan ter-
sebut berlaku hanya apabila perseroan mempuyai saldo laba posi-
tif. Adapun yang dimaksud dengan saldo laba positif adalah laba 
bersih persaeroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup 
akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya.113  

Pada dasarnya terdapat dua jenis cadangan yang dibentuk 
dalam perseroan Terbatas, yaitu cadangan wajib dan cadangan 
lainnya. Cadangan yang dimaksud diatas adalah cadangan wajib, 
sedangkan cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib di-
sisihkan oleh perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk 
menutup kemungkinan kerugian perseroan pada masa yang akan 
datang.114 Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, 
tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan 
tidak dapat dibagikan sebagai deviden. Sedangkan yang dimaksud 
dengan cadangan lainnya adalah cadangan diluar cadangan wajib 
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perseroan, misal-
nya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk 
tujuan sosial dan lain sebagainya.115 

Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib tersebut dilaku-
kan hingga cadangan wajib mencapai 20 % dari jumlah modal yang 
ditempatkan dan disetor. Cadangan wajib yang belum mencapai 
20% tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian 
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lainnya, sehingga dapat di- 
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simpulkan bahwa perseroan wajib menyisihkan laba bersihnya 
untuk cadangan wajib, namun tidak ditentukan jumlahnya dalam 
UUPT. Dengan demikian, jumlah penyisihannya dapat berbeda-
beda setiap tahunnya tergantung kepada jumlah laba bersih per-
seroan, namun harus terus dilakukan hingga jumlah cadangan 
wajib mencapai paling sedikit 20 % dari jumlah modal yang ditem-
patkan dan disetor.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk ca-
dangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden 
kecuali ditentukan lain dalam rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS). Dalam kamus bahasa Indonesia deviden diartikan sejum-
lah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada peme-
gang saham (dalam satu perseroan). Sehingga untuk lebih jelasnya 
deviden dapat diartikan sebagian bagian keuntungan Perseroan 
Terbatas yang diterima oleh pemegang saham berdasarkan atas 
jumlah saham yang dimilikinya atau jumlah modal yang disetorkan 
pada perseroan. Dengan demikian, deviden ini dibagikan kepada 
pemegang sahamsebagai keuntungan atas investasinya dalam suatu 
Perseroan Terbatas. 

Adapun deviden yang dibagikan oleh perusahaan, menurut 
Zaki Baridwan sebagimana dikutip M. Rustam dapat dikategori-
kan ke beberapa bentuk antara lain:116 

a. Deviden Kas yaitu pembagian laba dalam bentuk kas, dan ini 
yang paling umum dilakukan oleh perusahaan. 

b. Property Devidends yaitu pembagian laba dalam bentuk aktiva 
selain kas misalnya surat-surat berharga lain yang dimiliki oleh 
perusahaan yang membagikan deviden.

c. Scrip Devidends yaitu dalm bentuk janji tertulis untuk mem-
bayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang akan datang.

d. Deviden Likuidasi yatu deviden yang sebagian merupakan pe-
ngembalian modal kepada pemegang saham.

e. Deviden Saham yaitu pembagian tambahan saham, tanpa dipu-
ngut pembayaran kepada pemegang saham, sebanding dengan 
saham-saham yang dimilikinya. 
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Meskipun terdapat beberapa bentuk deviden yang dapat di-
bagikan kepada para pemegang saham, tetapi deviden yang diba-
has di sini adalah deviden dalam bentuk kas yaitu deviden yang 
dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. 
Hal ini disebabkan karena bentuk deviden kas merupakan deviden 
yang paling banyak dipakai oleh Perseroan Terbatas di Indonesia. 
Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemba-
gian deviden yang merupakan kewajiban perseroan kepada para 
pemegang saham, namun selain sebagai kewajiban juga menjaga 
kredibelitas perusahaan di depan para pemegang saham sehingga 
dapat menjaga kepercayaannya dengan baik.

Penggunaan laba bersih termasuk mengenai penentuan jumlah 
penyisihan untuk cadangan wajib dan pembagian deviden ditetap-
kan dan diputuskan dalam rapat Umum Pemegang saham (RUPS) 
Tahunan. Namun, deviden hanya dapat dibagikan jika perseroan 
mempunyai saldo laba positif. Dalam hal laba bersih perseroan 
dalam tahun tahun buku berjalan belum sepenuhnya menutup 
akumulasi kerugian Perseroan tahun buku sebelumnya, perseroan 
tidak dapat membagikan deviden karena perseroan masih mem-
punyai saldo laba bersih negatif.117 Bila kerugian dari tahun buku 
sebelumnya belum tertutupi, maka pada tahun tersebut tidak ter-
dapat pembagian deviden pada pemegang saham. Keuntungan 
yang ada akad digunakan untuk menutupi kerugian dari tahun 
buku sebelumnya tersebut. Jadi agar dapat membagikan deviden 
para pemegang saham, selain harus mendapatkan laba atau keun-
tungan pada tahun tersebut. Perseroan juga harus dapat menutupi 
segala kerugian yang terjadi pada tahun-tahun buku sebelumnya.

Pada dasarnya dalam Anggaran Dasar setiap perseroan, ter-
dapat ketentuan dan pengaturan mengenai penggunaan laba per-
seroan tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat 
(1) huruf I UUPT yang mewajibkan Anggaran Dasar suatu per-
seroan memuat ketentuan tentang tata cara penggunaan laba dan 
pembagian deviden. Namun ketentuan pada umumnya yang ter-
dapat dalam Anggaran Dasar tersebut tidak mengatur secara rinci 
mengenai penggunaan laba pada tiap tahun bukunya. Pengaturan 
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yang ada hanya berupa pengaturan umum seperti yang terdapat 
dalam undang-undang Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan hal tersebut, maka keputusan mengenai penggu-
naan laba dan pembagian deviden perseroan pada setiap tahun 
buku akan ditetapkan dalam RUPS pada akhir tahun buku yang 
bersangkutan. Keputusan RUPS tersebut harus memperhatikan 
kepentingan perseroan dan kewajaran. Dan dengan keputusan itu 
juga ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk 
pembagian deviden kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau 
pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota direksi 
dan dewan komisaris serta bonus untuk para karyawannya.118 Pem-
berian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan 
telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Tansiem 
dapat diartikan sebagai bagian keuntungan perseroan yang diha-
diahkan atau diberikan pada direksi, komisaris maupun karyawan 
perseroan. RUPS memutuskan tentang berapa besar bagi dari ke-
untungan yang akan disihkan sebagai cadangan, berapa besarnya 
laba per saham, dan mengenai tata cara pembagian deviden. Laba 
persaham inilah yang akan dibagikan sebagai deviden kepada pe-
megang saham perseroan.

Pembagian keuntungan atau laba perseroan dalam bentuk de- 
viden ini didasarkan pada jumlah kepemilikan saham dari pihak 
pemegang saham. Tidak ada faktor atau dasar lainnya yang mem-
pengaruhi cara atau mekanisme pembagian deviden tersebut se-
hingga pihak yang menanamkan modalnya jumlah yang paling 
besar akan mendapatkan pembagian dividen yang paling besar 
pula. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki maka semakin 
besar jumlah deviden yang diterima. Berdasarkan pasal 52 ayat (1) 
huruf b UUPT, bahwa saham memberikan hak kepada pemilik- 
nya untuk menerima pembayaran deviden. Hal tersebut menjadi 
dasar normatif bagi perseroan untuk membagi deviden yang di-
dasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. 
Dengan demikian, sistem pembagian deviden pada perseroan ter-
batas dilakukan dengan sistem yang sederhana karena hanya dida-
sarkan pada jumlah kepemilikan saham dan tidak terdapat faktor 
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lainnya. Pembagian deviden dapat dihitung dengan data nilai laba 
persaham perseroan yang diputuskan RUPS dan jumlah saham 
yang dimiliki oleh pemegang saham.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa besarnya nilai de-
viden atau laba persaham yang akan dibagikan ditentukan dalam 
RUPS. Besar kecilnya nilai deviden yang dibagikan kepada pe-
megang saham tergantung dari kebijaksanaan deviden masing-
masing perseroan. Kebijakan deviden pada hakikatnya menentu-
kan berapa banyak bagian keuntungan perseroan yang akan dijadi-
kan cadangan, dibagikan kepada pemegang saham, dan sebagainya. 
Karena deviden merupakan bagian dari laba perseroan, maka salah 
satu faktor yang mempengaruhi besarnya deviden yang akan di- 
bagikan adalah besarnya laba perseroan tersebut. Selain itu, terda-
pat pula beberapa faktor lain yang mempengaruhi kebijaksanaan 
deviden suatu perseroan seperti posisi likuiditas, kebutuhan me-
lunasi hutang, tingkat inflasi, dan sebagainya. Selanjutnya, dapat 
disimpulkan bahwa pembagian deviden di dalam suatu perseroan 
terbatas diputuskan dalam RUPS Tahunan perseroan dan dibagi 
berdasarkan jumlah kepemilikan saham dari tiap-tiap pemegang 
saham. 

E. Kesesuaian Kedudukan Hukum Para Sekutu pada Akad 
Syirkah Mudharabah dalam Pendirian Perseroan Ter-
batas (PT) dengan Asas Keadilan
Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum 

lahir dari sebuah perjanjian/perikatan antara para pihak sehingga 
menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang menan-
datangai perjanjian tersebut. Keberadaan badan usaha yang lahir  
dari penjanjian ini, jika dianalisis dengan akad syirkah Mudhara-
bah di beberapa aspek memiliki kesamaan walaupun pada aspek-
aspek tertentu juga memiliki perbedaan. 

Kedudukan para sekutu dalam akad syirkah mudharabah se-
bagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas perlu ditelaah ber-
dasarkan asas keadilan. Hal ini penting diuraikan sebagai alternatif 
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konsep badan usaha Perseroan Terbatas khususnya yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam sub bab ini 
akan disajikan tentang kedudukan para sekutu dalam akad syirkah 
mudharabah, selanjutnya akan bahas kesetaraan (al-Musawah), 
Keseimbangan (at-tawazun) dan proporsionalitas (mutanasib) se-
bagai perwujudan asas keadilan dalam akad syirkah mudharabah 
pada pembentukan Perseroan Terbatas.

1. Kedudukan Sekutu dalam Akad Syirkah Mudharabah
Akad Syirkah Mudharabah merupakan akad yang didasarkan 

pada percampuran modal usaha yang berbeda yang diserahkan 
oleh penyedia modal (shahib al-mal) yang berupa harta maupun 
pengelola modal (mudharib) yang berupa keahlian/keterampilan. 
Adapun yang dimaksud dengan percampuran (ikhtilath) adalah 
mencampurkan aset menjadi satu kesatuan sehingga sulit untuk 
dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain.  Makna per-
campuran (ikhtilath) tidak berarti hanya percampuran harta tetapi 
juga memadukan seluruh sumber daya baik harta dan keahlian 
menjadi satu kesatuan untuk memperoleh atau meningkatkan nilai 
keuntungan. 

Dalam akad ini para sekutu baik penyedia modal (shahibul 
maal) atau pengelola modal/usaha (mudharib) adalah dua subjek 
yang berdiri sendiri dan berada dalam posisi yang setara sehingga 
keduanya memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan 
fungsi masing-masing. Pemilik modal dan pengelola modal/usaha 
merupakan dua unsur yang saling menopang dalam kerjasama 
usaha yang dijalankan, sehingga dalam akad ini hubungan antara 
pemilik modal dan pengelola modal adalah kemitraan berdasarkan 
prinsip kesetaraan bukan hubungan antara majikan dan pekerja 
sehingga hal ini berimplikasi terhadap tugas, hak, dan kewajiban 
serta pembagian keuntungan yang berlaku di antara para sekutu 
dalam akad akad syirkah mudharabah ini. 

Selain para sekutu merupakan rukun yang wajib ada sesuai 
dengan syarat dalam akad ini, maka ketiadaan atau ketidaksesuaian 
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para sekutu akan menjadi sebab batalnya akad ini, di antaranya 
para sekutu merupakan subjek yang cakap hukum secara syar`i 
maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku pada suatu negara. 
Dalam hal modal shahibul maal merupakan subjek yang memiliki 
modal, dia memahami alur kerja, namun tidak memiliki keahlian 
usaha untuk mengembangkan modal sebagaimana usaha yang di-
jalankan mudharib.120 Mudharib merupakan subjek yang cakap  
hukum sesuai dengan syarat yang berlaku, mempunyai modal ke-
ahlian (reputasi) dalam menjalan usaha sehingga kerjasama usaha  
tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetap-
kan. Hubungan hukum para sekutu dalam akad ini diikat dengan 
prinsip amanah atau kepercayaan sehingga keberhasilan usaha ini 
menuntut kualitas kejujuran, keahlian usaha, keadilan baik dalam 
keuntungan maupun kerugian yang harus dipenuhi para sekutu.

Sebagai implikasi dari prinsip amanah (duty of care), maka 
di dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa 
hubungan para sekutu antara penyedia modal (shahibul maal) dan 
pengelola modal/usaha (mudharib) dilandasi akad wakalah, di 
mana shahibul maal sebagai pemilik modal mewakilkan (memberi 
kuasa) kepada mudharib menggunakan dananya dalam kegiatan 
usaha yang telah dipahami dalam kerjasama usaha yang bersifat 
khusus (special investment) maupun kerjasama usaha yang bersifat 
umum (general investment) dan disepakati bersama diantara para 
sekutu.121  

Dalam akad wakalah kedudukan para sekutu dilandasi oleh 
prinsip keseimbangan menempatkan shahibul maal dan mudha-
rib setara artinya memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas 
yang sesuai dengan ketentuan dalam akad syirkah mudharabah, 
hal ini sangat berimplikasi terhadap pembagian keuntungan yang 
dilakukan secara proposional berdasarkan nisbah berdasarkan 
persentase yang disepakati. Pembagian ini didasarkan pada berat 
dan ringannya risiko yang ditanggung oleh para pihak, dalam akad 
syirkah mudharabah kerugian modal usaha (harta benda) sepenuh-
nya (100%) ditanggung oleh shahibul maal, sedangkan mudharib 
hanya menanggung risiko tenaga, pikiran dan waktu selama kegia-
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tan usaha dilaksanakan, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh 
adanya unsur kesengajaan, kelalaian yang dilakukan oleh mudharib 
yang dibuktikan sebagai pengkhianatan terhadap yang telah dise-
pakati. 

Selanjutnya, akad syirkah mudharabah apabila mudharib me-
langgar akad dan selanjutnya shahibul maal dapat mengakhiri ke-
sepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan, dengan 
memberitahukan pemberhentian kepada mudharib dan ia wajib 
mengembalikan modal dan keuntungan yang menjadi hak pemilik 
modal dan semua perselisihan antara pemilik modal dengan mu-
dharib dapat diselesaikan melalui perdamaian (arbitrase) ataupun 
melalui melalui Pengadilan. 

2. Kesetaraan (al-Musawa), Keseimbangan (at-Tawazun), dan 
Proporsional (Mutanasib) Sebagai Wujud Asas Keadilan 
dalam Akad Syirkah Mudharabah pada pembentukan Per-
seroan Terbatas

Di dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia kajian 
mengenai akad syirkah mudharabah secara lugas tidak ditemui.  
Mudharabah yang bisa ditemui adalah akad mudharabah yang 
digunakan oleh lembaga keuangan syariah—termasuk perbankan 
syariah—sebagai salah satu produk bank syariah yang dikenal 
dengan istilah akad bagi hasil (profit sharing) dan merupakan salah 
satu ciri yang membedakan operasional bank syariah dalam pro-
duk pembiayaan investasi dengan institusi bank konvensional. 
Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa akad syirkah 
mudharabah sejatinya merupakan pengembangan dari akad syir-
kah.122 Pengembangan akad syirkah menjadi syirkah mudharabah 
dalam fiqh mu`amalah dipandang sebagai perbuatan yang diper-
bolehkan berdasarkan kaidah fiqh “al-ashlu fi mu’amalat al-ibahah 
illa an yadullu dalilu ‘ala tahrimiha” (bahwa segala sesuatu yang 
menyangkut dengan muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak 
ada dalil yang mengharamkannya), lebih jauh standarisasi pengem-
bangan akad harus berpijak pada terwujudkan kemaslahatan bagi 
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manusia,123 yang menjadi esensi dari keberadaan hukum dalam me-
respons secara arif dinamika sosial yang mengiringinya sehingga 
pengembangan, penafsiran, modifikasi, dan penyempurnaan ter- 
hadap akad sangat dibutuhkan,124 dan ini merupakan keniscayaan. 
Kajian akad syirkah mudharabah sebagai dasar pembentukan 
Perseroan Terbatas berdasarkan asas keadilan sangat dibutuhkan 
mengingat sebuah sistem hukum khususnya bidang ekonomi ber-
tumpu dan bermuara pada keadilan yang ditandai dengan keadilan 
distribusi dalam masyarakat.125 

Secara operasional asas hukum merupakan sesuatu yang dapat 
dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang akan 
dijelaskan.126 Selanjutnya mengenai bagaimana fungsi asas hukum, 
Bruggink menyatakan asas hukum memiliki peran penting dalam 
interpretasi aturan hukum serta menjadi menentukan wilayah pe-
netapan kaidah hukum, bahkan asas hukum memiliki fungsi ganda 
sebagai fondasi sistem hukum positif serta batu uji kritis sistem 
hukum positif. Selanjutnya Bruggink mempertajam bahwa sejati-
nya fungsi asas hukum sebagai meta-norm—norma-norma berada 
di luar tetapi melandasi serta menjiwai—keberadaan norma-norma 
hukum yang dijadikan sebagai kaidah-kaidah perilaku.127 

Asas dalam hukum Islam berfungsi sebagai penggerak per-
putaran dinamika antara teks dan konteks, sebab tidak seluruh 
masalah hukum dalam merespons dinamika kehidupan manusia 
diatur secara eksplisit dalam al-Qur’an maupun Sunnah terutama 
pada lapangan hukum ekonomi syariah (fiqh mu`amalah) yang 
sangat luas, sehingga untuk memudahkan penggalian hukum Islam 
(istinbath al-ahkam) maka asas dirumuskan dalam kaidah-kaidah 
hukum (al-qawaid al-tasyri`iyyah) menjadi kebutuhan utama da-
lam membangun relasi teks dan konteks dalam penerapan hukum 
Islam sehingga norma-norma dihasilkan tetap sesuai dengan nilai-
nilai Islam dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,128 yang 
mensyaratkan terwujudnya keadilan. 

Keadilan bagi Aristoteles berlandaskan pada keutamaan etis,129 
yang menuntut aturan harus ditaati dan penegakannya harus ju-
jur, keadilan harus melandasi sistem hukum dan perilaku manu-
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sia manusia sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan.130 
Melalui teori keadilan komutatif Aristoteles menegaskan keadilan 
berarti menegakkan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan 
secara personal maupun sosial. Selanjutnya nilai keadilan bagi 
Majid Khadduri harus melandasi subtansi hukum (substancial jus-
tice) dan diperkuat dengan keadilan prosedural (justice prosedural), 
dan berpijak pada kebaikan umum sehingga terwujud keadilan 
sosial (social justice) yang seluruhnya mensyaratkan moderasi dan 
toleransi sebagai landasan yang lahir dari keadilan, kewajiban moral 
dan ajaran Islam. Moderasi (tawashut) dan toleransi (tasamuh) 
yang mendasari hukum bagi Majid Khadduri dibolehkan oleh sya-
riat sebagai jalan tengah atas persamaan dan keadilan yang diwu-
judkan untuk mempertahankan suatu keseimbangan antara suatu 
kewajiban serta kemampuannya memenuhi kewajibannya.131 Bagi 
Mutahhari keadilan adalah misi kenabian untuk memeliharan 
dan melindungi hak orang lain,132 yang terwujud apabila didasari 
keseimbangan, kesetaraan dan memelihara hak orang lain.

Keadilan Quraih Shihab menyatakan bahwa keadilan dalam 
al-Qur’an mengehendaki terwujudnya kesamaan hak,133 keseim-
bangan,134 pemenuhak hak,135 dan keadilan merupakan rahmat dan 
kebaikannya Allah Swt untuk umat manusia, sehingga keadilan 
harus tercermin dalam putusan hakim juga pemikiran, ucapan, 
tulisan dan tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya keadilan bagi 
Rawls berdasarkan konsep justice fairness adalah terwujudnya ke-
setaraan, kebebasan dan hak individu dalam kehidupan sosial,  
ekonomi, dan politik yang dapat diwujudkan prinsip persamaan  
hak di antara warga negara dan prinsip perbedaan untuk mem-
bangun kesetaraan,136 dengan dua prinsip tersebut maka orang yang 
tidak beruntung dapat mencapai kesejahteraan. 

Dari pemikiran di atas bahwa antara konsep keadilan yang 
dikemukakan para filosof maupun para pemikir Islam dan Barat 
mempunyai titik temu bahwa keadilan dapat wujud jika prinsip 
kesetaraan (al-musawah) dan prinsip keseimbangan (at-tawazun) 
jelas, hal itu bertujuan untuk pemenuhan hak dan kewajiban setiap 
orang atau kelompok yang dijamin dalam sistem hukum maupun 
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dalam perjanjiannya. Dalam konteks akad syirkah mudharabah 
sebagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas asas keadilan ter-
cermin dalam kesetaraan dan keseimbangan antara para sekutu 
yaitu shahibul maal yang tidak memiliki keahlian usaha memiliki 
kedudukan sebagai penyedia modal harta dengan menyerahkan-
nya kepada mudharib yang memiliki keahlian dengan pembagian 
keuntungan berdasarkan kesepakatan, jika terjadi kerugian dana 
sepenuhnya adalah tanggung jawab shahibul maal, mudharib hanya 
menanggung kerugian pikiran, tenaga, dan waktu selama usaha 
berlangsung. Namun, yang dimaksud kesetaraan (al-musawah) 
dan keseimbangan (at-tawazun) tentu sulit pengukurannya sebab 
latar belakang antara shahibul maal dengan mudharib adalah tidak 
sama dan setara baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga 
disinilah letak dibutuhkannya asas proporsionalitas (mutanasib) 
sebagai penggerak yang dinamis untuk mencapai kesetaraan dan 
keseimbangan dalam akad syirkah mudharabah. 

Menurut Dyah Ochtorina Susanti, untuk mencari apa yang 
dimaksud proporsionalitas tidak mudah, bahkan seringkali tum-
pang tindih dengan keseimbangan.137 Dyah selanjutnya mengutip 
pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Yudha Hernoko,138  
menyamakan proporsionalitas dengan istilah equitability contract 
yang mengandung unsur justice dan fairness. Pada makna equitabi-
lity menegaskan suatu hubungan setara (equal), artinya seimbang 
dan adil (justice).

Menurut Agus Yuda Hernoko,139 proporsionalitas merupakan 
prinsip yang mendasari peristiwa pertukaran hak dan kewajiban 
para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan proporsi atau 
bagian masing-masing. Prinsip ini harus menjadi dasar pemba-
hagian hak dan kewajiban pada seluruh proses hubungan kon-
traktual, mulai pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak, 
maupun dalam pelaksanaan kontrak. Menjaga kelangsungan bisnis 
merupakan tujuan utama prinsip proporsionalitas dengan menem-
patkan pada hubungan yang saling menjaga dan memperhatikan 
kepentingan para pihak.
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Hernoko menjelaskan secara lengkap fungsi prinsip proporsi-
onalitas dalam kontrak komersial yang mencakup antara lain:140

a. Pada tahap pra kontrak, prinsip proporsionalitas sangat mem-
buka terhadap peluang negosiasi bagi para pihak yang akan 
melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Para 
pihak dapat menolak terhadap hal-hal yang tidak proporsional 
dan dapat menolak jika proses negosiasi berlandaskan itikad 
buruk.

b. Pada tahap pembentukan kontrak, prinsip proporsionalitas 
lebih menjamin terwujudnya kesetaraan hak serta kebebasan 
untuk menentukan atau mengatur proporsi hak dan kewajiban 
para pihak agar kontrak dilakukan secara fair. 

c. Pada pelaksanaan kontrak, prinsip proporsionalitas lebih men-
jamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban 
berdasarkan proporsi yang disepakati yang selanjutnya dibe-
bankan para pihak. 

d. Jika terjadi kegagalan pada pelaksanaan kontrak, penilaian 
harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan 
sebab apakah kegagalan bersifat fundamental dan mengganggu 
pelaksanaan kontrak sebagian besar atau sekadar hal-hal yang 
sederhana dengan kesalahan kecil. 

e. Jika terjadi sengketa kontrak, prinsip proporsionalitas lebih 
mengutamakan dan menekankan pada proporsi beban pem-
buktian kepada para pihak dan harus dibagi berdasarkan per-
timbangan yang fair.

Dengan demikian maka prinsip proporsionalitas dalam kon-
trak antara para pihak, yaitu untuk memberikan hak, peluang, 
serta kesempatan sama kepada para pihak dalam menentukan ter-
jadinya pertukaran yang adil di antara mereka. Makna kesamaan 
tidak berarti sama dalam hasil melainkan lebih memberikan posisi 
kepada para pihak untuk membentuk kontrak berdasarkan kese-
taraan hak dan kedudukan.141 Oleh karena itu, proporsionalitas 
sejatinya tidak hanya dipahami pada konteks hukum pembuktian, 
namun prinsip proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian 
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hak dan kewajiban menurut proporsi yang melindungi keseluru-
han dari segenap aspek kontraktual.142  

Urgensi prinsip proporsionalitas tidak hanya dalam rangka 
menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntung-
kan (keadilan subtantif ), namun melalui prinsip proporsionalitas 
dapat menekankan adanya fairness (keadilan dalam prosedur). Oleh 
karena itu, prinsip kesetaraan, keseimbangan yang mewujud pada 
proporsionalitas (mutanasib) harus selalu dijadikan prinsip yang 
mendasari proses pembentukan kontrak termasuk dalam akad 
syirkah mudharabah. Asas keadilan akad syirkah mudharabah 
dalam pembentukan Perseroan Terbatas termanifestasi dalam asas 
kesetaraan (al-musawa), keseimbangan (at tawazun) dan proporsi-
onalitas (mutanasib) yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan 
baik dalam pra-akad, pembentukan akad serta pelaksanaan akad. 
Adapun unsur-unsur yang mencerminkan asas keadilan dalam 
akad syirkah mudharabah dalam pembentukan Perseroan Terbatas 
adalah sebagai berikut:

a. Sifat Modal dalam Akad Syirkah Mudharabah pada Pemben-
tukan Perseroan Terbatas
Syirkah mudharabah adalah akad yang dibentuk oleh para se-

kutu, yakni penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola uang/
usaha (mudharib) yang menjadi subjek akad dan terlibat dalam  
prosesnya dilakukan melalui kontrak tertulis (akad) berdasarkan 
kesepakatan para sekutu. Perumusan akad syirkah mudharabah 
harus dimulai dengan kerelaan di antara sekutu, yakni penyedia 
modal (shahibul maal) dan pengelola uang/usaha (mudharib) se-
lanjutnya mensyaratkan posisi yang setara dan seimbang sebagai 
cerminan bahwa kontrak yang dilaksanakan tidak berat sebelah. 
Kesetaraan, keseimbangan yang dilandasi prinsip dan sikap kere-
laan hati (prinsip taradhi) merupakan wujud asas keadilan yang 
dapat dicermati pada saat musyawarah (negosiasi) oleh para sekutu 
ketika akad syirkah mudharabah akan dilakukan yang seluruhnya 
menuju dan mencapai kata sepakat atau kesepakatan.143 
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Di dalam akad syirkah modal usaha tidak hanya mencakup 
harta/barang semata tetapi telah berkembang menjadi keterampi-
lan/keahlian, dan modal usaha yang berupa reputasi (wujuh) yang 
semuanya dapat berdiri sendiri atau dicampur sesuai dengan akad 
yang sepakati. Pada akad syirkah mudharabah yaitu kerjasama 
usaha (persekutuan) yang modal usahanya (ra’s al-maal) berupa 
harta (amwal) disediakan oleh salah satu sekutu (tanpa ikut serta 
dalam bisnis), dan sekutu lainnya modal usaha (ra’s al-maal)-nya 
berupa keterampilan (’amal) usaha/bisnis tapi dapat ikut dalam 
andil dalam investasi. 

Relasi antara penyedia modal (shahibul maal) dengan penge-
lola usaha (mudharib) dalam konteks modal usaha sejatinya meru-
pakan hubungan yang setara dan seimbang serta saling menopang 
di antara para sekutu, sebab jika salah satu sekutu tidak ada maka 
sekutu yang lain tidak bisa melakukan kegiatan usaha untuk men-
dapatkan nilai lebih yang berupa keuntungan dari modal dan usaha 
yang dilakukan, walaupun hak dan kewajiban setiap sekutu dalam 
akad syirkah mudharabah tidak sama secara kuantitatif termasuk 
dalam hal pembagian baik keuntungan maupun kerugian yang di-
timbulkan dalam usaha yang sedangkan dijalankan di antara para 
sekutu.

Mayoritas ulama mendukung atau lebih condong menentukan 
modal syirkah mudharabah sebaiknya berupa uang atau alat ukur/
tukar (nuqud/uang) atau dalam bentuk tender yang sah jelas jum-
lahnya, dilakukan dalam bentuk tunai, dan tidak berbentuk piu-
tang. Hal ini bertujuan agar modal tersebut dapat dipastikan jum-
lahnya, mudah mengukurnya, mudah untuk diserahkan,144 mudah 
untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Namun, bentuk modal atau nilai aset yang berbentuk komodi-
tas masih diperbolehkan tapi dengan syarat harus terlebih dahulu 
ditentukan secara jelas nilainya pada tender legal ketika para 
sekutu hendak masuk dalam akad syirkah mudharabah sehingga di 
dalamnya tidak boleh ada ambiguitas atau ketidakpastian tentang 
nilainya. Selanjutnya, modal tersebut harus diserahkan penyedia 
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modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), namun 
jika modal tetap dipegang oleh penyedia modal (shahibul maal), 
dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Mazhab 
Hanafi, Maliki, dan Syafi’i hal itu tidak diperbolehkan. Namun, 
ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa sebagian modal ter-
sebut boleh berada di tangan pemilik modal/dana, asalkan tidak 
mengganggu kelancaran usaha tersebut.145 

Sekutu yang memiliki modal usaha berupa tenaga dan keah-
lian dalam mengelola usaha (mudharib) menunjukkan modal yang 
dijadikan kerjasama adalah keahlian atau keterampilan, begitupun 
juga arti al-a’mal secara harfiah berarti al-shun’ah (pekerjaan/per-
buatan), para ulama fiqh berbeda pandangan berdasarkan prinsip- 
prinsip yang dijadikan dasar penggalian hukumnya.146 Ulama Ma-
likiah membolehkan modal keahlian/keterampilan dengan syarat 
para sekutu memiliki keahlian sama. Ulama Malikiah memboleh-
kan sekutu dengan keahlian berbeda, tetapi wajib terkait objek  
kerjasama, Bagi Ulama Hanabilah dibolehkan hanya pada kerja-
sama untuk mendapatkan benda milik umum (al-Mubahat) seperti 
kerjasama mencari rumput di hutan untuk ternak atau dijual 
kepada peternak. Kecuali Ulama Syafi`iyah dan Zufar (kalangan 
Hanafiah) tidak membolehkan kerja sama (syirkah) dengan modal 
keahliah atau keterampilan sulit diukur (ghair mundhabith). 

Kebolehan modal usaha berdasarkan tenaga atau keahlian ini 
dinyatakan dalam bahwa wujud modal dalam akad syirkah bil 
abdan/bil ’amal adalah syirkah yang ra’s al-mal-nya bukan berupa 
harta kekayaan, namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan 
usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban 
syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsio-
nal.148 Selanjutnya diperkuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah, Buku II Bagian ketiga pasal 150 dinyatakan bahwa (1) 
Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat 
masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. (2) 
Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan ber-
dasarkan kesepakatan.149 
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Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur 
tentang modal usaha dinyatakan dalam pasal 1619 KUHPerdata: 
“Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan 
harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Masing-masing 
sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun 
kerajinannya ke dalam perseroan itu.” Pasal 1619 KUHPerdata ini 
menegaskan modal usaha dapat berupa uang, benda-benda yang 
layak sebagai pemasukan, tenaga kerja, baik secara fisik maupun 
pikiran. Subekti menggunakan kata “kerajinan” sebagai arti dari 
“nijverheid” yang mempunyai arti “tenaga kerja” selanjutnya bagi 
Rudhi Prasetya, sebenarnya semua sekutu dalam kerjasama usaha 
dengan sendirinya harus memasukkan sekedar tenaga dan atau 
keahliannya sepenuhnya. Namun, faktanya ada sekutu memasuk-
kan tenaga kerja atau keahliannya semata-mata tanpa memasukkan 
inbreng dalam wujud lain diperbolehkan.150  

Selanjutnya sifat modal pada badan usaha Perseroan Terbatas 
(PT) dinyatakan dalam pasal 34 UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas berbentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya 
baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang 
dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh 
Perseroan,151 dan seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Adapun 
penyetoran modal saham dalam bentuk lain selain uang, harus di-
sertai rincian yang menerangkan nilai dan harga, jenis atau macam 
status, tempat kedudukan, dan lainnya yang dianggap perlu, artinya 
modal harta dalam Perseroan Terbatas juga mengakomodir bentuk 
modal uang atau barang yang memiliki nilai yang ditentukan ber-
sama dalam RUPS. 

Terkait dengan Direksi sebagai organ yang memiliki kewena-
ngan untuk melaksanakan atau mengelola usaha dalam perseroan 
Terbatas sejatinya memiliki karakteristik yang sama dengan mu-
dharib dalam akad syirkah mudharabah sebab melalui keahliannya 
perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil 
usaha yang dilaksanakannya, hal ini dinyatakan dalam pasal 92 ayat 
(1) dan (2) UUPT dan penjelasannya. Bahwa direksi adalah pe-
ngurus yang bekerja atas nama Perseroan yang memiliki wewenang 
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menjalankan kepengurusan dengan “kebijakan yang dipandang 
tepat”. Adapun dalam penejalasan pasal 92 ayat (2) yang dimaksud 
dengan kalimat “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan 
yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelazi-
man dalam dunia usaha yang sejenis, artinya direksi merupakan 
organ yang mempunyai keahlian dalam usaha yang sedang dijalan-
kan oleh perseroan. 

 Dengan demikian dalam konteks modal usaha (ra’s al-maal) 
syirkah mudharabah secara prinsip memiliki kesamaan dengan ke- 
tentuan tentang modal usaha dalam hukum perdata di Indonesia 
termasuk sifat modal dalam UUPT, yaitu dapat berupa modal 
harta berupa uang maupun barang (financial asset) yang berwu-
jud maupun tidak berwujud dan modal badan, keterampilan serta 
keahlian (real asset) yang dimiliki oleh para sekutu yang selanjut- 
nya dipadukan untuk melakukan kegiatan usaha bisnis yang ber-
tujuan memperoleh keuntungan, kesejahteraan dan kemaslahatan. 
Namun, ketentuan hukum perdata maupun dalam UUPT, peng-
aturan tentang pengganti komoditas sebagaimana pendapat Imam 
Syafi’i tidak ditemukan ketentuan yang mengaturnya dalam sistem 
hukum di Indonesia.152 Selaras dengan itu dalam KHES juga tidak 
ditemukan ketentuan mengenai komoditas pengganti, hanya me-
nentukan tentang modal usaha harta (ra’s maal-amwal) sebagai-
mana pasal 231 dan dipertegas pada pasal 235 KHES dinyatakan 
bahwa modal yang diserahkan shahibul maal berupa uang atau 
barang yang berharga.153 Sedangkan tentang ketentuan keahlian 
pelaku usaha (mudharib) diatur dalam pasal 234 KHES.154 

Berdasarkan uraian tentang modal usaha (ra’s al-maal) syirkah 
mudharabah sebagai dasar dalam pembentukan Perseroan Terbatas 
(PT), maka dapat dipahami bahwa hakikatnya akad syirkah mu-
dharabah menyatukan capital dan labour (skill and entrepreneur-
ship) dalam sistem konvesional terpisah dan hanya menguntung-
kan pemilik modal namun tidak bagi pihak yang tidak memiliki 
modal. Secara subtansial Islam mensyariatkan akad syirkah mudha-
rabah untuk memudahkan orang (taisir al-nas) karena sebagian dari 
mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, sebalik 
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ada orang yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki modal 
(harta). Syariat memperbolehkan kerjasama khususnya syirkah 
mudharabah agar saling mengambil manfaat di antara keduanya, 
shahibul maal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan 
sebaliknya mudharib (pengelola) memanfaatkan modal yang diper-
cayakan shahibul maal kepadanya, dengan demikian terbentuklah 
kerjasama harta dan ’amal (keahlian).155 Hal demikian menunjuk-
kan adanya prinsip kesetaraan, keseimbangan dan proporsionali- 
tas sebagai wujud asas keadilan melalui akad ini berimplikasi ter-
hadap terciptanya hubungan yang kuat antara shahibul maal dan 
mudharib, meskipun baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari 
latar yang tidak sama. Prinsip-prinsp tersebut menjadi dasar dalam 
akad syirkah mudharabah oleh Majid Khadduri disebut sebagai 
subtancial justice. Apabila Akad ini mewarnai kehidupan bisnis 
masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat mewujudkan peme-
rataan kesejateraan sebagai wujud keadilan ekonomi bagi masyara-
kat, dalam nuansa keadilaan Aristoteles disebut dengan keadilan 
komutatif, John Rawls menyebutnya sebagai justice fairness yang  
di dalamnya menurut Abdul Aziz diwarnai dengan keadilan dis-
tributif dan keadilan produktif.

b. Proporsi Keuntungan dan Kerugian Akad Syirkah Mudhara-
bah pada pembentukan Perseroan Terbatas
Dalam menentukan proporsi keuntungan atau kerugian dalam 

akad syirkah mudharabah, maka harus dilihat dari perimbangan 
hak dan kewajiban penyedia modal (shahibul maal) dengan pe-
ngelola usaha (mudharib) secara proporsional berdasarkan prinsip 
dan ketentuan syariah, artinya proporsionalitas para sekutu akad 
syirkah mudharabah tidak hanya harus dilihat dari sudut pandang 
keuntungan dan kerugian yang pada akhirnya pasti ditanggung 
penuh secara penuh oleh penyedia modal (shahibul maal) saja. 
Namun, pandangan ini tidak proporsional sebab dalam akad syir-
kah mudharabah jika terjadi kerugian modal tentu kerugian itu 
tidak harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha (mudharib) sebab 
kerugian modal tentu kerugian tersebut ditanggung oleh penyedia 
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modal (shahibul maal), termasuk modal yang diinvestasikan oleh 
mudharib hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang 
merujuk pada Hadits Riwayat Ibnu Syaibah sebagaimana yang 
disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Saw bersabda, 
“Kerugian itu berdasarkan harta (modal), sedangkan keuntungan 
berdasarkan kesepakatan para mitra”. Jika dikaitkan dengan pe-
nentuan proporsi keuntungan dan kerugian, maka karena modal 
usaha mudharib berupa tenaga (’abdan), keahlian (’amal) maka 
tidak menanggung kerugian finansial, namun sejatinya mudharib 
sebagai pelaku usaha juga mengalami atau menanggung kerugian 
tenaga atau pikiran, waktu yang dicurahkan selama kegiatan usaha 
berlangsung. Artinya, sekutu sejatinya sama-sama menanggung 
risiko.156  

Selanjutnya, untuk penentuan pembagian keuntungan dalam 
akad syirkah mudharabah didasarkan atas kesepakatan para sekutu 
yang dituangkan dalam kontrak diawal, terutama dalam menghi-
tung nisbah atau persentase atas hasil bersih dari hasil kerjasama 
usaha, artinya hasil bersih yaitu keuntungan yang peroleh dan 
di-bagi setelah melakukan penghitungan laba dan rugi,157 adapun 
modal disisihkan untuk dibuat modal kembali atau dikembalikan 
kepada pemilik modal (shahibul maal). Dalam akad syirkah mud-
harabah ini dilarang penghitungan keuntungan berdasarkan nilai 
nominalnya sebab nisbah yang telah disepakati berdasarkan kon-
disi riil hasil keuntungan yang diperoleh. Jika keuntungan ditentu-
kan berdasarkan nominal, maka hukum akad syirkah mudharabah 
tersebut menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki menjadi fasid  
(cacat), bahkan jika akad ini menentukan bahwa kerugian finan-
sial ditanggung bersama para sekutu, maka menurut Imam Hanafi 
hukum akad tersebut menjadi batal.158  

Apabila didasarkan pada nisbah yang menghitung keuntungan 
berdasarkan persentase, maka keuntungan sebesar apapun yang 
didapatkan, para sekutu selalu dapat menikmatinya, adapun pro-
porsi keuntungan didasarkan nisbah yang sepakati antara para 
sekutu dalam pada waktu melakukan akad berdasarkan pembagian 
keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase 
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yang.159  Namun hal ini menjadi berbeda apabila hasil usaha dilanda 
kerugian, maka kapasitas pemilik dana (shahibul maal) dalam 
menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan 
mudharib. Oleh sebab itu, kerugian dibagi berdasarkan proporsi 
modal masing-masing. 

Proporsi penentuan keuntungan dan kerugian sebagaimana 
dijelaskan di atas sejatinya sudah cukup adil jika kerugian bukan 
merupakan beban yang harus dipikul atau ditanggung oleh pe-
laku usaha (mudharib) menurut prisip syariah. Sangat tidak adil 
jika pada kerjasama usaha berdasarkan akad syirkah mudharabah 
kerugian modal usaha harus menjadi beban dan tanggung jawab 
pelaku usaha, karena ia telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu 
untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sedang dipercayakan 
kepadanya. 

Pembebanan kerugian finansial kepada pemilik dana (shahibul 
maal) secara filosofs dipandang sangat adil, sebab kerugian yang 
dialami hanya dalam konteks kerugian sejumlah finansial yang 
diserahkan untuk modal usaha yang dikelola oleh mudharib. Dan 
pemilik dana tidak mengalami kerugian tenaga, pikiran, waktu 
yang dibutuhkan untuk mengelola usaha dimaksud, pemilik dana 
merupakan pihak yang memiliki keinginan untuk meningkatkan 
nilai modalnya pada kegiatan usaha yang diyakini memiliki pros-
pek keuntungan ekonomi yang menjanjikan, dan ia tidak memi-
liki keahlian sama sekali atau kecakapan (skill) dan keluasan waktu 
yang menjadi syarat menjalankan kegiatan usaha bisnis, selanjut-
nya ia mengajak pelaku usaha yang diyakini memiliki keahlian dan 
memiliki waktu cukup dalam melaksanakan kegiatan usaha bisnis 
dimaksud dalam mekanisme sistem akad syirkah mudharabah.

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemilik dana (sha- 
hibul maal) dengan pelaku usaha (mudharib) bukanlah hubungan 
hukum antara majikan dengan buruh. Namun, dalam akad ini 
hubungan hukum bersifat kemitraan yang setara dan seimbang. 
Namun, kerugian dapat menjadi tanggung jawab pelaku usaha 
apabila ia melaksanakan kegiatan usahanya terbukti melakukan 
kelalaian, beritikad buruk, atau melakukan kegiatan usaha lainnya 
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di luar kesepakatan tanpa izin dari pemilik modal setelah diproses 
secara hukum pelaku usaha berkewajiban mengganti modal ter-
sebut kepada pemilik dana. 

Dalam ketentuan hukum perdata pembagian keuntungan dan 
kerugian diatur dalam pasal 1633 KUHPerdata,160 pada prinsip-
nya pembagian keuntungan dan kerugian sekutu didasarkan atas 
keseimbangan peran termasuk dalam modal yang telah dimasuk-
kan pada kegiatan usaha dimaksud. Bahkan dalam pasal tersebut 
ditegaskan jika para sekutu hanya memberikan tenaga saja maka 
ia telah memasukkan bagian yang terkecil.161 Bahkan para sekutu 
dapat secara bebas menentukan pembagian keuntungan bahkan 
dengan ukuran yang sama walaupun dengan modal yang berbeda, 
hal ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara para 
sekutu yang dituangkan diawal kontrak, dan dibolehkan kerugian 
hanya ditanggung oleh salah satu sekutu, yang tidak boleh bahkan 
kontrak dinyatakan batal apabila keuntungan hanya akad diberi-
kan kepada satu sekutu sedangkan sekutu lainnya tidak mendapat-
kan keuntungan apapun hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 
1635 KUHPerdata.162 

Dalam Perseroan Terbatas penghitungan dan pembagian ke- 
untungan (deviden) juga didasarkan pada laba bersih, sesuai ke-
tentuan pasal pasal 71 angka (2) UUPT yang menyatakan bahwa: 
“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada 
pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam 
RUPS”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggunaan laba 
bersih termasuk mengenai penentuan jumlah penyisihan untuk 
cadangan wajib dan pembagian deviden ditetapkan dan diputus-
kan di dalam rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. 
Namun, deviden hanya dapat dibagikan apabila perseroan mem-
punyai saldo laba positif, sebaliknya perseroan tidak dapat mem-
bagikan deviden jika memiliki saldo laba bersih negatif.163 Dalam 
RUPS ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan 
untuk pembagian deviden kepada pemegang saham, cadangan, 
dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota  



MARTOYO

234

direksi dan dewan komisaris, serta bonus untuk para karyawan-
nya.163 Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan ki-
nerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya. Tansiem dapat diartikan sebagai bagian keuntungan per-
seroan yang dihadiahkan atau diberikan pada direksi, komisaris 
maupun karyawan perseroan. 

Mengenai pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas 
didasarkan pada laba bersih (keuntungan riil) dan berdasarkan 
jumlah saham yang dimiliki setiap pemegang saham (shahibul 
maal) sedangkan Direksi, komisaris mendapatkan tansiem sebagai 
bonus atas kinerjanya, jika perseroan tidak menghasilkan keun-
tungan atau menderita kerugian maka pemegang saham (shahi-
bul maal) tidak mendapatkan deviden, termasuk direksi maupun 
komisaris juga tidak mendapatkan tansiem dari perseroan, dan 
dalam Perseroan Terbatas pemegang saham bertanggung jawab 
hanya atas modal yang diinvestasikan, sedangkan direksi bertang-
gung jawab hanya pengelolaan usaha tidak bertanggung jawab atas 
kerugian finansial, kecuali direksi terbukti melakukan kelalaian 
dan melanggar ketentuan berlaku serta perjanjian yang telah dise-
pakati dalam perseroan. Di sinilah prinsip proporsionalitas dalam 
pembagian keuntungan dan kerugian yang harus tercermin pada 
perjanjian dalam Perseroan Terbatas.

Hal ini menurut penulis jika ditarik dalam konteks pembagian 
proporsi keuntungan dan kerugian pada akad syirkah mudharabah 
juga secara umum memiliki terdapat relevansi dengan pasal 1633 
KUHPerdata, karena peluang, hak dan kewajiban dalam kerja-
sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pelaku usaha 
(mudharib) diakomodir pada ketentuan tersebut. Dalam konteks 
kerjasama bisnis pada badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan 
UUPT juga mengatur hubungan dan tanggung jawab organ-organ 
PT di antaranya pemegang saham, direksi, komisaris, juga meng-
atur keseimbangan hak dan kewajiban termasuk pembagian keun-
tungan dan kerugian dilakukan secara proporsional. Namun yang 
dibutuhkan penegasan dalam sistem Perseroan Terbatas adalah ke- 
pastian proporsi keuntungan bagi para direksi dalam akad syirkah 
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mudharabah direksi merupakan organ atau sekutu (mudharib) 
yang mempunyai hubungan setara dengan para pemegang saham 
(shahibul maal), direksi seharusnya mendapatkan keuntungan 
berdasarkan persentase yang ditentukan pada sistem perjanjian 
Perseroan Terbatas. 

c. Berakhirnya Perjanjian Perseroan Terbatas Berdasar Akad Syir-
kah Mudharabah 
Secara operasional tata kelola usaha syirkah mudharabah hanya 

dilakukan oleh pelaku usaha (mudharib) berdasarkan keahlian 
yang dimiliki, sedangkan shahibul maal tidak boleh ikut dalam 
tata kelola usaha, shahibul maal hanya diperbolehkan memberi-
kan batasan-batasan usaha secara umum kepada mudharib, namun 
pelaksanaannya hanya dilakukan oleh mudharib tanpa campur 
tangan shahibul maal. Untuk menguatkan manajemen usahanya 
mudharib dapat mengangkat pekerja dengan diberi upah (ujrah), 
keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati berda-
sarkan persentase di antara para sekutu yang dihitung berdasarkan 
tingkat risiko yang ditanggungnya, sedangkan kerugian modal 
sepenuhnya dibebankan pada shahibul maal, dan mudharib hanya 
menanggung kerugian, waktu, pikiran yang digunakan pada saat 
kerjasama usaha sedang berlangsung. 

Berdasarkan sistem di atas, maka pengelola usaha (mudharib) 
merupakan sekutu memiliki wewenang yang paling menentukan 
dalam menjalankan Perseroan yang dikelola berdasarkan syirkah 
mudharabah. Oleh karena itu, mudharib harus berusaha dapat 
membawa keuntungan bagi semua sekutu dan menghidari hal-
hal yang dapat membahayakan kepentingan para sekutu lainnya. 
Dalam manajemen syirkah mudharabah, para sekutu yang menjadi 
pengelola usaha (mudharib) memiliki beberapa batasan yang harus 
diketahui agar perjanjian berdirinya Perseroan Terbatas berjalan 
dengan baik. Adapun batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Batasan Pengelolaan Jenis Usaha Perseroan yang Halal 
Dalam akad syirkah mudharabah pelaku usaha (mudharib) 



MARTOYO

236

harus memastikan usahanya hanya terhadap jenis usaha yang halal 
artinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan 
perundang-undangan, jenis usaha tersebut tidak mengandung 
unsur maisir, gharar, riba, dzalim, haram, dan hal-hal yang ber-
tentangan dengan nilai-nilai kesusilaan165 dan ketertiban umum. 
Dalam hukum Islam “sebab halal” merupakan tujuan perjanjian 
(maudhu’ al-’aqd) yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan 
(al-maq-shad al-ashli alladzi syariah al-’aqd min ajlih) oleh seseorang 
dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah 
antara manusia. Hal ini dinyatakan dalam fatwa MUI bahwa usaha 
yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan 
yang berlaku,166 juga diperkuat dalam KHES bahwa “sebab yang 
halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh 
hukum dan tidak haram”.167

Dalam KUHPerdata pasal 1320 dinyatakan bahwa syarat 
sah perjanjian di antaranya adalah suatu sebab (kausa) yang halal, 
artinya bahwa isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.168 Selanjutnya 
dalam perseroan terbatas juga tunduk terhadap pasal 1320 ini, 
sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa “Perseroan Terbatas 
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian” me-
nurut Yahya Harahap bahwa perjanjian pembentukan perseroan 
Terbatas sah di antaranya apabila perjanjian usaha yang dijalan-
kan mengandung sebab yang halal (geoorloofde oorzaak, allowed 
cause).169 Jika usaha yang dijalankan mudharib dalam perseroan 
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka akad syirkah mudha-
rabah menjadi batal demi hukum. 

2) Batasan Melaksanakan Kegiatan Usaha Atas Nama Entitas 
Syirkah mudharabah 
Pelaku usaha (mudharib) dalam akad syirkah mudharabah di- 

berikan kepercayaan atau amanah oleh penyedia modal (shahibul 
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maal) untuk melaksanakan kegiatan usaha yang telah disepakati 
bersama, mudharib menjadi ujung tombak keberhasilan dari usaha 
tersebut. Walaupun mudhrib memiliki kewenanangan dan kele-
luasaan dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, tetapi tetap 
terikat dengan sistem akad syirkah mudharabah sehingga tidak 
boleh mengatasnamakan pribadi tetapi dia harus tetap atas nama 
entitas perseroan170 karena sejatinya mudharib ialah sebagai mitra 
sebagaimana akad wakalah dari shahibul maal dalam mengelola 
modal yang diberikan kepadanya dan ia harus bertanggung jawab 
secara manajemen kepada perseroan. 

Sebagai implikasi dari dari dari hal tersebut maka seluruh tin-
dakan hukum mudharib memiliki konsekuensi yang berdampak 
pada perseroan, mulai dari menghimpun modal, proses pelaksa-
naan hingga pembagian keuntungan dan kerugian, yang selanjut- 
nya dapat dibebankan ke dalam entitas syirkah mudharabah. De-
ngan demikian, pengatasnamaan pribadi termasuk penyimpangan 
terhadap terhadap prinsip dan sistem akad syirkah mudharabah 
dalam suatu perseroan.

3) Batasan Pelaku Usaha (Mudharib) tidak Boleh Meminjam, 
Meminjamkan, Menyumbangkan, atau Menghadiahkan Mo-
dal Usaha dan Keuntungan Perseroan Kepada Pihak Lain
Modal usaha yang diserahkan oleh pemilik modal (shahibul 

maal) kepada pelaku usaha (mudharib) bertujuan untuk diguna-
kan membiayai seluruh usaha yang telah disepakati. Oleh karena 
itu, mudharib tidak diperkenankan untuk me-mudharabah-kan 
kembali modal syirkah mudharabah, dan tidak diperbolehkan 
untuk meminjam, meminjamkan, menyumbangkan modal usaha 
kepada pihak lain dan jika terjadi maka dianggap terjadi pelang-
garan kecuali atas seizin pemilik modal (shahibul maal), walaupun 
pelaku usaha (mudharib) mempunyai kebebasan untuk mengatur 
modal menurut kebijaksanaannya sendiri terutama pada mudha-
rabah mutlaqah, tetapi tidak dapat melakukan tindakan-tidakan 
tersebut di atas. 
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4) Mudharib tidak Diperkenankan Membuat komitmen dengan 
Pihak Ketiga Melebihi Jumlah Modal 
Dalam akad syirkah mudharabah tanggung jawab shahibul 

maal terbatas hanya pada jumlah modal yang telah ditanamkan-
nya.171 Prinsip ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena 
jika tidak demikian berarti tanggung jawab shahibul maal tidak 
terbatas, maka tidak patut bagi shahibul maal hanya menjadi sleep-
ing partener.172 Oleh karena itu, mudharib tidak diperkenankan 
membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal 
yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal. Apabila mudharib 
melampaui batas jumlah investasi mudharabah tanpa otorisasi 
yang khusus atau tanpa pengesahan yang diperoleh dari shahibul 
maal, maka mudharib secara pribadi bertanggung jawab atas ke-
lebihan dana tersebut.173 

Sebagai kerjasama usaha yang dibentuk berdasarkan perjan- 
jian dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit orien-
ted), maka eksistensi akad syirkah mudharabah dalam usaha bisnis 
sangat bergantung pada kesepakatan dan komitmen serta konsis-
tensi para sekutu dalam memenuhi hak dan kewajiban yang ter-
tuang dalam kontrak kerjasama tersebut. Namun, menurut Sayyid 
Sabiq sebagaimana dikutip Sri Nurhayati menyatakan bahwa lama-
nya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, 
tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kon-
trak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya, menurut-
nya akad mudharabah dapat berakhir berakhir apabila salah satu  
di antara beberapa peristiwa ini terjadi:174 

1) Berakhirnya Waktu Syirkah Mudharabah yang telah Disepa-
kati oleh Para Sekutu dalam Kontrak
Dalam akad syirkah mudharabah merupakan perjanjian yang 

dibentuk berdasarkan kesepakatan (konsensus) para sekutu, ter-
masuk kesepakatan mengenai batasan waktu kerjasama diakhiri. 
Apabila kerjasama telah berakhir maka para sekutu baik shahibul 
maal atau mudharib memiliki beberapa kewajiban, yaitu setelah 
seluruh tanggung jawab pada pihak ketiga dipenuhi, maka para 
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sekutu melalui mudharib melakukan pembagian keuntungan ber-
sih berdasar proporsi dan nisbah yang telah disepakati kepada para 
sekutu, selanjutnya tugas akhir dari mudharib adalah mengemba-
likan modal usaha (ra’s al-maal) kepada shahibul maal dan kerja-
sama berakhir. Dalam KHES Pasal 251, dinyatakan: 1) Pemilik 
modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang me-
langgar kesepakatan dalam akad mudharabah. 2) Pemberhentian 
kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. 3) 
Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada 
pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama 
mudharabah. 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mu-
dharib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui 
pengadilan.175 

2) Salah Satu Sekutu Memutuskan Mengakhiri Kerjasama (Me-
ngundurkan Diri) Harus atas Izin Sekutu Lainnya
Secara konsep sebelum memulai pekerjaan syirkah mudhara-

bah dimulai, maka perjanjian usaha dianggap sebagai “aqd ghayr 
lazim” (perjanjian tidak mengikat) dan oleh sebab itu perjanjian 
dapat diakhiri oleh salah satu dari dua sekutu dengan menyam- 
paikan pemberitahuan atau izin kepada sekutu lainnya.176 Akan 
tetapi setelah pekerjaan syirkah mudharabah dimulai, maka para 
ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda tentang apakah per-
janjian syirkah mudaharabah dapat diakhiri oleh salah satu sekutu 
tanpa izin/persetujuan dari sekutu lainnya. Imam Maliki sebagai-
mana dikutip Asyraf Wajdi Dusuki, memiliki pendapat bahwa 
bahwa akad mudharabah dapat diakhiri berdasarkan persetujuan 
bersama dari para para sekutu yang melakukan kontrak.177 Artinya, 
akad syirkah mudharabah dapat diakhiri oleh salah satu sekutu atas 
izin dari sekutu lainnya. 

3) Salah Sekutu Pihak Meninggal Dunia atau Hilang Akal (Inga-
tan)
Dalam akad syirkah mudharabah apabila salah seorang sekutu 

meninggal ketika pelaksanaan kegiatan usaha/bisnis sedang dan 
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masih berjalan, maka para ulama menyatakan bahwa perjanjian 
yang dilakukannya sudah berakhir hal ini sejalan dengan pasal 
1646 KUHPerdata ayat (4)178 selanjutnya juga diatur dalam pasal 
253 KHES.179 Oleh karena itu, karena akad syirkah mudharabah 
merupakan wilayah yang bersifat mu`amalah maka para ahli waris 
memiliki pilihan untuk meneruskan kerjasama yang telah berjala-
natau dapat mengakhiri kerjasama usaha/bisnis tersebut sehingga 
para ahli waris mendapatkan pengembalian modal jika sebagai 
sekutu pemilik modal (shahibul maal) dan/atau sebagian atau 
penuh keuntungan yang diperoleh selama kegiatan usaha berlang-
sung. Namun, jika almarhum jika sebagai sekutu pengelola usaha 
(mudharib) ahli waris pembagian keuntungan selama bekerja dan 
jika mempunyai tanggungan berupa hutang kepada pihak ketiga, 
maka menjadi tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal) 
sesuai dengan KHES Pasal 254 ayat (1) Pemilik modal berhak me-
lakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti 
dari mudharib yang telah meninggal dunia. (2) Kerugian yang di-
akibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik 
modal.

Selanjutnya, jika salah satu sekutu menjadi hilang akal (inga-
tan) atau dinyatakan tidak mampu melanjutkan transaksi bisnis 
yang dilakukannya, maka akad syirkah mudharabah berakhir se-
bagaimana jika salah satu sekutu ingin mengakhiri akad syirkah 
mudharabah, sedangkan mitra yang lain ingin tetap meneruskan 
kerjasama usaha jika hal ini akan terus dilakukan maka harus di-
dasarkan pada kesepakatan bersama dan para sekutu lainnya dapat 
membeli saham dari sekutu yang ingin berhenti, dengan demikian 
berhentinya salah seorang sekutu, tidak berarti bahwa sekutu lain-
nya juga berhenti. Jika hal ini terjadi terhadap direksi dalam Per-
seroan Terbatas berhalangan sementara atau permanen berdasar-
kan pasal 92 ayat (1) UUPT, maka dapat digantikan oleh direksi 
yang lain karena dalam Perseroan Terbatas direksi lebih dari satu 
orang yang sistem perwakilannya kolegial dan dapat diantisipasi 
dalam Anggaran Dasar (AD). 
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4) Pelaku Usaha (Mudharib) tidak Menjalankan Amanah Seba-
gaimana Kesepakatan Para Sekutu dalam Akad Syirkah Mu-
dharabah
Apabila mudharib terbukti atau dapat dibuktikan telah me-

lakukan pelanggaran terhadap kontrak wanprestasi atau dalam 
bahasa fiqh dikenal istilah at-ta’addi at-taqshir/mukhalafat asy-
syuruth terhadap kesepakatan.180 Wanprestasi, menurut Abdul R. 
Saliman,181 adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi 
atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diten-
tukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. 
Selanjutnya, J. Satrio menegaskan bahwa wanprestasi adalah suatu 
keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak 
memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat diper-
salahkan kepadanya.182  

KUHPerdata mengatur wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Peng-
gantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinya-
takan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat di-
berikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu 
yang telah ditentukan. Sehingga unsur-unsur wanprestasi di anta-
ranya: 1) ada perjanjian oleh para pihak; 2) Ada pihak melanggar 
atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan 3)
Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan  
isi perjanjian.

Jika terjadi wanprestasi atau at-ta’add at-taqshir/mukhalafat 
asy-syuruth, maka mudharib wajib mengembalikan modal dan 
keuntungan yang menjadi hak dari shahibul maal dan jika terjadi 
sengketa dapat diselesaikan dengan cara perdamaian atau di lem-
baga pengadilan yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam 
kontrak syirkah mudharabah. 

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas dapat berakhir 
atau dibubarkan berdasarkan hal-hal tertentu yang telah disepa-
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kati dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maupun hal-hal 
yang telah ditentukan berdasarkan undang-undngan. Berakhirnya 
atau bubarnya Perseroan Terbatas diatur atur dalam Pasal 142 (1) 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
menyatakan bahwa pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi 
karena: (1) berdasarkan keputusan RUPS; (2) karena jangka waktu 
berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; 
(3) berdasarkan penetapan pengadilan; dan (4) dengan dicabut-
nya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan niaga yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak 
cukup untuk membayar biaya kepailitan; (5) karena harta pai-
lit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan 
insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau 
(6) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan  
Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.183

Catatan:
1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pus-

taka, Jakarta, 2005), 60-61.
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni Bandung, 1995), 89.
3 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam: Suatu Pengantar (Bandar Lampung: 

AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 5-6.
4 Lihat al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus 

ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa’ ayat 16, surat al-Nisaa’ ayat 58, 
surat al-Maidah ayat 8, surat al-A’raf ayat 96.

5 Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan 
Umat ( Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 249.

6 Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, Cet. I ( Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), 268.

7 Al-Qisth artinya bagian yang wajar dan patut. Firman Allah dalam surat al-
Nisa (4): 135, “Wahai orang-orang yangt beriman: jadilah kamu penegak 
al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 
sendiri…” Lihat Moh. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I 
atas Pelbagai Persoalan Umat ( Jakarta: Mizan Pustaka, 1997), 149.



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

243

8 Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 
(QS ar-Rahman [55]: 7). Mengenai ayat ini, Rasululah Saw menjelaskan 
dengan bersabda, “Dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi.”

9 Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. 
Ibid., 148.

10 Al-Qur’an surah al-Hujurat (49) ayat 10 Artinya: “Orang-orang beriman itu 
Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat.

11 Kata wasth dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 143 yang artinya: 
“Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat per-
tengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu…”

12 Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muham-
madiyah dan Nadlatul Ulama ( Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 289.

13 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12.
14 Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, Cet. VII (Yogyakarta: Kanisius, 

1997), 28.
15 Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, 29.
16 Ibid., 39.
17 Ibid., 113.
18 Ibid., 121.
19 Ibid., 123.
20 Majid Khadduri, The Islamic Contemplation of Justice (Teologi Keadilan Per-

spektif Islam), terj. Mochtar Zoeni (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 8-9.
21 Majid Khadduri, 1999, Ibid., 199.
22 Ibid., 200.
23 Ibid., 200.
24 Ibid., 202.
25 Ibid., 203.
26 Ibid., 203.
27 Ibid., 203.
28 Ibid., 204.
29 Ibid., 206.
30 Ibid., 208.
31 Ibid., 212.



MARTOYO

244

32 Ibid., 201.
33 Ibid., 213.
34 Ibid., 214.
35 Ibid., 257.
36 Ibid., 260.
37 Ibid., 262.
38 Ibid., 212.
39 Surah al-Hadid yang berbunyi; “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-

rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan 
bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melak-
sanakan keadilan.”

40 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, terj. 
Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1995), 48.

41 Ibid., 55-56.
42 Ibid., 71.
43 Ibid., 60-61.
44 Ibid., 62.
45 Ibid., 62-63.
46 Ibid., 65-66.
47 Ibid., 61- 63.
48 “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. (Tetapi) 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebab-
kan perbuatannya “

49 “Maka aku (Nuh) katakan kepada mereka, ”Mohonlah ampun kepada Tuhan-
mu, sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun, niscaya Dia akan mengi-
rimkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan 
mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan (pula di dalamnya) 
untukmu sungai-sungai.”

50 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), 114.
51 Ibid., 114.
52 Ibid., 115.
53 Ibid., 115. Lihat juga Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik, Hukum, Kea-
dilan dan Hak Asasi Manusia ( Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2010), 30.

54 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, 1996, Ibid., 116.



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

245

55 John Rawls, Teori Keadilan, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogya-
karta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

56 Ibid., 6.
57 Ibid., 8.
58 Ibid., 10.
59 Ibid., 147.
60 Ibid., 5.
61 Ibid., 120.
62 Ibid., 130-133.
63 Ibid., 72. 
64 Ibid., 89.
65 Ibid., 250.
66 Ibid., 75.
67 Ibid., 72
68 Ibid., 73.
69 Ibid., 78
70 Ibid., 182
71 Ibid., 215
72 Ibid., 226
73 Ibid., 231
74 Ibid., 129.
75 Majid Khadduri, 1999, Ibid., 212.
76 Surah al-Hadid yang berbunyi, “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-

rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan 
bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melak-
sanakan keadilan.”

77 Murtadha Muthahhari, Al-‘Adl al-Ilahiy (Keadilan Ilahi: Asas Pandangan 
Dunia Islam), terj. Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1995), 48.

78 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), 114.
79 John Rawls, Teori Keadilan, Op.Cit., 89.
80 Abdul Aziz, Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2008), 100 
81 Quraish Shihab, Sekapur Sirih Ketika Bagi Hasil Tiba, Perjalanan 10 Tahun 

Bank Muamallat ( Jakarta: Bank Muamalat, 2002 ), xxii.
82 Al-Sayyid Sabiq, 1985, Op.Cit., 295-296.



MARTOYO

246

83 Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 4 ( Jakarta: Pus-
taka al-Kautsar, 2012), 121.

84 Mustafa al-Khin, dkk, Al-Fiqh al-Manhaji (Damaskus: Dar al-Ulum, Cet I, 
1996/1417H), 221-223.

85 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami…1997, Juz V, Op.Cit., 3.900-3.902.
86 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmī …1997 Juz IV, Op.Cit., 797.
87 Jaih Mubarok, Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyah…2018. Op.Cit., 70.
88 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 5 ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 

406.
89 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, 1997, Op.Cit., 457.
90 Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal 

Islam ( Jakarta: PT.Pustaka Alvabet, 2016), 198-199.
91 Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, 2012, Jilid 4, Op.Cit., 

119.
92 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 2000, Op.Cit., 192.
93 Jaih Mubarok, Fiqh Muamalah Maliyah…2018, Op.Cit., 86-87.
94 Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa syirkah abdan merupakan syirkah yang 

tidak sah, karena sejatinya syirkah hanya boleh dilakukan dengan harta, 
bukan dengan pekerjaan. Hal ini ada beberapa alasan: Pertama, pekerjaan 
tidak bisa diukur. Kedua, setiap orang memiliki keistimewaan tersendiri apa-
bila dibandingkan dengan yang lainnya, baik dari segi fisik maupun kemam-
puan yang dimiliki, Ketiga, karena kapasitas kerja salah satu pihak tidak bisa 
diketahui secara pasti sehingga mengakibatkan ketidakjelasan (gharar) pada 
pekerjaan dan pembagian keuntungan. Lihat Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqih 
Islam wa Adillatuhu ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 450.

95 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Tahqiq: Muhammad Syarifuddin Khathab, 
dkk., Jilid 6 ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 452.

96 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqih Islami…1997 Juz V, Op.Cit., 3.886-3.887.
97 Ibnu Qudamah, Al-Mughni... 2013, Ibid., 497.
98 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian… 2012, Op.Cit., 42.
99 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami…1997, Juz IV, 840.

100 Ibid., 841.
101 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami ….1997, Juz IV, Op.Cit., 840. 
102 Abdul Aziz Dahlan, Op.Cit., 1197.
103 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembar 

Negara No. 4756, Tambahan No. 106/2007.
104 Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ditegaskan dalam UU No. 40 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

247

Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dinya-
takan dengan tegas di dalam pasal 1 ayat (1) seperti di atas bahwa perseroan 
terbatas adalah badan hukum. Setelah sebelumnya diatur pasal 40 (2) KUHD  
yang menyatakan bahwa: “Pesero-pesero atau pemegang saham tidak ber-
tanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu,” dan dari 
bunyi Pasal 45 ayat 1 K.U, D yang menyatakan: “Pengurus tidak bertanggung 
jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan  
kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasar-
kan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan”. Lihat Siti Sumarti 
Hartono, ”Perseroan Terbatas dalam Pendirian,” Kertas Kerja dalam Semi-
nar Sehari Hukum Perseroan dan Hukum Pertanggungan (Asuransi) dalam 
Kenyataan dan Harapan (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1998), 6.

105 Widjaya, Ray I.G, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di 
Bidang Usaha, Hukum Perusahaan ( Jakarta: Megapoin 2006), 128-132.

106 Istilah kekuasaan tertinggi digunakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas (LNRI Nomor 13Tahun 1995)

107 Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk 
Perusahaan ( Jakarta: Intan Sejati Klaten, 2005), 130.

108 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (LNRI Nomor 106 
Tahun 2007, TNLRI Nomor 4756).

109 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Salatiga: Gria Media, 2011), 148-
149.

110 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas ( Jakrta: Sinar Grafika, 2009), 
306.

111 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Ban-
dung: PT. Alumni, 2004), 181.

112 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op.Cit., 105.
113 Penjelasan pasal 70 ayat (2) UUPT.
114 Penjelasan pasal 70 ayat (3) UUPT.
115 Penjelasan pasal 70 ayat (3) UUPT.
116 M. Rustam, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Dividen 

pada Perusahaan-Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta,” Tesis, Fakultas 
Pascasarjana bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Ilmu Manajemen Univer-
sitas Indonesia (1998), 18-19. 

117 Penjelasan pasal 71 ayat (3) UUPT.
118 Penjelasan pasal 71 ayat (1) UUPT. 
119 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, 2001, Ibid., 183.

120 Syarat ini akan berkonsekuensi terhadap tingginya minat masyarakat yang 



MARTOYO

248

memiliki kelebihan modal namun tidak memahami cara mengelolanya agar 
berkembang dan memperoleh keuntungan, disisi lain akan sangat membantu 
para pengusaha yang kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya. 

121 Pasal 238 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

122 Jaih Mubarok, Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyah, 2018, Op.Cit., 158-
159.

123 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnaen Harahap, Op.Cit, 183.
124 Ibid., 183.
125 Satjipto Raharjo, Iilmu Hukum (Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006), 86.
126 Mahadi, Falsafah Hukum: Suatu Pengantar (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1990), 119.
127 J, Bruggink., Refleksi Tentang Hukum, terj. Bernard Arif Sidharta (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1996), 120.
128 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam: Suatu Pengantar (Bandar Lanmpung, 

AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 5-6.
129 Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika,Op.Cit., 39.
130 Ibid., 113.
131 Majid Khadduri, 1999, Op.Cit., 212.
132 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi. 1995,Op.Cit., 48.
133 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an,1996, Op.Cit., 114.
134 Ibid., 115.
135 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, 1996, Ibid., 115. Lihat juga Laj-

nah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik, Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi 
Manusia ( Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2010), 30.

136 John Rawls, Teori Keadilan, 89.
137 Dyah Ochtorina Susanti, Hukum Ekonomi Syariah; Pembentukan Perseku-

tuan Komanditer (Commaditer Vennootscap) Berdasar Akad Musyarakah 
( Jember: UPT. Penerbitan Unej), 54.

138 Ibid., 57.
139 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kon-

trak Komersial ( Jakarta: Prenada Kencana Media Grup, 2008), 173.
140 Ibid.
141 Pranoto dan Itok Dwi Kurniawan. “Urgensi Asas Proporsionalitas dalam 

Kontrak Kerja Konstruksi sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa,” Jurnal 
Private Law, Vol. 2, no. 7 (2013): 92.



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

249

142 Dyah Ochtorina Susanti, Hukum Ekonomi Syariah, 2012, Op.Cit., 57.
143 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Negosiasi Kontrak ( Jakarta: Grasindo, 

1999), 9.
144 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr al-

Mu’ashir, 1997), Vol. V, 3.932-3.935; Lihat juga Abdu1 Aziz Dahlan.(ed.), 
Ensiklopedi Hukum Islam ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), jilid 4, 
1197; Lihat juga Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah… 2014, Op.Cit., 
124; Lihat Fatwa DSN MUI Nomor NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 dan 
Pasal 235 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

145 Hasan Sami Hamud, Tathwir al-A’mal…1982, Op.Cit., 187.
146 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-lslami…1997, Juz. V, Op.Cit., 3.888.
147 Ibid., 3.888-3.889.
148 Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 ten-

tang Akad Syirkah.
149 Pasal 150 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
150 Rudhi Prasetya, “Analisa Hukum Ekonomi terhadap Kontrak dalam Me-

nyongsong Era Globalisasi,” Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2 (1997): 21.
151 Pasal 34 dan penjelasannya UUPT. 
152 Dyah Ochtorina Susanti, Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit, 61.
153 Pasal 231 ayat (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang 

yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha; 
dan dipertegas dalam Pasal 235 ayat (1) Modal harus berupa barang, uang 
dan atau barang yang berharga. KHES.

154 Pasal 234, Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus 
memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

155 Moh. Mufid, Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi, Op.Cit., 128.
156 Abdul Mun’in Fayadh, Bai’ al-Murabahah fil al-Masharib al-Islamiyah: Al-

Azmah wa al-Makhraj (Mesir: Dar al-Nasr li al-Jami’ah al-Mishriyah, Makta-
bah al-Wafa, 1996), 109.

157 Adiwarman A. Karim, Ibid., 100.
158 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat 

( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 172.
159 Adiwarman A. Karim, Bank… Ibid., 206.
160 Pasal 1633 KUHPerdata: Jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah 

ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya per-
sekutuan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia 



MARTOYO

250

telah masukkan dalam persekutuan. Terhadap si sekutu yang hanya mema-
sukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian 
si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

161 Dyah Ochtorina Susanti, Hukum Ekonomi Syariah, 2012, Op.Cit., 66.
162 Pasal 1635 KUHPerdata: Janji dengan mana kepada salah seorang sekutu 

dijanjikan semua keuntungan, adalah batal. Namun, itu adalah diperboleh-
kan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata akan dipikul 
oleh salah seorang sekutu atau lebih.

163 Penjelasan pasal 71 ayat (3) UUPT.
164 Penjelasan pasal 71 ayat (1) UUPT.
165 Hakikat makna kesusilaan adalah nilai perilaku terutama yang membang-

kitkan nafsu birahi berdasarkan etis local. Lihat Aries Hariyanto, Hukum 
Ketenagakerjaan: Makna Kesulilaan dalam Perjanjian Kerja (Yogyakarta: 
Laksbang Pressindo, 2016), 129. Apabila dikaitkan dengan fiqh mu’amalah 
maka jenis usaha dalam akad syirkah mudharabah tidak boleh bertentangan 
dengan nilai kesusilaan, misalnya usaha/bisnis prostitusi dan bentuk usaha 
lainnya, karena jenis usaha tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang 
dipegang teguh oleh masyarakat.

166 Fatwa DSN MUI Nomor 11 5/DSN-MUI/IX/217 tentang Mudharabah.
167 Pasal 21 huruf (k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 ten-

tang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES).
168 Fajar Bayu Setiawan dalam Tri Wahyu Surya Lestari, “Komparasi Syarat 

Keabsahan ‘Sebab Yang Halal’ Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjan-
jian Syariah,” YUDISIA: Jurnal Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 
IAIN Ponorogo, Vol. 8, No. 2 (Desember 2017).

169 M. Yahya Harahap, Hukum, Op.Cit , 35.
170 Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah.
171 Abdul al-Rahman al-Jaziri, Op.Cit. 249.
172 Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Laporan hasil Kajian Akad 

Mudharabah dan Murabahah bagi Bank Syariah ( Jakarta: BI, 2004), 208.
173 Abdul Mun’im Fayadh, Op.Cit, 109.
174 Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia ( Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), 125.
175 Pasal 251 KHES.
176 Asyraf Wajdi Dusuki, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi ( Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2015), 302.
177 Ibid., 302.
178 Pasal 1646 KUHPerdata menyatakan bahwa persekutuan berakhir apabila: 



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

251
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A. Konsep Akad Syirkah Mudharabah untuk Perseroan 
Terbatas
Akad Syirkah mudharabah adalah penggabungan dari kata 

Syirkah dan Mudharabah yang sejatinya dari istilah merupakan 
akad yang dapat berdiri sendiri dan memiliki karakteristik tersen-
diri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudha-
rabah sesungguh adalah pengembangan dari akad syirkah yang 
karakter utamanya adalah modal usaha merupakan percampuran 
harta dan keahlian sehingga sistem akadnya memiliki perbedaan 
dengan syirkah pada umumnya sebagaimana telah dibahas pada 
bab sebelumnya. 

Syirkah mudharabah merupakan suatu akad kerjasama bisnis 
di antara kedua pihak atau lebih, di mana satu pihak merupakan 
pemilik modal harta (shahibul maal/rabb al-maal), sedangkan di 
pihak lain adalah pelaku usaha yang memiliki keahlian pekerjaan 
(mudharib) dengan ketentuan para sekutu dapat lebih dari satu 
orang atau satu pihak dan pelaku usaha (mudharib) dapat ikut andil 
untuk menanamkan modal hartanya atas izin dari shahibul maal, 
sehingga mudharib di satu sisi sebagai pelaku usaha. Namun, di 
sisi lain mudharib juga bagian dari sekutu pemilik modal (shahibul 
maal). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dibagi 
dua tahapan, tahap pertama dihitung berdasarkan proporsi modal 
yang dimiliki oleh para sekutu sebagaimana akad syirkah, pada 
tahap kedua keuntungan dihitung berdasarkan nisbah (persentase) 

Bagian IV 

Konsep Pendirian Perseroan Terbatas 
Berdasarkan Akad Syirkah Mudharabah
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yang disepakati sebagaimana akad mudharabah. Sedangkan keru-
gian pada akad syirkah mudharabah ini dibagi sesuai dengan porsi 
dana masing-masing sebagaimana akad syirkah (termasuk modal 
yang diinvestasikan mudharib) dan selanjutnya kerugian sepenuh-
nya merupakan tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal), 
sedangkan pelaku usaha hanya menanggung kerugian waktu, te-
naga, pikiran yang digunakan pada saat usaha tersebut dijalankan, 
kecuali kerugian terbukti terjadi akibat kelalaian atau penyimpa-
ngan yang dilakukan oleh pelaku usaha (mudharib).

Di sinilah letak kesesuaian akad syirkah mudharabah dengan 
kondisi bisnis syariah konntemporer yang banyak berwujud badan 
usaha berbadan hukum sebagaimana Perseroan Terbatas (PT) yang 
eksistensinya menuntut pengelolaan berlandaskan keterbukaan, 
kejujuran, kerjasama dan kepedulian antara pemilik dana dan 
pelaku usaha sehingga keadilan ekonomi dapat terwujud, berikut 
konsep unsur-unsur perjanjian dalam pembentukan Perseroan  
Terbatas berdasarkan Akad Syirkah Mudharabah:  

1. Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Akad 
Syirkah Mudharabah
Perseroan Terbatas (PT) yang juga didirikan berdasarkan pada 

perjanjian para pendiri yang dituangkan dalam akta pendirian se-
bagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 
menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang 
didirikan berdasarkan perjanjian dan selanjutnya pada pasal 7 ayat 
1, ditegaskan bahwa “untuk mendirikan perseroan terbatas itu di- 
lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang 
dibuat dalam bahasa Indonesia”. Ketentuan ini secara eksplisit dapat 
dipahami bahwa Pendirian dilakukan para pendiri atas “persetu-
juan” (overeenkomst, agreement), di mana para pendiri antara satu 
dengan yang lain saling “mengikatkan” dirinya untuk mendirikan 
perseroan,1 dengan berdasarkan ketentuan perjanjian Pasal 1338 
ayat (1) KUHPerdata dan pasal Pasal 1320 KUHPerdata sehingga 
perjanjian mengikat para pihak.
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Dalam pendirian Perseroan Terbatas, para pendiri wajib hadir 
dan menandatangani akta pendirian perusahaan di hadapan nota-
ris. Jika Perseroan Terbatas telah berbadan hukum dengan telah 
mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Maka 
status pendiri berubah menjadi pemegang saham sebagaimana 7 
ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas dengan 
syarat-syarat yang telah diatur secara lengkap menurut hukum Per-
seroan Terbatas di Indonesia.2

Dari sudut pandang akad syirkah mudharabah merupakan 
kerjasama bisnis dua pihak atau lebih di mana satu pihak seba-
gai pemilik dana (shahibul maal) di pihak lain sebagai pengelola 
usaha (mudharib) yang memiliki modal keahlian tertentu untuk 
mengembangkan suatu usaha yang dikehendaki oleh para pihak. 
Melalui modal harta yang dimiliki oleh shahibul maal dan keah-
lian yang dimiliki oleh mudharib akad kerjasama ini berjalan untuk 
mendapatkan keuntungan. Dalam akad tidak diperbolehkan jika 
hanya satu pihak saja karena tidak memenuhi rukun akad yaitu 
subjek akad (aqid) minimal 2 orang (aqidain), ada objek akad 
(ma’qud alaih), adanya shighat yaitu ijab qabul.3 Menurut Wahbah 
az-Zuhaili bahwa akad bukanlah hanya kesepakatan antara dua 
kehendak semata melainkan kesepakatan atau keterikatan yang 
diakui oleh syariat. Karena boleh jadi, ada kesepakatan antara dua 
kehendak tetapi akad yang ditimbulkannya batal karena tidak ter-
penuhinya syarat-syarat yang dituntut oleh syariat.4 

Pemilik modal (shahibul maal/rabb al-maal) dalam disyarat-
kan merupakan subjek yang cakap hukum baik secara syar’i. Sha-
hibul maal juga merupakan subjek yang mempunyai modal harta 
atau alat tukar (nuqud), dia memahami alur kerja, tetapi dia tidak 
memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya dalam bentuk 
usaha yang sedang dijalankan mudharib, penggabungan antara 
modal harta dan modal keahlian inilah salah satu karakter pem-
beda antara syirkah mudharabah dengan syirkah lainnya. Pihak 
kedua adalah pelaku (mudharib) merupakan pihak yang memiliki 
keahlian dalam menjalankan usaha sehingga kerjasama usaha ter-
sebut dalam menghasilkan keuntungan sesuai dengan perencanaan 
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yang telah ditetapkan. Mudharib wajib mengelola usaha dengan 
melakukan ikhtiar untuk memperoleh keuntungan melalui kegia-
tan bisnis yang terencana dengan baik di semua sektor usaha, atau 
usaha tertentu yang disepakati dengan akad.5  

Ketentuan subjek Perseroan Terbatas berdasarkan akad syirkah 
mudharabah dilakukan oleh shahibul maal yang sekaligus sebagai 
pemegang saham dan mudharib yang memiliki modal keahlian 
sebagai pengelola usaha sama seperti direksi sehingga mudharib 
sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah usaha. Dengan 
demikian, mudharib merupakan subjek mandiri yang memiliki 
posisi yang sama dengan shahibul maal baik dalam sebelum akad, 
saat akad maupun setelah akad dilaksanakan, hal ini mencermin-
kan keadilan dalam akad syirkah mudharabah. 

Dalam UUPT, pemegang saham menjadi pemilik perusahaan 
sedangkan mudharib hanya sebagai pengurus yang diangkat Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas dan 
mendapatkan upah (ujrah) yang telah ditentukan. Artinya, sebe-
sar apapun keuntungan (deviden) perusahaan, direksi hanya men-
dapatkan gaji (ujrah) dari hasil kerja dan bonus jika perusahaan 
mendapat laba positif; sedangkan keuntungan (deviden) yang pa-
ling dominan dinikmati oleh pemegang saham melalui keputusan 
RUPS. Apabila ditilik dari perspektif akad syirkah mudharabah, 
maka direksi (pengurus/pengelola usaha) dengan modal keahlian-
nya (ra’sl maal bil ’amal) sejatinya memiliki hak untuk mendapat-
kan bagian keuntungan atau deviden sesuai dengan nisbah yang 
disepakati di awal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar (AD) 
badan usaha Perseroan Terbatas. 

2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum 
Perspektif Akad Syirkah Mudharabah 

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan 
hukum sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 1 
UUPT yang menyatakan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya 
disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan perse-
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kutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan ke-
giatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dan dapat didirikan 
oleh paling sedikitnya dua orang sehingga implikasinya keharusan 
pemegang saham minimal dua orang dalam satu Perseroan Ter-
batas sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UUPT 2007 
bahwa Pasal 7: (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau 
lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) 
Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 
Perseroan didirikan.”, Hal ini wajib dilakukan oleh para pendiri 
supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas sah men-
urut undang-undang.6 

Dalam pendirian Perseroan Terbatas, para pendiri wajib hadir 
dan menandatangani akta pendirian perusahaan dihadapan nota-
ris. jika Perseroan Terbatas telah berbadan hukum dengan telah 
mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Maka 
status pendiri berubah menjadi pemegang saham sebagaimana 7 
ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas dengan 
syarat-syarat yang telah diatur secara lengkap menurut hukum 
Indonesia.7

Pendiri Perseroan Terbatas jika ditelaah perspektif akad syir-
kah mudharabah, maka para pendiri perseroan terdiri dari pemilik 
modal (shahibul maal) dan pihak pengelola dana/pelaku usaha 
yang mempunyai keahlian/keterampilan untuk mengembangkan 
suatu yang disebut mudharib. Pemilik modal (shahibul maal/rabb 
al-maal) dalam akad syirkah mudharabah disyaratkan merupakan 
subjek yang cakap hukum baik secara syar’i. Shahibul maal juga 
merupakan subjek yang mempunyai modal harta atau alat tukar/
uang (nuqud), dia memahami alur kerja, tetapi dia tidak mempu-
nyai keahlian untuk mengembangkan hartanya dalam bentuk usaha 
yang sedang dijalankan oleh mudharib,8 penggabungan antara 
modal harta dan modal keahlian inilah salah satu karakter pem-
beda antara syirkah mudharabah dengan syirkah lainnya. 
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Pihak kedua dalam pendirian perseroan adalah pengelola 
dana/pelaku usaha (mudharib) merupakan pihak yang memiliki 
keahlian dalam menjalan usaha sehingga kerjasama usaha tersebut 
dalam menghasilkan keuntungan sesuai dengan perencanaan yang 
telah ditetapkan. Mudharib wajib mengelola usaha dengan mela-
kukan ikhtiar untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan 
bisnis yang terencana dengan baik di semua sektor usaha, atau 
usaha tertentu yang disepakati dengan akad.9 

Berdasarkan ketentuan para pihak/subjek dalam pendirian 
Perseroan Terbatas dalam perspektif akad syirkah mudharabah 
dilakukan oleh shahibul maal yang sekaligus sebagai Pemegang 
saham dan mudharib yang memiliki modal keahlian mengelola 
sebuah usaha. Akad syirkah mudharabah ini mencampurkan harta 
(amwal) dan keahlian (abdan/’amal), keduanya melakukan kerja-
sama usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Dalam akad 
syirkah mudharabah, mudharib adalah sebagai pengelola usaha 
sama seperti direksi bukan sebagai pemilik saham sebagaimana 
di dalam Perseroan Terbatas, walaupun atas izin shahibul maal, 
mudharib juga dapat berinvestasi. Dengan keahlian yang dimiliki 
dalam mengelola usaha mudharib sangat menentukan berhasil 
atau tidaknya sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan bagi 
perusahaan sehingga mudharib sebagai subjek yang mandiri yang 
memiliki posisi yang sama dengan shahibul maal, yaitu dengan 
modal keahlian, dengan keahlian tersebut maka perusahaan akan 
menghasilkan keuntungan (deviden) yang akan dibagikan kepada 
semua pihak yang terlibat dalam kerjasama usaha tersebut.

Dalam Perseroan Terbatas pemegang saham menjadi pemilik 
perusahaan yang dibuktikan melalui kepemilikan saham, sedang-
kan mudharib hanya sebagai pengurus yang diangkat dan diber-
hentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan men- 
dapatkan upah (ujrah) yang telah ditentukan. Artinya, berapapun 
besaran keuntungan perusahaan, direksi hanya akan mendapatkan 
upah (ujrah), dan keuntungan sebesar-besarnya hanya dinikmati 
oleh pemegang saham. Padahal dalam Perseroan Terbatas direksi 
adalah organ Perseroan yang bertangggung jawab penuh atas ke-
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pengurusan perseroan untuk kepentingan.dan tujuan perseroan 
serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadi-
lan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dengan demikian, 
kepengurusan Perseroan dilakukan Direksi yang diangkat oleh 
RUPS sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Sebagaimana ditegaskan 
dalam pasal 82 UUPT bahwa Direksi bertanggung jawab penuh 
atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan per-
seroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan. Dalam hal ini terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, 
yaitu: 

a. Tanggungjawab intern (ke dalam), yaitu berkaitan dengan 
kepengurusan jalannya dan maju mundurnya perseroan maka 
direksi bertanggung jawab penuh. Artinya, apabila Perseroan 
mengalami kerugian akibat dari kesalahan direksi dalam men-
jalankan kepengurusannya, maka pengurus bertanggung jawab. 
Dalam menyampaikan pertanggungjawaban intern ini direksi 
dapat melalui RUPS, sebagai organ tertinggi dalam Perseroan. 
Dengan demikian, tanggung jawab intern ini lebih kepada 
tanggung jawab Direksi dalam mencapai tujuan perseroan, 
sehingga ia harus bertanggungjawab kepada pemilik perseroan 
yaitu pemegang saham.

b. Tanggungjawab keluar, yaitu tanggung jawab terhadap pihak 
ketiga, atau kepada siapa Perseroan itu melakukan perbuatan 
atau perjanjian. Dalam hal ini kedudukan pengurus menja-
lankan tugas kepengurusannya adalah sebagai wakil yang ber-
tindak untuk dan atas nama Perseroan. Sehingga tanggung 
jawab terhadap pihak ketiga, yang terikat adalah PT, bukan 
pengurus secara pribadi, sepanjang dilakukan berdasarkan 
itikad baik, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, untuk 
kepentingan dan tujuan perseroan berdasarkan Anggaran dasar. 
Namun, apabila direksi melakukan kesalahan dan lalai dalam 
menjalankan tugasnya direksi dapat dipertanggungjawabkan 
secara pribadi. Tanggung jawab ini baik secara pidana,10 mau-
pun secara perdata. Hal ini ditentukan dalam pasal 85 UUPT 
yang antara lain menyebutkan, bahwa setiap direksi wajib 
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dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 
tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Setiap anggota 
Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, Direksi merupakan organ Perseroan Ter-
batas yang memiliki risiko yang sangat tinggi dalam mengelola 
perusahaan karena bertanggung jawab atas segala akibat tindakan 
perusahaan baik secara perdata maupun pidana. Namun, beratnya 
risiko yang ditanggung oleh direksi tidak memberikan keseim-
bangan atas hal-hal yang didapatkan oleh direksi berupa pemba-
gian keuntungan (Deviden). Direksi hanya mendapatkan upah/
gaji (ujrah) yang ditetapkan oleh RUPS. Jika dianalisis berdasar-
kan akad syirkah mudharabah, maka direksi (pengurus/pengelola 
usaha) seharusnya memiliki bagian keuntungan atau deviden yang 
sesuai dengan nisbah yang disepakati dan berhak mendapatkan 
bagian keuntungan bukan upah/gaji/ujrah walaupun dengan akad 
wakalah dari shahibul maal kepada mudharib atas modal yang di-
berikannya untuk dikelola, mengingat syirkah mudharabah ada-
lah akad percampuran modal harta dan modal keahlian sebagai 
subtansi akad tersebut. Dengan memberikan porsi keuntungan 
(deviden) bagi direksi maka keadilan dalam Perseroan Terbatas 
akan terwujud.

Selanjutnya, tentang status badan usaha perseroan Terbatas 
sebagai badan hukum, dalam perspektif hukum Islam klasik sub-
jek hukum dikenal dengan al-mahkum ’alaih yang artinya orang 
yang dikenai khitab atau dibebani hukum (mukallaf). Sedangkan 
secara istilah mahkum alaih adalah orang-orang yang dituntut oleh 
Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya diperhitungkan 
berdasarkan tuntunan Allah itu. Dengan demikian, istilah subjek 
hukum (recht subject/legal person) dalam hukum Islam klasik hanya 
mengenal istilah orang perorang (naturlijke persoon), konsep sub-
jek hukum menurut ahli hukum klasik didasarkan pada surat al-
Baqarah (2) ayat 286: “Allah tidak membebani sesorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaji-
kan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 
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dari yang dikerjakannya”.
Berbeda dengan hukum perdata Barat yang telah mengenal 

subjek hukum sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap 
segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk mela-
kukan perbuatan hukum, baik dalam pengadilan maupun dalam 
pergaulan hidup dalam masyarakat. Subjek hukum ini meliputi 
manusia (naturlijke person) dan badan hukum (recht person)11 Per-
seroan Terbatas juga disebut sebagai asosiasi pemegang saham (atau 
bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu 
oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan 
diberlakukan sebagai manusia semu (artificial person) oleh penga-
dilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpi-
sah dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan mempunyai 
kapasitas untuk bereksistensi secara terus-menerus, dan sebagai 
suatu badan hukum, Perseroan Terbatas berwenang untuk mene-
rima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat 
atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya 
yang diberikan.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa manusia adalah 
subjek hukum dalam arti biologis sebagai mahluk sosial, sedang-
kan badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis sebagai 
gejala dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan cip-
taan manusia berdasarkan badan hukum, memiliki hak dan kewa-
jiban seperti manusia pribadi.12 Dalam kaitannya dengan perusa-
haan, badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta 
dalam lalu lintas hukum melalui pengurusnya, serta dapat digugat 
dan menggugat di hadapan Pengadilan. 

Namun, dalam perkembangannya para ahli hukum Islam kon-
temporer mengkaji badan hukum sebagai subjek hukum. Sehingga 
subjek hukum dibedakan menjadi manusia (as-Syakh at-tabi’) dan 
badan hukum (asy-syakh al-hukmi).13 Hal ini ditegaskan dalam 
fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwa subjek 
dalam akad mudharabah adalah shahib al-maal dan mudharib 
boleh berupa orang (syakhshiyah thabi’iyah/natuurlijke persoon) 
maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum 
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maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i’tibariah/syakhshi-
yah hukmiyah/rechts person).

Dalam kompilasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga di-
nyatakan bahwa subjek akad terdiri termasuk dalam rukun akad 
mudharabah yang menyatakan, “kerjasama modal dan usaha dila-
kukan oleh shahib al-maal/pemilik modal dan mudharib/pelaku 
usaha”.14 Subjek akad syirkah mudharabah baik shahibul maal dan 
mudharib dapat berupa “orang perseorangan, persekutuan, atau 
badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum 
yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan 
kewajiban.”15

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 
status badan hukum Perseroan Terbatas, terdapat badan pengelola 
(syakhsh mutasarrif) yang dilakukan oleh unsur badan tersebut 
menurut peneliti tidak harus dijalankan sendiri, namun pengelo-
laan bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan mereka yang 
memiliki keahlian sebagai modal (mudharib) untuk menjalankan 
roda perusahaan. Dalam hal ini hubungan hukum antara pendiri/ 
pemilik Perseroan Terbatas dengan pihak yang ditunjuk dengan 
menggunakan akad wakalah kepada mudharib/direksi. Akad wa-
kalah merupakan penggantian seseorang kepada orang lain ter-
hadap sesuatu yang dapat ia gantikan (kedudukannya).16 Artinya, 
pemilik PT mendelegasikan tugas pengelolaan perusahaan kepa-
da direksi untuk mengelola atau mengatur aktivitas perusahaan 
dengan akad wakalah kepada mudharib/direksi dengan berdasar-
kan akad syirkah mudharabah, selanjutnya antara direksi dengan 
pegawai perusahaan dapat menggunakan akad ijarah sehingga 
para pegawai di bawah direksi bisa mendapat gaji atau upah (ujrah) 
untuk mendukung segala kelancaran usaha yang dilakukan badan 
usaha dimaksud.17

3. Modal Perseroan Terbatas Berdasarkan Akad Syirkah Mu-
dharabah 
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki “modal 

dasar” yang disebut authorized capital, yakni jumlah modal yang 
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disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran 
Dasar Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam 
saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan 
dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam 
status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar 
saham tersebut kepada perseroan.18 

Modal perseroan dibagi tiga bagian yakni modal dasar, modal 
ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar (authorized capital/ 
nominal capital) merupakan keseluruhan nilai nominal saham 
yang ada dalam perseroan.19 UUPT No. 40 Tahun 2007 menegas-
kan dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa yang dimaksud sebagai modal 
perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal 
disetor. Yang dimaksud dengan modal dasar (authorized capital) 
adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebutkan dalam 
Anggaran Dasar.20 Jumlah besaran Modal Dasar harus disebutkan 
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan terbagi dalam saham-saham 
nilai nominal yang sudah pasti.

Modal ditempatkan adalah modal yang telah disanggupi oleh 
para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau di-
setorkan ke dalam kas perseroan. Jumlah nominal dari kesanggu-
pan tersebut menjadi kewajiban para pendiri atau pemegang saham 
yang bersangkutan untuk melunasinya. Jumlah itu harus disetor 
penuh sebelum Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan 
HAM.21 Selain saham, penyetoran modal saham dapat dilakukan 
dalam bentuk lain.22 Bentuk lain yang dimaksud adalah Benda ber-
wujud maupun benda tidak bewujud, dapat dinilai dengan uang, 
secara nyata diterima perseroan, penyetoran modal saham dalam 
bentuk lain selain uang, harus disertai rincian yang menerangkan 
nilai dan harga, jenis atau macam status, tempat kedudukan, dan 
lain-lain yang dianggap perlu.

Sebagaimana dinyatakan dalam UUPT bahwa modal Perse-
roan Terbatas seluruhnya terdiri atas saham-saham, artinya modal 
Perseroan Terbatas diperoleh dari penerbitan saham-saham. Jadi, 
sesungguhnya terdapat perbedaan pengertian antara modal dan 
saham. Dalam definisi Perseroan Terbatas yang dimaksud modal 
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adalah jumlah dana yang di bayarkan ke dalam kas PT yang jum-
lahnya sesuai dengan nilai nominal saham.23 Mereka yang mema-
sukkan modal ke dalam kas Perseroan Terbatas mendapat bukti 
penyertaan modal berupa saham. Dengan demikian, saham dapat 
diartikan sebagai surat bukti penyertaan modal ke dalam suatu Per-
seroan Terbatas, sehingga memiliki hak untuk memperoleh laba 
sebagai tujuan berdirinya Perseroan Terbatas.

Dalam akad syirkah mudharabah modal usaha menempati 
posisi penting dalam perseroan, Modal usaha yang berbasis pada 
harta dalam akad syirkah mudharabah disediakan oleh shahibul 
maal dalam akad syirkah mudharabah disyaratkan24 berbentuk 
uang, jelas jumlahnya, tunai, namun jika berbentuk barang men-
urut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan 
keuntungannya kecuali setelah dihitung pada saat terjadinya akad, 
demikian juga utang tidak dapat dijadikan modal akad syirkah 
mudharabah, karena tidak jelas keadaannya.

Wahbah az-Zuhaili mensyaratkan modal usaha yang berben-
tuk harta harus berupa: benda harus berupa alat ukur (nuqud/
uang), bukan berupa barang, modal harus dapat diketahui dan 
terukur, modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang), modal 
harus dapat diserahkan dari shahib al-maal kepada mudharib.   
Secara teknis25 modal syirkah mudharabah disyaratkan;26 Modal 
yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai 
sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya; Modal harus 
tunai dan tidak utang, modal harus diketahui dengan jelas jum-
lahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola dana 
tidak diperkenankan untuk me-mudharabah-kan kembali modal 
mudharabah, dan jika terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran 
kecuali atas seizin pemilik dana, pengelola dana tidak diperboleh-
kan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi 
maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana 
Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal me-
nurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri.

Subtansi konsep modal dalam syirkah mudharabah ini seba-
gai akad percampuran didasarkan pada teori Pencampuran bahwa 
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akad syirkah mudharabah merupakan percampuran antara ayn 
(real asset) dengan dayn (financial asset), sebab akad ini terjadi 
ketika ada seorang pemilik modal yang bertindak sebagai penyan-
dang dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk sebagai 
modal usaha (memberikan dayn/uang/financial asset) kepada sese-
orang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis sebagai pengelola 
dengan memberikan ayn (jasa/keahlian, real asset). Karakter per-
campuran akad syirkah mudharabah inilah yang menjadi pembeda 
dengan syirkah yang lain, kecuali syirkah-syirkah wujuh yang ham-
pir sama namun berbeda dalam pemahaman pengelola terhadap 
substansi dan teknis pelaksanaan bisnis yang sedang dijalankan 
oleh mudharib.27 

Dari karakteristik akad syirkah mudharabah ini juga berim- 
plikasi terhadap posisi hubungan antara pemegang saham dan 
direksi dipandang sebagai mitra bukan pegawai pada sebuah per-
seroan, sehingga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 
pembagian keuntungan dari hasil usaha perusahaan (deviden) 
sesuai dengan nisbah (rasio penghasilan) yang telah disepakati para 
pihak tersebut. 

4. Keuntungan dan Kerugian Perseroan Terbatas Berdasarkan 
Akad Syirkah Mudharabah
Ketentuan mengenai keuntungan dalam Perseroan Terbatas 

ditetapkan berdasarkan keuntungan yang didapatkan perusahaan, 
dalam hal ini Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan 
yang disebut deviden.28 Sebagaimana diatur dalam pasal 71 angka 
(2) yang menyatakan bahwa: “Seluruh laba bersih setelah dikurangi 
penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, 
kecuali ditentukan lain dalam RUPS”. Deviden sebagai bagian dari 
laba atu keuntungan bersih Perseroan secara resmi diumumkan 
oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS untuk dibagikan 
kepada para pemegang saham.29 

Laba bersih perusahaan biasanya dibagikan dalam bentuk de-
viden tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam 
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daftar pemegang saham perseroan dan sisa total laba bersih per-
seroan lainnya ditetapkan sebagai cadangan umum perseroan 
dalam pengelolaannya perusahaan wajib menyisihkan jumlah ter-
tentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku dengan 
tujuan sebagai dana cadangan. Laba bersih artinya keuntungan 
tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi pajak. Namun kewa-
jiban menyisihkan cadangan itu berlaku jika perusahaan memiliki 
nyai saldo laba yang positif. Saldo laba positif yaitu laba bersih Per-
seroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi 
kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Dalam akad syirkah mudharabah yang merupakan perjanjian 
kerjasama antara dua pihak atau lebih yakni shahibul maal dan 
mudharib untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah usaha, 
sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal (sha-
hibul maal), atau dengan kata lain mudharabah adalah suatu akad 
yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (sha-
hibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan 
dalam sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut men-
datangkan keuntungan (laba), maka keuntungan tersebut dibagi 
berdasarkan kesepakatan dan jika mengalami kerugian ditanggung 
oleh pemilik modal dengan syarat dan ketentuan kerugian bukan 
merupakan akibat kelalaian mudharib.

Pembagian berdasarkan proporsi atau persentase dipahami 
sebagai bentuk bagi untung dan bagi kerugian yakni jika terjadi 
keuntungan maka ditentukan nisbah keuntungan dan jika ter-
jadi kerugian hal tersebut harus dibagi berdasarkan porsi modal 
masing-masing pihak, artinya shahib al-maal menanggung keru-
gian finansial karena proporsi modal (finansial) sedangkan bagi 
mudharib dimaknai bahwa proporsi modal (finansial) mudharib 
dalam kontrak adalah tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian 
mudharib tidak menanggung suatu apapun.30 Untuk hal tersebut, 
maka mudharib dikatakan menanggung kerugian atas pengelo-
laan/pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak mendapatkan hasil 
apapun dari yang diusahakannya.
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5. Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Terbatas Berdasarkan 
Akad Syirkah Mudharabah
Dalam ketentuan UUPT ditegaskan bahwa kekayaan perusa-

haan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga 
Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang 
dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan 
perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas 
sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi 
kekayaan perusahaan melebihi kekayaan perusahaan maka kelebi-
han utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang 
saham.31

Sistem tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Terbatas di- 
dasarkan pada Pasal 3 angka 1 UUPT 2007 berbunyi: “Pemegang 
saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pe-
rikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung 
jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Namun, 
hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertang-
gung jawab sampai meliputi harta pribadinya, jika dia terbukti 
memiliki itikad buruk (bad faith) dengan memperalat perseroan 
untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham, maka ia bertin-
dak sebagai borgtoch terhadap kreditor atas utang Perseroan.32 

Pada akad syirkah mudharabah, jika terjadi kerugian dalam 
suatu usaha maka shahibul maal kehilangan sebagian atau seluruh 
modalnya; sedangkan mudharib tidak menerima imbalan apa pun 
untuk kerja dan usaha (jerih payahnya). Dengan demikian, baik  
shahibul maal maupun mudharib sama-sama menghadapi risiko.33  
Namun, seperti telah dikemukakan di muka, yang menanggung 
risiko finansial hanya shahibul maal sendiri. Mudharib sama sekali 
tidak menanggung risiko finansial, tetapi risiko berupa waktu, pi-
kiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola 
proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk 
memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah di-
perjanjikan sebelumnya. 

Oleh karena itu, dalam akad syirkah mudharabah secara impli-
sit dapat dipahami bahwa dengan diserahkannnya modal kepada 



MARTOYO

268

mudharib berdasarkan ketentuan modal yang ditetapkan dalam 
akad syirkah mudharabah, maka berarti mutlak tanggung jawab 
shahibul maal menjadi terbatas hanya pada jumlah modal yang 
telah diserahkan kepada mudharib atau ditanamkan sebagai modal 
usaha perseroan.34 Asas tanggung jawab shahibul maal terbatas 
menjadi dasar konsep yang sangat sangat penting dalam menghin-
dari timbulnya kesewenang-wenangan mudharib dalam menjalan- 
kan usahanya, karena jika tidak demikian berarti tanggung jawab 
shahibul maal tidak terbatas dan tidak terukur sehingga dimung-
kinkan terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam akad syirkah  
mudharabah, shahibul maal adalah mitra yang wajib menyerahkan 
sepenuhnya modal kepada mudharib sehingga ia menjadi mitra 
pasif (sleeping partner) sehingga jika tidak ada tanggung jawab ter-
batas akan sangat rentan adanya penyimpangan oleh mudharib. 
Maka dari itu, sangat tidak patut bagi shahibul maal untuk hanya 
menjadi sleeping partner,35 jika tidak memiliki tanggung jawab ter-
batas. Dengan tanggung jawab shahibul maal yang terbatas, maka 
mudharib tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak 
ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh sha-
hibul maal.36 

Apabila mudharib melampaui batas jumlah investasi mudha-
rabah tanpa otorisasi yang khusus atau tanpa pengesahan yang 
diperoleh kemudian dari shahibul maal, maka mudharib secara  
pribadi bertanggung jawab atas jumlah kelebihan dana tersebut.37   
Artinya, bahwa jika mudharib mengikatkan usaha tersebut pada 
pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah ditanam oleh sha-
hibul maal, maka jika memperoleh keuntungan yang diperoleh dari 
hasil usaha tersebut, tetapi sebaiknya, harus memikul sendiri apa-
bila terjadi kerugian sebagaimana hal dimaksud. Menyangkut hal 
yang berkaitan dengan hal ini maka harus dinyatakan dalam akad 
syirkah mudharabah dalam rangka untuk menghindarkan terjadi-
nya sengketa di kemudian hari. 

Dengan demikian konsep akad syirkah mudharabah tentang 
tanggung jawab terbatas bagi shahibul maal hanya terhadap modal 
yang diinvestasikan kepada usaha yang dilakukan oleh mudharib 
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memilki relevansi dengan konsep tanggung jawab terbatas peme-
gang saham dalam perseroan terbatas, asas tanggung jawab terbatas 
ini didasarkan pada upaya pencegahan kesewenang-wenangan atau 
penyimpangan yang dilakukan oleh mudharib sehingga mengaki-
batkan kerugian dan sengketa di kemudian hari. 

B. Anatomi Perjanjian Berdasarkan Akad Syirkah Mudha-
rabah dalam Pendirian Perseroan Terbatas
Dalam perjanjian kerjasama bisnis berdasarkan syirkah mu-

dharabah harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga 
memenuhi mabda’ al-kitabah,38 yang memuat segala hal terkait  
para sekutu mulai identitas, jenis usaha, hak dan kewajiban para 
sekutu serta pilihan dalam penyelesaian sengketa. Namun, para 
sekutu dapat mengembangkan akad syirkah mudharabah sesuai 
dengan kebutuhan para sekutu dalam menjalankan usaha dengan 
syarat tidak bertentangan pada prinsip-prinsip syariah dan pera-
turan perundang-undangan. Perumusan perjanjian berbasis akad 
syirkah mudharabah harus didasarkan pada asas kebebasan ber-
kontrak (al-hurriyah at-taaqqud),39 asas konsensualisme, yaitu ke-
sepakatan para pihak merupakan wujud asas keridhoan (arradhai-
yah)40 yang dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul (sighat akad) 
saat pengikatan perjanjian/akad syirkah mudharabah serta wajib 
memenuhi rukun dan syarat sah yang telah diatur pasal 187-188 
KHES dan 1320 KUH Perdata. 

Berikut ini konsep perjanjian yang mengatur, merencanakan 
struktur, anatomi dan substansi kontrak yang dibuat oleh para 
pihak berbasis akad syirkah mudharabah sebagai dasar pembentu-
kan badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip syariah:  

1. Bagian Pendahuluan Akad Syirkah Mudharabah
Dalam merumuskan akad syirkah mudharabah didahului oleh 

bagian pendahuluan yang memuat tentang proses akad pra-kon-
traktual yang berfungsi sebagai pengejawantahan prinsip saling 
mengenal (ta’aruf)41 di antara para sekutu baik shahibul maal mau-
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pun mudharib, yang di dalamnya memuat; klausula pembuka dan 
klausula identitas para sekutu. 

a. Klausula Pembuka (Description of Instrumen)
Para sekutu sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama usaha 

berdasarkan syirkah mudharabah, maka harus melakukan komuni-
kasi untuk saling memahami para sekutu (aqidain), objek perjan-
jian kerjasama usaha, memahami alur usaha secara lengkap karena 
berkaitan dengan risiko yang akan ditanggungnya dan juga mema-
hami proses perumusan pokok-pokok perjanjian yang akan dibuat. 
Adapun perjanjian yang telah dibuat para sekutu merepresenta-
sikan dari tujuan para sekutu dalam kerjasama usaha dimaksud, 
sehingga pemahaman terhadap alur usaha akan sangat membantu 
para sekutu untuk merumuskan judul atau title suatu perjanjian 
yang merupakan gambaran dari pentingnya jenis usaha yang di-
sepakati oleh para sekutu dalam akad syirkah mudharabah tersebut 
dilakukan.

Namun, untuk merumuskan pokok-pokok dalam perjanjian/ 
akad syirkah mudharabah para sekutu dituntut untuk memiliki 
pengetahuan dalam menyusun perjanjian dan kemampuan untuk 
memahami cara bekerjanya usaha yang akan dijalankan. Dengan 
demikian, untuk mewujudkan kesetaraan dan keseimbangan di 
antara para sekutu,42 maka mereka harus memiliki kemampuan 
berpikir yang cermat untuk memahami para sekutu dan sekali-
gus formulasi perjanjian dari awal hingga akhir yang dilakukan 
sebelum perjanjian syirkah mudharabah ditandatangani oleh para  
semua sekutu. 

Akad syirkah mudharabah merupakan pengembangan akad 
syirkah yang lahir dari fiqh mu’amalah yang bersumber dari aja-
ran Islam, karenanya bentuk klausula pembukanya harus diawali 
dengan kalimat ”Bismillahirahmanirrahim” yang ditulis dalam 
huruf Arab disertai terjemahnya. Selanjutnya, di bawah kalimat 
basmalah tersebut, ditulis judul (title) yang mencerminkan jenis 
usaha yang dipilih oleh para sekutu berdasarkan akad syirkah mu- 
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dharabah disertai dengan nomor sebagai manajemen tertib admi-
nistratif. Setelah nomor, selanjutnya ditulis terjemahan dari al-
Qur’an surat al-Anfaal ayat 27, atau dapat menggunakan Hadist 
yang diriwayatkan Imam Daruquthni dari Abu Hurairah, R.A. 
yang bunyinya sebagai berikut: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati ama-
nah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu 
mengetahui (QS. al-Anfaal:  27).

Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua 
orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara 
mereka tidak berkhianat kepada kawan syirkah-nya, apabila 
diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar 
dari mereka (tidak melindungi) (HR. Imam Daruquthni dari 
Abu Hurairah R.A).

Pada klausula pembuka penulisan ayat al-Quran maupun al-
Hadist sebagai penegasan bahwa syirkah mudharabah merupakan 
pejanjian yang berbasis pada nilai-nilai dan norma-norma dalam 
hukum Islam yang berdimensi Ilahiah, artinya akad syirkah mu-
dharabah merupakan perjanjian yang berdasarkan hukum Allah 
Swt yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan keadilan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penulisan ayat al-Qur’an 
dan Hadist mencerminkan sikap ketaatan para sekutu kepada 
Allah Swt dan Rasul-Nya yang akan melahirkan sikap pelaksanaan 
akad syirkah mudharabah yang jujur, amanah dan bertanggung 
jawab atas segala perjanjian yang telah disepakati baik kepada para 
sekutu maupun kepada Allah Swt kelak di akhirat, sehingga akad 
ini berdimensi Ilahiah yang bersifat vertikal dan insaniah yang  
bersifat horisontal. 

b. Klausula Identitas Para Sekutu (Caption)
Penyusunan akad syirkah mudharabah setelah klausul pembuka 
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juga membutuhkan identitas para sekutu yang lengkap, yaitu pe-
milik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib) dalam 
rangka memperjelas subjek dalam akad ini sekaligus merupakan 
syarat atau rukun akad syirkah mudharabah yang menuntut para 
sekutu merupakan orang yang memenuhi ketentuan akad dalam 
hukum Islam serta memenuhi ketentuan peraturan Perundang-
undangan. Format penulisan klausul ini, para sekutu berdasarkan 
kesepakatan terlebih dahulu mencamtumkan waktu meliputi hari, 
tanggal, bulan dan tahunnya dibuatnya akad syirkah mudharabah 
selanjutnya menjelaskan identitas lengkap dari para sekutu meli-
puti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanggal Lahir, 
Alamat rumah dan Kantor, Jabatan, dan kedudukan para sekutu 
dalam perjanjian tersebut. 

Penentuan identitas para sekutu akad syirkah mudharabah 
wajib memenuhi syarat di antaranya: Pertama, memiliki ahliyah 
para pihak dinyatakan patut melakukan perjanjian seperti dewasa 
(baligh), berakal, cakap (ahliyah) sehingga memiliki hak dan me-
mikul kewajiban atau aktif, cakap melaksanakan akad sehingga 
dapat melakukan tasharruf (tindakan hukum) dan dikenai per-
tanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan ter-
sebut. Kedua, memiliki wilayah merupakan hak atau kewenangan 
seseorang untuk mendapat legalitas syar’i untuk melakukan trans-
aksi akad syirkah mudharabah atas suatu objek tertentu. Ia meru-
pakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek akad sehingga 
ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dalam 
fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudha-
rabah dinyatakan bahwa shahibul maal dan mudharib wajib cakap 
hukum berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

Identitas para sekutu pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku 
usaha (mudharib) dalam ketentuan fiqh pada perkembangannya 
tidak orang-perseorangan (al-ahwal al-syakhsiyyah atau natuur- 
lijk persoon), tetapi juga berbentuk badan hukum (al-syaksiyyah al- 
i’tibariyyah atau al-syakhsiyyah al-hukmiyah/rechtpersoon).43 Jadi, 
dalam syirkah mudharabah para sekutu di antaranya pemilik dana/



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

273

pemegang saham (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib) 
dapat berupa perorangan atau kelompok. Selanjutnya, jika salah 
satu dan/atau semua sekutu merupakan badan hukum, maka wakil 
yang ditunjuk badan hukum tersebut harus menjelaskan identitas-
nya, nama, Nomor Induk Anggota, kedudukan/ jabatan, alamat 
kantor dan penjelasan batasan kewenangan para sekutu mewakili 
atas nama badan hukum dalam melakukan perjanjian. 

Menurut Dyah Ochtorina Susanti, bahwa pengaturan tentang 
klausula pendahuluan sejatinya merupakan ikhtiar pra kontrak-
tual untuk memahami secara utuh terhadap para sekutu melalui 
analisis terhadap aspek character dan capacity atau capability yang 
didasarkan pada analisis yuridis.44 

 
2. Bagian Isi Akad Syirkah Mudharabah

Bagian isi dalam akad syirkah mudharabah berisi pasal-pasal 
memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan atau disepakati 
oleh pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib). 
Oleh karena itu, isi dari akad syirkah mudharabah ini harus urut, 
tegas, serta memiliki keterpaduan dan kesatuan, serta mencermin-
kan hasil kesepakatan yang diperjanjian oleh shahibul maal dan 
mudharib. Adapun sistematika bagian isi dalam akad syirkah mu-
dharabah sebagai berikut:  

a. Klausula Definisi Akad Syirkah Mudharabah 
Klausula definisi merupakan hal yang sifatnya mendasar dan 

sebagai penegasan persamaan pandangan dalam suatu perjanjian 
tidak terkecuali dalam akad syirkah mudharabah yang berfungsi 
menghindari adanya multi-tafsir terhadap perjanjian yang telah 
disepakati. Dalam menyusun kalusula definisi terdapat ketentuan 
dalam KUH Perdata di antaranya, kata-kata harus jelas dan tidak 
boleh menyimpang dengan menafsirkan yang berbeda,45 kebiasaan 
yang lazim dalam perjanjian dianggap menjadi bagian dari per-
janjian,46 dibuat penasiran secara sistematis berdasarkan persetu-
juan para pihak,47 jika terdapat keraguan harus ditafsirkan untuk 
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kepentingan para pihak,48 penafsiran pembuatan perjanjian harus 
nyata bagi kedua belah pihak,49 dan perjanjian tidak mengikat ter-
hadap hal-hal yang tidak disepakati.50 Selanjutnya pada akad syir-
kah mudharabah klausula definisi yang berisi tentang batasan atau 
pengertian penting yang harus disepakati dan dipahami oleh para 
sekutu antara lain: syirkah mudharabah; shahibul maal; mudharib,  
modal; Nisbah bagi hasil, keuntungan; kerugian; agunan; cedera 
janji dan definisi lain yang dianggap penting oleh para sekutu untuk 
dimasukkan ke dalam perjanjian.

b. Klausula Transaksi (Operative Language) Akad Syirkah Mu-
dharabah
Klausula transaksi dalam akad syirkah mudharabah berisi ten-

tang hal-hal yang bersifat pokok di antaranya tentang jenis usaha, 
jumlah modal, jangka waktu pelaksanaan, pembagian keuntungan, 
pembagian kerugian yang telah disepakati para sekutu. Klausula 
tranksaksi yang disepakati oleh para pihak harus sejalan dengan 
kehendak syara’, sebaliknya jika tidak sejalan hukum akad tersebut 
tidak sah (ghairu shahih). Oleh karena itu, tujuan akad termani-
festasi klausula transaksi menentukan sah atau tidaknya akad syir-
kah mudharabah,51 keabsahan perjanjian (syuruth ash-shihhah), di 
antaranya bebas dari paksaan, gharar, riba, fasid.52 Syarat berlaku-
nya akibat hukum sebagai syarat penentu terhadap suatu perjanjian 
yakni perjanjian maukuf dan nafiz yakni perjanjian yang sudah sah 
dan dapat dieksekusi karena perjanjian tersebut telah memiliki 
syarat berlakunya akibat hukum, sedangkan syarat mengikatnya 
perjanjian (syurthul-luzum) terjadi apabila syarat dan rukun telah 
terpenuhi, atau secara umum klausula transaksi harus dipastikan 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun akad syirkah mudharabah dijadikan sebagai dasar 
dalam membentuk Perseroan Terbatas harus merujuk pada keten-
tuan baik hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-
undangan, bahwa ketentuan modal usaha (ra’s al-mal) menurut 
ulama fiqh, Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 ten-
tang mudharabah dan para ulama fiqh maupun para pakar hukum 
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Islam, juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 235 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES)53  adalah sebagai berikut:  

1) Modal (Ra’s al-Maal)

a) Modal usaha yang diserahterimakan (al-taslim) dari pemi-
lik modal (shahibul maal) kepada pelaku usaha (mudharib) 
berbentuk bentuk uang dan barang berharga atau kombi-
nasi antara uang dan barang yang terlebih dahulu dihitung 
dan disepakati nilainya. 

b) Modal usaha berasal dari pemilik modal (shahibul maal) 
dan pelaku usaha (mudharib) yang juga juga ikut andil 
dalam kepemilikan modal usaha atas seizin pemilik modal 
(shahibul maal). 

c) Modal usaha tidak boleh dipinjam, dipinjamkan, disum-
bangkan atau dihadiahkan kepada pihak lain, kecuali atas 
dasar izin dari shahibul maal atau diambil kesepakatan  
bersama.

d) Modal usaha harus tunai dan tidak (bukan) berbentuk  
piutang.

2) Kegiatan Usaha /Kerja

a) Kegiatan usaha syirkah mudharabah dilakukan oleh pelaku 
usaha (mudharib), sedangkan shahibul maal harus usaha 
yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pelaku usaha (mudharib) merupakan wakil dari syirkah 
mudharabah dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga 
seluruh tindakan pelaku usaha (mudharib) harus merupa-
kan entitas syirkah mudharabah, tidak atas nama pribadi.

3) Keuntungan 

a) Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan 
jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa 
pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudha-
rabah.
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b) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi 
yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah ter-
tentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya 
untuk shahibul maal atau mudharib.

c) Adapun skema pembagian keuntungan syirkah mudhara-
bah sebagai berikut:  

(1) Keuntungan bersih dibagi secara proporsional antara 
shahibul maal termasuk pelaku usaha jika ikut andil 
dalam modal usaha syirkah yang dihitung berdasarkan 
porsi modal atau dana masing-masing.

(2) Bagian keuntungan sesudah disisihkan para musytarik 
dibagi antara pemilik modal (shahibul maal) dengan 
pelaku usaha (mudharib) sesuai dengan nisbah yang 
disepakati.

d) Adapun skema pembagian kerugian syirkah mudharabah
(1) Kerugian dibagi secara proporsional antara shahibul 

maal termasuk dana investasi mudharib jika ikut andil 
dalam modal usaha berdasarkan porsi modal atau dana 
masing-masing.

(2) Kerugian dalam akad mudharabah sepenuhnya meru-
pakan tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal), 
kecuali kerugian disebabkan karena kelalaian pelaku 
usaha (mudharib) atau melanggar hal-hal yang telah 
disepakati.

c. Klausula Spesifik Jenis Usaha Akad Syirkah Mudharabah
Klausula tentang jenis usaha dalam akad syirkah mudharabah 

yang akan dilakukan oleh para sekutu wajib juga harus dituangkan 
secara jelas sehingga tidak berimplikasi terhadap lahirnya banyak 
penafsiran. Jenis usaha dalam akad syirkah mudharabah bisa ber-
bentuk jenis usaha yang bersifat umum (general investment) dan 
jenis usaha yang bersifat khusus (special investment) dan berpijak 
pada kesepakatan bersama antara para sekutu baik shahibul maal 
maupun mudharib. 
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Model kerjasama dalam bentuk syirkah mudharabah para in-
vestor dan pengelola bersepakat dengan kepemilikan saham serta 
ketentuannya, untuk memenuhi syirkah maka pelaku usaha (mu-
dharib) juga ikut serta investasi melalui kepemilikan saham saham 
dalam perseroan, tetapi pelaku usaha juga menjalankan fungsinya 
sebagai mudharib yang berfungsi sebagai pelaku usaha dalam akad 
mudharabah. Mengenai teknisnya mekanisme dan proses pelaksa-
naan syirkah mudharabah diserahkan kepada masing-masing se-
kutu dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan dan prinsip syariah.

d. Klausula Spesifik Condition Precedent pada Akad syirkah Mu-
dharabah
Klausula spesifik pada akad syirkah mudharabah berikutnya, 

yaitu klausula condition precedent yang memuat hal-hal yang khu-
sus, yakni klausula yang berisi hal-hal yang harus dipenuhi sebe-
lumnya oleh para sekutu, baik yang berkedudukan sebagai investor 
(shahibul maal) ataupun pelaku usaha (mudharib) yang berkedu-
dukan sebagai pengelola usaha (perusahaan). 

Klausula ini merupakan awal dari suatu kontrak perjanjian 
yang akan dilaksanakan oleh para sekutu dengan syarat dipenu-
hinya tanggal dipenuhinya syarat-syarat tertentu (condition prece-
dent), Para sekutu dapat menyepakati bahwa kontrak mulai meng-
ikat setelah dipenuhinya sejumlah syarat tertentu yang disepakati 
oleh para pihak misalnya, bahwa modal akan cair dan diterima 
pengelola apabila dokumen terkait dengan agunan selesai dilaku-
kan penghitungan dan dilakukan penyerahan kepada investor, dan 
telah dilakukan pengikatan agunan dan berbagai syarat lain yang 
disepakati oleh para sekutu. Pemenuhan prasyarat sebelum berla-
kunya perjanjian tidak banyak dipraktikkan di Indonesia. 

e. Klausula Spesifik: Klausula Affirmative Covenant pada Akad 
Syirkah Mudharabah
Klausula Affirmative Covenant merupakan ketentuan perjan-

jian yang khusus mengatur tentang hal-hal yang dilakukan secara 
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khusus pihak pelaku usaha (mudharib) selama akad syirkah mudha-
rabah berlangsung. Adapun klausula ini yang mengatur tentang 
hak dan kewajiban para sekutu dalam pembentukan Perseroan 
Terbatas (PT), dan diperkuat lagi dengan klausula pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap penggunaan modal dan pengelolaan usaha 
kepada pihak pengelola.

Pencantuman klausula ini merupakan bentuk ketaatan ter-
hadap asas perjanjian sah sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH-
Perdata. Persetujuan menurut hukum atau secara sah berdasarkan 
Pasal 1320 KUHPerdata mengikat sebagaimana undang-undang 
terhadap para sekutu. Dalam hukum Islam penyusunan klausula ini 
diperbolehkan dengan berlandaskan asas kerelaan (ar-ridhaiyah) 
dan asas kebebasan (al-hurriyah), sepanjang tidak bertentangan 
hukum Islam. Selanjutnya adalah harus seimbang dengan hak yang 
diperolehnya berdasarkan asas persamaan (at-tawazun) atau kese-
taraan (al-musawah), berpijak dari asas tersebut maka para sekutu 
dapat menentukan hak dan kewajibannya masing-masing dengan 
sejajar dan tidak boleh ada suatu hak dan kewajiban yang meng-
alami suatu kezaliman. 

f. Klausula Spesifik: Klausula Negative Covenant pada Akad Syir-
kah Mudharabah 
Dalam melakukan perjanjian akad syirkah mudharabah ter-

dapat klausula negative covenant yaitu klausula yang memuat me-
ngenai segala hal yang dilarang selama akad syirkah mudharabah 
berlangsung yakni berupa pembatasan terhadap tindakan penge-
lola usaha (mudharib) sampai berakhirnya akad syirkah mudha-
rabah, dapat juga berupa larangan-larangan terhadap pengelola 
usaha (mudharib) untuk meminjam, meminjamkan, menghadiah- 
kan modal usaha tanpa sepengetahuan dan izin pihak investor 
(shahibul maal), dan sebagainya. Analisis klausula affirmative cove-
nant memiliki kesamaan dengan klausula negative covenant dalam 
akad syirkah mudharabah juga berlandaskan pada hukum Islam, 
sehingga kewajiban tidak melakukan sesuatu yang dibebankan 
pada pengelola usaha (mudharib) pada hakikatnya telah ditentu-
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kan sendiri oleh pengelola usaha dan investor berdasarkan asas 
kerelaan, kebebasan, persamaan dan kesetaraaan serta asas keadilan 
yang merupakan asas yang paling ditekankan dalam Islam. Dalam 
hukum perdata klausula negative covenant dikategorikan seba-
gai perjanjian negatif, yang berarti apabila prestasi yang menjadi 
maksud perjanjian, maka merupakan suatu tindakan negatif (ne-
gative handeling) seperti tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. 

g. Klausula Spesifik: Klausula Pengawasan dan Pengamanan 
Akad Syirkah Mudharabah 
Akad syirkah Mudharabah merupakan akad amanah yang ber- 

tumpu pada kualitas moral para sekutu terutama pelaku usaha 
(mudharib) seperti itikad baik, kejujuran atau transaparansi dalam 
proses pelaksanaan akad maupun laporan hasil usaha baik untung 
maupun rugi. Namun, dalam kenyataannya untuk mewujudkan 
kejujuran atau transaparansi menjadi kendalam dalam akad syirkah 
mudharabah. Oleh karena itu, dibutuhkan klausula pengamanan, 
pengawasan, dan penyelamatan yang dapat dilakukan oleh pemi-
lik modal (shahibul maal) bahkan di dalamnya termasuk even of 
default yakni klausula yang menyatakan pemberian hak secara se- 
pihak kepada pemiliki modal (shahibul maal) untuk mengakhiri 
akad syirkah mudharabah oleh sebab adanya tindakan atau pe-
ristiwa-peristiwa yang telah ditentukan pemilik modal (shahibul 
maal) dan disepakati dengan pelaku usaha (mudharib) seperti ke-
lalaian atau penyimpangan atau penyelewengan, spekulasi, mono-
poli, gharar, kesalahan manajemen dan pelanggaran yang dilaku-
kan pelaku usaha (mudharib) seperi tindakan pelaku usaha (mu-
dharib) yang tergolong at-taaddi, yakni melakukan sesuatu yang 
seharusnya tidak dilakukan, at-taqshir (tidak melakukan suatu 
perbuatan yang seharusnya dilakukan dan mukhalafat asy-syuruth 
(menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepa-
kati dalam akad) bahkan juga mengatur mengenai pembagian 
keuntungan yang masih tersisa. 

Dalam klausula ini dibangun di atas, prinsip kehati-hatian 
(mabda’ al-ikhtiyat),54 prinsip ini lahir dari metode sad adz-dzariah 
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sebagai sumber hukum Islam, sebagai antisipasi timbulnya mudha-
rat dari sebuah akad yang berpijak pada prinsip amanah sehingga 
pelaku usaha benar-benar menjalankan akad syirkah mudharabah 
dengan baik dan terhindar dari sikap kewenang-wenangan, adapun 
bentuk kalusulnya adalah mencantumkan sanksi (sharat jazai) 
dalam bentuk denda atau ganti rugi akibat cidera janji,55 asuransi, 
dan force majeure, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan akad 
tersebut, walaupun dalam akad syirkah mudharabah pelaku usaha 
memiliki kebebasan dalam menjalankan usahanya namun kebeba-
san tidak berarti sewenang-wenang sehingga menyebabkan keru-
gian dalam akad kerjasama dimaksud.

Menurut Dyah Ochtorina Susanti, bahwa klausula ini men-
jadi dasar dalam menghadapi suatu keadaan yang tidak dinginkan 
atau dalam hukum perdata dikenal dengan keadaan darurat/kahar 
(force majeure), berdasarkan hal tersebut maka pihak shahibul 
maal dapat melakukan tindakan pengamanan, dan penyelamatan 
pembiayaan, hal ini dianggap telah memenuhi dan dan tidak ber-
tentangan dengan KUHPerdata dan serta hukum kontrak.56

  
3. Bagian Ketentuan Umum 

Klausula yang terakhir adalah ketentuan umum yang memuat 
tentang hal-hal yang berkaitan arbitrase/dispute settlement, dan 
klausula penutup akad syirkah mudharabah, berikut ini akan di-
bahas tentang klausula dimaksud. 

a. Klausula Arbitrase/Dispute Settlement pada Akad Syirkah 
Mudharabah
Pada setiap penyusunan akad/perjanjian yang berkaitan 

dengan kerjasama usaha/bisnis klausula tentang pilihan forum 
dalam menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau arbi-
trase (choice of forum/choice of Jurisdiction) merupakan klausula 
yang wajib ada dalam setiap menyusun atau menyepakati suatu 
perjanjian/kontrak, yang tujuan utama klausula ini adalah membe-
rikan kemudahan kepada para sekutu untuk menyelesaikan suatu 
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perkara yang timbul akibat salah satu pihak melanggar isi perjan-
jian tersebut.

Permasalahan dalam akad syirkah mudharabah yang dialami 
oleh para pihak dalam suatu akad harus ada penyelesaiannya 
sehingga para pihak mendapatkan kepastian permasalahan yang 
sedang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, dengan demikian 
dalam penyusunan akad para sekutu dapat memilih forum apa yang 
disepakati bersama dalam akad manakala dikemudian hari terjadi 
sengketa diantara para para sekutu. 

Kesepakatan mengenai forum penyelesaian sengketa sepenuh-
nya merupakan hak para sekutu untuk menentukannya, apakah 
melalui jalur litigasi (litigation effort) atau jalur penyelesaian seng-
keta menggunakan Pengadilan atau non-litigasi (non-litigation 
effort) yang berupa lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian 
sengketa (Alternative Dispute Resolution) sebagaimana yang telah 
diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang Arbitrase dan APS 
yang mengaskan bahwa bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa 
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat mela-
lui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian seng-
keta di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli.57 Karena akad syirkah mudharabah 
merupakan kontrak bisnis yang dilahir berdasarkan hukum Islam, 
maka jika terjadi sengketa ekonomi syariah di Indonesia wajib 
diselesaikan (kewenangan absolut) Pengadilan Agama berdasarkan 
pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Pengadilan Agama (UUPA), sedangkan aspek non litigasi dise-
lesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), 
ketiganya sesuai dengan konsep dalam fiqh dalam penyelesaian 
sengketa, yaitu perdamaian (shulhu), arbitrase (tahkim) dan proses 
pengadilan (al-qadha).58 

b. Klausula Penutup pada Akad Syirkah Mudharabah
Klasula penutup pada akad yang dalam fiqh muamalah dikenal 

dengan istilah khatimah (penutup), tidak ada hal yang baku untuk 
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dijadikan dasar dalam penulisan klausula penutup akad, namun 
pada khatimah ini selain berisi tentang tempat dan tanggal disah-
kannya akad syirkah mudharabah juga terdapat ayat al-Qur’an atau 
Hadist yang berisi tentang anjuran untuk menaati perjanjian dan 
melakukan akad –akad yang telah disepakti berdasarkan nilai-nilai, 
prinsip-prinsip dan norma-norma yang dikehendaki oleh Allah 
Swt dan Rasulullah SAW, sehingga proses pemenuhan akad dapat 
dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh ayat dalam klausula 
penutup (khatimah) adalah al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 188:  

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 
lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah 
kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu 
dapat memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah 
berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Di bawah akad tersebut dituliskan pihak-pihak yang bekerja-
sama disertai dengan tanda tangan bermaterai oleh para pihak dan 
para saksi yang hadir yang selanjutnya di stempel sebagai bukti per-
setujuan terhadap akad dimaksud sehingga lahirlah akad syirkah 
mudharabah serta belaku mengikat bagi para sekutu yang menan-
datangani, sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya.” Selanjutnya, juga akibat akad 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHES) Pasal 45 dinyatakan 
bahwa “Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinya-
takan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 
menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan 
nash-nash syari’ah. 

Akad dalam hukum Islam juga dibagun di atas prinsip janji  
itu mengikat,59 jika telah memenuhi syarat dan rukun serta hal-
hal yang telah disepakati di dalam akad sehingga akad tersebut 
dinyatakan sebagai akad shahih, artinya berlakunya seluruh akibat 
hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut sah dan mengikat pada 
pihak-pihak yang berakad. Selanjutnya akad yang tidak shahih 
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merupakan akad yang memiliki kekurangan dari aspek rukun dan 
syarat-syaratnya. Dengan demikian, seluruh akibat hukum dari 
akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang 
berakad.

C. Istihsan Berlandaskan Maslahah Mursalah Menjadi 
Landasan Pembaharuan Perjanjian Pendirian Perseroan 
Terbatas Berdasarkan Akad Syirkah Mudharabah
Dinamika perkembangan ekonomi bisnis di tengah masyara-

kat terus mengalami peningkatan dinamis yang selalu menuntut 
inovasi-inovasi dalam pengaturannya. Hal ini menuntut hukum 
ekonomi syariah harus responsif terhadap perkembangan masy-
arakat sehingga hukum perlu mendapatkan pertimbangan ter-
jadinya pembaharuan agar suatu ketentuan hukum yang ditetap-
kan berlaku efektif serta mencapai tujuan untuk mengatur sistem 
kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang pembaharuan per-
janjian dalam pembentukan badan usaha berdasarkan Perseroan 
Terbatas (PT) yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 
dalam hukum Islam.60 Dengan demikian, yang dimaksud dengan 
pembaharuan hukum Islam merupakan iktiyar penggalian hukum 
(istinbath al-ahkam) yang mampu menjawab permasalahan dan 
perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan masyarakat 
di berbagai bidang menjadi hal yang dapat dijadikan pertimbangan 
sehingga hukum Islam dapat mewujudkan tujuan syariat (maqasid 
al-syariah). 

Salah satu metode istinbat hukum yang relevan dengan pem-
baharuan hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) dalam rangka 
mewujudkan tujuan syariat adalah istihsan berdasarkan atas masla-
hah al-mursalah,61 sebab istihsan merupakan metode yang menge-
depankan terwujudnya tujuan syariat untuk kepentingan umat 
berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip yang berasal dari al-Qur’an 
dan al-Hadis, sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan hidup 
umat dunia akhirat.62 

Secara etimologis istihsan berarti menganggap sesuatu baik, 
selanjutnya secara terminologi istihsan para ahli usul memberikan 
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beragam definisinya. Menurut Imam al-Sarakhsi, Ulama Hana-
fiyah menyatakan bahwa Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan 
mengamalkan qiyas lain yang dianggap lebih kuat darinya karena 
adanya dalil yang menuntut serta kecocokanya pada kemaslahatan 
manusia”.63 Sedangkan menurut al-Bazdawi, ”Istihsan adalah ber-
paling dari qiyas ke qiyas lain yang lebih kuat darinya, atau men- 
takhsis qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya.”64 

Dengan demikian, pada hakikatnya istihsan merupakan per-
geseran dari qiyas jali (jelas illat-nya) menuju pada qiyas khafi 
(samar illat-nya). Pergeseran ini terjadi ketika penggunaan qiyas 
jali dengan yang illat-nya diketahui secara jelas, tetapi implikasi-
nya kurang efektif. Namun sebaliknya, dengan qiyas khafi walau-
pun illat-nya tidak dapat diketahui secara jelas, namun implikasi 
hukumnya lebih efektif untuk terwujudnya kemaslahatan.

Selanjutnya secara etimologi maslahat al-mursalah diartikan 
untuk kepentingan umum. Teori ini dikembangkan Imam Malik 
bin Anas yang merupakan pendiri Mazhab Maliki yang wafat pada 
759 H. Maslahat al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak 
terdapat rujukannya di dalam teks syar’i, baik teks berupa meng-
apresiasi penggunaannya maupun anjuran untuk mengabaikan- 
nya, namun karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepe-
tingan penegakan kemaslahatan, lalu dalil ini dimunculkan oleh 
para juris Islam sebagai alternatif pijakan dalam sistem pengam-
bilan keputusan hukum. Menurut Imam Malik, maslahat al-mur-
salah (kepentingan umum), dapat dijadikan sumber hukum Islam 
dengan tiga syarat: Pertama, kepentingan (kemaslahatan) umum 
itu tidak terkait dengan ibadah, hanya dalam lingkup mu’amalat 
yang memberikan ruang akal pikiran untuk ijtihad. Kedua, ke- 
pentingan umum itu harus selaras jiwa syariat dan dilarang kontra-
diksi salah satu sumber syariat. Ketiga, kepentingan/kemaslahatan 
umum itu harus merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan dan 
mendesak) dan bukan hal-hal yang bersifat kesempurnaan (tahsini).65 

Istihsan yang didasarkan atas maslahah mursalah apabila di-
analisis merupakan alternatif metodologis penyelesaian masalah 
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yang tidak dapat diselesaikan melalui metode qiyas yang pada satu 
sisi qiyas tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat 
akibat dari kekakuannya. Kekakuan qiyas ini, nantinya akan mem-
bawa dampak terabaikannya tujuan pensyariatan hukum Islam 
(maqashidus syariah). Dengan demikian isithsan yang didasarkan 
atas maslahah mursalah merupakan metode alternatif yang menem-
pati posisi sentral qiyas dengan berupaya mewujudkan maqashidus 
syariah, sehingga istihsan mempunyai relevansi dengan pembaruan 
hukum Islam terutama bidang muamalat maliyah.

Metode istihsan dalam kajian pembentukan Perseroan Terba-
tas berdasarkan akad syirkah mudharabah bahwa dari aspek filsa-
fati dari aspek kedudukan para sekutu, modal, hingga pembagian 
keuntungan dan kerugian perseroan secara umum memiliki rele-
vansi perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas, namun terdapat 
beberapa ketentuan akad syirkah mudharabah yang belum diatur 
secara tegas pengaturan Perseroan Terbatas antara lain: 

1. Subjek atau para sekutu dalam perjanjian pembentukan Per-
seroan Terbatas dalam pasal 7 ayat 1 UUPT, harus dipertegas 
antara pemilik modal dan pelaku usaha sebagaimana akad 
syirkah mudharabah yang mengharuskan adanya pemilik dana 
(shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib). 

2. Pembagian keuntungan (deviden) pada pasal 71 ayat (2) UUPT 
hanya mengatur pembagiannya kepada pemegang saham seba-
gai pemiliki modal tetapi tidak mengatur secara tegas tentang 
pembagian deviden kepada pelaku usaha (direksi) dalam hal  
ini pengurus perusaha direksi. Padahal dalam akad syirkah 
mudharabah mengharuskan proporsi keuntungan dibagi ber-
dasarkan nisbah (persentase). 

Seharusnya dalam UUPT diatur secara tegas tentang subjek 
atau para sekutu dan pembagian keuntungan yang adil baik bagi 
pemilik modal (pemegang saham) maupun pelaku usaha (direksi) 
sehingga prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama akad dalam 
hukum Islam dapat terwujud bagi para sekutu dan berimplikasi ter-
hadap kesejahteraan masyarakat. 
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D. Negosiasi Shahibul Maal dan Mudharib Sebagai Sarana 
Persesuaian Kehendak untuk Mencapai Sepakat pada 
Akad Syirkah Mudharabah
Prinsip umum dalam akad bahwa pengakad atau pihak yang 

berakad itu lebih dari satu, sehingga akad pada hakikatnya muncul 
dari ijab dan qabul yang menjadi wadah untuk mengungkapkan 
keinginan pihak-pihak yang berakad sebagai cerminan kehendak 
bersama bukan kehendak sepihak, artinya akad untuk mendirikan 
sebuah usaha tersebut sah jika perjanjian yang dilakukan kedua 
belah pihak atas suatu usaha tertentu merupakan kehendak ber-
sama (iradhah musytarakah) yang menjadi syarat sah perjanjian 
dalam hukum Islam. Pengungkapan kehendak yang jelas dan dike-
tahui oleh para pihak sangat dibutuhkan karena akan berimplikasi  
terhadap munculnya efek yang bersifat kontradiktif dan hak-hak 
atau iltizamat yang saling berlawanan seperti kewajiban salah satu 
pihak untuk menyerahkan modal harta atau kewajiban pihak 
lain untuk menerima dan mengelola hartanya dengan amanah, 
mengembalikan barang karena cacat, membatalkan akad karena 
ada khiyar (opsi) dan sebagainya.66 

Persesuaian pernyataan kehendak para sekutu yang berkepen-
tingan dalam membentuk perjanjian, dalam hukum Islam dinyata-
kan bahwa akad merupakan bertemunya ijab dan qabul sebagai 
ungkapan eksternal kehendak batin para sekutu. Hal ini didasar-
kan pada asas dalam hukum Islam yakni apabila kehendak nyata 
itu jelas banyak dipercaya, maka dipegangi kehendak nyata itu  
dan jika tidak jelas baru dipertimbangkan kehendak batin. Perse-
suaian pernyataan kehendak dalam hukum Islam disebut dengan 
istilah ijab dan qabul serta dikategorikan salah satu rukun dari akad 
yang diharuskan harus sesuai antara satu sama lainnya, dalam arti 
tercapai kata sepakat antara para sekutu. 

Musyawarah pra-kontraktual mempunyai kesamaan makna 
dengan negosiasi. Negosiasi dalam syirkah mudharabah merupa-
kan proses awal sebagai usaha mencapai kesepakatan di antara 
para pihak yaitu shahibul maal dengan mudharib. Negosiasi dalam 
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bahasa Inggris disebut dengan istilah negosiation atau pourparler 
(bahasa Perancis), yang dalam bahasa Indonesia diartikan “perun-
dingan”, dengan kata dasar “runding” yang bermakna “Pembica-
raan sungguh-sungguh lagi mendalam tentang sesuatu hal.” Kata 
“merundingkan” berarti “membicarakan segala sesuatu dalam 
rangka memperoleh persetujuan/permufakatan”67 di antara para 
pihak. 

Secara fungsional negosiasi adalah sarana sarana bagi para se-
kutu untuk melaksanakan komunikasi dua arah yang maksudkan 
untuk mecapai kata sepakat/kesepakatan, yang dilatarbelakangi 
adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal untuk mema-
dukan kesamaan/ketidaksamaan kepentingan di antara mereka.68 
Dengan demikian, negosiasi dalam akad syirkah mudharabah di- 
konstruksi sebagai kegiatan yang melaksanakan proses tawar me-
nawar untuk menyamakan perbedaan kepentingan di antara para 
pihak yang seluruh kegiatan tersebut bertujuan mencapai suatu 
kesepakatan. 

Negosiasi meruapakan aktivitas dilaksanakan dengan sadar, 
dikehendaki, dan mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku, de-
ngan maksud untuk membicarakan perselisihan, konsep-konsep/
rancangan/draf kontrak untuk memperoleh persetujuan/pemufa-
katan yang berbentuk kesepakatan. Kesepakatan merupakan titik 
temu di antara kehendak para pihak karena penerimaan mereka 
atas kesepakatan atas kepentingan masing-masing dengan desain 
rancangan kontrak yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban 
shahibul maal dengan mudharib. 

Menurut Dyah Ochtorina Susanti, negosiasi sangat dibutuh-
kan dalam rangka mewujudkan pertukaran kepentingan diantara 
para sekutu secara proporsional di antara para mitra, negosiasi 
menjadi sangat penting karena berperan dalam mempertemukan 
kepentingan para mitra, sehingga tercapainya kata sepakat, Nego-
siasi dalam suatu akad adalah merupakan wujud dari penerapan 
asas keadilan dimana para pihak menjadikan hasil kesepakatan ter-
sebut sebagai dasar untuk menuju ke tahap kongkretisasi kontrak,69 
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sehingga negosiasi merupakan media untuk mewadahi terjadinya 
pertukaran kepentingan para sekutu sehingga mencapai kata se-
pakat dalam membentuk Perseroan Terbatas berdasarkan akad 
syirkah mudharabah.

E. Tahapan Perjanjian Akad Syirkah Mudharabah dalam 
Pendirian Perseroan Terbatas
Dalam pembuatan atau penyusunan akad syirkah mudharabah 

yang akan dilakukan para sekutu yakni pemilik modal (shahibul 
maal) dan pelaku usaha (mudharib), maka dibutuhkan komuni-
kasi di antara para sekutu dengan menyiapkan segala hal untuk 
melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan akad, 
sehingga akad tersebut sempurna dan terhindar dari hal yang me-
mungkinkan timbulnya suatu sengketa di kemudian hari. Dalam 
menyusun formulasi akad syirkah mudharabah harus disiapkan 
hal-hal sebagai berikut:  

1. Menghadirkan Para Sekutu Akad Syirkah Mudharabah
Dalam pembuatan akad syirkah mudharabah secara formal 

juga sama dengan perjanjian dengan akad lainnya para sekutu atau 
subjek akad adalah orang perorangan atau badan hukum yang me-
nurut KUHPerdata meliputi manusia (naturlijke person) dan badan 
hukum (recht persoon),70 dalam kajian fiqh bahwa subjek hukum 
dibedakan menjadi manusia (as-syakh at-tabi’) dan badan hukum 
(asy-syakh al-hukmi).71 Hal ini ditegaskan dalam fatwa DSN MUI 
No. 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwa subjek dalam akad syirkah 
mudharabah adalah shahibul maal dan mudharib boleh berupa 
orang (syakhshiyah thabi’iyah/natuurlijke persoon) maupun yang 
disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum (syakhshiyah i’tibariah/syakhshiyah hukmiyah/
rechts persoon). KHES juga menguatkan bahwa subjek akad syir-
kah mudharabah baik shahibul maal dan mudharib dapat berupa 
“orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berba-
dan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan 
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hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.”72 
Menurut Abdul Kadir Muhammad, manusia adalah subjek 

hukum dalam arti biologis sebagai makhluk sosial; sedangkan ba-
dan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala 
dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan ciptaan 
manusia berdasarkan badan hukum, memiliki hak dan kewajiban 
seperti manusia pribadi.73 Selanjutnya dalam penyusunan akad syir-
kah mudharabah, manusia sebagai subjek hakiki dapat bertindak 
untuk dan atas nama diri sendiri atau orang lain, sedangkan manu- 
sia dalam badan hukum, mereka bertindak sebagai wakil untuk 
kepentingan institusi atau lembaga tersebut.

2. Menentukan Jenis Akad Syirkah Mudharabah
Setelah melakukan identifikasi dan menghadirkan para sekutu 

dalam menyusun akad syirkah mudharabah, maka selanjutnya para 
sekutu menentukan jenis akad yang akan digunakan pada akad ter-
sebut, dalam hal ini bentuk akad yang akad dibuat adalah syirkah 
mudharabah. Oleh karena itu, akad dimaksud ditata dengan for-
mulasi sebagaimana hal-hal sebagai berikut:  

a. Merumuskan Tujuan Akad Syirkah Mudharabah 
Perumusan tujuan akad syirkah mudharabah merupakan hal 

yang sangat penting, sebab proses perumusan yang melibatkan 
para sekutu yakni pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha 
(mudharib) terkandung adanya kehendak para pihak (iradah mus-
ytarakah) untuk memasukkan kepentingan para sekutu. Adapun 
tujuan dari syirkah mudharabah adalah akad yang bertujuan untuk 
melakukan kerjasama adalah memperoleh keuntungan berdasar-
kan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian modal harta 
adalah merupakan tanggung jawab pemilik dana (shahibul maal), 
sedangkan pelaku usaha (mudharib) tidak dikenakan atas keru-
gian modal harta, hanya kerugian tenaga, pikiran, dan waktu yang 
digunakan selama kerjasama usaha berlangsung, kecuali kerugian 
tersebut akibat kelalaian mudharib.
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b. Menentukan Tujuan Akad Syirkah Mudharabah 
Dalam menentukan tujuan maka langkah-langkah yang di-

buat dalam akad merupakan kerangka untuk mencapai tujuan 
akad yang sedang dijalankan. Sedangkan objek akad atau (mahal 
akad) yaitu akad syirkah muharabah, objek ini sangat berpengaruh 
terhadap rumusan-rumusan yang ada di dalam sistem akad yang  
akad dijalankan. 

c. Merumuskan Hak dan Kewajiban Akad Syirkah Mudharabah
Dalam merumuskan hak dan kewajiban para sekutu baik pe-

milik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib) setelah 
akad tersebut ditandatangani, maka akad mendatangkan akibat 
hukum bagi para sekutu. Kajian perjanjian atau akad dalam hukum 
Islam menegaskan bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi yang 
mempunyai hubungan timbal balik, artinya keduanya merupakan 
hal-hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kehendak para 
sekutu. Oleh karena itu, untuk menjaga pelaksanaannya, hak dan 
kewajiban yang merupakan isi kontrak, harus diwujudkan dalam 
bentuk pasal-pasal berdasarkan kesepakatan. Ketentuan ini meng-
acu pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada asasnya akad 
itu adalah kesepakatan para mitra dan akibat hukumnya (hak dan 
kewajiban) adalah apa yang ditetapkan di antara mereka melalui 
perjanjian.74

Dalam menyusun dalam rangka merumuskan akad-akad ter-
utama akad kerjasama usaha, termasuk akad syirkah mudharabah 
dalam hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
jenis antara lain:  

Pertama, Perumusan pasal-pasal berdasarkan ketentuan syara’ 
(hukum at-tasyri’). Perumusan akad dalam bentuk pasal-pasal yang 
memuat rukun dan syarat dalam perjanjian, sehingga suatu akad 
yang dianggap telah memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad 
tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad sehingga 
para sekutu yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha 
(mudharib) berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah di- 
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sepakati mereka dalam akad. Untuk memastikan akad dipahami 
dan dilaksanakan dengan baik oleh para sekutu maka akad harus 
disusun secara lengkap bahkan dibutuhkan penafsiran-penafsiran 
sehingga memiliki penafsiran yang sama, sehingga seluruh nilai, 
prinsip yang menjadi ruh perumusan akad yang berpijak kepada 
hukum Islam harus dinyatakan dan ditulis sehingga bersifat me-
ngikat.75  

Kedua, perumusan pasal-pasal prosedur pelaksanaan akad.
Pada penyusunan akad tidak hanya mencakup aspek rukun dan 
syaratnya tetapi juga harus mencerminkan kehendak para para 
pihak yang terakomodir dalam pasal-pasal yang memuat bagai-
mana prosedur pelaksanaan atau menjalankan akad yang telah 
disepakati oleh para sekutu yakni pemilik modal (shahibul maal) 
dan pelaku usaha. Yang perlu dipertegas adalah bahwa ketentuan 
prosedural secara prinsip maupun teknis tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip syariah. Sebab Islam berpijak pada menolak prinsip 
yang mengatakan: al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal 
bathil (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilaku- 
kan dengan bergelimang dalam kebatilan). Dan Islam tidak mem-
benarkan prinsip yang dikenal dengan al-ghayah tubarrirul wasilah 
(untuk mencapai tujuan, cara apapun dibenarkan).76 Bahkan dalam 
Islam setiap tujuan baik harus dilakukan atau dicapai dengan cara-
cara yang baik pula.77 

Dalam menyusun suatu perjanjian dalam Hukum Perdata 
di-bangun diatas tiga unsur yaitu unsur esensialia, unsur naturlia, 
unsur aksidentalia. ketiga unsur tersebut pada hakikatnya adalah 
wujud asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 
1320 dan pasal 1339 KUHPerdata selanjutnya antara ketiga unsur 
saling melengkapi. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai 
berikut:78 

Pertama, Unsur Essensialia, yaitu unsur mutlak yang harus  
ada, sebab jika unsur ini tidak ada maka perjanjian ini tidak ada 
misalnya modal usaha (ra’s al-mal) yang disepakati dalam mudha-
rabah yang berupa uang atau barang yang telah dinilai, jenis usaha  
yang halal sebab unsur essensialia adalah unsur yang melekat dalam 
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setiap perjanjian. Kedua, Unsur Naturalia, yakni unsur yang tanpa 
diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam 
dengan sendirinya dianggap ada di dalam perjanjian sebab sudah 
merupakan melekat pada perjanjian seperti penggunaan agunan, 
unsur ini sudah diatur di dalam Undang-undang, tetapi dapat 
disimpangi oleh para pihak. Ketiga, Unsur Accidentalia adalah 
unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjan-
jian, unsur ini merupakan unsur pelengkap dari suatu perjanjian 
yang keberadaannya bergantung pada kesepakatan atau kehendak 
para. Hakikat unsur aksidentalia ialah bentuk prestasi yang harus 
dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

d. Persiapan Pelaksanaan Akad Syirkah Mudharabah
Penyelesaian proses perumusan hak dan kewajiban sesuai ta- 

hapan klausula yang bentuk pasal-pasal, maka tahap selanjutnya 
yaitu persiapan pelaksanaan akad akad syirkah mudharabah. Men-
urut fiqh muamalah dalam melaksanakan akad harus berpijak ke-
pada kehendak lahiriah yang telah terumuskan dalam pasal-pasal 
sebagaimana termaktub dalam akad, bukan lagi pada hal-hal yang 
berada pada kehendak batiniah, karena kehendak lahiriah akad 
akad menjamin terwujudnya lebih terukur, mempunyai kepastian 
hukum serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad 
dimaksud. Kehendak lahiriah dimaksud merupakan pernyataan 
batiniah yang tertuang dalam akad dan telah dibuat secara benar 
sesuai dengan ketentuan syara’ sehingga terjadi pertentangan de-
ngan kehendak batiniah maka yang dijadikan pegangan adalah 
kehendak lahiriah yang telah disepakati bersama.79 Pemikiran ini 
didasarkan pada kaidah fiqh: “Tidak perlu penafsiran dalil apabila 
sudah ada pernyataan yang jelas.”80 Dengan demikian, kaidah fiqh 
ini menjadi dasar untuk menegaskan bahwa akad yang tertuang 
secara jelas dalam bentuk-bentuk pasal dan sesuai dengan rukun 
dan syarat serta prinsip-prinsip akad, maka tidak perlu ditafsirkan 
kembali walaupun dengan dalih ketidakjelasan. Sistem perjanjian 
dalam hukum Islam secara tegas menegaskan bahwa berlakunya 
suatu akad adalah pada saat kesepakatan telah tercapai (ijab dan 
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kabul), serta seluruh proses rangkaian penyusunan akad telah se-
lesai dilakukan oleh para pihak.81  

F. Formulasi Akad Syirkah Mudharabah dalam Pendirian 
Kerjasama Usaha
Dalam rangka menawarkan perumusan perjanjian (Akad Syir-

kah Mudharabah) sebagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas, 
maka berdasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum 
Islam, KUH Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan 
Pendapat Burhanuudin Susanto serta Dyah Ochtorina Susanti 
maka penulis merumuskan konsep Badan Usaha Perseroan Terba-
tas berdasar akad syirkah mudharabah sebagai berikut:  

Bismillahirrahmanirrahim 
Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang

 “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi  
dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang  

di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syirkahnya,  
apabila di antara mereka ada yang berkhianat,  

maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).”
(HR. Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a)

AKTA PENDIRIAN KERJASAMA USAHA (PERSEROAN) 
BERDASARKAN SYIRKAH MUDHARABAH 

Nomor:  ………………………….

Pada hari ini ……… tanggal ……bulan ..……… tahun ………., di ………., 
Menghadap kepada saya, ………………., Notaris di ……… , dengan 
dihadiri oleh saksi-saksi saya, Notaris kenal dan akan disebutkan 
pada bagian akhir akta ini:
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1. Tuan…………….., lahir di …………… , pada tanggal ………., Warga 
Negara Indonesia, pekerjaan ……….. , bertempat tinggal di 
……………, Kartu Tanda Penduduk Nomor: ……………….

2. Tuan……………….., lahir di …………… , pada tanggal ………, Warga 
Negara Indonesia, pekerjaan ………….., bertempat tinggal di 
……………, Kartu Tanda Penduduk Nomor: ……………… 

 yang diuraikan di bawah ini, bertindak dalam kedudukannya 
selaku penyedia modal (shahibul maal) dari, dan karenanya 
berdasarkan ..................... bertindak untuk dan atas nama serta 
mewakili ........................ beralamat di..........................., selanjut-
nya disebut SYARIK PERTAMA. 

1. Tuan…………., lahir di ……………., pada tanggal ………., Warga 
Negara Indonesia, pekerjaan …………...., bertempat tinggal di 
……………, Kartu Tanda Penduduk Nomor: ……………… .

2. Tuan……………., lahir di ……………, pada tanggal ………, Warga 
Negara Indonesia, pekerjaan ………….., bertempat tinggal di 
……………, Kartu Tanda Penduduk Nomor: ………………. 

 yang diuraikan di bawah ini, bertindak dalam kedudukan-
nya selaku pengelola modal dari, dan karenanya berdasarkan 
..................... bertindak untuk dan atas nama serta mewakili 
......................... beralamat di ......................., selanjutnya disebut 
SYARIK KEDUA.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
Para penghadap baik syarik pertama selaku pemilik modal (shahi-
bul maal) selaku pemilik modal dan syarik kedua selaku pengelola 
modal/usaha (mudharib), selanjutnya bermaksud mengikatkan  
diri menjadi satu kesatuan untuk menjalankan kerjasama usaha 
berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya bersama-
sama disebut sekutu bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedu-
dukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, 
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang 
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu ker-
jasama usaha dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
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Pasal 1
DEFINISI 

Pada perjanjian kerjasama usaha ini yang dimaksud dengan:  
1. Akad syirkah mudharabah adalah akad kerjasama usaha di 

mana modal usahanya disediakan oleh salah satu sekutu tanpa 
ikut serta dalam bisnis, sedangkan sekutu lainnya menyertakan 
keterampilan usaha/bisnis dengan tanpa ikut dalam penyer-
taan modal, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, 
sedangkan resiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik 
modal kecuali kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola 
dana/usaha.

2. Shahibul maal adalah sekutu yang menyediakan modal dana 
sepenuhnya dan dapat menerima keuntungan serta wajib me-
nanggung seluruh risiko kerugian yang timbul dari kerjasama 
usaha ini.

3. Mudharib adalah sekutu yang memiliki kontribusi keahlian 
atau keterampilan dalam mengelola modal/usaha, dapat mene-
rima keuntungan dan tidak dibebani kerugian kecuali kerugian 
tersebut disebabkan atas kelalaiannya. 

4. Modal adalah sejumlah dana dan/atau aset yang disediakan 
oleh shahibul maal yang akan digunakan oleh pengelola dana/
usaha untuk menjalankan usaha bersama sebagaimana perjan-
jian yang telah disepakati para sekutu.

5. Nisbah Bagi Hasil adalah perbandingan pembagian keuntu-
ngan yang dinyatakan dengan angka atau persentase untuk 
membagi hasil usaha di antara para sekutu baik shahibul maal 
dan mudharib yang telah disepakati dalam akad.

6. Keuntungan adalah pertambahan pendapatan usaha berupa 
pertambahan dari modal yang dihitung berdasarkan periode 
tertentu setelah dikurangi modal dan biaya-biaya lainnya.

7. Kerugian adalah menurunnya jumlah modal usaha yang di-
hitung pada periode tertentu dengan jumlah yang melebihi 
jumlah pendapatan yang diterima.
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8. Agunan adalah jaminan yang diserahkan mudharib guna men-
jamin kelangsungan pengelolaan modal sesuai dengan kesepa-
katan yang terdapat dalam akad ini, tetapi tidak terbatas pada 
pembebanan hak tanggungan, gadai, fidusia dan penjaminan 
perorangan.

9. Cedera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagai-
mana dimaksud dalam pasal yang mengatur cidera janji dalam 
akad ini, yang dapat menyebabkan salah satu atau semua sekutu 
menghentikan seluruh atau sebagian dari isi akad ini.

Pasal 2
KETENTUAN DASAR 

1. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) sepakat dan 
dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, 
untuk membentuk suatu usaha dalam bentuk kerjasama usaha 
dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari akad ini.

2. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) menye-
rahkan sejumlah modal kepada syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib) untuk dipergunakan sebagai modal dalam 
menjalankan usaha, dengan kategori jenis usaha …………… yang 
disepakati diberi nama …………………

3. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) atas izin dari 
pemilk dana (shahibul maal) dapat ikut menyerahkan modal 
untuk ikut ambil bagian dari pemenuhan modal usaha yang 
dibutuhkan kerjama usaha syirkah mudharabah.

4. Syarik kedua, selaku pengelola modal (mudharib) menerima 
dan mengelola modal syarik pertama pemilik modal (shahibul 
maal) untuk dijadikan modal usaha sebagaimana disebut pada 
ketentuan pasal 2 ayat 1, dengan jumlah modal sebagaimana 
tercantum dalam pasal 3 ayat 1.

5. Syarik kedua, selaku pengelola modal (mudharib) menerima 
sejumlah modal dalam bentuk uang tunai dan atau barang yang 
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dinilai setara jumlah uang tertentu dari syarik pertama selaku  
pemilik modal (shahibul maal), yang diserahkan pada saat 
akad syirkah mudharabah ini ditandatangani oleh kedua sya-
rik tersebut.

6. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) tidak di- 
perkenankan menarik modalnya sampai berakhirnya jangka 
waktu atau perodesasi akad syirkah mudharabah yang tengah 
dilaksanakan, kecuali syarik kedua melakukan penyimpangan 
terhadap isi akad yang telah disepakati.

7. Kedua syarik baik pemilik modal (shahibul maal) dan penge-
lola modal (mudharib) akan mendapatkan keuntungan dari 
hasil usaha menurut prosentase keuntungan yang (nisbah) yang 
disepakati bersama dan syarik pertama wajib menanggung 
kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6.

8. Masing-masing syarik memiliki andil dalam kerjasama usaha 
ini, syarik pertama berupa modal saja, sedangkan syarik kedua 
berupa badan/keahlian/keterampilan mengelola usaha. Ada-
pun besar jumlah modal atas kerjasama usaha syirkah mudha-
rabah ini akan diatur pada pasal 3 dan pasal 1.

Pasal 3
MODAL USAHA

1. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) sepakat dan 
dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain 
dengan besar modal usaha pada kerjasama usaha ini yang di- 
wajib diserahkan oleh syarik pertama selaku pemilik modal  
(shahibul maal) kepada syarik kedua selaku pengelola modal 
(mudharib)  usaha, sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat 1 
adalah sejumlah Rp …………………………………………....

2. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) atas izin dari 
pemilk dana (shahibul maal) dapat ikut menyerahkan modal 
untuk ikut ambil bagian dari kerjasama usaha ini.
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3. Jumlah modal usaha akad ini sebagaimana dimaksud pada pasal  
3 ayat 1 tersebut diserahkan oleh syarik pertama selaku pemilik 
modal (shahibul maal) kepada syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib) pada saat akad ini ditandatangani

4. Modal yang telah diserahkan oleh syarik pertama selaku pemi-
lik modal (shahibul maal) kepada syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib) wajib dijalankan dengan baik dan amanah 
sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku pada 
akad syirkah mudharabah ini.

5. Modal yang telah diserahkan dapat ditarik oleh syarik per- 
tama pemilik modal (shahibul maal) jika syarik kedua selaku 
pengelola modal (mudharib) terbukti melakukan penyimpa-
ngan terhadap isi akad ini. 
 

Pasal 4
SYARAT KEPENGELOLAAN USAHA

1. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dapat 
memberikan syarat-syarat kepengelolaan usaha dengan kate-
gori jenis usaha …………….. syarik kedua selaku pengelola modal 
(mudharib) dalam rangka kelancaran usaha yang sedang yang 
laksanakan berdasarkan prinsip dan ketentuan akad ini seba-
gaimana pasal 2 ayat 1.

2. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) atas izin dari 
pemilk dana (shahibul maal) dapat ikut menyerahkan modal 
untuk ikut ambil bagian dari kerjasama usaha ini.

3. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) hanya boleh 
menggunakan modal usaha dengan jenis usaha yang telah 
disepakati saja dengan Syarik pertama selaku pemilik modal  
(shahibul maal).

4. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) berhak 
menetapkan syarat-syarat di awal akad tidak hanya pada jenis 
bisnis, namun juga operasional kepengelolaan berdasarkan prin-
sip kehati-hatian dan kelancaran usaha.
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5. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) hanya 
bertanggung jawab atas modal yang telah diinvestasikan pada 
usaha yang dikelola oleh Syarik kedua selaku pengelola modal 
(mudharib).

6. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) secara pro-
fesional bekerja mengelola usaha yang telah disepakati sesuai 
syarat-syarat yang diajukan oleh Syarik pertama selaku pemilik 
modal (shahibul maal). 

7. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) tidak boleh 
melakukan usaha berdasarkan modal selain modal yang telah 
diberikan oleh Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul 
maal) kecuali dengan persetujuan syarik pertama. 

8. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) tidak boleh 
meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau mengha-
diahkan modal dan/atau keuntungan kepada pihak lain, ke-
cuali atas dasar izin dari syarik pertama selaku pemilik modal 
(shahibul maal). 

9. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) tidak boleh 
mewakilkan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari 
Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal). 

10. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) bertanggung 
jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat meng-
gunakan modal yang di luar persetujuan 

11. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) dibolehkan 
mengangkat pegawai untuk membantu melaksanakan peker-
jaan dari usaha dimaksud dengan pertimbangan efektifitas dan 
efesiensi kerja dengan membayar upah (ujrah) berdasarkan 
ketentuan yang diatur secara khusus. 

Pasal 5
PEMBAGIAN HASIL KEUNTUNGAN

1. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) sepakat dan 
dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain 
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bahwa nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan pada hasil 
musyawarah para syarik. 

2. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan sya-
rik kedua selaku pengelola modal (mudharib) membagi keun-
tungan berdasarkan bagi hasil yaitu bahwa keuntungan yang 
dibagi adalah keuntungan bersih (Net Profit), berupa keuntu-
ngan yang diperoleh dari kegiatan usaha.

3. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) berdasarkan 
prinsip dan ketentuan akad syirkah mudharabah ini wajib mem- 
bagi keuntungan berdasarkan keuntungan bersih yaitu keun-
tungan yang didapatkan dari hasil usaha dikurangi penge-
luaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi 
bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan:  
Net Profit = Total pendapatan, dikurangi (–) Total biaya lang-
sung, dikurangi (–) Total biaya operasional, dan dikurangi (–) 
Total biaya lain-lain, termasuk biaya yang ditambahkan seba-
gai dana persediaan perusahaan. 

4. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) tidak dapat 
menerima keuntungan apabila impas, yaitu kegiatan usaha 
yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak mende-
rita kerugian usaha.

5. Dalam pembagian keuntungan sebagaimana pasal 5 ayat 1 dan 
ayat 2 para syarik sepakat untuk membagi keuntungan berda-
sarkan nisbah dengan persentase, bahwa syarik pertama seba-
gai pemilik modal (shohibul Maal) mendapat prosentase bagi 
hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 70 %, 
sedangkan syarik kedua memperoleh sebesar 10 % dari seluruh 
keuntungan bersih hasil usaha.

Pasal 6
PEMBAGIAN KERUGIAN

1. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan syarik 
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kedua selaku pengelola modal (mudharib) sepakat dan dengan 
ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa keru-
gian dari akad kerjasama usaha ini merupakan tanggung jawab 
kedua belah pihak dengan pembagian kerugian berdasarkan 
prinsip dan sistem akad syirkah mudaharabah. 

2. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan sya-
rik kedua selaku pengelola modal (mudharib) menyatakan 
bahwa kerugian usaha dalam akad ini berpijak pada hasil usaha 
dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal 
usaha menjadi berkurang atau musnah dalam suatu kegiatan 
usaha, dengan ketentuan:  Loss = Total pendapatan dikurangi 
(–) Total biaya langsung dikurangi (–) Total biaya operasional 
dikurangi (–) Total biaya lain-lainnya.

2. Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) menyatakan 
apabila terjadi impas pada akhir kegiatan usaha, kedua syarik 
tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan usaha yang 
sedang mereka lakukan.

3. Kerugian pada hakikatnya ditanggung oleh kedua pihak seba-
gaimana pasal 5 ayat 1. Namun dalam akad syirkah mudhara-
bah dalam hukum Islam, tanggungan dan penanggung keru-
gian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kerugian modal usaha karena force major (bencana alam, 
kekacauan kondisi politik dan ekonomi yang di luar ke-
mampuan pengelola) sepenuhnya ditanggung oleh syarik 
pertama selaku pemilik modal (shahibul maal), sedangkan 
kerugian badan (tenaga dan waktu pengelolaan usaha) di-
tanggung oleh syarik kedua selaku pengelola modal (mu-
dharib). 

b. Kerugian modal usaha akibat kelalaian atau penyimpangan 
yang dilakukan oleh pengelola seperti penyelewengan, spe-
kulasi, monopoli, gharar, kesalahan manajemen, dan pe- 
langgaran yang dilakukan syarik yang bertindak selaku pe-
ngelola baik at-taaddi (melakukan sesuatu yang seharusnya 
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tidak dilakukan), at-taqshir (tidak melakukan suatu per-
buatan yang seharusnya dilakukan dan mukhalafat asy-
syuruth (menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat 
yang disepakati dalam akad) baik karena kesengajaan atau 
tidak sengaja maka kerugian akan menjadi tanggung jawab 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib). 

 
Pasal 7

PERHITUNGAN PEMBAGIAN  
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN 

1. Penghitungan keuntungan dan kerugian dalam kerjasama 
usaha ini berdasarkan kondisi usaha yang dilakukan setiap 
bulan atau secara berkala oleh syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib).

2. Hasil perhitungan keuntungan dan kerugian dibuat dengan 
bentuk laporan keuangan yang selanjutnya diinformasikan 
secara tertulis kepada syarik pertama selaku pemilik modal 
(shahibul maal) disertai data/dokumen atau bukti-bukti len-
gkap dari syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib).

3. Penyerahan hasil keuntungan yang dihasilkan dalam kerjasama 
usaha ini sebagaimana pasal 5 ayat 3 dilaksanakan selambat-
lambatnya …… hari setelah penghitungan untung rugi dilaku-
kan oleh syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) dan 
setelah dihitung keuntungan riilnya serta mendapatkan per-
setujuan dari syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul 
maal).

4. Nisbah bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 
5 ayat 5 dalam akad ini, tidak dapat diubah sepanjang jangka 
waktu yang telah disepakati masih berjalan, dan tidak berlaku 
surut, kecuali berdasarkan kesepakatan para syarik dan dengan 
dituangkan dalam akad yang tidak terpisah dengan akad ini.
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Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN  

PENGELOLA USAHA (MUDHARIB) 

Apabila para syarik bersepakat dengan klausul agunan, maka sya-
rik kedua yang bertindak selaku pengelola (mudharib), dengan 
ini menyatakan mengakui dan menjamin dengan sebenarnya, dan 
tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa:

1. Syarik kedua yang bertindak selaku pengola (mudharib) berhak 
dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini 
dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta 
berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam akad ini.

2. Selama berlangsungnya masa akad syirkah mudharabah ini, 
syarik kedua bertindak selaku pengelola (mudharib) dan sya-
rik pertama yang bertindak selaku penyedia modal (shahibul 
maal) akan bersama-sama menjaga semua perijinan, lisensi, 
persetujuan dan sertifikat yang wajib dimiliki terkait dengan 
pelaksanaan usaha atau proyek dengan jenis ........... yang telah 
disepakati dalam akad ini.

3. Adanya akad ini disebut sebagai akad tambahan (al-aqd al-
ashli) atau addendum, akad ini tidak akan bertentangan dengan 
suatu akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh sya-
rik kedua yang bertindak selaku pengelola modal (mudharib) 
dengan pihak ketiga lainnya.

4. Sepanjang tidak bertentangan prinsip-prinsip, ketentuan hu-
kum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
syarik kedua bertindak selaku pengelola modal (mudharib) 
berjanji dengan ini mengikatkan diri, jika terdapat keuntungan 
dalam usaha yang sedangka dijalankan maka mendahulukan 
untuk membayar keuntungan kepada syarik pertama yang bert-
indak selaku penyedia modal (shahibul maal) beserta kewaji-
ban lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku pada akad 
syirkah mudharabah ini.
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Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN SHAHIBUL MAAL DAN 
MUDHARIB DALAM PENGELOLAAN USAHA 

1. Dalam melaksanakan akad kerjasama usaha ini maka selama 
jangka waktu syirkah mudharabah ini dilaksanakan, maka  
syarik pertama selaku penyedia modal (shahibul maal):

a. Berkewajiban bertanggung jawab penuh terhadap ter-
hadap penyediaan modal usaha dan menanggung seluruh 
kerugian modal terbatas terhadap jumlah modal yang telah 
diinvestasikan sebagaimana telah dinyatakan dalam kerja-
sama usaha ini.

b. Berkewajiban untuk tidak turut mencampuri kebijakan 
usaha yang sedang dijalankan syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib), kecuali terhadap hal-hal yang telah 
disepakati diawal dan telah tercantum dalam akad ini.

c. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib), menja-
lankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam menjalan-
kan kerjasama usaha ini.

d. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di 
tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan syarik kedua 
selaku pengelola modal (mudharib).

e. Berkewajiban untuk tidak mengambil modal usaha sam-
pai batas akhir perjanjian kecuali dalam keadaan istimewa 
karena kelalaian dan penyimpangan yang dilakukan syarik 
kedua selaku pengelola modal (mudharib).

f. Berhak untuk melakukan kontrol atau meninjau tempat 
kegiatan usaha dengan disertai syarik kedua selaku penge-
lola modal (mudharib).

g. Berhak mengajukan usul dan saran kepada syarik kedua 
selaku pengelola modal (mudharib), untuk memperbaiki 
dan atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang 
berjalan berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam 
akad.
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h. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengambil kem-
bali sebagian atau seluruh modal usaha dari pihak kedua 
setelah terbukti syarik kedua selaku pengelola modal (mu-
dharib) melakukan penyelewengan dan atau mengkhianati 
isi akad ini.

i. Berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari 
hasil kerjasama usaha ini sesuai dengan besaran jumlah 
(nisbah) yang telah ditetapkan bagi syarik pertama selaku 
penyedia (shahibul maal ) sebagaimana ketentuan pasal 5 
ayat 5 dalam akad ini. 

2. Dalam melaksanakan akad kerjasama usaha ini maka selama 
jangka waktu syirkah mudharabah ini dilaksanakan syarik ke-
dua selaku pengelola modal (mudharib): 

a. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima 
dari syarik pertama selaku penyedia (shahibul maal) untuk 
suatu kegiatan dan jenis usaha yang telah ditetapkan dalam 
akad ini, secara jujur dan dapat dipercaya (amanah), setara 
(kafa’ah), dan profesional (himmatul ‘amal).

b. Berkewajiban menyusun perencanaan usaha secara serius 
dan terukur dilengkapi dengan berbagai rencana strategis 
untuk menjadi penyangga usaha dalam rangka mencapai 
target yang telah disebutkan dalam kerjasama usaha ini.

c. Berkewajiban menyusun laporan kegiatan usaha, laporan 
keuangan selanjutnya menyampaikan laporan tersebut se-
cara berkala kepada syarik pertama selaku penyedia modal 
(shahibul maal) sebagaimana kesepakatan yang tertuang 
dalam akad ini. 

d. Berhak menggunakan modal usaha yang telah diserahkan 
oleh syarik pertama selaku penyedia (shahibul maal) sesuai 
perencanaan yang dibuat syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib) berdasarkan dalam prinsip atau keten-
tuan usaha yang telah disepakati dalam akad ini.

e. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan 
yang dianggap strategis dalam kegiatan usaha dalam rangka 
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mewujudkan tujuan kerjasama usaha ini dengan tetap ber-
dasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah disepa-
kati dalam akad ini.

f. Berhak melaksanakan usul, saran atau pun keinginan sya-
rik pertama selaku penyedia modal (shahibul maal) dalam 
rangka perbaikan dan pengembangan usaha yang sedang-
kan dijalankan oleh syarik kedua selaku pengelola modal 
(mudharib).

g. Berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari 
hasil kerjasama usaha ini sesuai dengan besaran jumlah 
(nisbah) yang telah ditetapkan bagi syarik kedua selaku 
pengelola modal (mudharib) sebagaimana ketentuan pasal 
5 ayat 5 dalam akad ini. 

Pasal 10
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN MUDHARIB 
SEBAGAI PENGELOLA DANA KERJASAMA USAHA

Syarik kedua yang bertindak selaku pengelola modal (mudharib) 
berjanji dan menyatakan sepakat mengikatkan dirinya berdasarkan 
akad ini, bahwa selama berjalannya kerjasama usaha ini, kecuali 
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari syarik pertama se- 
laku pemilik modal (shahibul maal), syarik kedua yang bertindak 
selaku pengelola modal (mudharib) tidak akan melakukan salah 
satu, sebagian atau seluruhnya perbuatan-perbuatan sebagai beri-
kut:

1. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) membuat 
utang kepada pihak ketiga.

2. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) melakukan 
usaha berdasarkan modal selain modal yang telah diberikan 
oleh syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal).

3. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) mewakilkan 
usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari syarik per-
tama selaku pemilik modal (shahibul maal). 

4. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) memindah-
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kan kedudukan lokasi barang agunan dari kedudukan/lokasi 
barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalih-
kan hak atas barang atau barang agunan yang bersangkutan 
kepada pihak lain;

5. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) mengajukan 
permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk ekse-
kutor, kurator, likuidator, atau pengawas atas sebagian seluruh 
seluruh harta kekayaan syarik yang bertindak selaku pengelola;

Pasal 11
PERISTIWA/TINDAKAN CIDERA JANJI

Terhadap hal-hal tindakan menyimpang dari ketentuan pasal 2, 
pasal 3 dan pasal 4 dalam akad ini yang dilakukan syarik kedua 
selaku pengelola modal (mudharib) baik secara sengaja maupun 
tidak sengaja, maka syarik pertama selaku pemilik modal (shahi-
bul maal) berhak untuk meminta kembali dari syarik kedua selaku 
pengelola modal (mudharib) atau siapapun juga yang memperoleh 
hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban syarik 
pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) berdasarkan akad 
ini, untuk dibayar dengan seketika itu juga dan sekaligus tanpa  
diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat 
lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di 
bawah ini:

1. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) tidak melaku-
kan kewajiban membayar keuntungan sesuai dengan proporsi 
yang telah ditetapkan, pada tepat waktu yang diperjanjikan 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pasal 
5.

2. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) memberikan 
dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masuk- 
kan ke dalam dokumen yang diserahkan syarik kedua selaku 
pengelola modal (mudharib) kepada syarik pertama selaku 
pemilik modal (shahibul maal) sebagaimana yang dimaksud 
dalam akad ini menjadi palsu, tidak sah, atau tidak benar;
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3. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) pada akad 
ini mengalami perubahan prilaku melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, kesusilaan dan 
hukum, atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 
pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan pidana yang 
dilakukannya;

4. Syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) tidak me-
menuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 dan pasal 
11 akad ini;

5. terjadi peristiwa apapun yang menurut ketentuan akad ini 
maupun undang-undangan dapat mengakibatkan syarik kedua 
selaku pengelola modal (mudharib) tidak dapat memenuhi 
kewajiban-kewajiban kepada syarik pertama yang bertindak 
selaku pemilik modal (shahibul maal); 

Pasal 12
AKIBAT CEDERA JANJI

Terhadap terjadinya peristiwa atau tindakan yang dikategorikan 
cedera janji sebagaimana pasal 12 akad ini, baik satu atau lebih 
peristiwa, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 
1266 KUHPerdata dan pasal 1267 KUHPerdata, kepada syarik 
pertama yang bertindak selaku pemilik modal (shahibul maal) ber-
hak untuk:

1. Memberikan teguran kepada syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib) yang telah diberikan kepercayaan kepada-
nya untuk melaksanakan suatu usaha yang telah disepakati ber-
sama, baik lisan maupun tulisan;

2. Mengadakan rapat dengan di antara para syarik pertama yang 
bertindak selaku pemilik modal (shahibul maal) dalam rangka 
mengambil tindakan yang dianggap perlu guna penyelamatan 
berlangsungnya kerjasama usaha.
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3. Pembatalan akad syirkah oleh para syarik pertama yang ber-
tindak selaku pemilik modal (shahibul maal) dengan kewa-
jiban bagi syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib)
mengembalikan seluruh modal usaha yang telah diterima.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA  

(Al-JAWA`IH/FORCE MAJEURE)

1. Al-Jawaih/Force Majeure yaitu peristiwa-peristiwa yang dise-
babkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberon-
takan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan 
pemerintah atau sebab lain di luar kekuasaan para syarik, khu-
susnya syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) usaha. 

2. Dalam hal terjadi al-Jawaih/force majeure, maka syarik kedua 
selaku pengelola modal (mudharib) usaha yang terkena akibat 
langsung dari peristiwa tersebut, wajib memberitahukan secara 
tertulis syarik pertama yang bertindak selaku pemilik modal 
(shahibul maal)dengan melampirkan bukti-bukti dari kepoli-
sian/instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai 
peristiwa al-Jawaih/force majeure tersebut selambat-lambat-
nya 14 (empat belas hari kerja) sejak tanggal al-Jawaih/force 
majeure ditetapkan.

3. Keterlambatan atau kelalaian para syarik untuk memberitahu-
kan adanya al-Jawaih/force majeure tersebut mengakibatkan 
tidak diakuinya peristiwa al-Jawaih/force majeure oleh pihak 
lain.

4. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadi-
nya al-Jawaih/force majeure akan diselesaikan oleh syarik per-
tama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan syarik kedua 
selaku pengelola modal usaha (mudharib) secara musyawarah 
untuk mufakat. Hal ini dilakukan dengan tanpa mengurangi 
hak-hak para syarik pertama yang bertindak selaku pemilik 
modal (shahibul maal) sebagaimana diatur dalam akad ini.
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Pasal 14
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Syarik pertama yang bertindak selaku pemilik modal (shahibul 
maal) dan syarik kedua yang bertindak selaku pengelola modal 
(mudharib) berjanji dan menyatakan sepakat mengikatkan dirinya 
berdasarkan akad ini untuk membentuk pengawas atau petugas 
yang ditunjuknya untuk melakukan pengawasan terhadap usaha, 
pemeriksaan terhadap barang agunan, memeriksa pembukuan dan 
syarik kedua yang bertindak selaku pengelola modal (mudharib) 
pada setiap saat selama berlangsungnya kerjasama usaha ini baik 
yang berhubungan dengan fasilitas usaha yang diterima syarik 
kedua selaku pengelola modal (mudharib) secara langsung atau 
tidak langsung, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain tetapi 
tidak terbatas seperti mengambil gambar (foto), membuat fotokopi 
dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu, untuk mengaman-
kan kepentingan para syarik dalam kerjasama usaha berdasarkan 
syirkah mudharabah.

Pasal 15
BERAKHIRNYA KERJASAMA USAHA (PERSEROAN) 

BERDASARKAN AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

Syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan syarik 
kedua selaku pengelola modal (mudharib) berjanji dan menya-
takan sepakat bahwa mengenai berakhirnya kerjasama usaha ini  
berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Para musyarik sepakat bahwa kerjasama usaha berakhir sesuai 
jangka waktu yang telah disepakati. Adapun jangka waktu ker-
jasama usaha ini adalah …………… (hari, minggu, bulan atau 
tahun) atau dapat ditentukan atau ditetapkan lain oleh para 
musyarik;

2. Pada akhir periode, akad kerjasama usaha ini akan ditinjau 
kembali untuk diperbaharui dan atau dimusyawarahkan kem-
bali oleh para musyarik baik syarik pertama bertindak selaku 
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pemilik modal (shahibul maal) dan syarik kedua selaku pe-
ngelola modal (mudharib);

3. Apabila para musyarik baik syarik pertama selaku pemilik mo-
dal (shahibul maal) dan syarik kedua selaku pengelola modal 
(mudharib) bersepakat untuk membubarkan kerjasama usaha 
atau perseroan, maka pembagian harta kekayaan perseroan ini 
diatur pada pasal 17.

Pasal 16
PEMBAGIAN HARTA USAHA (PERSEROAN)

1. Pembagian harta usaha terjadi ketika para pihak bersepakat 
untuk membubarkan syirkah ini atau ketika jangka waktunya 
berakhir.

2. Harta usaha yang dimaksud adalah seluruh harta yang digu-
nakan untuk menjalankan usaha dengan syirkah ini, termasuk 
di dalamnya aset tidak bergerak, asset bergerak, piutang usaha 
lancar, dan dana kas usaha.

3. Harta usaha yang dibagikan harus terbebas dari seluruh utang 
usaha. Artinya, harta usaha yang dibagikan adalah setelah di-
kurangi seluruh utang usaha.

4. Pembagian harta usaha mengikuti aturan syirkah mudharabah 
yaitu, jika terjadi kerugian maka menjadi tanggungan shahibul 
maal. Apabila terjadi keuntungan maka modal dikembalikan 
kepada shahibul maal sedangkan keuntungannya tersebut di-
bagi berdasarkan aturan pembagian keuntungan yang telah 
disepakati.

5. Kerugian harta usaha adalah nilai total harta usaha yang tersisa 
lebih kecil dari jumlah total modal awal yang diberikan oleh 
shahibul maal sesuai pasal 2.

6. Keuntungan harta usaha adalah selisih positif dari jumlah harta 
usaha pada saat pembubaran usaha dikurangi dengan modal 
awal usaha.
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Pasal 17
DASAR HUKUM PERJANJIAN 

Dalam pelaksanaan akad kerjasama usaha yang berbasis akad syir-
kah mudharabah ini secara hukum dibentuk oleh syarik pertama 
yang bertindak selaku pemilik modal (shahibul maal) dan syarik 
kedua yang bertindak selaku pengelola modal (mudharib) tunduk 
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
di Indonesia dan ketentuan syari’ah dan fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara para musyarik, maka  
syarik pertama yang bertindak selaku pemilik modal (shahibul 
maal) dan syarik kedua yang bertindak selaku pengelola modal 
(mudharib) para pihak bersepakat menyelesaikannya dengan 
musyawarah dan mengedepankan hubungan ukhuwah (per-
saudaraan).

2. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-
hal yang tercantum di dalam akad ini, maka para musyarik, 
baik syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) bersepakat 
menyelesaikannya sepakat untuk menyelesaikannya secara 
musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimak-
sud ayat 1 dan 2 tidak tercapai, maka para musyarik baik sya-
rik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan syarik 
kedua selaku pengelola modal (mudharib) bersepakat untuk 
menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional 
menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di 
dalam Badan Arbitrase Syari’ah Nasional tersebut atau di 
Pengadilan Agama menurut ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan peratu-
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ran terkait lainnya.

4. Para musyarik baik syarik pertama selaku pemilik modal (sha-
hibul maal) dan syarik kedua selaku pengelola modal (mudha-
rib) sepakat mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa 
pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang dite-
tapkan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional tersebut sebagai 
keputusan tingkat pertama dan terakhir.

5. Tanpa mengurangi tempat pokok Badan Arbitrase Syari’ah 
Nasional di Jakarta yang ditentukan di dalam peraturan dan 
prosedur Badan Arbitrase Syari’ah Nasional para musyarik 
bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota 
tempat ditandatanganinya akad syirkah mudharabah ini, dan 
penunjukkan serta pembentukan arbiter atau majelis arbitrase 
dilakukan oleh Ketua Badan Arbitrase Syari’ah Nasional.

6. Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase 
Syari’ah Nasional sesuai dengan Ketentuan pasal 59 UU No. 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Para syarik sepakat bahwa para musyarik dapat me- 
minta pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syari’ah 
Nasional tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di bawah 
wilayah hukum Republik Indonesia

Pasal 19
KETENTUAN PENUTUP

1. Sebelum akad ini ditandatangani oleh para musyarik baik syarik 
pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan syarik kedua 
selaku pengelola modal (mudharib) mengakui dengan sebenar-
benarnya, bahwa para musyarik telah membaca seluruh isi akad 
serta seluruh dokumen yang merupakan bagian dari lampiran 
akad ini dengan cermat atau dibacakan kepada para musyarik 
dan para musyarik memahami sepenuhnya segala yang akan 
menjadi akibat hukum setelah para musyarik menandatangi 
akad ini;
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2. Akad ini mengikat para musyarik yang sah yaitu para musyarik 
baik syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan 
syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib), para peng-
ganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing 
para musyarik;

3. Akad ini oleh para musyarik, baik syarik pertama selaku pemi-
lik modal (shahibul maal) dan syarik kedua selaku pengelola 
modal (mudharib) sama-sama sepakat bahwa akad ini memuat 
dan menggantikan semua hal-hal yang telah disepakati para 
musyarik baik tertulis maupun lisan sebelum ditandatangani-
nya akad ini;

4. Apabila diantaranya salah satu atau sebagian ketentuan dalam 
akad ini batal atau tidak berlaku, maka para musyarik, baik sya-
rik pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) dan syarik 
kedua selaku pengelola modal (mudharib) sepakat bahwa tidak 
mengakibatkan seluruh akad ini tidak berlaku dan menjadi 
batal seluruhnya.

5. Terhadap hal-hal yang belum diatur akad ini, maka para mu-
syarik, baik syarik pertama selaku pemilik modal (shahibul 
maal) dan syarik kedua selaku pengelola modal (mudharib) 
akan mengaturnya bersama secara musyawarah mufakat serta 
menjadi akad tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh 
para musyarik.

6. Akad tambahan (addendum) sebagaimana pasal 20 ayat 5 dari 
akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan 
telah mendapatkan persetujuan oleh para musyarik.

Demikian, akad ini disusun serta ditandatangani di ........................ 
oleh para musyarik di atas kertas yang bermeterii cukup dalam dua 
rangkap, yang masing-masing disimpan oleh para musyarik, dan 
masing-masing berlaku sebagai aslinya.
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Khatimah
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 

lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu 
membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat 

memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah berbuat 
dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 188)
 

Pihak musyarik yang bekerjasama usaha 
berdasarkan Syirkah Mudharabah

………………,…………………
(tempat dan waktu akad syirkah mudaharabah)

 

       Pihak Pertama,  Pihak Kedua,

(………………………………..) (………………………………..)

          Saksi 1  Saksi 2

(………………………………..)  (………………………………..)
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Beberapa hal yang perlu dicatat dalam bagian ini yang ber-
kaitan dengan akad syirkah mudharabah dalam pembentukan  
Perseroan Terbatas (PT) antara lain sebagai berikut: bahwa haki-
kat akad syirkah mudharabah merupakan akad yang berasal dari 
penggabungan akad syirkah dan akad mudharabah yang didasar-
kan pada teori al-’uqud al-murakkabah (teori multi-akad) atau 
hybrid contract, sehingga akad ini dapat berdiri sendiri menjadi 
satu akad yang memiliki sistem dan akibat hukum sendiri. Akad 
syirkah mudharabah secara esensial-filosofis dapat menjembatani 
terwujudnya keadilan ekonomi dengan membangun keseimba-
ngan antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pelaku usaha 
(mudharib) berdasarkan ragam kuantitas maupun kualitas modal 
yang dimiliki untuk melakukan investasi dan di sisi lain membuka 
peluang terhadap para pelaku usaha (mudharib) yang hanya mem-
punyai modal keahlian (’abdan/’amal) untuk ikut ambil bagian 
dalam suatu kerjasama usaha bisnis (tijarah/profit) sehingga kerja-
sama usaha berdasarkan akad syirkah mudharabah akan berim-
plikasi terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat, sebab per- 
putaran modal tidak hanya berada pada segelintir pemilik modal 
harta saja, namun dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha 
yang tidak memiliki modal harta tapi memiliki modal keahlian 
(’abdan/’amal). Secara historis telah dipraktikkan sebelum, selama, 
dan sesudah masa Rasulullah Saw. sebagai bentuk perjanjian ker-
jasama usaha yang adil dan bertujuan mengangkat harkat dan 
martabat kemanusian berdasarkan keahlian sekaligus sebagai kritik 

Bagian V 

Penutup



MARTOYO

322

terhadap sistem perbudakan yang sangat eksploitatif melalui peran 
dominasi para pemilik modal. Berdasarkan hal ini akad syirkah 
mudharabah dapat dirumuskan sebagai akad kerjasama bisnis di 
antara kedua pihak atau lebih, di mana satu pihak merupakan 
pemilik modal harta (shahibul maal) sedangkan di pihak lain ada-
lah pelaku usaha yang memiliki keahlian pekerjaan (mudharib) 
dengan izin shahibul maal, mudharib juga dapat ikut berinvestasi, 
pembagian keuntungan didasarkan atas kesepakatan atau nisbah 
sesuai dengan pembagian sistem syirkah dan pada tahap berikut-
nya dengan sistem mudharabah. Sedangkan kerugian sepenuhnya 
tanggung jawab shahibul maal (termasuk dana investasi dari mu- 
dharib, jika ada), sedangkan mudharib hanya menanggung keru-
gian waktu, tenaga, pikiran yang digunakan pada saat usaha ter-
sebut dijalankan. Adapun dasar keabsahan akad syirkah mudhara-
bah dibangun dengan empat landasan yaitu didasarkan pada ke-
mu’tabar-an syirkah inan, syirkah wujuh, akad wakalah, dan teori 
percampuran ayn dan dayn, serta izin shahibul maal. Akad syirkah 
mudharabah ini sangat relevan dengan tuntutan perkembangan 
bisnis syariah kontemporer dan dapat menjadi dasar konsep pen-
dirian badan usaha Perseroan Terbatas berbasis syariah. 

Selain itu, kesesuaian kedudukan para sekutu pada akad syir-
kah mudharabah dalam pendirian badan usaha Perseroan Terba-
tas dengan asas keadilan dapat ditemukan pada tahapan-tahapan 
kontraktual yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) 
dan pelaku usaha (mudharib) mulai dari tahap pra-kontraktual, 
tahap kontraktual, dan post-kontraktual mencerminkan tercapai-
nya pertukaran kepentingan di antara para sekutu yang dibangun 
diatas kesetaraan (al-musawa), keseimbangan (at-tawazun), dan 
proporsionalitas (al-mutanasib). Dalam akad syirkah mudharabah 
kedudukan para sekutu pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku 
usaha (mudharib) merupakan subjek yang mandiri dan setara hal 
ini terwujud dalam penentuan perpaduan modal yang dapat ber-
upa harta (uang/barang) dan dapat berupa keahlian (ras’mal bil 
’amal), begitu juga pembagian keuntungan didasarkan pada kese-
pakatan (nisbah) dengan berpijak pada berat atau ringannya risiko 
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yang diterima dan ditanggung oleh para pihak secara proporsional.  
Sedangkan kerugian juga didasarkan para proporsi yang adil, di 
mana pihak shahibul maal menanggung semua kerugian modal 
harta secara terbatas pada dana yang diinvestasikan, sedangkan 
mudharib hanya menanggung kerugian, tenaga, waktu, dan piki-
ran kecuali kerugian terbukti diakibatkan adanya unsur kesenga-
jaan atau kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung 
jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian, dalam pendirian  
Perseroan Terbatas berdasar akad syirkah mudharabah secara sub-
stansi memuat asas keadilan yang berkepastian. Jadi, agar terwujud 
keadilan bagi para sekutu maka keahlian pelaku usaha (mudharib/
direksi) dapat dihitung sebagai modal yang diwujudkan dalam 
bentuk kepemilikan saham sehingga mudharib/direksi memiliki 
hak atas keuntungan (deviden) yang besarannya bergantung pada 
hasil kesepakatan para pihak berdasarkan persentase selama pela-
ku usaha (mudharib/direksi) bekerjasama dengan pemilik modal 
(shahibul maal) yang tertuang dan dinyatakan dalam Anggaran 
Dasar (AD) badan usaha Perseroan Terbatas.

Konsep ke depan perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas 
berdasar akad syirkah mudharabah diformulasi berdasarkan nilai-
nilai, prinsip-prinsp hukum Islam di bidang ekonomi (fiqh mua- 
malah) yang bertujuan terwujudnya keadilan ekonomi sebagai 
tujuan utama hukum Islam (maqashidus syariah), yakni terwujud-
nya hifdz al-maal (pemeliharan harta benda). Artinya, pengaturan 
sistem ekonomi terutama perjanjian pendirian badan usaha Per-
seroan Terbatas harus berjalan sesuai dengan tujuan keadilan dan 
kemaslahatan bagi para pihak yang bekerjasama, sehingga model 
konsep pendirian Perseroan Terbatas berdasar akad syirkah mu-
dharabah adalah Pertama, badan usaha Perseroan Terbatas ber-
bentuk Badan Hukum (recht persoon) dalam fiqh al-muamalah  
al-maliyah al-muashirah dikenal dengan istilah syakhshiyah i’ti-
bariah/syakhshiyah hukmiyah yang segala tindakan hukumnya 
dilakukan (tasarruf) kepada pengurus perseroan tersebut. Kedua, 
badan usaha Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian 
yang dilandasi asas keadilan yang mewujud kesetaraan (al-musawa), 
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keseimbangan (at-tawazun), dan proporsionalitas (al-mutanasib) 
antara para sekutu, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku 
usaha (mudharib) yang tercermin dalam ketentuan mengenai pro-
porsi modal, proporsi keuntungan dan kerugian sampai berakhir-
nya kerjasama. Ketiga, modal usaha merupakan perpaduan modal 
harta (ra`sl al mal bil amwal) dan modal keahlian (ra`sl al-mal bil 
’amal) yang diwujudkan dalam kepemilikan saham dan dinyatakan 
dalam pengaturannya atau dalam Aggaran Dasar (AD). Keempat, 
tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal) terbatas terhadap 
harta yang diinvestasikan berdasarkan konsep (qiradh/muqaradah) 
yang secara harfiah berarti al-qath (terputus) karena modal telah 
diberikan kepada pelaku usaha (mudharib) untuk menjalankan 
usaha yang disepakati. Kelima, pembagian keuntungan didasarkan 
pada kesepakatan (nisbah) dengan berpijak pada berat atau ringan-
nya risiko yang diterima dan ditanggung oleh para pihak secara 
proporsional. Sedangkan kerugian juga didasarkan para proporsi 
yang sangat adil, di mana pihak shahibul maal menanggung semua 
kerugian modal harta secara terbatas pada dana yang diinvestasi-
kan, sedangkan mudharib hanya menanggung kerugian, tenaga, 
waktu dan pikiran kecuali kerugian terbukti diakibatkan adanya 
unsur kesengajaan atau kelalaian mudharib, maka mudharib harus 
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya secara tek-
nis konsep pendirian Perseroan Terbatas berdasar akad syirkah 
mudharabah harus dirumuskan ke dalam bentuk pasal-pasal ke 
dalam perjanjian (akad) yang wajib memuat ketentuan-ketentuan 
tentang rukun dan syarat akad syirkah mudharabah sebagai syarat 
sahnya perjanjian tersebut. Kemudian, membuat perumusan pasal-
pasal yang memuat tentang hal-hal terkait dengan isi akad serta 
bagaimana akad syirkah mudharabah dalam bentuk badan usaha 
Perseroan Terbatas dilaksanakan oleh para sekutu. []
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